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  Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi 

feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan 

tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran 

ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem 

hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses 

dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. 

Solidaritas Perempuan menjalankan strategi yang menguatkan posisi perempuan dan 

masyarakat secara umum sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong 

perubahan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan 

maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia. Dalam 

melakukan peran-peran tersebut , Solidaritas Perempuan sepenuhnya mendasarkan 

kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan, persaudaraan/solidaritas, keadilan, 

emansipasi/pembebasan, kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sectarian, non 

partisan dan anti kekerasan. 

Hingga 2012, Solidaritas Perempuan (SP) memiliki 10 Komunitas, di antaranya SP 

Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP 

Kahyangan Api Bojonegoro, SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP 

Mataram dan SP Sumbawa. 
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Sepenggal cerita buat Alamku 

 - Puisi oleh Wahidah Rustam - 

 

Alamku... 

Kuingin bercerita padamu... 

Tentang Kesedihanku... 

Tentang kemarahanku... 

Yang membungkus dan mengunci senyumku 

 

Alamku... 

Dulu aku bisa melihat senyum yang mengembang... 

Dulu aku bisa melihat anak-anak tertawa lepas... 

Berlarian, berbagi cerita tentang hijaunya hutan... 

Bercerita saat musim panen tiba... 

Bercerita kicauan burung yang indah terdengar... 

 

Alamku... 

Kau tau? Kini senyum itu menghilang... 

Anak-anak yang tertawa terhenti dengan suara-suara yang memekikkan... 

Suara yang membuatmu ikut menangis... 

Mendengar dan melihat raungan mesin buldozer, menumbangkan  

Mimpi indahku tentangmu... 

 

Alamku... 

Kau tau? Sekarang..airmata kami menetes... 

Melihatmu tak se elok dulu... 

Kau hancur... 

 

Buat kami seperti di negeri orang... 

Karna negeri ini tak lagi bisa membuat ibuku tersenyum... 

Karna sawah dan ladang kami tergadai dengan paksa.. 

Karna nuranipun telah tergadai dengan uang dan aturan... 

Yang perlahan kan membuat kami mati!!! 

 

Seiring hancurnya hati kami... 

Anak-anak kami kehilangan masa depannya... 
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Hutan tempat kami berlindung dari bencana banjir... 

Kini tak sanggup lagi menahan air... 

Ladang kami terguras oleh banjir... 

Sawah kami tak lagi menguning... 

 

Alamku... 

Kau tau..Kini kami kelaparan... 

Para ibu harus bekerja berkali-kali lipat... 

Tuk bisa membuat anak-anaknya tak kelaparan... 

Tuk bisa meneruskan mimpi anak-anak teta bersekolah 

 

Alamku... 

Kau rusak karna ulah orang-orang yang serakah... 

Mereka yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya semata... 

Mereka, yang memiliki uang banyak... 

Yang bisa digunakan untuk membelimu... 

Tanpa sedikitpun cinta yang tersisa buat kami... 

 

Alamku... 

Nurani mereka kini tergadai dengan uang... 

Terbungkus dan terkunci bersama aturan yang dapat dibeli 

Dan mereka menggadaikan mimpi anak-anak kami... 

Dan membiarkan ibu kami terus menangis, mengais makan... 
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KATA PENGANTAR 

 

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Air, udara 

dan tanah adalah satu kesatuan yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan perempuan.  Pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam 

mengelola sumber daya alam, sering dinafikan bahkan tidak pernah 

dianggap menjadi permasalahan yang serius oleh negara. Ini terlihat 

dengan  semakin massifnya aktifitas industri ekstraktif dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam, yang berdampak pada penghancuran 

lingkungan dan sumber – sumber kehidupan. Penghancuran lingkungan 

yang mengakibatkan pencemaran air, udara, tanah, sangat mempengaruhi 

kehidupan perempuan. Terpinggirkan dan hilangnya kontrol perempuan 

dari sumber kehidupan, nilai – nilai adat istiadat, dari sumber mata 

pencaharian, gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, 

kemudian berujung pada menguatnya ketidakadilan bagi perempuan.   

Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi, tidak terlepas dari campur 

tangan negara – negara industri melalui skema global yang ‘dipaksakan’ 

pada negara – negara berkembang, seperti Indonesia. Dorongan untuk 

terlibat dalam skema pasar global, seperti WTO, AFTA, dan sebagainya, 

hanya menguntungkan bagi perusahaan transnasional (TNC’s) maupun 

multinasional (MNC’s) yang didominasi oleh perusahaan dari negara 

industri, untuk menguasai pasar di negara berkembang.  

Skenario tersebut turut didukung oleh lembaga keuangan Internasional, 

seperti World Bank, ADB, IFC, JBIC, dan lainnya. Tidak hanya lembaga 

keuangan internasional, pemerintah Indonesia juga mendukung penuh 

masuknya perusahaan – perusahaan dan lembaga keuangan tersebut, 

bahkan dengan menjamin keamanan investasi, pemerintah bekerjasama 

dengan aparat militer/keamanan. Selain jaminan keamanan, pemerintah 

juga membuka ruang eksploitasi SDA kepada perusahaan melalui sejumlah 

kebijakan baik nasional maupun daerah pengelolaan sumber daya alam, 

tanpa memikirkan dan memperhatikan keberlangsungan ekologi.  

 

Buku ini merekam dan mengungkap ketidakadilan dan penindasan yang 

dialami perempuan akibat  eksploitasi sumber daya alam yang berujung 
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pada konflik sumber daya alam yang mempengaruhi situasi serta 

berdampak pada ketidakadilan perempuan akibat aktifitas industri 

pertambangan, perkebunan kelapa sawit skala besar, pembangunan 

infrastruktur dan privatisasi air  yang terjadi di beberapa  wilayah di 

Indonesia, antara lain Aceh, Palembang, Jabotabek, Bojonegoro, 

Yogyakarta, Kendari, Makassar, dan Palu. Pengungkapan fakta – fakta ini 

merupakan temuan perempuan komunitas yang direfleksikan dari 

pengalaman perempuan dengan melihat persoalan global yang berdampak 

pada kehidupan perempuan.    

Kehadiran buku “Mengurai Realitas Pemiskinan Perempuan Ditengah 

Konflik Sumber Daya Alam” ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran 

bersama baik bagi perempuan di komunitas, maupun masyarakat luas, 

dalam memahami persoalan yang dihadapi perempuan, sehingga dapat 

menyusun strategi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, 

buku ini juga diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dan referensi 

bagi NGO, para pengambil keputusan dan kelompok masyarakat yang 

konsen melakukan pembelaan hak-hak perempuan, hak asasi manusia dan 

keberlanjutan ekologi.  

Akhir kata, Solidaritas Perempuan menyampaikan terima kasih kepada 

perempuan-perempuan akar rumput yang selama ini, dengan 

kesungguhannya, berjuang merebut hak-haknya. Juga kepada aktivis 

Solidaritas Perempuan yang telah secara konsisten bersama perempuan 

akar rumput berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam 

memperjuangkan keadilan bagi perempuan.  Tidak luput kami 

menyampaikan rasa terima kasih kepada staf Sekretariat Nasional 

Solidaritas Perempuan, atas dedikasi dan kesungguhannya dalam 

menghadirkan buku ini sebagai langkah awal merekam jejak perlawanan 

perempuan.  

 

Jakarta, 10 Februari 2012 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional  

Solidaritas Perempuan 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Paradigma Pembangunan dan Trend Eksploitasi Sumber Daya Alam 

          Pemanfaatan sumber daya alam di berbagai sektor, selalu 

menyisakan permasalahan dan konflik masyarakat. Membuat masyarakat 

menjadi semakin miskin, baik akibat dari hilangnya akses masyarakat atas 

tanah, akses atas air bersih, serta akses atas sumber-sumber kehidupan 

lainnya di sekitar tempat tinggalnya; maupun akibat pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta 

kelangsungan hidup generasi penerusnya. Pengadaan tanah untuk 

pembangunan mengakibatkan terjadinya penggusuran tempat tinggal dan 

lahan sumber kehidupan masyarakat, sehingga semakin meminggirkan dan 

memiskinkan masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini mayoritas belum 

terlindungi hak atas tanahnya. Selain itu, intimidasi, penganiayaan, 

penembakan, hingga penangkapan atau kriminalisasi terhadap perlawanan 

warga atas penindasan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 

sumber daya alam, juga terus terjadi.  

Tidak dipungkiri lagi, bahwa Indonesia memiliki kekayaan 

sumberdaya alam baik laut maupun darat, yang tak terhingga. Namun, pola 

pembangunan di Indonesia belum memperlihatkan dampak yang signifikan 

terutama pengaruhnya terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan yang adil di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di 

Indonesia masih mengarah pada pola pembangunan yang berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar, industrialisasi 

dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan tersebut didorong oleh 

arahan kebijakan yang tidak terlepas dari peran aktor-aktor non negara 

seperti lembaga keuangan internasional (IFIs) dan Trans Nasional 

Cooperation (TNC’s)/ Multi Nasional Cooperation (MNC’s) yang sarat 

dengan kepentingan ekonomi negara industri dan menempatkan Indonesia 

sebagai target pasar sekaligus target pengerukan sumber daya alam. 

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada investasi,  yang 

merupakan bentukan dari negara – negara industri, telah memaksa 

pembangunan di Indonesia bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang 

mengarah pada ketersediaan modal, infrastruktur, pendidikan, industri, 

teknologi modern, dan pertanian modern. Ketersediaan modal ditumpukan 
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pada utang dari IMF/WB/ADB, donor bilateral dan multilateral yang 

sebagian besar didominasi oleh negara – negara industri/maju. Tidak hanya 

permasalahan modal, pertumbuhan ekonomi tersebut juga mendorong 

investasi asing langsung secara besar – besaran di sektor manufaktur, dan 

eksploitasi sumber daya alam.  

Untuk terjaganya iklim investasi tersebut, pemerintah Indonesia 

kemudian memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan – perusahaan 

yang melakukan investasi di Indonesia. Jaminan keamanan tersebut 

diberikan dalam bentuk kebijakan, maupun penyediaan aparat 

keamanan/militer. Pemberian jaminan  keamanan tersebut kemudian 

menguatkan peran militer, dimana keterlibatan aparat militer, kerap terjadi 

pelanggaran HAM, seperti intimidasi, penyiksaan, penembakan, 

pembunuhan, dan lainnya.  

Paradigma pembangunan tersebut, kemudian hanya 

mengutamakan kepentingan global, dimana dengan dalih membantu dan 

mempercepat pembangunan di Indonesia, yang merupakan negara 

berkembang, investasi dari negara – negara maju/industri terus membanjiri. 

Sebahagian besar investasi dilakukan di sektor manufaktur dan sumber 

daya alam, dimana ketersediaan buruh dengan upah yang sangat murah, 

dan sumber daya alam yang berlimpah, merupakan ‘jualan’ pemerintah 

kepada negara – negara yang akan melakukan investasi di Indonesia, dan 

hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan – perusahaan transnasional 

(TNC’s) dan multinasional (MNC’s)  

Tidak hanya itu, label ‘negara berkembang’ kemudian dimanfaatkan 

bagi lembaga – lembaga keuangan untuk menggulirkan pinjaman ke 

Indonesia, dengan dalih untuk percepatan pembangunan, terutama untuk 

pembangunan infrastruktur dan perubahan kebijakan. IFI’s terus ‘memaksa’ 

Indonesia untuk tergantung dan terjebak pada utang yang diberikan. 

Sampai September 2011, utang Indonesia telah mencapai Rp. 1.754,91 

triliun1, jumlah tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima 

oleh masyarakat. Bahkan pembangunan dari hasil utang tersebut, justru 

membuat masyarakat, khususnya  perempuan semakin memprihatinkan. 

Jumlah utang tersebut, kemudian harus dibayar rakyat Indonesia dengan 

menggadaikan atau  ‘menjual’  kekayaan alam yang ada. Ini sudah mulai 

                                                           
1
 Melepas jeratan utang Luar Negeri, http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/11/03/melepas-

jeratan-utang-luar-negeri/ 
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terlihat dengan penggerukan sumber daya alam secara massif. Sampai saat 

ini, paradigma tersebut masih melekat dipemerintahan Indonesia. Ini akan 

semakin mengancam keberlangsungan hidup perempuan, karena sumber – 

sumber kehidupan akan dikuasai oleh perusahaan – perusahaan.   

Pendekatan pembangunan yang  masih bertumpu pada industri 

skala besar, misalnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa 

sawit, yang dimiliki oleh TNC/MNC. Bahkan sekarang juga marak 

perusahaan-perusahaan dalam negeri, yang turut di dukung oleh lembaga 

keuangan internasional (IFI’s) seperti ADB, World Bank, JBIC, dan beberapa 

lainnya dengan memberikan sejumlah dana utang maupun bantuan teknis.  

Industri ekstraktif yang makin masif semakin mempercepat pemanasan 

global dan berdampak pada perubahan iklim. Tidak hanya itu,  lima tahun 

terakhir banyak sektor -sektor publik mulai diarahkan pada privatisasi 

seperti sektor air, kesehatan, pendidikan, komunikasi, bahkan saat ini juga 

merambah pada sektor energi. Privatisasi sektor publik tersebut tentu 

sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, 

khususnya masyarakat miskin.  Privatisasi dan liberalisasi yang semakin 

massif terjadi di Indonesia, tidak terlepas dari peran-peran World Trade 

Agreement (WTO), AFTA, ASEAN, dan berbagai organisasi perdagangan 

lainnya.  

Pola tersebut dapat terlihat dengan jumlah izin kuasa 

pertambangan yang mencapai 8.475 izin usaha pertambangan di seluruh 

Indonesia pada tahun 2011 (Data ESDM, 2011), jumlah tersebut lebih besar 

belum termasuk pertambangan yang illegal. Perluasan atau ekspansi 

perkebunan kelapa sawit yang mencapai  9,1 juta ha (Data Sawit Watch, 

2010). Selain itu, hampir di seluruh propinsi di Indonesia semakin gencar 

pembangunan infastruktur-infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan 

sebagainya tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan 

keselamatan warga. Beberapa kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa  

pembangunan infrastruktur jalan tersebut, sering kali berdampak pada 

aspek lingkungan karena jalan yang akan dibangun melewati kawasan 

hutan lindung atau taman nasional. 

Model pembangunan yang tidak melihat terhadap aspek 

keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan  tersebut, membuat situasi 

di Indonesia semakin kritis. Walaupun Indonesia sangat terkenal dengan 

kekayaan alam tersebut, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan 
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kesejahteraan masyarakatnya, justru sebaliknya masyarakat masih hidup 

dibawah garis kemiskinan dengan semakin sulitnya mengakses kekayaan 

alam yang dimiliki sebagai sumber kehidupannya. Pola pembangunan yang 

bertumpu pada investasi asing, yang mana semakin mempersempit peran 

dan terus melemahkan serta meminggirkan hak masyarakat dan 

masyarakat adat, khususnya perempuan. 

Di dalam sejumlah kebijakan sumberdaya alam, sangat 

mengutamakan kepentingan investasi asing, dibandingkan 

mengembangkan potensi lokal, seperti dengan kehadiran UU No.25 tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Sejak dikeluarkannya UUPM ini, 

posisi penanaman modal asing disamakan dengan penanaman modal 

dalam negeri. Tidak ada lagi perlindungan terhadap penanaman modal 

dalam negeri. Bahkan terhadap penanaman modal asing diberikan berbagai 

kemudahan, seperti kemudahan perizinan, pajak insentif, dan lain-lain. Hal 

ini juga dapat terlihat dengan semakin maraknya dorongan untuk adanya 

keterlibatan public private partnership di segala sektor, terutama sektor 

pembangunan infrastruktur.  

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, meningkatkan perekonomian serta lapangan kerja, 

seperti yang tertuang dalam berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup, hanya sebagai simbol untuk kemudian 

melanggengkan kegiatan-kegiatan investor asing dalam memanfaatkan 

kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka.  

Padahal konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945, pasal 33, 

ayat 3, telah mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, akan tetapi kenyataannya, sampai hari ini, kekayaan alam di 

Indonesia tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Hal tersebut kemudian 

didukung oleh Lembaga Keuangan Internasional (IFI’s) yang secara jelas 

memperlihatkan keberpihakannya terhadap pasar global, salah satunya 

melalui desakan perubahan kebijakan di Indonesia, yang lebih memberikan 

ruang bagi investasi asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Seperti 

World Bank yang mendorong reformasi kebijakan di sektor Pengelolaan 

Sumberdaya Air, atau Asia Development Bank yang memberikan dana 

untuk RUU Pengadaan Tanah.  Bahkan Asia Development Bank secara 

nyata mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang pada 
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pihak – pihak swasta untuk terlibat aktif dalam setiap pembangunan di 

Indonesia, terutama proyek-proyek infrastruktur. Hal ini terlihat dalam 

rencana strategi kerjasama ADB – Indonesia (Country Partnership Strategy) 

2011 – 2015, dimana dalam strategi tersebut ADB tidak hanya 

mengintervensi dalam reformasi agraria, tetapi secara massif mendorong 

keterlibatan sektor swasta dalam setiap sektor.   

Pengerukan sumberdaya alam di Indonesia, kemudian juga tidak 

diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kepentingan global menjadi 

prioritas, dibandingkan untuk kepentingan dalam negeri. Hal ini dapat 

dilihat, dengan sumber-sumber daya alam di Indonesia sekitar 70% 

dieksport untuk kebutuhan negara-negara maju, seperti batu bara, emas, 

minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Pada tahun 2009, nilai ekspor 

barang hasil tambang mencapai 39,2 miliar dollar Amerika Serikat atau 

meningkat hingga 179 persen dari tahun 2004, yang hanya sebesar 14 miliar 

dollar AS2. Seperti halnya dengan hasil dari kelapa sawit, dimana dari 21 

juta ton CPO yang diproduksi di tahun 2010, 15 juta ton diekspor ke negara-

negara seperti China, India, Bangladesh, Belanda, Amerika Serikat, dan 

Malaysia, sisanya sebanyak 6 juta ton untuk kebutuhan di dalam negeri 

.Padahal jika kita melihat kebutuhan dalam negeri, seharusnya bahan baku 

tersebut diprioritaskan untuk dalam negeri bukan bagi kepentingan negara 

– negara maju dan industri.  

 Walaupun di Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang No.32 

Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya alam, 

yang telah mengatur banyak hal tentang syarat-syarat dalam pengelolaan 

sumber daya alam, dan bagaimana pengelolaan tersebut tetap melindungi 

hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak perempuan, dalam memperoleh 

hak atas lingkungan yang sehat. Namun, sampai saat ini, kebijakan tersebut 

belum diimplementasikan dengan maksimal, bahkan peraturan 

perundangan (PP) dari UU tersebut, sampai hari ini juga belum 

terselesaikan. Sementara berbagai izin pertambangan, izin penggunaan 

kawasan hutan, terus mengalir dengan massif, di seluruh Indonesia. 

Padahal kebijakan tersebut, menjelaskan secara eksplisit tentang prasyarat 

dalam melaksanakan suatu kegiatan yang akan berdampak pada 

                                                           
2
 Handri Thiono, “Potret Komoditas Tambang Indonesia”, 2010,  http://www.danareksa-

research.com/ekonomi/publikasi-media/216-menu-options  
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perubahan lingkungan, hingga sanksi bagi perusahaan yang melakukan 

pelanggaran.  

 Tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia yang 

sejak dulu bermasalah, masih menyisakan persoalan yang belum 

terselesaikan hingga saat ini, seperti konflik lahan, pencemaran air, akibat 

pembuangan limbah tailing, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang 

mempertahankan sumberdaya alam mereka. Tidak hanya itu, izin yang 

tumpang tindih juga menjadi permasalahan yang sangat krusial saat ini, 

seperti izin perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan izin 

pertambangan. Di beberapa daerah di Indonesia, banyak terjadi kasus 

terkait dengan tumpang tindih pemberian izin, seperti kawasan hutan 

lindung yang diberi izin HTI, maupun untuk pertambangan.  

 Massifnya izin pertambangan, izin kawasan hutan, hingga izin 

pengelolaan air oleh sektor swasta, juga tidak terlepas dari peran 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk 

memberikan sejumlah izin kepada perusahaan-perusahaan pertambangan, 

perusahaan sektor kehutanan, dan sebagainya. Otoritas pemerintah daerah 

tersebut, diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk 

permasalahan tata ruang dan lingkungan hidup.  

 Dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat serta menambah 

pendapatan daerah, pemerintah daerah sering mengeluarkan izin kuasa 

pertambangan, pengelolaan kawasan hutan, dan sebagainya, tanpa 

melihat kelengkapan dokumen maupun analisis terhadap dampak 

lingkungan hidup, bahkan tidak sedikit yang kemudian tidak ada izin usaha 

pertambangan.  

 Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, sering mengabaikan 

syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-undang  tentang pengelolaan 

lingkungan hidup, seperti syarat AMDAL. Selama ini perusahaan-

perusahaan yang mengeruk sumberdaya alam, sering menggunakan 

AMDAL yang di copy – paste dari perusahaan yang lain. Namun, tidak ada 

tindak tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. 

Tidak sedikit kasus pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, seperti pembuangan limbah 

tailing oleh pertambangan emas ke laut, yang berdampak pada 
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penghancuran ekosistem laut dan biota-biota laut, perkebunan kelapa 

sawit yang berdampak pada pencemaran dan krisis air bersih, serta unsur 

hara, dan sebagainya.  

 Kebijakan-kebijakan terkait lingkungan dan sumberdaya alam, 

seperti UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, UU No. 22 

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dan kebijakan 

lainnya, dinilai masih belum memberikan perlindungan dan kesempatan 

bagi masyarakat untuk dapat mengelola sumberdaya alamnya secara 

berdaulat. Kebijakan sumberdaya alam, masih bertumpu pada kekuatan 

modal dan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional, 

dalam pengelolaannya, belum berbasis pada rakyat, serta didukung dengan 

lembaga keuangan internasional.  

 Jelas terlihat bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam 

sampai  saat ini, masih berpihak pada pemodal, bahkan memberikan 

peluang bagi perusahaan untuk mengkriminalisasikan masyarakat. Di mana 

pada beberapa undang-undang terkait lingkungan dan sumberdaya alam 

termuat pasal yang menyebutkan siapa saja yang melakukan aktivitas yang 

dapat mengganggu kegiatan pertambangan, maka akan dikenakan sanksi 

pidana atau denda. Pasal tersebut kemudian, dijadikan senjata oleh 

perusahaan untuk mengkriminalkan masyarakat yang sedang 

memperjuangkan lingkungan dan sumberdaya alam mereka.  

Belum lagi dengan adanya pembelaan dari pemerintah bahkan 

dengan menggunakan aparat keamanan untuk melindungi dan 

mengamankan perusahaan.  Aparat keamanan bahkan tidak segan-segan 

untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk perempuan 

sekali pun, demi menjaga kepentingan perusahaan. Seperti di UU No. 4 

Tahun 2009, pasal 162, berbunyi bahwa setiap orang yang merintangi atau 

mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha 

pertambangan yang telah menyelesaikan hak atas tanah dari pemegang 

hak, dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda 

maksimal 100 juta.  Tahun 2011 saja, telah terdapat lebih dari 10 kasus 

penggusuran, penangkapan, intimidasi, hingga  penembakan dialami oleh 

masyarakat yang mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka 

untuk mengelola sumberdaya alam mereka.   



8 

 

 Sementara di sisi lain, kebijakan tersebut juga terkesan melindungi 

perusahaan untuk terus melakukan penghancuran dan eksploitasi 

sumberdaya alam, salah satunya terlihat dalam UU No.18 Tahun 2004 

tentang Perkebunan, dimana dalam pasal 20 menyebutkan bahwa  pelaku 

usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan 

dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan 

masyarakat di sekitarnya.  Pasal tersebut menjadi legitimasi terhadap 

keterlibatan aparat dalam konflik-konflik masyarakat dengan perusahaan. 

Dua tahun terakhir, kasus-kasus kekekerasan oleh aparat militer meningkat 

tajam, bahkan dengan nyata aparat militer kemudian melakukan 

penangkapan dan penembakan terhadap warga yang mereka anggap 

mengganggu perusahaan. Seperti yang terjadi pada masyarakat adat Suku 

Anak Dalam di Jambi, yang sudah lebih 10 tahun berkonflik dengan PT. 

Wilmar, sebuah perusahaan besar perkebunan kelapa sawit. Keterlibatan 

aparat militer mulai dari melakukan intimidasi terhadap warga, menggusur 

secara tidak manusiawi warga (tidak sedikit terdapat perempuan hamil, 

lansia dan anak-anak yang trauma ketika penggusuran dilakukan), 

penangkapan terhadap warga yang dianggap menganggu aktivitas 

perusahaan, bahkan juga sampai pada penembakan warga.  

 Keberpihakan negara terhadap perusahaan dan pemodal tidak 

hanya dari menyediakan aparat keamanan, tetapi juga dengan 

menyediakan sejumlah pembangunan infrastruktur yang mempermudah 

investor untuk melakukan berbagai kegiatannya. Keseriusan pemerintah 

tersebut dibuktikan dengan diluncurkannya dengan Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011 – 

2025 yang berisi tentang perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia ke 

depan. Dalam perencanaan nasional tersebut sangat terlihat, bagaimana 

pembangunan infrastruktur yang direncanakan lebih untuk kepentingan 

global dan investor, bukan untuk kepentingan masyarakat.  Masyarakat 

bahkan terancam tergusur secara sistematis dan kehilangan sumber-

sumber kehidupannya, demi pembangunan infrastruktur, dan proyek 

pembangunan lainnya.  

 Sepanjang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di 

berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 
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535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik3. Secara 

spesifik, Komnas Perempuan tahun 2010 mencatat 395 perempuan yang 

menjadi korban penggusuran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun  - 

tahun sebelumnya. Bahkan data Komnas HAM, 2010 menyebutkan bahwa 

lebih dari 3.000 kasus konflik sumberdaya alam, termasuk konflik lahan 

dilaporkan ke Komnas HAM. Akan tetapi, situasi tersebut tidak menjadi 

cermin bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.  

 Konflik lahan tersebut, akan semakin bertambah dengan adanya UU 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, yang baru saja disahkan oleh DPR 

– RI. Kebijakan yang didukung dengan pendanaan ADB tersebut, semakin 

melegalkan bagi sektor swasta untuk mengambil lahan-lahan masyarakat 

dengan dalih pembangunan. Penggusuran dan perampasan hak-hak 

masyarakat dan hak perempuan akan semakin banyak terjadi jika kebijakan 

RUU Pengadaan Tanah ini tetap diberlakukan.  

 Pelanggaran hak sipil dan politik serta pelanggaran hak ekonomi, 

sosial dan budaya yang secara sengaja dilakukan oleh perusahaan, tidak 

pernah ditanggapi secara serius oleh negara, bahkan terkesan melakukan 

pembiaran atas konflik-konflik yang terjadi. Mulai dari tidak diinformasikan 

secara jelas kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak, hingga 

meminta persetujuan atas aktivitas yang dilakukan di wilayah mereka, 

kerap dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif, yang kemudian 

‘dilegalkan‘ oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penggunaan istilah 

peran serta masyarakat yang termuat di dalam kebijakan, sesungguhnya 

hanya sebatas menjalankan keputusan ataupun berperan untuk menjaga 

dan mengawasi, tetapi masyarakat tidak diminta persetujuannya sebelum 

aktivitas pertambangan, perkebunan, dsb dilakukan. Bahkan kerap sekali, 

ketika proses sosialisasi yang dilakukan perusahaan ke masyarakat, 

melibatkan MUSPIDA dan aparat militer/keamanan, sehingga masyarakat 

tidak berani menyampaikan pendapat mereka, apalagi menolak kehadiran 

perusahaan tersebut.  

 Pelanggaran hak-hak masyarakat tersebut, jelas terlihat karena di 

dalam kebijakannya tidak memuat aturan ataupun kebijakan yang terkait 

dengan HAM, seperti UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 

No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 

12 Tahun 2005 tentang Hak sipil dan Politik, termasuk UU No. 7 tahun 1984 
                                                           
3
 Data base Kasus Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2010.  
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tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian tidak 

mempertimbangkan dan menjamin  aspek-aspek hak asasi manusia dan 

hak asasi perempuan, bahkan sarat dengan pelanggaran HAM. Walaupun 

pelanggaran HAM kerap dilakukan oleh perusahaan, akan tetapi ruang bagi 

masyarakat untuk melakukan gugatan kepada perusahaan sangat terbatas, 

bahkan di dalam kebijakan yang ada, belum mampu menjamin hak-hak 

masyarakat dalam mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang 

melakukan pelanggaran HAM.   

 

B. Ketidakadilan Gender dan Pelanggaran Hak-hak Perempuan atas 

Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam 

  Masalah Konflik pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam 

(PLSDA)  bersumber pada skema kepentingan ekonomi global yang bekerja 

secara sistematis mengedepankan  dalam bentuk paket-paket kebijakan 

privatisasi dan liberalisasi yang telah mengeksploitasi SDA dan 

Pengrusakan lingkungan. 

  Kekuasaan melalui mekanisme eksploitatif juga telah 

mempengaruhi hidup dan kehidupan perempuan. Misalnya melalui;  

� Utang dari IFIs (WB, IMF, ADB) untuk infrastruktur dan reformasi 

kebijakan nasional (WB), utang dan bantuan teknik  (ADB), utang 

(ODAs) mengakibatkan Indonesia ketergantungan/jerat utang.  

Program penyesuaian struktural yang dipaksa IMF (deregulasi, 

privatisasi,  liberalisasi perdagangan, pemotongan subsidi pada pos-

pos sosial yang tidak produktif) 

� Kolaborasi  dengan pemain global:  elit ekonomi dan politik di 

negara baik pemerintah pusat mapun pemerintah daerah. Melalui 

kebijakan deregulasi, privatisasi,  liberalisasi perdagangan, 

pemotongan subsidi pada pos-pos sosial yang tidak produktif. 

� Melalui eksplotaitasi sumberdaya alam dengan perusahaan 

MNCs/TNCs untuk sektor pertambangan, hutan, pulp, perkebunan, 

dll. Dominasi ekonomi global melalui aktor pendanaan 

Internasional, MNCs/TNCs sebagai pemilik modal  yang tentunya 

didukung oleh kebijakan privatisasi dan liberalisasi dari Negara.  
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  Eksploitasi sumber daya alam dan penggusuran atas nama 

pembangunan, semakin memarjinalkan akses dan kontrol perempuan atas 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta menafikkan peran 

perempuan sebagai pengelola alam. Konstruksi jender yang masih 

menempatkan perempuan sebagai pemelihara keluarga dan rumah tangga, 

membuat perempuan harus berpikir lebih dalam menyediakan makanan, 

air bersih, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, hingga dalam hal 

pendidikan anak-anaknya. Di kala perekonomian semakin sulit, perempuan 

harus bekerja lebih, baik dalam kerja-kerja domestik maupun dalam bekerja 

untuk mencari  penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. 

Hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber  kehidupan dan 

penghidupan, yang semakin memiskinkan masyarakat, akan berdampak 

lebih pada perempuan, dan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, 

baik dalam ranah rumah tangga maupun publik. 

               Situasi tersebut mendorong perempuan perlu berbicara mengenai 

lingkungan dan sumber daya alam, karena industrialisasi atau 

pembangunan telah4, pertama, Memberikan dampak yang luar biasa 

terhadap seluruh aspek lingkungan (tanah, air, mineral, organisme 

kehidupan, atmosfer, iklim, dan seluruh proses kehidupan perempuan. 

Kedua, memunculkan relasi yang kuat antara pemiskinan dan degradasi 

lingkungan, bahkan degradasi lingkungan dengan kekerasan. Ketiga, 

memunculkan adanya penyimpangan pembangunan yang berbasis pada 

pandangan dan pendekatan pembangunan yang patriarki (patriarchal 

maldevelopment), sehingga memunculkan relasi yang kuat antara 

kemiskinan dan degradasi lingkungan. Pembangunan yang partiarkhi dapat 

dicirikan dengan: (a) Marginalisasi fungsi alam/ekosistem bagi kehidupan 

bersama, (b) Penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem 

kehidupan yang ekslusif, (c) Penghancuran kearifan tradisi/budaya 

Perempuan dalam PLSDA, (d) Penggunaan kekuasaan yang berbasis pada 

kekerasan, (e) Kepentingan kehidupan perempuan banyak dikorbankan, (f) 

Eksploitasi sumber-sumber ekonomi/kehidupan perempuan.  

               Keempat, perspektif Hak Azasi Manusia sangat penting untuk 

dibicarakan keduanya karena ada kecenderungan kekuatan ekonomi global 

untuk lebih menekankan pada aspek hak-hak atas sumberdaya alam 

                                                           
4
 Titi Soentoro, Analisis Feminis dan Hak-hak Perempuan atas Sumber Daya Alam, Presentasi 16-20 

Agustus 2006. 
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dengan mengabaikan hak-hak atas lingkungan. Hal ini adalah karena 

konsep hak atas sumberdaya alam lebih mudah untuk dihitung secara 

ekonomi, lebih mudah diseragamkan dan lebih mudah untuk 

diindividualisasikan atau bisa diprivatisasi atau dialihkan ke tangan 

segelintir orang, sedangkan, konsep hak atas lingkungan merupakan 

konsep hak komunal atau hak orang banyak yang bersifat beragam dan 

tidak bisa diindividualisasikan, dan tidak mudah dialihkan ke pihak lain.                  

Untuk dapat mengidentifikasi situasi dan dampak eksploitasi 

sumber daya alam terhadap hak dan kehidupan perempuan, diperlukan 

suatu alat analisis yang secara spesifik dapat melihat peran dan posisi 

perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta 

dapat menganalisis berdasarkan situasi penindasan partriarki dan kapitalis 

terhadap perempuan. Alat analisis yang digunakan oleh Solidaritas 

Perempuan adalah analisis feminis. Perempuan dan laki-laki mengalami 

persoalan yang sama  ketidakadilan dan penindasan, namun pengalaman 

perempuan dan laki-laki saat mengalami persoalan tersebut berbeda akibat 

peran gender mereka. Di dalam sistem masyarakat patriarki, fakta 

menunjukkan bahwa pengalaman spesifik perempuan tersembunyi dan 

tidak dianggap ada, sehingga dibutuhkan sebuah analisis untuk mengenali 

dan mengangkat pengalaman dan persoalan spesifik perempuan. 

                

  Premis atau pegangan yang digunakan dalam analisis feminis 

adalah sebagai berikut: 

• Memperhatikan cara pandang patriarki (hubungan kekuasaan laki-

perempuan) sebagaisumber penindasan terhadap perempuan, 

• Gender merupakan sebuah konstruksi sosial 

Feminisme 

Sebuah kesadaran akan kontrol, eksploitasi dan penindasan patriarkis di tingkat 

materi dan ideologi dari pikiran, kerja, tubuh dan seksualitas perempuan dalam 

keluarga, di tempat kerja dan dalam masyarakat secara umum, dan melakukan 

tindakan/aksi secara sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah 

situasi yang ada (Kamla Bhasin/Nighat Said Khan, 1986). 
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Ideologi Patriarki 
• Kekuasaan/aturan yang mengutamakan/berdasarkan pandangan 

ayah/bapak (patriarch) (sebuah sistem sosial di mana para lelaki 

mengkontrol anggota keluarga, pemilikan dan sumber-sumber 

ekonomi lainnya, serta sebagai pengambil keputusan utama.  

• Basis anggapan bahwa karenanya laki-laki lebih unggul dari 

perempuan (sehingga perempuan yang merupakan bagian dari 

pemilikan laki-laki harus dikontrol dan diatur.  

• Merupakan dasar kontrol, penindasan, dan eksploitasi perempuan 

di ranah publik dan privat. 

• Tidak memisahkan proses produksi dari proses reproduksi yang 

menjadi timpang akibat pembedaan gender 

• Mengabaikan pemisahan (dikotomi) ranah publik-privat dan 

produksi-reproduksi di mana perempuan dibakukan dalam peran 

privat dan kerja reproduktif  

• Mengangkat pentingnya hak otonomi perempuan atas tubuhnya 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Pada pokoknya, analisis feminis merupakan analisis yang melihat 

unsur identitas politik perempuan, situasi politik perempuan dan 

ketidakadilan gender yang terjadi.5 Identitas politik perempuan saat ini 

dikaitkan dengan berbagai pengelompokan a.l. dalamras, warna kulit, asal 

keturunan, kebangsaan/etnis/suku bangsa, seks/gender, bahasa, agama, 

pandangan politik, kasta, asal sosial, pemilikan, kelahiran atau status 

lainnya, cacad/disability, usia, HIV/Aids dan status kesehatan lainnya, 

orientasi seksual, budaya, status sosial dan ekonomi, kewarga-negaraan, 

pekerjaan (Sunila Abeyesekera, dalam Intersectionality of womens rights, 

APWLD, 2002). Hal ini adalah karena perempuan bukan lah entitas 

homogen. Perempuan memiliki multi-identitas dan berlapis. Identitas 

politik perempuan sebagai penyebab sub-ordinasi perempuan adalah 

seks/gender, kelas, seksualitas, ras, agama, dan nasionalitas. Adapun situasi 

politik perempuan yang menjadi penyebab terjadinya subordinasi 

perempuan adalah karena perempuan terpisah dari alam, sebagai obyek 

yang melekat pada eksistensi laki-laki, dan tertindas oleh pola atau sistem 

berpikir patriarkis.  

                                                           
5
 Titi Soentoro, Advokasi Lingkungan dan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Feminis, Pengantar 

Diskusi, 3 Agustus 2006. 
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                Sedangkan, ketidakadilan gender yang kerap terjadi pada 

perempuan adalah dominasi, sub-ordinasi atau marjinalisasi, diskriminasi, 

Kekerasan, beban ganda, dan pelabelan (stereotyping)6: 

1. Dominasi  

Kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau 

seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan, menguasai 

atau melemahkan individu atau kelompok lain, sehingga individu 

atau kelompok lain tersebut menjadi tersub-ordinasi dan kemudian 

termarjinalisasi.  

2. Diskriminasi  

Pembedaan, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar 

jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau mengurangi dan 

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak azasi 

manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar di bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apa pun lainnya oleh 

kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas 

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.  

3. Kekerasan  

Cara/alat yang paling mudahdikenali dan sangat efektif untuk 

meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak 

berdaya, sehingga pada gilirannya mudah dieksploitasi dan ditindas, 

dengan kekerasan berbasis gender  hubungan kuasa yang timpang 

antara laki-laki-perempuan atau dengan kekerasan fisik, psikologis, 

pelecehan seksual, perkosaan dalam perkawinan; kekerasan 

ekonomi, kekerasan seksual dan non-seksual atau Kekerasan 

negara.  

4. Beban ganda  

Status sekaligus beban nyata yang ditanggung banyak perempuan 

yangberaktivitas/bekerja di wilayah publik tetapi tetap harus 

melakukan kerja di wilayah domestik akibat peran gendernya.  

5. Pelabelan  

Cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label 

atau sebutan tertentu dengan tujuan melemahkan atau 

mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang 

bersangkutan. 

                                                           
6
 Ibid. 
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Hak Sipil Politik -- hak untuk hidup 

• Persamaan hak laki-laki dan 

perempuan 

• Hak hidup 

• Hak bebas dari penyiksaan 

• Kedudukan yang sama di depan 

pengadilan 

• Kesamaan di depan hukum 

• Persamaan hak dan kewajiban suami-

istri 

• Kebebasan dan keamanan pribadi 

• Hak mobilitas 

• Tidak diperbudak 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

-- hak untuk melanjutkan kehidupan 

• Hak atas pekerjaan dan hak-hak di 

tempat kerja 

• Hak atas tanah dan hak untuk 

memiliki properti 

• Hak atas kesehatan 

• Hak atas pendidikan 

• Hak atas kehidupan yang layak 

• Hak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan budaya 

• Hak atas jaminan sosial 

• Hak membentuk serikat buruh 

   

  Ketidak-adilan gender menyebabkan  perempuan tidak dapat 

menikmati hak-hak sipil-politik dan ekonomi-sosial-budaya. Bidang-bidang 

kritis kehidupan manusia seperti perkawinan, perceraian, perawatan, 

pengasuhan anak dan warisan masih terus ditentukan berdasarkan praktek-

praktek agama, tradisi dan adat-istiadat. Perspektif ini juga terartikulasi 

dalam banyak dan beragam sistem dan kerangka hukum. Akibatnya, 

kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak sosial dan ekonomi 

sering terhambat oleh ketergantungan ekonomi dan perilaku sosial yang 

menguatkan status kedua dan sub-ordinasi dalam masyarakat  

   

  Dalam kebanyakan instrumen HAM, perempuan masih didefinisikan 

dalam konteks tanggung jawab mereka sebagai yang melahirkan anak dan 

urusan rumah tangga, dan karena keluarga – yang merupakan tempat 

kekerasan dan penindasan bagi banyak perempuan – terus digambarkan 

sebagai unit primer dalam masyarakat, maka ada sejumlah keterbatasan 

untuk peluang perlakuan sama terhadap perempuan dalam rejim HAM 

yang ada. Pemisahan antara ranah “publik” dan “privat” melandasi semua 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan.  

  Di ranah privat, perlakuan sama terhadap perempuan sangatlah 

kontroversial. Peran utama yang diberikan kepada perempuan dalam 

mendefinisikan identitasnya dan perannya dalam masyarakat, ditetapkan 

oleh norma-norma sosial dan budaya di mana saja di dunia. Dalam hal ini, 

analisis feminis mempelajari sejauh mana keputusan politik global dan 

nasional menguatkan sub-ordinasi perempuan yang di lain pihak dalam 
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posisi sub-ordinasi akibat cara pandang patriaki; Sejauh mana penguatan 

sub-ordinasi tersebut menguatkan ketidak-adilan gender; Sejauh mana 

penguatan sub-ordinasi dan ketidak-adilan gender merampas dan 

melanggar hak-hak perempuan; dan Sejauh mana implikasi kehilangan hak 

terhadap sub-ordinasi dan ketidak-adilan gender  tersebut terhadap 

perempuan.7 

Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, kebijakan 

sumber daya alam, belum ada yang terlihat berpihak terhadap kepentingan 

perempuan, bahkan pengetahuan dan pengalaman perempuan tidak 

menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan. Ancaman 

keberlanjutan hidup perempuan dari kebijakan pembangunan yang 

berorientasi pertumbuhan ekonomi, penggunaan teknologi yang 

eksploitatif  tanpa memperdulikan alam atau tidak mengindahkan 

keberlanjutan alam, merusak lingkungan, menguasai manusia dan  telah 

memisahkan kehidupan perempuan sebagai pemeliharan alam, keutuhan 

alam, perdamaian dan spritualitas bahkan mengambil-alih 

keahlian/pengetahuan perempuan dalam mengelola/memanfaatkan 

sumberdaya alam untuk keberlanjutan hidup dan kehidupan perempuan, 

keluarga dan komunitasnya. 

 Sumber air yang tercemar dengan limbah misalnya, sangat rentan 

terhadap kesehatan perempuan, di mana 90% kehidupan perempuan 

sangat dekat dengan air, karena peran gender masih menempatkan 

perempuan pada pekerjaan domestik (mencuci, memasak, dsb), 

pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan pernapasan, hingga 

perampasan terhadap sumber kehidupan perempuan lainnya.   

Berbagai kasus kerusakan lingkungan, terlihat bahwa sebahagian 

besar korban adalah perempuan, seperti perempuan yang tinggal di sekitar 

PT. PetroCHina yang mengalami keracunan akibat kebocoran gas yang 

dilakukan oleh perusahaan, perempuan di sekitar PT. Newmont Minahasa 

Raya yang mengalami kanker rahim, penyakit kulit, kanker payudara akibat 

sumber air yang mereka gunakan telah tercemar limbah tailing perusahaan, 

dan masih banyak lagi dampak yang dialami perempuan akibat kehadiran 

suatu perusahaan.  

 Pencemaran air, udara, tanah dan kehilangan sumber mata 

pencaharian, kemudian mengakibatkan beban perempuan semakin 

                                                           
7
 Titi Soentoro, Analisis Feminis dan Hak-hak Perempuan atas Sumberdaya Alam, Op Cit. 
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meningkat, karena peran-peran domestik, dan menjaga keluarga masih 

dibebankan pada perempuan. Tidak hanya itu, perempuan secara perlahan 

semakin terpinggirkan dari pengelolaan sumberdaya alamnya, akibat 

dirampasnya sumber-sumber daya alam.  Perampasan sumber-sumber 

kehidupan oleh pemodal, kemudian sangat membatasi akses dan kontrol 

perempuan terhadap sumber daya alamnya. Bahkan secara sistematis 

peran-peran perempuan dalam mengelola sumberdaya alam mulai 

tersingkirkan.  

Hal tersebut juga dirasakan oleh perempuan adat, di mana hutan 

dan seluruh sumberdaya alam yang ada di hutan menjadi satu kesatuan 

terhadap kehidupan mereka. Hutan mempunyai nilai budaya yang melekat  

secara turun temurun oleh  masyarakat adat, terutama bagi perempuan. 

Bagi perempuan adat, hutan merupakan rumah dan sumber-sumber 

kehidupan mereka. Dari hutan, perempuan dapat memanfaatkan kayu 

bakar, hingga obat-obatan tradisional yang dipergunakan secara turun 

temurun. Hilangnya ekosistem dan kawasan hutan tersebut, sangat 

berimplikasi terhadap ancaman kepunahan nilai-nilai budaya, dan 

penghancuran sumber-sumber kehidupan perempuan adat.  

Selain itu, bagi perempuan, tanah tidak hanya memiliki nilai 

moneter atau ekonomis. Lebih dari itu, tanah bagi perempuan mempunyai 

nilai budaya dan nilai sosial, sebagai sesuatu yang turun menurun akan 

diwariskan untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Perempuan, 

sebagai pengelola alam hampir selalu berada di barisan terdepan untuk 

mempertahankan tanah mereka. Perempuan pula yang sangat dekat 

dengan pengelolaan tanah. Namun, akses dan kontrol perempuan atas 

tanah masih sangat minim. 

Namun, walaupun fakta-fakta telah menunjukkan bagaimana 

dampak yang dialami perempuan akibat kebijakan terkait lingkungan dan 

sumberdaya alam tersebut, tetap saja pengalaman tersebut seperti 

dinafikan. Pengalaman Perempuan memperlihatkan bahwa kehidupan 

perempuan menjadi tersub-ordinasi, termarjinalisasi sampai pada adanya 

kekerasan terhadap perempuan akibat konflik pengelolaan sumber-sumber 

kehidupan. Misalnya, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan sumberdaya alam,  karena pelabelan yang dilekatkan pada 

perempuan, bahwa urusan publik bukan merupakan urusan perempuan. 

kehilangan sumber kehidupan, gangguan kesehatan reproduksi, 
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pemiskinan perempuan, kekerasan/kriminalisasi sampai pada kematian 

karena mempertahankan hidup dan keberlanjutan kehidupan mereka yang 

seharusnya mereka dijamin oleh negara8.  

Padahal, berbagai kebijakan sumberdaya alam tersebut, sangat 

mempengaruhi kehidupan perempuan, mulai dari meningkatkan beban 

hidup perempuan, kekerasan terhadap perempuan, mulai dari fisik, psikis, 

kekerasan ekonomi, hingga kekerasan seksual kerap dialami perempuan 

ketika hilangnya sumber-sumber kehidupan. Hak-hak perempuan untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan atas kesehatan, termasuk 

kesehatan reproduksi perempuan, hak atas lingkungan yang sehat, hak 

untuk menyampaikan pendapat, kerap dilanggar oleh negara, terlebih 

dalam keputusan-keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya 

alam.   

Oleh karena itu, tanah, air, udara, dan hutan adalah sumber-sumber 

kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan sebagai 

pemeliharan alam dan penghasil makanan. Kerusakan Lingkungan dan SDA 

telah menimbulkan banyak persoalan bagi kehidupan perempuan.  

Misalnya, pemiskinan dan penindasan yang dialami oleh perempuan dan 

laki-laki. Namun peran dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki 

berbeda karena konstruksi gender yang terbangun dalam masyarakat 

berlandaskan ideologi patriarki. Akibatnya beban persoalan dan dampak 

yang dihadapi perempuan lebih rentan dibanding laki-laki akibat peran 

gendernya. 

 

Kekerasan Terhadap Perempuan   

Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual 

atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang dilakukan 

didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi9”.  

                                                           
8
 Risma Umar, “Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ancaman Kekerasan Terhadap 

Perempuan”, Makalah, 2010.  
9
 Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan-A/RES/48/104, 85 th 

Plenary Meeting. 20 Desember 1993   
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Peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender, kekerasan terhadap 

perempuan merupakan dampak kompleksitas kondisi sosial, budaya, 

ekonomi dan politik di Indonesia. Konteks Kekerasan terhadap perempuan 

yang terjadi di segala bidang kehidupan, baik itu dalam keluarga, 

masyarakat, tempat kerja, maupun sistem bernegara. Budaya patriarkhi 

yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat semakin kokoh ketika 

bertemu dengan kekuatan kapitalisme dan fundamentalisme. Hal ini 

mengakibatkan fenomena kekerasan  terhadap perempuan juga makin 

kompleks, tidak sebatas relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, tetapi 

juga relasi kuasa antara Negara dan rakyat, pemilik modal dan rakyat, 

kekuatan ekonomi global- Negara maju dan Negara berkembang, dll.  

Belajar dari pengalaman hidup sehari-hari perempuan terutama bagi 

mereka yang tinggal dan hidup secara langsung dari bagaimana 

mengakses/mengelola langsung Sumberdaya Alam yang ada. Mereka 

sangat rentan mengalami kekerasan akibat konflik Sumberdaya Alam.  

Pada banyak kasus perempuan sangat rentan mengalakami berbagai 

macam kekerasan. Misalnya kekerasan seksual, kekerasan 

pisik/kriminalisasi, trauma, gangguan kesehatan reproduksi, kehilangan 

mata pencaharian dan lingkungan yang sehat, upah murah, tidak dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan di Komunitasnya dalam 

pemanpataan/pengelolaan sumberdaya alam, dll. Pelaku kekerasan bisa 

bersumber baik dari negara maupun  Non Negara. 
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BAB II 

KEHIDUPAN PEREMPUAN  

DALAM KEPUNGAN PERTAMBANGAN 

 

 

A. Penguasaan Sumber Daya Tambang di Indonesia 

Pertambangan di Indonesia telah dimulai sejak abad ke- 19, di mana 

berawal dari tahun 1850 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Mijn 

Reglement  yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih, 

mengatur dan memanfaatkan bahan mineral bagi kepentingan ekonomi 

mereka.10 Namun di tahun 1899 kebijakan tersebut diperbaharui, di mana 

pemerintah kolonial Belanda bersama pemerintah Indonesia di Belanda. 

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa izin pertambangan berada di 

tangan pemerintah Indonesia, artinya siapa pun yang ingin melakukan 

aktivitas pertambangan harus mendapatkan izin dari pemerintah.  

Pemberian kewenangan kepada pemerintah Indonesia, bukan lah 

serta merta melepaskan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda, tetapi 

lebih kepada melegalkan penguasaan sumber daya alam dengan 

menggunakan tangan pemerintah. Penguasaan sumber daya alam tersebut 

dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda, 

yang kemudian dibawa ke negeri ‘kincir angin’ tersebut. Sementara rakyat 

Indonesia pada saat ini, hanya dijadikan ‘sapi perah’ yang dieksploitasi 

tenaga untuk mendapatkan kekayaan alam yang banyak. Pada saat ini 

pemerintah Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda mulai mengundang 

pihak swasta untuk melakukan ekploitasi terhadap bahan tambang.  

Penguasaan sumber daya pertambangan oleh negara tersebut 

kemudian diperkuat dengan munculnya UU No.11 tahun 1967. Kebijakan 

tersebut semakin memperkuat peran swasta dalam mengeruk sumber daya 

pertambangan11, terlebih lagi dengan terlebih dahulu disahkannya UU No.1 

                                                           
10

 Siti Maemunah, “Rakyat Dan Lingkungan Mensubsidi Industri Pertambangan”, 

https://groups.google.com/group/greenaceh/browse_thread/thread/8ecf986395562765  
11

 UU No.11 Tahun 1967 Tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN, Pasal 7 

yang berbunyi: ”Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh 

pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila 

menurut pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan 

perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak 

swasta” 
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Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.  Sampai saat ini, sektor 

pertambangan masih menjadi prioritas bagi perusahaan – perusahaan 

transnasional maupun multinasional, ini dilihat dengan pertumbuhan12 dan 

jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

hingga pertengahan 2011 telah  mencapai 9.662 IUP (Catatan Ditjen 

Minerba Kementerian ESDM)13, jumlah tersebut belum termasuk tambang 

ilegal yang masih banyak ditemukan di daerah-daerah.  

Kehadiran pertambangan di Indonesia, faktanya tidak 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, justru sebaliknya 

masyarakat merasakan dampak negatif dari adanya aktivitas 

pertambangan tersebut. Ini terlihat dari penolakan yang dilakukan oleh 

berbagai kalangan terhadap pertambangan yang eksploitatif.  

Aktivitas pertambangan yang sering ‘memakan’ lahan yang luas, 

sering menimbulkan konflik antar masyarakat, termasuk masyarakat adat. 

Bahkan aktivitas tambang juga sering menggunakan kawasan hutan. Alih 

fungsi hutan dan lahan produktif lainnya ke kawasan pertambangan, 

mengancam akses perempuan untuk mencari sayur-sayuran, buah-buahan, 

tanaman tradisional untuk obat-obatan, dan hasil hutan lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Alih fungsi hutan14 yang juga mengancam 

ketersediaan air dan sumber air, membuat perempuan kesulitan 

mendapatkan air atau harus mencari air lebih jauh untuk kebutuhan rumah 

tangga. 

 

Tidak berhenti di situ, aktivitas pertambangan juga banyak 

menggunakan air ketika proses produksinya, salah satunya tambang 

                                                           
12

 Peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan, dari 0,7% pada tahun 2008, meningkat menjadi 

sebesar 4.4% pada tahun 2009 (Data Strategis BPS, 2011) 
13

 “POTENSI KORUPSI: Izin Usaha Pertambangan”, Bisnis Indonesia, 8 Januari 2012, 

http://www.bisnis.com/articles/potensi-korupsi-izin-usaha-pertambangan.  

 
14

 Data menunjukkan bahwa penyusutan luas hutan tropis sejak tahun 1950 hingga tahun 

2005 sebesar 68,08 Juta Ha (Data Kemenhut); Lebih dari 170 ribu hektar hutan lindung 

telah dialihfungsikan dalam tiga tahun terakhir (Data Walhi); Hutan Indonesia mengalami 

degradasi 2 juta ha pertahun (Data World Bank, 2009); Hingga tahun 2008, Indonesia telah 

kehilangan 96,5 juta ha atau 72 % dari 134 juta Ha dari total hutan Indonesia (Data Walhi). 
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emas15. Peran gender yang masih menempatkan perempuan dalam urusan 

domestik, seperti penyediaan pangan, perawat keluarga, menjadikan air 

merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan, termasuk untuk 

kesehatan reproduksi perempuan. Krisis air dan pencemaran air16 yang 

disebabkan oleh limbah tailing tambang, tentu sangat berdampak pada 

beban kerja perempuan, serta ancaman terhadap gangguan kesehatan 

reproduksi. Seperti yang dialami oleh perempuan di Buyat, Manado.  

Pencemaran teluk Buyat, akibat pembuangan limbah tailing oleh 

PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR)17, mengakibatkan perempuan 

mengalami gangguan kesehatan seperti benjolan-benjolan muncul di 

daerah payudara, ketiak dan leher, sakit kepala dan gatal-gatal di seluruh 

tubuh. Para nelayan perempuan  juga mengalami gangguan pada siklus 

menstruasi, bahkan seorang ibu perempuan bernama Puyang (alm), 

meninggal dunia setelah payudaranya pecah dan diduga kuat tercemar 

logam berat. Ini dikarenakan aktivitas perempuan sehari-hari bersentuhan 

langsung dengan air, sehingga krisis air dan pencemaran air yang terjadi 

akibat aktivitas pertambangan, sangat mempengaruhi kehidupan 

perempuan sebagai perawat keluarga, maupun yang bertanggung jawab 

terhadap ketersedian air untuk kebutuhan diri dan keluarganya.  

Aktivitas tersebut juga berdampak pada hilangnya sumber-sumber 

mata pencaharian masyarakat, termasuk mata pencaharian perempuan. 

Bahkan kehadiran pertambangan juga rentan terjadinya pelecehan seksual, 

prostitusi, dan kawin kontrak, yang sangat merugikan perempuan. Ini 

terjadi karena banyaknya pekerja tambang yang berasal dari luar wilayah 

tersebut. Padahal iming-iming yang perusahaan tambang adalah 

mempekerjakan penduduk lokal untuk kegiatannya, namun faktanya 

penduduk lokal hanya dijadikan buruh kasar.  

 Dengan dalih pembangunan dan meningkatkan pendapatan negara 

maupun daerah, izin-izin pertambangan terus diberikan. Padahal faktanya, 

                                                           
15

 Setiap usaha pengolahan emas 1 gram, mulai dari proses pencucian, pencampuran dan proses 

lainnya, dibutuhkan air lebih dari 100 liter (Hendrik Siregar, JATAM dalam artikel Emas, Bagus 

Investasinya Banyak Racunnya, http://bataviase.co.id/node/840686) 
16

 Pada proses yang menghasilkan 1 gram emas, terakumulasi racun arsenic sebesar 139 gram dan 

timbal 260 gram, yang dapat masuk ke sumber-sumber mata air di sekitar tambang, belum lagi yang 

meresap ke tanah, merusak lingkungan serta flora dan fauna di lingkungan sekitar. (Hendrik Siregar, 

JATAM dalam artikel Emas, Bagus Investasinya Banyak Racunnya, 

http://bataviase.co.id/node/840686) 
17

 Rio Ismail, Buku Tragedi Di Balik Kehadiran Newmonth Minahasa, Hal.32, 2003.  
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pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan pertambangan, minyak dan 

gas tidak sebanding dengan kerusakan ekologi dan pelanggaran hak asasi 

manusia atau hak-hak perempuan(HAM/HAP) yang dihasilkan dari 

aktivitasnya. Selama ini, baik pemerintah maupun perusahaan tidak pernah 

memikirkan dengan serius bagaimana mengatasi dan mencegah terjadinya 

kerusakan ekologi, dan hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, 

mulai dari air, udara, tanah, dan sumber mata pencaharian masyarakat, 

termasuk perempuan.  

 Walaupun sudah ada AMDAL sebagai salah satu prasyarat untuk 

aktivitas pertambangan, namun dokumen AMDAL – pun sering 

dimanipulasi (copy-paste) oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan 

izin cepat. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang menggunakan kekuatan 

uang untuk ‘memuluskan’ izin aktivitas pertambangannya. Situasi tersebut 

pernah disampaikan oleh Komisi III DPR yang mendesak Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan kasus korupsi di 

bidang pertambangan dan perkebunan18.   

Dari awal rencana kegiatan pertambangan akan dilakukan hingga 

pelaksanaannya, perusahaan dikawal oleh aparat militer/keamanan, 

sehingga kekerasan kerap terjadi pada masyarakat yang mempertahankan 

tanah mereka, maupun menuntut hak mereka yang dirampas oleh 

perusahaan. Mulai dari intimidasi, penangkapan hingga penembakan kerap 

dialami.  

 

B. Kebijakan Pertambangan 

Dari awal lahirnya kebijakan pertambangan di Indonesia, sudah 

memperlihatkan keberpihakan negara atas kepentingan pemilik modal, 

bukan untuk kepentingan rakyatnya. Ini terlihat dalam UU No. 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, di mana 

kebijakan tersebut telah memberikan kesempatan pada sektor swasta 

untuk mengeruk bahan tambang di Indonesia. Dinilai UU tersebut sudah 

tidak relevan lagi dengan perkembangan nasional dan Internasional, UU 

tersebut kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral 

                                                           
18

 “DPR Minta KPK Prioritaskan Kasus Korupsi Pertambangan & Perkebunan”, Detiknews, 4 Januari 

2012, http://www.detiknews.com/read/2012/01/04/034252/1806015/10/dpr-minta-kpk-prioritaskan-

kasus-korupsi-pertambangan-perkebunan  
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dan Pertambangan. Namun secara substansi, kebijakan ini masih 

berorientasi pada pasar dan keterlibatan sektor swasta, sementara peran 

dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan wilayah mereka tidak 

dijamin dan diatur dalam kebijakan ini.  

Terlebih lagi, dalam UU No.4 Tahun 2009 ini, wewenang dalam 

memberikan izin usaha pertambangan, tidak berpusat pada menteri, tetapi 

juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Ini diperkuat dengan adanya 

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan ini semakin 

memberikan peluang bagi penguasa untuk memberikan kekayaan alam 

wilayahnya kepada penguasa. Walaupun di dalam penjelasan umum UU ini, 

dikatakan bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, 

kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat, namun 

jika ditelaah pasal  per pasal tidak ada jaminan adanya kewajiban untuk 

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama 

dalam penetapan wilayah pertambangan.   

Begitupun kebijakan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi. Tidak jauh berbeda dengan UU No.4 Tahun 2009, dimana privatisasi 

dan berpegangan pada kebutuhan pasar masih terlihat dalam pasal-pasal 

yang terdapat dalam kebijakan ini. Kebijakan ini juga tidak mengakui 

bahwa masyarakat, laki-laki dan perempuan, merupakan entitas yang 

sangat penting dalam setiap proses pengambilan keputusan, karena 

perempuan dan laki-laki mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang 

berbeda dalam mengelola sumber daya alam.  

Kawasan pertambangan juga dapat menggangu fungsi kawasan 

hutan, karena di dalam Pasal 38 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan mengatur bahwa kawasan hutan dapat dipergunakan untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain kegiatan 

pertambangan, namun hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 

produksi dan hutan lindung, dengan sistem pinjam pakai. Padahal hutan 

memiliki fungsi yang sangat luas untuk keberlangsungan habitat yang 

tinggal dikawasan tersebut, penyanggah dan penyimpan sumber air, dan 

sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan 

tersebut. Walaupun disebutkan bahwa kegiatan tersebut hanya dapat 

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, namun setiap 

kegiatan di luar kegiatan alamiah hutan yang dilakukan di wilayah hutan 
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sudah tentu akan menggangu ekosistem hutan, terlebih lagi apabila dalam 

implementasinya dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan kelestarian 

hutan. 

Kemudian perluasan model pertambangan semakin dipertegas 

dengan dikeluarkannya Perpres No.28 Tahun 2011 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. Karena 

memang di dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat 

(4) disebutkan : “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan 

penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Padahal  pada kebijakan 

yang lain telah menjelaskan secara eksplisit tentang fungsi – fungsi dari 

hutan lindung tersebut19. Selain itu, perpres ini juga dinilai bertentangan 

denganUU No. 41 Tahun 1999, di mana di dalam penjelasan Pasal 38 Ayat 

(1) disebutkan bahwa “Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang 

bersangkutan, dilarang”. Setiap kegiatan pertambangan yang akan 

mengekstrak sumber daya alam di dalam tanah, tentunya akan 

mengakibatkan kerusakan dan akan mengganggu ekosistem dan fungsi 

hutan, walaupun kegiatan tersebut dilakukan di bawah tanah.. Tidak hanya 

bertentang pada UU Kehutanan, perpres ini juga dinilai semakin 

memperparah kerusakan ekologi akibat usaha-usaha pertambangan, 

termasuk fungsi-fungsi kawasan hutan.  

Sistem pertambangan bawah tanah sebenarnya telah mulai 

dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Dairi dan Phakpak 

Barat, Sumatera Utara, di mana PT Dairi Prima Mineral telah mendapatkan 

izin eksplorasi (2008-2014) untuk pertambangan timah hitam di kawasan 

hutan lindung. Walaupun baru pada tahap eksplorasi, kegiatan ini telah 

mengundang banyak kontroversi, karena telah mendapatkan  penolakan 

dari masyarakat setempat, khususnya kaum perempuan20. Terlebih lagi, 

dalam tahapan eksplorasi tersebut pun, masyarakat telah merasakan 

                                                           
19

 Melalui PP 44/2004, PP 34/2002, Keppres 32/1990 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan 

dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya.  
20

 "Pemimpin Perempuan Komunitas Kab.Dairi dan Kab.Phakpak Barat Bersuara Menolak Tambang", 

Siaran Pers Bersama: Solidaritas Perempuan, JATAM, WALHI, PDPK (Persekutuan Diakoni Pelangi 

Kasih), Perempuan Dairi dan Perempuan Phakpak Barat – Sumatera Utara, 12 Maret 2011, 

http://www.solidaritasperempuan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Asiar

an-pers-qpemimpin-perempuan-komunitas-kabdairi-dan-kabphakpak-barat-bersuara-menolak-

tambangq&catid=42%3Asda&Itemid=94&lang=en 
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dampaknya, khususnya dalam hal berkurangnya debit air sungai akibat 

banyaknya air yang digunakan untuk kegiatan pengeboran dan air yang 

tercemar akibat bahan-bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan 

eksplorasi. Belum lagi kegiatan eksplorasi tersebut juga mengganggu 

ekosistem hutan lindung, di mana masyarakat kemudian mendapatkan 

gangguan dari satwa-satwa liat yang turun gunung dan mengganggu 

pertanian masyarakat, akibat terganggu dengan suara dan kegiatan 

pengeboran.  

Adanya perpres tersebut, tidak hanya mengancam ekologi dan 

fungsi  hutan lainnya, tetapi juga telah mengancam hak masyarakat dan 

hak perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam mereka. Terlebih 

dengan adanya pasal untuk membuka peluang kriminalisasi terhadap 

warga masyarakat sekitar hutan21, sehingga ketika masyarakat 

memperjuangkan hak mereka yang akan/telah dirampas oleh perusahaan. 

Sementara dalam kebijakan tersebut Tidak ada sanksi bagi perusahaan 

yang melanggar UU.  

Hampir diseluruh kebijakan terdapat pasal yang berpeluang untuk 

mengkriminalisasikan warga, seperti di UU No. 4 Tahun 2009, pasal 162. 

Sementara tidak ada pasal yang memberi peluang bagi masyarakat di luar 

wilayah pertambangan yang merasakan dampak tidak langsung ataupun 

organisasi pemerhati lingkungan untuk mengajukan gugatan atau complain 

terhadap kerugian akibat kegiatan usaha pertambangan, bahkan tidak ada 

pasal yang secara eksplisit menjelaskan tentang jaminan perlindungan hak 

– hak masyarakat.  

Tidak hanya pasal pengkriminalisasian bagi warga yang membela 

haknya, kebijakan pertambangan, minyak dan gas tersebut belum 

mengakui akan peran perempuan yang sangat penting. Ini terlihat dengan 

tidak adanya kebijakan perlindungan perempuan yang dijadikan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tersebut, salah satunya UU 

No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan.  

Pengalaman perempuan dengan kehadiran pertambangan, masih 

belum diakui dan dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam 

melahirkan sebuah kebijakan. Hal ini tidak hanya pada pengakuan terhadap 
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perempuan, tetapi juga jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

perempuan yang hilang akibat kehadiran pertambangan.  

 

C. Konflik Sumber Daya Alam di wilayah Pertambangan 

  Dalam sub bab ini akan dijabarkan hasil-hasil investigasi atau 

penelitian yang dilakukan oleh komunitas Solidaritas Perempuan di 

beberapa wilayah pertambangan, yaitu terkait tambang semen di 

Kabupaten Pangkep – Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Aceh Besar, 

tambang galian C di Loli Oge – Sulawesi Tengah, tambang emas di 

Sumbawa, dan tambang minyak di Bojonegoro. Data yang disampaikan 

adalah hasil olahan berdasarkan data pada saat dilakukannya investigasi 

atau penelitian tersebut di sample wilayah investigasi atau penelitian yang 

dilakukan. 

 

1. Tambang Semen di Pangkep, Sulawesi Selatan (PT Semen Tonasa)22 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki wilayah 

seluas 11,035,80 km2, meliputi daratan seluas 892,36 km2 dan laut 4 mil 

seluas 10.143,44 km2. Kabupaten ini terbagi dalam 13 kecamatan, meliputi 

7 kecamatan daratan, 4 kecamatan kepulauan dan 2 kecamatan 

pegunungan. Dari 13 Kecamatan tersebut terdapat 102 Desa/Kelurahan 

yang terbagi menjadi 37 Kelurahan dan 65 Desa, serta terdiri dari 112 pulau. 

Kabupaten Pangkep terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran 

rendah memiliki luas 73.721 Ha, membentang dari garis pantai barat ke 

timur dan terdiri dari areal persawahan, tambak, dan rawa-rawa, sedang 

daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan 

laut terletak disebelah timur, merupakan hamparan batu cadas dan 

sebagian batu bara serta berbagai jenis batu marmer. 

Kabupaten Pangkep merupakan wilayah industri pertambangan, di 

mana pertambangan menjadi salah satu industri yang dianggap potensial 

untuk pengembangan ke depannya. Kabupaten ini memiliki potensi 

Sumber Daya Alam, khususnya sumber cadangan bahan tambang yang 

sangat besar dan kemunculan investasi yang cukup besar. Sejak tahun 2004 

tambang batu gamping menghasilkan produksi sebanyak 3.443.640,95 ton, 

disusul jenis tambang lainnya tanah liat sebanyak 709.869,28 ton, dan 

                                                           
22

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Anging Mammiri – Makassar, 2010. 
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marmer yang tersebar pada areal 10.164,78 m3. Sejak tahun 1970-an hingga 

saat ini tercatat 20 industri marmer dan 2 pabrik semen di wilayah 

kabupaten ini. 

Potensi sektor pertambangan di Kabupaten Pangkep cukup besar, 

khususnya jenis bahan galian, sedikitnya terdapat 13 jenis bahan galian di 

sektor pertambangan yang membutuhkan pengelolaan. Adapun ke-13 jenis 

bahan galian tersebut, sesuai data dari Dinas Pertambangan Dan Sumber 

Daya Mineral Kabupaten Pangkep di antaranya Marmer, Pasir/Kuarsa, 

Diorit, Basal, Trakit, Sirtu, Feldspar, Kaolin, Lempung, Batu Gamping, Batu 

Sabak dan Trass Prolipit. Sedangkan, untuk potensi pertambangan yang 

terbanyak adalah untuk jenis batu gamping yang potensinya hingga 6,2 juta 

meter kubik lebih. Menyusul cadangan batu lempung dengan potensi 

cadangan 179.734 meter kubik di Desa Minasatene, Bungoro, Baloci, Segeri, 

dan Tondongtallasa, Kabupaten Pangkep.  

 

Potensi Pertambangan yang dimiliki kabupaten Pangkep, meliputi : 

� Tambang galian golongan A. yaitu Batu bara sebesar 13.500.000 m3 

di Desa Tompo Bulu, Bantimurung, Baring, Tabo-tabo, Lanne, 

Bonto Birao.  

� Bahan galian golongan B terdiri dari keramik dan mineral radioaktif 

dengan sebaran seluas 10.000.000 m3 yang berlokasi di Bulu Erasa 

Desa Mangilu. 

� Bahan galian golongan C terdiri dari : Marmer, Pasir Kuarsa, tanah 

Liat, Batu Gamping, Kristal Kuarsa, Profilit, Kaolin, Diorit, Tras, Batu 

Setengah Mulia , dan Emas. 

 

Selain pertambangan, Kabupaten Pangkep juga memiliki potensi di 

sektor pertanian dan perkebunan. Luas areal pertanian tanaman pangan 

(sawah) seluas 16.034 ha. Tanaman yang dibudidayakan antara lain, padi 

sawah; kacang tanah; kacang kedelai, kacang hijau dan ketela; dengan 

potensi andalan jeruk. Sedangkan, luas areal perkebunan adalah 15.801,1 

ha dari berbagai jenis tanaman antara lain, jeruk pamelo, kelapa, kapok, 

dan kopi, dengan tanaman andalan yaitu jambu mente dan kelapa.  

Adapun wilayah yang dijadikan sample adalah Desa Mangilu di 

Kecamatan Bungoro dan Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, 

Kabupaten Pangkep.  



29 

 

 

a) Desa Mangilu  

Desa Mangilu, secara administrasi merupakan salah satu dari 8 

desa/kelurahan yang berada di wilayah Kec.Bungoro, 

Kab.Pangkep.dengan jarak tempuh 9 Km ke ibukota kecamatan dan 12 

Km ke ibukota kabupaten. Desa Mangilu memiliki 2 Dusun, 4 Rukun 

Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT). Topografi Desa didominasi 

oleh dataran dan kawasan perbukitan kars, yang berada pada ketinggian 

kurang dari 50-100 m dari permukaan laut. Desa ini memiliki wilayah 

seluas 1811 Ha, dan di dalamnya terdapat sekitar 160 Ha hutan dan 60 Ha 

luasan lahan kritis. 

Jumlah penduduk Desa Mangilu sebanyak 3.354 jiwa, terdiri dari 

laki-laki 1.649 jiwa dan perempuan 1.705 jiwa dalam 721 KK. Fasilitas 

pendidikan yang ada di Desa Mangilu, TK/MDA 1 dengan 24 siswa, 

SD/Mis 5 dengan 605 siswa, SLTP/MTs 1 dengan jumlah siswa 233. disisi 

lain fasilitas kesehatan yang ada, yaitu; 1 Puskesmas Pembantu (Pustu), 

4 Posyandu. 

 

b) Desa Bantimurung,  

Desa Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa memiliki luas 

wilayah 2.642 Ha, yang terdiri atas 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 9 

Rukun Tetangga (RT). Jarak dari Desa Bantimurung ke Ibukota 

Kecamatan 1 km, ke ibukota Kabupaten 25 km, ke Ibukota Propinsi 75 

km. Topografi wilayah Desa Bantimurung berupa kawasan perbukitan, 

dataran dan sebagian lagi merupakan kawasan bebatuan kars. Sebagian 

wilayah Desa Bantimurung juga merupakan kawasan Taman Nasional 

Bantimurung – Bulusaraung.  

Di desa Bantimurung terdapat 519 KK, dengan jumlah penduduk 

1939 jiwa terdiri dari 950 jiwa penduduk laki-laki, dan perempuan 989 

jiwa. Kepadatan penduduk adalah 63 jiwa per Km².  Fasilitas kesehatan di 

Desa Bantimurung terdiri atas 1 buah Puskesmas dan 3 Posyandu, serta 

beberapa fasilitas pendidikan diantaranya 1 SLTA, 1 SLTP, 3 SD, dengan 

jumlah murid SD 242, SLTP 129, SLTA sebanyak 36 siswa. 
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b. Gambaran Perusahaan 

Industri Semen Tonasa (Unit 

I) merupakan hasil kerjasama antara 

Pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Cekoslovakia yang 

dimulai sejak tahun 1960 dan 

diresmikan pada 2 November 1968 

di Kecamatan Balocci. Pabrik ini 

menggunakan proses basah dengan 

kapasitas terpasang 110.000 ton 

semen/tahun. Lalu karena dianggap 

tidak ekonomis lagi Pabrik semen 

Tonasa Unit I dihentikan 

pengoperasiannya pada tahun 1984. 

Untuk kelanjutan industri tersebut, Pabrik semen 

kemudian dibangun pada tahun 1976 dan merupakan hasil kerjasama 

antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada, beroperasi pada 

tahun 1980 dengan kapasitas 510.000 ton semen/tahun dan dioptimalkan 

menjadi 590.000 ton semen / tahun pada

Tahun 1982, berdasarkan persetujuan Bappenas No. 32 XCLC/ 

B.V/1981 dilakukan perluasan lagi dengan membangun pabrik Semen 

Tonasa Unit III yang berada di lokasi yang sama dengan Pabrik Unit II. 

Pabrik ini selesai pada tahun 1984 dan merupakan 

Pemerintah Jerman Barat. Dan berdasarkan Surat Menteri Muda 

Perindustrian No.182/MPPIX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan Surat 

Menteri Keuangan R.I.No.S1549/MK.013/1990 tanggal 29 November 1990 

dilakukan perluasan dengan membangun pabr

yang berlokasi dekat Tonasa Unit II dan Unit III berkapasitas 2.300.000 ton 

semen/tahun.  

 Pemerintah dan PT. Semen Tonasa sudah menandatangani proyek 

untuk pembangunan pabrik unit V PT. Semen Tonasa dengan tujuan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dan mengantisipasi permintaan pasar 

terhadap semen yang terus meningkat.  Hal ini disampaikan oleh Dirut PT.  

Semen Tonasa H, Sattar Taba melalui wawancara dengan tim investigator, 

dikatakan oleh beliau bahwa pabrik PT.

berkapasitas 2,5 juta ton per tahun dan menelan dana investasi sebesar  Rp 
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Kantor Pusat PT Semen Tonasa di Kabupaten 

Pangkep 

Untuk kelanjutan industri tersebut, Pabrik semen Tonasa Unit II 

kemudian dibangun pada tahun 1976 dan merupakan hasil kerjasama 

antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada, beroperasi pada 

tahun 1980 dengan kapasitas 510.000 ton semen/tahun dan dioptimalkan 

menjadi 590.000 ton semen / tahun pada tahun 1991.  

Tahun 1982, berdasarkan persetujuan Bappenas No. 32 XCLC/ 

B.V/1981 dilakukan perluasan lagi dengan membangun pabrik Semen 

Tonasa Unit III yang berada di lokasi yang sama dengan Pabrik Unit II. 

Pabrik ini selesai pada tahun 1984 dan merupakan hasil kerjasama dengan 

Pemerintah Jerman Barat. Dan berdasarkan Surat Menteri Muda 

Perindustrian No.182/MPPIX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan Surat 

Menteri Keuangan R.I.No.S1549/MK.013/1990 tanggal 29 November 1990 

dilakukan perluasan dengan membangun pabrik Semen Tonasa Unit IV 

yang berlokasi dekat Tonasa Unit II dan Unit III berkapasitas 2.300.000 ton 

Pemerintah dan PT. Semen Tonasa sudah menandatangani proyek 

untuk pembangunan pabrik unit V PT. Semen Tonasa dengan tujuan untuk 

kapasitas produksi dan mengantisipasi permintaan pasar 

terhadap semen yang terus meningkat.  Hal ini disampaikan oleh Dirut PT.  

Semen Tonasa H, Sattar Taba melalui wawancara dengan tim investigator, 

dikatakan oleh beliau bahwa pabrik PT. Semen Tonasa unit V ini akan 

berkapasitas 2,5 juta ton per tahun dan menelan dana investasi sebesar  Rp 
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Pabrik PT Semen Tonasa 

3,1 Triliun yang merupakan dana dari kredit sindikasi Bank Mandiri, BNI, 

EXIM dan Bank Mega. Dari dana Rp 2 Triliun untuk mendukung pabrik 

tersebut, perusahaan PT Semen Tonasa ini juga akan membangun pusat 

listrik (power plant dengan menggunakan bahan baku batu bara) 

berkapasitas 60 MW dengan nilai investasi Rp 400 miliar, kedua proyek ini  

diperkirakan menjalani masa konstruksi selama 2 tahun. Informasi lain yang 

ditemukan adalah saat ini PT Semen Tonasa memiliki empat unit pabrik 

dengan kapasitas 3,2 juta ton per tahun dengan supali listrik sebesar 90 MW  

dan sebanyak 40 MW bersumber dari PLN.  

Tonasa adalah produsen semen 

terbesar di kawasan timur Indonesia yang 

menempati lahan seluas 715 hektar di 

desa Biringere, Kecamatan Bungoro, 

Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer 

dari kota Makassar. Semen Tonasa yang 

beroperasi resmi sejak tahun 1968 

tumbuh berkembang dengan dukungan 7 

unit pengantongan semen yang 

melengkapi saran distribusi penjualan ke 

wilayah utama pemasaran di kawasan 

timur Indonesia.  

 

Unit pengantongan semen tersebut berlokasi di Makassar, Bitung, 

Palu, Banjarmasin, Bali, dan Ambon dengan kapasitas masing-masing 

300.000 ton semen pertahun kecuali Makassar, Samarinda dan Bali dengan 

kapasitas 600.000 ton semen pertahun dan Palu dengan kapasitas 175.000 

ton semen pertahun. Sarana pendukung operasi lainnya yang berkontribusi 

besar terhadap pencapaian laba perusahaan adalah unit pembangkit listrik 

tenaga uap atau Boiler Turbin Generator (BTG) Power Plant dengan 

kapasitas 2 X 25 MW yang berlokasi dekat dengan pabrik di desa 

Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik. 

PT Semen Tonasa yang memiliki kapasitas terpasang 3.480.000 

metrik ton semen pertahun ini, mempunyai 3 unit pabrik yaitu Tonasa II,III, 

dan IV. Ketiga unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan 

kapasitas masing-masing 590.000 ton semen per tahun untuk unit II dan III 

serta 2.300.000 ton semen per tahun untuk unit IV. Rencananya, proyek 
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Tonasa V rampung November 2011. Pembangunan Pabrik Tonasa V yang 

menghabiskan investasi sebesar Rp 3,5 triliun, dilakukan untuk mendukung 

peningkatan produksi menjadi 6,5 juta ton, dengan tambahan 12 persen 

produksi.23  

Sedangkan, bahan bakunya direncanakan berasal dari Gunung Bulu 

Paccola di Kabupaten Pangkep yang ada diperbatasan Kecamatan Bungoro 

dengan Tondon Tallasa. Gunung ini memiliki ketinggian 80-100 meter 

diatas permukaan laut hanya memiliki jarak sekitar 17 kilometer (km) dari 

pabrik Tonasa. Perizinan untuk mengelola area seluas sekitar 80 hektar ini 

sudah tuntas akhir tahun 2011. Gunung tersebut akan diratakan dan bekas 

galian gunungnya akan dijadikan area persawahan.24 Kapasitas produksi 

tanah liat di kawasan tersebut mencapai jutaan ton dan akan dikelola 

selama 20 tahun. Selain itu, Semen Tonasa juga tengah membangun 

pembangkit berkapasitas 2x35 MW dengan investasi USD144 juta. Proyek 

ini diharapkan bisa rampung pertengahan 2012. Tonasa mencari lahan 

tanah liat baru di gunung karena tidak boleh lagi ada penggalian ke bawah, 

seperti yang dilakukan selama ini di sekitar pabrik Tonasa II, III, IV dan V, 

yang telah mengakibatkan paling tidak 5 lubang raksasa yang kini menjadi 

danau akibat penggalian tanah liat yang dilakukan Tonasa.25 

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

 Lapangan pekerjaan yang digeluti oleh penduduk (baik laki-laki 

maupun perempuan) di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa secara 

mayoritas berada di sektor pertanian, dan ternyata bahwa kehadiran 

industri, khususnya industri pertambangan tidaklah serta merta membawa 

perubahan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar, khususnya dalam 

bidang ketenagakerjaan. Terutama bagi kaum perempuan yang ternyata 

sangat sedikit yang dapat tertampung sebagai tenaga kerja.  Selain itu, 

penduduk yang mencari kerja masih tinggi jumlahnya.  

Dilihat dari segi kesempatan kerja, keberadaan perusahaan tambang 

ini tidak membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat di 

sekitar lokasi perusahaan. Jumlah pekerja lokal yang tertampung sangat 

                                                           
23

 Semen Tonasa Tambah Produksi 2,5 Juta Ton, Fajar Online, http://www.fajar.co.id/read-

20120104000903-semen-tonasa-tambah-produksi-25-juta-ton 
24

 Semen Tonasa Perluas Area Eksplorasi, Konsumen Properti, 

http://www.konsumenproperti.com/Bisnis-Terkait/semen-tonasa-perluas-area-eksplorasi.html 
25

 Ibid. 
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sedikit jumlahnya, itupun hanya pada jenis pekerjaan non-skill (pekerja 

harian), dan yang paling banyak adalah jenis pekerjaan pada bagian 

keamanan (Satpam). Sedang pencari kerja perempuan hampir tidak ada 

yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, baik untuk jenis pekerjaan yang 

membutuhkan skill tertentu maupun yang non-skill.  

 Di sisi lain, hilangnya lahan pertanian karena dibeli oleh perusahaan 

industri, berdampak bagi masyarakat, terutama perempuan. Kaum 

perempuan yang sawah atau kebunnya tidak lagi dapat berfungsi sebagai 

lahan pertanian karena telah berubah menjadi areal bongkahan batu akibat 

pengeboman membuat mereka memilih untuk menjadi pekerja migran 

(TKW) ke luar negeri (umumnya Arab Saudi dan Malaysia). Perempuan yang 

bermigrasi atau berubah pekerjaan menjadi Buruh Migran (TKW) berjumlah 

cukup banyak, terutama dari Dusun Sela di Desa Mangilu. Namun, 

jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti karena memang di kantor 

desa tidak tersedia data tentang jumlah warga yang menjadi TKW dan juga 

karena warga yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja sangat jarang 

melapor pada pihak perangkat desa.  

  

 

 

Selain itu, debu yang dikeluarkan oleh pabrik semen Tonasa pun 

berdampak pada produktivitas tanaman yang ditanam oleh penduduk desa. 

Pohon-pohon menjadi tertutup debu, sehingga berkurang produktivitasnya 

karena debu proses pembuahan pada tanaman. Lokasi pabrik pun sangat 

dekat dengan pemukiman penduduk sehingga kebisingan dan debu sangat 

mengganggu penduduk dalam beraktivitas. Polusi asap dan debu yang 

dikeluarkan oleh pabrik pun berdampak pada kesehatan warga. 

Tanaman penduduk yang tertutup debu 
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Lokasi pabrik yang sangat dekat 

Asap yang keluar dari pabrik

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara umum, gangguan kondisi kesehatan yang dialami oleh 

penduduk (baik Laki-laki maupun Perempuan) di kecamatan Bungoro dan 

kecamatan Tondong Tallasa hampir sam

Bungoro diperoleh data jumlah penyakit yang dilayani/ditangani oleh 

Puskesmas ini. Data yang tersedia tidak dipilah menurut jenis kelamin 

pasien, sehingga data yang ada memberi gambaran tentang jenis penyakit 

yang dialami pasien secara umum.  
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dekat dengan pemukiman 

Asap yang keluar dari pabrik 

gangguan kondisi kesehatan yang dialami oleh 

laki maupun Perempuan) di kecamatan Bungoro dan 

kecamatan Tondong Tallasa hampir sama. Khusus di Puskesmas kecamatan 

Bungoro diperoleh data jumlah penyakit yang dilayani/ditangani oleh 

Puskesmas ini. Data yang tersedia tidak dipilah menurut jenis kelamin 

pasien, sehingga data yang ada memberi gambaran tentang jenis penyakit 
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Tabel  

Jenis Penyakit dan Jumlah Penderita yang Ditangani Di Puskesmas 

Kecamatan Bungoro 

No Jenis Penyakit Jumlah 

Penderita 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Penyakit Pada Saluran Pernafasan Bagian 

Atas 

 Penyakit sistem otot dan jaringan pengikat 

Infeksi akut lain pada sistem pernafasan 

Penyakit kulit infeksi 

Penyakit Hipertensi 

Diare 

Penyakit pulpa dan jaringan perapikal 

Gangguan gigi dan jaringan penyangga 

lainnya 

Penyakit kulit alergi 

Ginggivitas, penyakit periodental 

5851 

       2374 

1972 

1150 

927 

873 

827 

789 

758 

276 

Sumber : Puskesmas Bungoro 2009 

 

Dampak kegiatan PT Tonasa terhadap lingkungan juga tidaklah 

kecil. PT Tonasa yang memiliki lahan konsesi di perbukitan karst Maros-

Pangkep mengeksploitasi sumberdaya karst secara besar-besaran berupa 

batuan kapur (limestone) dan bahan galian tambang lainnya, 

mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pertambangan kapur sebagai 

bahan baku industri semen menyebabkan rusaknya sungai-sungai bawah 

tanah yang mengalir di sekitar kawasan tersebut. Pertambangan kapur di 

kawasan kars Maros-Pangkep, seperti halnya pertambangan kapur di 

wilayah kars lainnya, juga berpotensi mengancam hilangnya tutupan hutan 

yang menjadi habitat satwa-satwa endemik.  
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Lokasi penambangan di wilayah perbukitan Kars 

Sebagian besar kawasan Bentang alam Kabupaten Maros-Pangkep 

ini merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional 

Bantimurung-Bulusaraung. Kawasan kars ini menjadi salah satu habitat 

Kupu-kupu Raja, satwa endemik, yang menjadi ikon taman nasional. Tidak 

hanya Kupu-Kupu Raja, tetapi juga Rangkong Sulawesi, burung endemik 

yang hanya dapat dijumpai di Sulawesi. Pada akhirnya fenomena 

biodiversity lost akan terjadi jika pertambangan batu kapur di kawasan 

karst tidak mengindahkan nilai ekologi dan konservasi.26 

Selain itu, dahulunya air minum warga berasal dari sumber yang 

sangat beragam, yaitu air hujan, mata air terlindung dan tidak terlindung, 

sumur terlindung dan tidak terlindung, pompa, ledeng, hingga air kemasan. 

Namun, pada saat dilaksanakan investigasi beberapa warga yang 

diwawancarai mengungkapkan bahwa dalam 4 sampai 5 tahun terakhir 

mereka telah mengubah sumber air minum disebabkan kondisi lingkungan 

yang juga telah berubah, khususnya bagi yang menggunakan air dari mata 

air dan sumur yang tidak terlindung. Sebagian dari mereka tidak lagi 

menggunakan air dari mata air dan sumur yang tidak terlindung karena 

airnya telah keruh, dan berdasarkan dugaan sementara kekeruhan 

disebabkan oleh debu dari pabrik semen maupun debu yang dikarenakan 

volume kendaraan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

laju transportasi untuk keperluan operasional perusahaan (khususnya dusun 

Biring Ere dan Dusun Sela di desa Mangilu). 

                                                           
26

 Berkah Tambang, Petaka Hutan, http://catatanliah.blogspot.com/2011/07/berkah-tambang-

petaka-hutan.html 
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Tabel  

Jenis Sumber Air Minum dan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan  

di kecamatan Tondong Tallasa dan kecamatan Bungoro 
 

Kec. 

Jenis Sumber Air Minum dan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan 

Air 

Kemasan 

Ledeng Pompa  Sumur 

Terlindung 

Sumur Tdk 

Terlindung 

Mata Air 

Terlindung 

Mata Air Tdk 

Terlindung 

Air 

Hujan 

Tondong 

Tallasa 

- 40 120 360 40 840 520 - 

Bungoro 84 1218 336 2814 2520 - 42 378 

Data tahun 2003 

 

Dampak lain dari pengoperasian pertambangan semen Tonasa 

adalah kebisingan dan kerugian materil yang dirasakan warga. Di dusun Sela 

Desa Mangilu, beberapa perwakilan kelompok perempuan mengungkapkan 

tentang gangguan kenyamanan yang mereka rasakan dengan beroperasinya 

tambang batu gamping untuk keperluan industri semen PT.Semen Tonasa, 

antara lain jika terjadi peledakan untuk pengambilan bahan baku pembuatan 

semen, maka suara ledakan sering mengejutkan dan agak mengganggu 

pendengaran. Dan yang lebih membahayakan adalah jika ada serpihan 

berupa bongkahan batu yang terlempar dari tempat peledakan ke lokasi 

pemukiman, terkadang menimpa rumah maupun kebun atau sawah 

penduduk. Kondisi ini terjadi karena lokasi peledakan untuk pengambilan 

bahan industri semen sangat dekat wilayah pemukiman (sekitar 5 km),  

Salah satu pengalaman yang khas dikisahkan oleh beberapa 

perempuan adalah bahwa jika mereka memiliki bayi, maka pada saat terjadi 

peledakan mereka kadang-kadang harus bekerja ekstra untuk 

mengupayakan agar bayi mereka tidak terkejut akibat suara ledakan. 

Ledakan yang terjadi juga menimbulkan getaran yang pada kondisi tertentu 

sering mengakibatkan kaca-kaca dirumah penduduk menjadi retak dan 

beberapa perabot rumah tangga jadi terjatuh.  

Selain itu, akibat dari kerusakan yang dialami oleh penduduk dusun 

Sela, sekitar 17 Kepala Keluarga yang menghuni 15 rumah kemudian  

direlokasi ke dusun lain yaitu dusun Biring Ere Desa Mangilu oleh pihak 

perusahaan PT. Semen Tonasa karena rumah mereka mengalami kerusakan 

akibat tertimpa batu saat peledakan. Selain kerusakan rumah, ancaman 

keselamatan juga menjadi pertimbangan utama sehingga dilaksanakan 
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relokasi ke dusun lain yang berjarak sekitar 2 km dari tempat tinggal 

sebelumnya (dusun Sela).  

Mekanisme relokasi yang terjadi antara warga dengan pihak 

perusahaan berlangsung dengan cara warga dipindahkan pada lokasi yang 

telah disediakan oleh perusahaan, rumah mereka dipindahkan ke tempat 

tersebut dengan biaya pemindahan ditanggung oleh pihak perusahaan. 

Tanah bekas tempat pemukiman tetap dalam status kepemilikan warga. 

Beberapa warga yang telah direlokasi mengaku bahwa ada beberapa 

keuntungan yang mereka rasakan, antara lain biaya listrik rumah tangga dan 

pembayaran air PAM selama mereka menempati lokasi baru ditanggung 

oleh perusahaan. Kondisi negatifnya dirasakan bagi mereka yang bertani 

karena lokasi kebun atau sawahnya menjadi agak jauh dari tempat tinggal. 

Sedangkan, di dusun Biring Ere yang merupakan lokasi pabrik semen milik 

PT.Semen Tonasa keluhan warga yang paling menonjol adalah persoalan 

debu yang dihasilkan dari industri semen dan asap yang keluar dari cerobong 

pabrik.  

Selain itu, jalan di desa-desa yang masuk ring satu PT Semen 

Tonasa, hanya terdiri dari aspal kualitas rendah dan kerikil lepas. Tak 

terlihat ada upaya perbaikan jalan dari PT Semen Tonasa. Masyarakat tentu 

sangat mengeluhkan hal ini, namun ketika mengadukan hal ini kepada 

manajemen, jawaban yag didapat hanya janji-janji saja. 

 

d. Gambaran Kasus 

Kehadiran PT Semen Tonasa pada mulanya disambut baik oleh 

masyarakat dengan harapan mereka akan memberikan lapangan pekerjaan 

dan meningkat kesejahteraannya. Namun, ternyata pada 

perkembangannya kehadiran perusahaan tersebut di wilayah Kabupaten 

Pangkep memberikan berbagai permasalahan bagi masyarakat, mulai dari 

lahan masyarakat yang dialihkan untuk pembangunan pabrik dan lokasi 

penambangan, relokasi yang mengakibatkan masyarakat menjadi lebih 

jauh dari sawah atau kebunnya, udara yang tercemar oleh debu sehingga 

berdampak pada kesehatan masyarakat dan produktivitas lahan pertanian, 

kebisingan dan getaran yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan 

dengan menggunakan peldak hingga mengakibatkan kerusakan pada 

rumah-rumah penduduk dan juga menggangu keseimbangan lingkungan, 
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khususnya kawasan kars sebagai wilayah penyangga air, hingga 

pencemaran dan berkurangnya sumber-sumber air masyarakat.  

Namun, terlepas dari segala permasalahan lingkungan dan kerugian 

yang dialami oleh masyarakat akibat pengoperasian PT Semen Tonasa, hal 

yang kemudian memicu perlawanan masyarakat terhadap kehadiran 

perusahaan ini adalah terkait permasalahan tenaga kerja. PT Semen Tonasa 

lebih banyak menerima karyawan tetap yang berasal dari daerah lain, 

sementara mesyarakat sekitar hanya dipekerjakan sebagai buruh harian 

lepas yang sewaktu-waktu terancam nganggur karena kontrak mereka 

habis. Persoalan ini menimbulkan keresahan yang berasal dari 

kecemburuan sosial, pekerja pendatang hidup berkecukupan sedangkan 

pekerja lokal hanya menjadi buruh kasar. Persoalan inilah yang kemudian 

memancing aksi masyarakat yang menuntut lapangan pekerjaan. Aksi ini 

telah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat. 

Pada 6 Agustus 2010, masyarakat kembali melakukan aksi unjuk 

rasa menuntut agar  Pihak PT.Semen tonasa, memenuhi kuota 30 persen 

penerimaan karyawan, serta meminta pihak perusahaan merubah regulasi  

perekrutan karyawan untuk tahun 2010. Hingga pada perkembangannya, 

pasca dilakukannya investigasi, masyarakat kembali berunjuk rasa. Pada 17 

Maret 2011, Puluhan warga yang bermukim di sekitar PT Semen Tonasa 

melakukan aksi unjuk rasa, menuntut seleksi penerimaan karyawan di 

perusahaan tersebut dilakukan transparan. Mereka menilai, penerimaan 

karyawan di PT Semen Tonasa selama ini cenderung diskriminatif. Para 

pengunjuk rasa meminta agar warga lokal diprioritaskan dalam penerimaan 

karyawan yang saat ini sedang diseleksi. Mereka meminta agar ada kuota 

khusus untuk warga Pangkep. Mereka juga menuntut mulai dari PT Semen 

Tonasa sendiri hingga perusahaan afiliasinya, agar merekrut orang lokal 

sebagai karyawan. Mereka meminta agar melibatkan warga, pemerintah, 

serta DPRD Pangkep dalam rekrutmen karyawannya dan menolak hasil 

seleksi di perusahaan itu karena tidak melibatkan mereka, eksekutif, 

maupun legislatif. 

Pada 22 Juni 2011, Massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda 

Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kembali 

melakukan demonstrasi di Makassar terkait dana Corporate Sosial 

Responsibility PT Semen Tonasa. PT Semen Tonasa tidak transparan 

kepada masyarakat sebab masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya 
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anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan CSR. Diduga pihak PT 

Semen Tonasa mengalokasikan dana CSR tersebut hanya kepada kalangan 

para keluarga pegawai perusahaan, sehingga keberpihakan perusahaan 

perlu dipertanyakan. Padahal seharusnya 2% dari laba bersih perusahaan 

disalurkan ke masyarakat, sehingga kemudian masyarakat mendesak PT 

Semen Tonasa untuk mengoptimalkan dana CSR untuk kesejahteraan 

masyarakat dan pengelolaannya harus jelas dan transparan. Hingga kini, 

permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan masih belum juga 

terselesaikan. 

 

e. Analisa Kasus 

Selain membawa beberapa dampak negatif terhadap keadaan 

lingkungan alam maupun gangguan kenyamanan bagi masyarakat di sekitar 

lokasi keberadaan perusahaan tambang, maanfaat yang menonjol dari 

keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut pun sangat minim. Lapangan 

kerja yang tidak terbuka luas bagi masyarakat lokal, terutama bagi 

perempuan, menjadikan keberadaan tambang tidak memberi kontribusi 

berarti bagi pengembangan ekonomi perempuan.  

Perubahan-perubahan ekologis yang diakibatkan oleh beroperasinya 

perusahaan tambang justru menambah beban kerja bagi perempuan. 

Contoh paling konkrit adalah dampak dari meningkatnya volume debu 

membuat perempuan bekerja ekstra untuk membersihkan rumah, tanaman, 

pekarangan dan menjaga kesehatan anggota keluarga. Perubahan keadaan 

air (air sungai dan mata air) membuat perempuan harus bekerja lebih untuk 

memastikan tersediannya air bersih bagi kebutuhan rumah tangga. Kegiatan 

pertambangan di wilayah ini tidak hanya membuat masyarakat semakin 

miskin dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan, tetapi juga 

meningkatkan ketidakadilan gender bagi perempuan karena beban ganda 

yang harus dijalani perempuan akibat peran gendernya. 

Bahwa jika melihat problem tersebut di atas, merupakan konsekuensi 

logis dari pola penerapan otonomi daerah yang diikuti persoalan globalisasi 

ekonomi. Dalam tataran globalisasi tentunya persoalan pengembangan 

ekonomi pasar bebas adalah pola eksplotasi pada Negara periperial. 

Kabupaten pangkep merupakan wilayah penghasil tambang sebagi 

penganut politik otonomi daerah yang diberikan keleluasaan untuk 

mengembangkan daerahnya maka pola globalisasi dengan pengembangan 
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otonomi daerah bertemu pada satu titik yakni pembangunan industri yang 

bersifat eksplorasi dan ekploitasi. Pola pengembangan eksploitasi tentunya 

bersifat merusak dan mengabaikan kepentingan rakyat dan nilai-nilai yang 

ada pada masyarakat.   

Umumnya penutupan pengerusakan SDA biasanya cenderung 

dengan menggunakan pola pembagunan lokal semisal perbaikan jalan yang 

akan dilalui oleh transportasi perusahaan dan tenaga kerja. Namun, 

kecenderungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang mendapatkan 

kuasa pertambangan jelas meninggalkan persoalan khususnya pelanggaran 

hak asasi manusia. Problem tenaga kerja yang cenderung meminggirkan 

perempuan kemudian mengakibatkan pada perempuan melakukan migrasi 

mencari kehidupan yang layak, pelanggaran akan hak kesehatan, dan 

tempat tinggal yang layak maupun hak mendapakan rasa aman dari dampak  

eksplotasi tambang. 

Dengan kondisi masyarakat yang sedemikian rupa sudah seharusnya 

pemerintah Kabupaten Pangkep tidak hanya memikirkan invenstasi dan 

PAD, sebagai  pemerintah kabupaten pangkep seyogianya memperhatikan 

hak partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan termasuk 

melibatkan dalam pengambilan persetujuan tentang adanya invenstasi yang 

akan mengeksplorasi dan eksplotasi tambang di wilayah milik masyarakat, 

kemudian yang terpenting adalah pemebrian perlindungan, penghormatan 

dan pemenuhan akan hak-hak masyarakat sehingga mereka tidak 

mengalami kekerasa baik langsung maupun langsung. 

 

2. Tambang Semen di Lhok Nga, Aceh  

(PT Semen Andalas Indonesia – Lafarge Cement Indonesia)27 

a. Gambaran Umum Wilayah 

 Provinsi Aceh merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya 

alam, khususnya gas, tambang dan hutan, dan terluka dengan hampir 30 

tahun konflik militer antara militer Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 

yang berakhir dengan perjanjian perdamaian di 15 Agustus, 2005. Ribuan 

orang telah meninggal, hilang, dan telah ditangkap dan disiksa selama 

periode konflik. Kekerasan terhadap perempuan dengan intimidasi, 

penyiksaan, pembunuhan, pelecehan seksual dan pemerkosaan ditandai 

situasi konflik. Dari 1989-1998 Aceh berada di bawah status daerah militer 

                                                           
27

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh dan Nadi, 2008. 
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khusus (DOM = Daerah Operasi Militer) dengan dampak menghancurkan 

warga sipil di Aceh khususnya perempuan dan anak. Menurut Amnesty 

International ada 2000 orang tewas antara tahun 1989 dan 1992, dan satu 

lagi 1600 menghilang. Sebuah laporan dari LSM lokal untuk sebuah 

kelompok investigasi parlemen setelah DOM dicabut, mengatakan bahwa 

600 perempuan diperkosa oleh militer selama bertahun-tahun DOM. Dalam 

sebagian besar masyarakat Islam seperti Aceh, perkosaan adalah sesuatu 

yang dipandang sebagai memalukan, lebih banyak kasus karena itu banyak 

pelecehan seksual dan kekerasan itu tidak diungkapkan. 

Pada awal tahun 2002 Aceh mengadopsi Hukum Syariah, ajaran 

Islam yang memberikan aturan yang ketat pada alkohol, pakaian dan 

perilaku pribadi, tetapi juga dalam teori permintaan amputasi untuk 

pencurian dan eksekusi untuk perzinahan. Kelompok-kelompok perempuan 

menyatakan khawatir mereka bahwa Hukum Syariah serius akan 

membatasi kebebasan bagi perempuan. Namun, mereka tidak ingin 

mengkritik UU Syariah di depan umum karena mereka takut dianggap tidak 

menghormati Islam. Sepanjang tahun keprihatinan diungkapkan atas 

peningkatan penggunaan hukum Syariah di Aceh, dan efek yang merugikan 

terhadap perempuan. Perempuan mengeluh bahwa mereka tidak 

proporsional ditargetkan oleh patroli polisi Syariah dan dilecehkan untuk 

pelanggaran ringan dan kadang-kadang tanpa alasan yang jelas. 

Kemudian, pada bulan Desember 2004, tsunami melanda Aceh 

provinsi di Indonesia, menghancurkan desa-desa dan infrastruktur lainnya 

di sepanjang pesisir pantai. Lebih dari 170.000 orang telah terdaftar sebagai 

mati atau hilang, dengan 500.000 lebih ditambah sedang dibuat 

tunawisma. Kabupaten Aceh Besar di mana PT Semen Andalas Indonesia 

(SAI) beroperasi tidak terlepas dari berbagai situasi dan kondisi yang 

dialami Aceh tersebut.  

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Aceh, yang memiliki luas daerah sebesar 2.974,12 Km. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Selat Malaka /Kota Banda Aceh di Sebelah Utara, 

Kabupaten Aceh Jaya di Sebelah Selatan, Kabupaten Pidie di Sebelah Timur 

dan Samudra Indonesia di Sebelah Barat. Potensi yang dimiliki Kabupaten 

Aceh besar adalah Perkebunan Lada, Jahe, Rambutan; Pertanian Padi 

Hibrida, Palawija; Kehutanan Kapas, Jati Super; Perikanan Ikan Mas, Ikan 

Gerapu, Lele, Rumput laut; Pariwisata sungai dan pegunungan; 
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Kesenian/Budaya Seudati, Likok Pulo, Dalil Khairad, Ranub Lampuan; dan 

Khas Khusus Rencong, Haluwa Ue, Pelaminan Kasab. Kabupaten Aceh 

Besar memiliki 23 kecamatan, 68 pemukiman dan 599 desa. Kecamatan 

yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Besar ini antara lain adalah 

Kecamatan Lhok Nga dan Kecamatan Leupung.  

Kecamatan Lhok Nga memiliki luas wilayah sebesar 9.905 hektar, 

yang terdiri dari 25 desa. Sedangkan, Kecamatan Leupung memiliki luas 

wilayah sebesar 7.600 hektar, yang terdiri dari 6 desa. Kecamatan Lhok Nga 

memiliki beberapa potensi antara lain adalah potensi kawasan kars dan 

potensi kawasan wisata, selain potensi perkebunan cengkeh dan lainnya. 

Potensi kawasan kars ini, telah ditemukan oleh sebuah organisasi bernama 

Karst Aceh sejak tahun 1999, namun mereka baru melakukan inventarisasi 

dan penyelidikan secara resmi pada tahun 2007, karena terhambat oleh 

masalah biaya. Potensi Kawasan tersebut dilihat dari hasil temuan lapangan 

Karst Aceh, yang sesuai dengan kriteria Kawasan Karst yang diatur dalam 

Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan 

Kawasan Karst, sebagai Kawasan Kars Kelas I. Laporan Inventarisasi 

mereka telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 

rekomendasi penetapan wilayah tersebut sebagai Kawasan Karst Kelas I, 

namun tidak mendapatkan respon dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.  
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Hasil temuan Karst Aceh terhadap potensi kawasan kars tersebut adalah 

sebagai berikut*:  

� Pada bentang alam karst Lampuuk dan Lhok Nga memiliki keunikan 

dari aspek morfologisnya, yaitu adanya fenomena geologis berupa 

pengangkatan (uplit). 

� Pada karst Lhok Nga, Lampuuk, lamno mempunyai bukit-bukit yang 

berhutan lebat dengan penyebaran vegetasi yang terputus-putus, 

batuan dengan kadar kalsium tinggi. 

� Pada karst Lhok Nga, jenis flora yang endemik adalah tumbuhan 

sejenis palma rhapis yang belum pernah terdapat secara liar di kawasan 

Malaya.  

� Sedangkan, jenis fauna endemik yang terdapat di sini adalah jenis-jenis 

udang, kepiting, ketam, serangga, laba-laba, kala (golongan 

arthropoda) kelelawar, walet (golongan burung), kadal, tokek, cecak, 

kelabang, kalajengking, siput, landak, dan beberapa jenis kupu-kupu.  

� Sebagai penghuni gua, keberadaan kelelawar dan walet bernilai 

ekonomi karena kelelawar membantu penyerbukan tanaman buah-

buahan (seperti durian dan petai), mangrove, dan beberapa jenis 

tanaman hutan lainnya juga sebagai predator bagi beberapa jenis 

hama.  

� Sedangkan, walet (Aeroaramus fluaphagus) dikenal sebagai penghasil 

sarang burung walet untuk keperluan kosmetik dan obat-batan juga 

pemangsa serangga hama seperti wereng cokelat dan penggerek padi 

untuk walet jenis Collocalia maxima dan Collocalia fuciphaga.  

� Di samping itu, lingkungan endokarstnya mempunyai sistem perguaan 

yang sangat bervariasi bentuk dan jenisnya. Selain sebagai ruangan di 

bawah tanah, gua juga berfungsi sebagai rumah bagi beberapa hewan 

di atas.  

� Dari potensi bahan galian, batuan gamping karst Lhok Nga telah 

dieksploitasi sebagai bahan baku semen oleh PT SAI dengan konsesi 

lahan 150ha.  

� Gua-gua pada kawasan karst tidak lepas dari sejarah pergolakan 

merebut kemerdekaan – dijadikan tempat persembunyian dan 

penyimpanan logistik atau peralatan perang (Gua Apamani-Lam 

Badeuk) bagi tentara Jepang. 

� Dalam kegiatan inventarisasi tersebut juga ditemukan wilayah yang 

vegetasinya telah mati dan gua-guanya menjadi kering, yang dicurigai 

sebagai dampak dari kegiatan pertambangan PT SAI yang 

menggunakan banyak bahan peledak. 

* Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam LEUSER Universitas Syiah Kuala, 

Laporan Kegiatan Lokakarya Nasional Kawasan Karst, 2004, hlm. 9-10 
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Foto-foto dari Kawasan Karst (Doc. Karst Aceh dan Titi Soentoro): 

Gambar dari kiri ke kanan: dam kecil untuk sumber air yang keluar dari pegunungan 

kawasan kars; vegetasi alami; satwa kelelawar; stalaktit yang masih aktif; goa air yang 

masih aktif; goa air yang telah mengering (mati) 

 

Potensi lainnya adalah potensi Kawasan Wisata di wilayah 

Kelurahan Mon Ikeun, Kecamatan Lhok Nga sekitar 1-2 km dari wilayah PT 

SAI. Berdasarkan informasi pedagang di Kawasan Pantai, pada masa 

pengoperasian PT SAI, Pantai tersebut menjadi sepi pengunjung karena 

banyaknya debu dan pengunjung teralih ke Pantai Lampuuk, sehingga 

masyarakat setempat tidak lagi dapat berjualan. Sejak PT SAI tidak lagi 

beroperasi (pasca tsunami), Pantai mulai ramai pengunjung kembali.  
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Foto oleh Komite Masyarakat 

Bersatu Lhoknga-Leupung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Gambaran Perusahaan 

PT Semen Andalas Indonesia (SAI) 

didirikan pada tahun 1980 oleh Circle 

Industries PLC dari Inggris dan Cementia 

Holding AG (Cementia) dari Swiss untuk 

membangun dan mengoperasikan pabrik 

semen di Sumatera Utara. SAI mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun 

1983 dengan kapasitas produksi awal 1 

MMTPA (juta metrik ton per tahun). 

Perbaikan teknis kemudian meningkatkan 

kapasitas ini untuk 1,4 MMTPA. SAI 

bergabung dengan kelompok perusahaan 

Lafarge (Lafarge Group) ketika Lafarge 

Cementia dibeli pada tahun 1999 dan menjadi sepenuhnya dimiliki oleh 

Lafarge mengikuti pengambilalihan Blue Circle pada tahun 2001. 

Perusahaan Lafarge, secara International adalah Perusahaan semen 

terbesar di dunia asal Prancis,28 berdiri di 79 negara didunia, yang memiliki 

tenaga kerja hingga mencapai 84.000 orang, dimana memiliki 2.187 tempat 

                                                           
28

 Cyrillus Harinowo, Indonesia: Raksasa Pada 2050?, sebuah Artikel, Majalah Tempo, 27 Agustus 

2006.  

Kawasan pantai wisata Lhoknga yang telah mulai ramai dikunjungi, di kala PT SAI belum 

beroperasi kembali pasca tsunami 
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Dok. Junaidi Hanafiah, 2010. 

produksi dan 48 diantaranya berada di Asia serta Aceh sebagai salah 

satunya.29  

PT SAI mulai mendapatkan izinnya pada tahun 1980 untuk 

melakukan penambangan bahan baku semen serta mengolahnya menjadi 

semen di wilayah kecamatan tersebut. Pengambilan air untuk 

pengoperasian perusahaan diambil dari Krueng Sarah yang terletak di 

Kecamatan Leupung. Kegiatan penambangan bahan baku semen dimulai 

sejak 1983.  

Dipandang melalui sisi Geografisnya, letak wilayah Penambangan 

bahan baku untuk keperluan produksi PT. SAI sudah bermasalah, karena 

wilayahnya terletak persis di daerah permukiman penduduk Kecamatan 

Lhoknga, Kabupeten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(NAD), Indonesia. Selain itu, tanah tempat di bangunnya PT SAI, 

sesungguhnya merupakan tanah perkebunan cengkeh masyarakat, 

sehingga memang 95% atau sebahagian besar pekerjaan masyarakat asli 

sekitar perusahaan, adalah bertani dan berkebun. Dan berdasarkan juga 

pada pengaturan letak Tata Ruang dan Wilayah Aceh Besar, kawasan 

tersebut hanya diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Kendatipun 

demikian, realitas ini justru menjadi sebaliknya yakni, Pemerintah Pusat cq. 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah memberi izin kepada Perusahaan 

Asing Lafarge untuk membangun pabrik pertambangannya di kawasan ini.  

                                                           
29

 Profil Lafarge, http://www.lafarge.com/wps/portal/1_2_1-Lafarge_en_un_clic  
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Persetujuan pendirian bangunan pabrik PT.SAI berlangsung pada 

tahun 1980, namun baru melakukan proses penambangan untuk 

memperoleh bahan bakunya, pada tahun 1983. Produksi penambangan 

SDA untuk keperluan bahan baku semen oleh perusahaan, dipusatkan di 

Quari I yang berada di Desa Lampo Sibre, dimana letaknya berjarak sekitar 

1 km dari pusat pemukiman penduduk desa. Dalam proses produksinya, 

pihak perusahaan menyertainya dengan bunyi dentuman yang khas 

membuat masyarakat mengalami trauma, apalagi saat itu Aceh masih 

mengalami masa konflik.  

PT. SAI juga melakukan penambangan yang dipusatkan di Quari II, 

yang letaknya berada di desa Naga Umbang, Dusun T Asen dan berjarak 

sekitar 100 meter dari pemukiman penduduk desa, sehingga penduduk 

sekitar mengalami juga dampak yang sama sebagaimana yang terjadi pada 

Quari I. Sedangkan, untuk suplai kebutuhan air bagi produksinya, pihak PT. 

SAI mengambil dari Krueng Sarah yang berada di Kecamatan Leupung, 

dimana setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pengambilan air dilakukan 

tanpa meminta izin pada perangkat kecamatan dan Desa/ Mukim 

setempat.  

Di awal pendirian PT SAI di kecamatan tersebut, terdapat 

pertentangan dari masyarakat setempat, namun kemudian PT SAI 

memberikan beberapa janji kepada masyarakat. Sehingga, kemudian 

kehadiran pertama PT.SAI di Aceh pada tahun 1980 ini, dapat berjalan 

karena disetujui oleh masyarakat sekitar. Persetujuan dibubuhkan dalam 

butir perjanjian yang tertuang dalam surat antara PT.SAI dan masyarakat, 

di mana dalam perjanjian tersebut ada menyebutkan bahwa: (a) PT.SAI 

akan memprioritaskan masyarakat di sekitar pabrik untuk menjadi 

karyawan PT.SAI; (b) membangun sejumlah fasilitas di desa seperti mesjid, 

sekolah dan lain-lain; (c) memperhatikan lingkungan; dan (d) mendukung 

masyarakat dalam membangun desa.30 Akan tetapi, nyatanya butir-butir 

                                                           
30

 Lebih lanjut, lihat Surat No. 073/RA/80 tertanggal 30 Mei 1980 perihal proyek Semen di 

Lhoknga-Daerah Istimewa Aceh; Surat No. 536/9281 tertanggal 14 Mei1980 perihal Pembangunan 

Pabrik Semen; Surat No. B-3/PRES/2/1980 tertanggal 23 February 1980 perihal permohonan 

persetujuan penerimaan modal Asing dari Blue Circle Industries Ltd. Inggris Camentia Holding A.G., 

Swiss; Lembaga-lembaga keuangan Bank Luar Negri; Surat No. 5616/1980 tertanggal  3 Juni 1980 

perihal Photo Coppy surat PT. SAI tanggal 30 Mei 1980; Surat No. MFI/SS/ch/PS-1400 tertanggal 26 

Juli 1984 perihal Penerimaan Tenaga Kerja. Setidaknya pokok surat-surat tersebut, menyatakan 

komitment PT. SAI dalam hal membayar lunas tanah warga, turut membangun tingkat 
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perjanjian tersebut tidak pernah terealisasi untuk masyarakat setempat 

selama kurang lebih 21 tahun masa pengoperasian PT SAI (hingga 

terjadinya bencana Tsunami ditahun 2004). 

Berkaitan dengan proses produksi PT SAI, pengambilan bahan 

bakunya memerlukan peledakan (Blasting) bebatuan gunung yang 

dipusatkan pada Quari. Proses peledakan dilakukan dengan durasi 

sebanyak 2 kali dalam 1 hari, antara jam 10.00 dan jam 16.00 WIB. Kondisi 

ini, tentunya sangat mengganggu keseharian masyarakat, karena pada 

jam-jam tersebut masyarakat sedang padat melakukan aktivitasnya di 

sawah dan ladang. Kendatipun demikian, masyarakat tetap saja dipaksa 

pihak perusahaan untuk meninggalkan pekerjaan mereka di sawah atau 

diladang, apabila mereka akan memulai proses peledakan Quari.  

Pasca Tsunami, dilakukan relokasi terhadap desa yang tersapu habis 

oleh tsunami. Salah satu desa hasil relokasi tersebut terletak di balik bukit 

tempat PT SAI melakukan kegiatan pertambangan (Quarry I) dan kegiatan 

pabriknya. Desa tersebut adalah Desa Dayah Mamplam yang termasuk ke 

dalam Kecamatan Leupung. Desa ini terdiri dari 1.117 jiwa dalam 423 KK. 

Area relokasi desa ini mulai dibuka lahannya sejak tahun 2005 dengan 

bantuan dari USAID, kemudian dilakukan pembangunan perumahan di area 

ini dengan bantuan dari BRR, World Vision, dan Brunei.  

Penduduk, yang sebelumnya menempati barak-barak pengungsian, 

mulai masuk dan menempati desa ini sejak pertengahan tahun 2006, sedikit 

demi sedikit hingga pada tahun 2007, penduduk sudah masuk semua, 

kecuali yang untuk beberapa rumah yang dibangun oleh BRR yang 

dianggap kurang layak dihuni. Alasan menempati area tersebut adalah 

karena penduduk sudah tidak bisa lagi menempati desa semula, yang 

terletak di wilayah pesisir, dengan adanya pengaturan mengenai tidak 

adanya perumahan dalam jarak 2 km dari pantai.  

Penduduk memilih lahan ini karena sudah tidak ada lagi lahan di 

area lain yang mampu menampung relokasi desa mereka dan penduduk 

masih banyak yang trauma dengan bencana tsunami sehingga memilih 

tempat yang agak tinggi. Lahan yang digunakan untuk relokasi desa ini 

adalah lahan cengkeh seluas 15 ha, yang dimiliki oleh 21 orang pemilik 

lahan. Awalnya penduduk tidak mau menempati perumahan yang baru ini 

                                                                                                                                                      
kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program comdev, memprioritaskan masyarakat setempat 

sebagai tenaga kerja di perusahaan 
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Hasil pemetaan wilayah desa yang terdekat dengan lokasi pertambangan dan pabrik PT SAI 

adalah sebagai berikut: 

 Kelurahan Mon Ikeun: Jarak rumah terdekat di Kelurahan ini dengan lokasi pabrik PT SAI 

adalah ±800 meter. 

 Desa Dayah Mamplam: Desa ini merupakan desa di Kecamatan Leupung yang terelokasi 

akibat tsunami ke dekat lokasi PT SAI. Berjarak sekitar 2,3 km dengan kondisi jalan berliku-liku. 

Apabila ditarik garis lurus, diperkirakan berjarak 1-2 km. Lokasi desa ini berada di balik gunung 

Quarry I ke arah Selatan. Di Desa ini terdapat SMA Negeri 1 Leupung.  

 Desa Naga Umbang: Desa Naga umbang, adalah sebagai desa yang langsung terkena 

dampak limbah PT SAI, baik dari udara berupa abu, air maupun terkena dampak langsung dari 

proses penambangan Pabrik PT. SAI. Desa ini terdiri dari 3 dusun yaitu: (a) Dusun Hasan Tuha, 

(b) Dusun Pungoh Ali (c) Dusun T Asen. Jarak lokasi penambangan Quarry II dengan rumah 

pertama dari jalan masuk adalah ±600 meter. Namun, penarikan garis lurus dari rumah terdekat 

dengan lokasi Quarry II diperkirakan 200-300 meter.  

 Desa Lambaro Kueh:Jarak desa ini dengan lokasi Quarry II diperkirakan sekitar 800-1000 

meter. 

 Desa Lampaya:Jarak desa ini dengan lokasi Quarry II diperkirakan sekitar 1-1,5km. 

karena tanahnya belum dibebaskan, namun BRR membujuk masyarakat 

dan berjanji untuk segera membebaskan lahan, membayar rumah-rumah 

yang tidak layak huni sebesar 15 juta dan memberikan fasilitas air dan 

listrik. Hingga kini, lahan tersebut belum juga dibebaskan dan rumah tidak 

layak huni belum dibayarkan. Namun, khusus untuk lokasi SMA Negeri 1 

Leupung, tanahnya telah dibebaskan.  

 

 

 

 

 

Desa Dayah Mamplam (desa relokasi) yang terletak di balik gunung lokasi pabrik PT SAI 
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Pada tahun 2004, Bencana Tsunami telah menghancurkan ¾ dari 

bangunan PT.SAI dan hanya sebahagian yang tersisa. Kendatipun 

demikian, PT.SAI-Lafarge kembali melakukan rekonstruksi pabrik pada 

tahun 2006. PT SAI berencana melakukan rekonstruksi terhadap pabrik 

tersebut dengan mengajukan pinjaman kepada Asian Development Bank 

(ADB). Rekonstruksi ini merupakan rekonstruksi fasilitas semen baru yang 

terintegrasi di Aceh, termasuk fasilitas produksi semen, pembangkit listrik 

tenaga batu bara, dan fasilitas pelabuhan, dengan kapasitas 1,6 juta 

MMTPA. Semua fasilitas ini akan dibangun kembali di situs yang sama 

sebagaimana sebelum terkena tsunami.  

Pemerintah Daerah Aceh juga melakukan desakan kepada PT SAI 

agar segera beroperasi kembali karena adanya kebutuhan semen yang 

tinggi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Pada tahun 2006, PT SAI 

membuat AMDAL sebagai salah satu persyaratan yang dimintakan ADB 

untuk persetujuan permohonan pinjaman dan persyaratan untuk 

melakukan rekonstruksi pabrik tersebut beserta perluasan area 

pertambangan mereka. Pada tahun 2007, permohonan pinjaman tersebut 

telah disetujui oleh ADB, sejumlah USD 45 juta, namun dibatalkan pada 

tahun 2008 atas desakan dari kelompok masyarakat sipil, antara lain 

Solidaritas Perempuan, NADI, NGO Forum on ADB, salah satunya dengan 

menunjukkan bukti permasalahan di dalam AMDAL.  

Selain itu, PT SAI kemudian dibubarkan dan manajemen perusahaan 

diambil alih oleh PT Lafarge Cement Indonesia, karena dianggap 

manajemen PT SAI tidak mampu menyelesaikan konflik dengan 

masyarakat. Untuk kegiatan rekonstruksi pabrik dan pengoperasian, 

dicairkan dana langsung dari Lafarge Group.  

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

 Keberadaan PT. SAI di wilayah Kecamatan Lhoknga dan Leupung 

dalam dua dekade terakhir, tentunya telah memberikan kontribusi 

perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial, kualitas 

lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Dahulunya sebahagian 

masyarakat Lhoknga, mata pencariannya adalah petani cengkeh dan petani 

padi (di mana tanaman itu ditanam di daerah sekitar halaman mereka dan 

daerah gunung/ bukit), akan tetapi ketika PT SAI mulai beroperasi, maka 

banyak pohon cengkeh yang mati secara tiba-tiba. Abu polusi, yang 
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disinyalir kuat selalu di keluarkan tiap jam 12 malam, yakni di saat 

masyarakat sedang tertidur lelap, selalu terbang mengikuti arah mata 

angin, sehingga seringkali menempel di pepohonan masyarakat sekitar, 

sebagaimana terjadi pada perkebunan cengkeh masyarakat, yang 

akibatnya pepohonan ini mati secara tiba-tiba.  

Debu yang berasal dari wilayah pabrik PT SAI banyak menutupi 

pepohonan dan rumput-rumput di wilayah beberapa desa, yang berdampak 

pada sumber mata pencaharian penduduk, seperti misalnya:  

� Debu yang menutupi pohon-pohon kelapa mengakbatkan 

produktivitas pohon kelapa tersebut berkurang, karena debu 

yang menutupi bunga-bunga kelapa menghambat proses 

penyerbukan oleh angin. Sebagai contoh, suatu area pohon 

kelapa yang dulunya menghasilkan kelapa sampai 1000 buah 

turun menjadi 500-600 buah.  

� Debu yang menutupi rumput-rumput mengakibatkan 

masyarakat kesulitan untuk memberi makan hewan ternakan 

sapi mereka, sehingga mereka harus mencari atau membeli 

rumput dari tempat lain. 

� Debu yang menutupi pepohonan pisang, membuat masyarakat 

kesulitan untuk menjual daun pisang yang biasanya bisa dijual 

Rp2.500/lembar.  

� Di wilayah Pantai Lhok Nga, pedagang makanan menjadi tidak 

laku karena banyaknya debu yang mengganggu udara di sekitar 

pantai sehingga pantai tersebut menjadi sepi pengunjung dan 

pengunjung teralihkan ke Pantai Lampuuk.  

Terlepas dari masalah debu, sawah-sawah masyarakat-pun banyak 

yang tidak bisa di garap lagi, karena tertimpa bebatuan besar akibat proses 

peledakan Quari. Dengan demikian, masyarakat yang sawahnya tidak bisa 

lagi ditanami dan pohon cengkehnya yang mati, terpaksa harus 

meninggalkan aktivitasnya sebagai petani dan akhirnya terpaksa mencari 

kerja di perkotaan.  Di Desa Naga Umbang yang terletak dekat dengan 

Quarry II, masyarakat banyak mengalami kerugian yang berupa pecahnya 

kaca jendela mereka, sapi yang mati karena tertimpa batu atau ladang yang 

diratakan oleh batu-batuan akibat peledakan yang dilakukan, sebagai 

bagian dari kegiatan pertambangan PT SAI. Di Desa Lampaya yang terletak 

sekitar 1-2 km dari wilayah pertambangan Quarry II, di mana sebagian 
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masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penambak udang, ketika 

musim hujan dan air dari Krueng Raba membawa campuran tanah dari 

wilayah penambangan mengakibatkan udang di tambak mereka menjadi 

menguning atau mati. 

Selain permasalahan tersebut, dampak lain terhadap kehidupan 

masyarakat adalah, mereka terpaksa keluar dari desa tempat tinggalnya 

untuk mencari pekerjaan, dikarenakan lahan mereka sudah tidak produktif 

lagi akibat polusi debu dari pabrik. Padahal, sebagaimana penjelasan 

sebelumnya, dahulu cengkeh justru menjadi salah satu kebanggaan bagi 

masyarakat Lhok Nga dan hanya dari penghasilan berkebun cengkehlah 

saat itu, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan dapat 

menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang pendidikan tinggi.  

Akan tetapi, dengan adanya pabrik, produksi kebun cengkeh 

masyarakat menjadi berkurang akibat tertutup debu PT.SAI dan 

konsekwensinya, masyarakat harus mencari tambahan pekerjaan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat Lhok Nga yang dulunya 

merupakan petani cengkeh, beralih menjadi petani ubi atau padi, 

pedagang, atau yang lainnya oleh karena lahan cengkeh mereka berubah 

menjadi wilayah pertambangan dan tanaman cengkeh di wilayah 

sekitarnya menjadi kesulitan untuk tumbuh.  

Masyarakat juga merasa terganggung dengan meningkatnya 

kebisingan yang berasal dari alat-alat berat perusahaan dan proses 

peledakan bebatuan gunung (Quari). PT SAI juga menggunakan sirine yang 

sangat kencang sebagai peringatan untuk melakukan peledakan agar 

masyarakat tidak berada di ladang dan kembali ke rumahnya. Namun, 

karena masyarakat mulai mengacuhkan peringatan sirine tersebut, PT SAI 

mulai menggunakan pengamanan berupa SATPAM dan militer untuk 

mengamankan masyarakat pada masa-masa akan dilakukannya peledakan 

(blasting). Biasanya peledakan dilakukan pada jam 11.30 dan 17.00 di mana 

masyarakat masih berada di ladangnya. 

Pengambilan bahan baku melalui blasting ini di lakukan dengan 

menggunakan dinamit, sehingga tidak jarang pemukiman penduduk sekitar 

juga terkena serpihan ledakannya berupa batu dan pasir, banyak 

diantaranya beterbangan keatap rumah penduduk, sehingga rumah-rumah 

mereka banyak yang mengalami keretakan pada dindin-dindingnya, kaca-

kaca menjadi pecah dan cincin sumur juga retak akibat ledakan Quari, 
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hingga yang lebih parah adalah, terjadi pada binatang ternak (sapi) mereka 

yang mati, akibat terkena serpihan ledakan. 

  Keluhanpun akhirnya sering disampaikan masyarakat kepada pihak 

perusahaan, akan tetapi tanggapan perusahaan sungguh sangat 

mengecewakan. Karena bagaimana mungkin, seringkali rumah masyarakat 

yang retak, nyatanya hanya digantikan dengan 2 sak semen oleh pihak 

perusahaan? padahal kebutuhan masyarakat, tentunya jauh melebihi dari 

itu. Seharusnya, pihak perusahaan dapat bertanggungjawab dengan 

menggantikan seluruh kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar, yang 

telah menjadi korban, akibat proses penambangan yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan.  

Menurut kesaksian dari pihak masyarakat Desa Naga Umbang, 

dahulunya sebelum Bencana Tsunami menghancurkan Desa, maka masih 

ada banyak bukti yang bisa kita lihat akibat dari proses penambangan yang 

telah di lakukan oleh PT SAI. Setidaknya dari sekitar 60 rumah yang terkena 

dampak langsung akibat proses pemblastingan oleh pihak PT SAI setiap 

hari, lokasinya berada di dusun hasan tuha sebanyak 12 rumah, Dusun 

Pungoh Ali 20 rumah, Dusun T Asen 20 rumah, dan sisanya tersebar 

dipemukiman sekitar Quari. Untuk saat ini, sayangnya hanya tinggal tersisa 

2 bukti rumah di dusun T Asen yang tidak hancur secara keseluruhan akibat 

diterjang gelombang Tsunami, itupun karena lokasinya yang terletak di 

dataran yang tinggi, dimana kondisi sumurnya mengalami keretakan dan 

tidak bisa di gunakan lagi. Ini adalah bukti kecil, akibat proses 

penambangan PT. SAI/ Lafarge yang ironisnya, lagi-lagi kesaksian 

masyarakat desa yang dimaksud, menyebutkan hal yang sama, yakni: 

”rumah kami yang retak akibat blesting dan sumur kami yang hancur oleh 

aktivitas penambangan PT SAI, hanya digantikan dengan 3 sak semen.”  

Terkait masalah kesehatan, terjadinya proses pencemaran udara 

akibat debu yang dihasilkan selama kegiatan operasi telah berdampak 

langsung pada menurunnya kualitas kesehatan mayoritas penduduk lokal, 

dimana disinyalir kuat mereka telah terjangkit Gejala ISPA (Infeksi Saluran 

Pernafasan Atas). Setelah beroperasinya pabrik PT.SAI, masyarakat 

seringkali mengeluh mengalami sesak napas, yakni disinyalir terkena Infeksi 

Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan penyakit gatal-gatal yang radiusnya 

semakin meluas. Menurut salah seorang dokter yang bekerja dipuskesmas 

daerah Lhok Nga, hampir 80% masyarakat khususnya perempuan 
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mengalami gejala ISPA. Tidak hanya itu, penduduk yang pernah jadi 

karyawan pabrik, dipastikan mengalami gangguan kesehatan, diantaranya 

ada yang menderita sakit paru-paru akibat setiap harinya harus menghirup 

debu produksi pabrik. Masyarakat sering mengalami gatal-gatal dan sesak 

napas. Terutama pada masa angin Barat (sekitar 5 bulan di awal tahun).  

Selain itu, meningkatnya produksi limbah industri dalam berupa 

Merkuri, halogen, radiasi, Sox, Nox, Cox, yang disinyalir sangat 

membahayakan kesehatan masyarakat sekitar pabrik PT. SAI/ Lafarge. 

Setiap tahunnya. pihak PT. SAI memang mengirimkan dokter dan kemudian 

mengambil sample darah masyarakat yang kemudian dibawa ke 

laboratorium, akan tetapi anehnya hasil dari pengambilan sample darah 

tersebut, tidak pernah diberikan kepada masyarakat kembali, sehingga 

masyarakat tidak mengetahui hasil tes yang dilakukan. Pihak PT. SAI  juga 

mengirimkan dosen unsyiah untuk mengambil contoh air, yang katanya 

dimaksudkan untuk di periksa. Tapi pada kenyataannya, hingga saat ini hasil 

tersebut belum juga di peroleh oleh masyarakat.  

Kehadiran PT SAI di wilayah ini juga mengakibatkan perubahan 

kondisi lingkungan. Di kawasan sekitar pertambangan dan pabrik PT. SAI 

ditemukan adanya gua-gua air yang mengalirkan air ke sungai-sungai dan di 

dalam gua-gua tersebut, terdapat stalaktit-statlaktit yang masih aktif yang 

dapat dilihat bahkan dari mulut gua, serta berdasarkan penyelidikan 

Kelompok Karst Aceh, adanya flora endemik atau tumbuh-tumbuhan yang 

tumbuh di bebatuan yang sekaligus berfungsi sebagai pengikat air, serta 

adanya hewan-hewan khas gua, seperti kelelawar, tokek maupun laba-laba 

yang kian terancam keberadaannya disebabkan proses penambangan. 

Jumlah hewan endemik yang ada di kawasan karst, salah satunya adalah 

binatang kelelawar menjadi berkurang. Kondisi ini disebabkan karena 

habitatnya yang telah terganggu oleh suara yang berasal dari proses 

penambangan perusahaan PT. SAI,  yakni berupa ledakan (blasting) 

bebatuan di dua pusat Quari yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. 

Dan hal ini juga, lebih lanjut berdampak terhadap kehidupan tumbuhan, 

yang proses penyerbukannya sangat tergantung pada keberadaan hewan 

kelelawar.   

Gunung-gunung batu di Kecamatan Lhoknga dan Leupung menjadi 

hancur sebagai akibat penyediaan bahan baku utama Perusahaan. Selain 

itu, debit air pada sumber mata air di mata ie yang berlokasi tepat di 
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belakang perusahaan mulai surut. Kerusakan lingkungan yang sangat parah 

kedepannya bagi mayarakat sekitar atas beroperasinya PT. SAI disebabkan 

karena struktur alam yang dieksplorasi tergolongkan sebagai daerah yang 

tidak memiliki unsur tanah (hanya bebatuan), sehingga proses konservasi 

lingkungan yang rencananya dialihkan untuk tambak, menjadi tidak 

relevan. 

Selain itu, keberadaan PT SAI dengan kegiatan pengolahan 

semennya yang berpotensi menghasilkan debu, berdasarkan pengalaman, 

memberikan dampak secara ekonomi bagi penduduk sekitar dan bagi 

kesempatan masyarakat untuk berwisata ke wilayah Pantai. Keluhan dan 

pendapat masyarakatpun menjadi tidak terbendung akibat beroperasinya 

pabrik PT. SAI yang justru menbawa banyak dampak buruk bagi kehidupan 

masyarakat sekitar, sebagaimana petikan pernyataan yang mereka ucapkan 

berikut :  

 

”...kehadiran PT.SAI tidak membawa keuntungan bagi kami, 

kebun-kebun cengkeh mati karena tertutup debu PT.SAI. 

Kehidupan kami lebih baik ketika belum ada PT.SAI, daripada 

setelah ada PT.SAI...” (seorang perempuan yang berjualan di 

sekitar pabrik).  

 

”...Kami harus menutup semua makanan yang ada. Bila 

makanan diatas meja tidak ditutup, makanan tertutup debu. 

Sulit untuk menjaga kebersihan rumah ketika PT.SAI masih 

beroperasi. Debu berwarna hitam menutup apa saja, ada 

dilantai, di meja-kursi, dan sulit untuk dibersihkan...” (seorang 

perempuan yang tinggal di desa naga umbang) 

 

“Keadaan sejak adanya PT SAI beda jauh sekali keadaan di sini. 

Beda paling besarnya sejak ada pabrik, orang susah nanam 

pohon. Pohon pada mati, buahnya ga bagus. Enak hidup 

sebelum ada pabrik. Lebih kaya orang, lebih mudah cari makan. 

Pohon kelapa tuh beribu-ribu dipotong. Cengkehnya dulu tuh 

besar-besar pohonnya. Satu pohon bisa sampai 50 kilo 

cengkeh. Orang luar yang petikin (dibayar), bisa ambil yang 

jatuh-jatuh buat mereka. Itu aja bisa nyampe sekilo. Orang 

yang petik cengkeh itu dibilangnya monyet sama mereka. 

Orang Lhok Nga dulu sombong. Ga ada yang sekolah, ga ada 

yang kerja kantoran. Ga lebih besar dari penghasilan 1 kilo 
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cengkeh. Tahun 82-an orang baru mulai sekolah. Dulu 

rumahnya besar-besar. Bener-bener buat rumah di sini. Orang-

orang kaya, tapi bodo-bodo, ga sekolah. Makanya dijual itu 

lahannya ke PT SAI.” (perempuan penjual nasi di Desa Mon 

Ikeun) 

 

d. Gambaran Kasus 

Konflik yang terjadi antara PT SAI dan masyarakat antara lain 

adalah terkait sengketa lahan.  Lahan yang sudah dibebaskan pasca 

tsunami di wilayah sekitar Quarry I adalah seluas 60 ha dengan harga 

Rp40.000/meter, namun masih ada lahan seluas 8 ha yang belum 

dibebaskan karena pemilik lahannya, sejumlah 7 orang warga Masyarakat 

Lampaya, tidak bersedia untuk membebaskan lahan perkebunannya. 

Mereka tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan, sehingga hanya 

bersedia menyewakan, namun PT SAI tetap menginginkan lahan tersebut 

dibebaskan, karena di lahan tersebut lah banyak ditemukan bahan baku 

untuk semen. Pada masa sebelum tsunami, pernah dilakukan peledakan 

oleh PT SAI di wilayah lahan tersebut, yang mengakibatkan warga 

menuntut sehingga PT SAI membayar ganti kerugian sebesar Rp100 juta. 

Selain itu, ada 50 orang warga Weu Raya yang memiliki lahan di wilayah 

gunung di dekat pabrik PT SAI di depan pantai, meminta agar lahan mereka 

dibebaskan oleh PT SAI karena mereka juga terkena dampak dari kegiatan 

pertambangan dan pengoperasian PT SAI, namun PT SAI tidak bersedia 

oleh karena mereka tidak memerlukan bahan dari lahan tersebut. 

 Konflik lainnya adalah terkait masalah ketenagakerjaan dan 

program pengembangan masyarakat (community development)31. PT SAI 

tidak menjalankan community development yang terprogram melainkan 

hanya berupa kegiatan-kegiatan instan tergantung pada ada tidaknya 

tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal penggantian kerugian-kerugian 

yangn diderita masyarakat akibat peledakan batu di wilayah 

pertambangan. Namun, perlawanan masyarakat secara terorganisir diawali 

dari permasalahan ketenagakerjaan.  

Pada Januari 2007, PT SAI mengeluarkan pengumuman lowongan 

penerimaan karyawan freshgraduate melalui Harian Serambi Indonesia. 

Pengajuan lamaran melalui internet. Pada saat itu, terdapat satu orang dari 
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 Informasi berasal dari Komite Masyarakat Bersatu Lhok Nga-Leupung. 
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Kecamatan Lhok Nga yang mengajukan lamaran namun tidak 

mendapatkan panggilan untuk mengikuti tes. Orang tersebut mendatangi 

tempat pelaksanaan tes, yaitu di Universitas Syiah Kuala dan 

mempertanyakan hal tersebut. Alasan dari pelaksana tes adalah bahwa 

pelamar untuk jurusan teknik mesin banyak sekali. Namun, orang tersebut 

karena merasa sebagai putra daerah, berdasarkan janji PT SAI pada tahun 

2980 yang akan memprioritaskan warga masyarakat Kec. Lhok Nga-

Leupung, meminta untuk diikutsertakan tes tersebut dengan dasar janji PT 

SAI. Ia diperbolehkan mengikuti tes tersebut. Namun, tidak mendapatkan 

panggilan lanjutan. Ketika ia mempertanyakan, ia mendapatkan tanggapan 

bahwa, oleh karena orang kampung saja dikasih masuk. Tes tersebut 

dilakukan oleh Institut Semen dan Beton Indonesia (ISBI).  

Pada Maret 2007, PT SAI kembali mengeluarkan pengumuman 

penerimaan karyawan untuk level experience, melalui Serambi Indonesia, 

dengan pengajuan lamaran melalui internet. Orang dari Kecamatan Lhok 

Nga yang pernah mengikuti tes pada pengumuman yang pertama, kembali 

mengajukan lamaran, karena merasa mempunyai pengalaman bekerja di 

pabrik pembuatan sepatu di Bogor. Namun, tidak mendapatkan panggilan 

untuk mengikuti tes. Pada Juli 2007, PT SAI baru mengeluarkan 

pengumuman penerimaan karyawan yang khusus ditujukan untuk 

masyarakat Lhok Nga-Leupung, yang diumumkan di desa-desa dengan 

menempelkan pengumuman di warung-warung kopi. Lamaran yang masuk 

dari 2 kecamatan tersebut adalah sejumlah 89 orang, namun hanya 44 

orang yang dipanggil untuk mengikuti tes, yang dipanggil melalui telepon 

pada sore hari sebelum hari pelaksanaan tes. Sejumlah 44 orang tersebut 

mengikuti tes, namun tidak diberitahukan hasilnya. Orang yang 

mengajukan lamaran pada tahap pertama dan kedua, tidak lagi 

mengajukan lamaran pada tahap ketiga ini oleh karena sedang di luar 

daerah. Sejumlah 45 orang yang tidak mendapatkan panggilan kemudian 

menghubungi orang tersebut yang kebetulan merupakan Ketua Pemuda 

Lhok Nga dan mengadukan permasalahannya. 

Pada sekitar November 2007, 89 orang bersama Ketua Pemuda 

Lhok Nga dan satu orang lagi, membuat surat tuntutan dan mendatangi PT 

SAI, kemudian menghalangi karyawan untuk masuk dan meminta 

pertemuan dengan manajemen PT SAI untuk mempertanyakan mengenai 

hasil tes yang dilakukan kepada 44 orang tersebut dan jawaban yang 
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didapatkan adalah bahwa hasilnya tidak ada dan bahwa 44 orang tersebut 

menyontek. 91 orang ini menuntut kepada PT SAI agar 89 orang yang 

melamar harus diterima, berdasarkan janji PT SAI pada tahun 1980 yang 

akan memprioritaskan tenaga kerja dari warga masyarakat Lhok Nga-

Leupung.  

Mereka merasa dibohongi karena sebelum pengumuman 

penerimaan karyawan kepada warga masyarakat Lhok-Leupung, PT SAI 

telah melakukan proses rekrutmen pada Januari dan Maret. Mereka juga 

merasa dipermainkan karena panggilan untuk mengikuti tes dilakukan pada 

sore hari sebelum hari pelaksanaan melalui telepon. Sedangkan, pada 

proses rekrutmen sebelumnya, panggilan dilakukan 1 minggu sebelum tes. 

Pada saat pertemuan ini, banyak warga masyarakat yang lain tertarik dan 

kemudian ikut menimbrung ke dalam pertemuan. Pada saat ini lah 

terangkat mengenai permasalahan lingkungan, kesehatan dan 

pembebasan lahan. Masyarakat merasa dibohongi karena janji-janji yang 

dikeluarkan PT SAI pada tahun 1980, tidak dipenuhi. Setelah pertemuan 

tersebut, beberapa orang pemuda Lhok Nga mulai mengorganisir 

masyarakat untuk mengadakan aksi besar, melihat kepentingan dan 

permasalahan yang muncul pada saat pertemuan tersebut. 

 

 
Foto-foto Aksi Masyarakat Lhok Nga dan Leupung pada 17 Desember 2007 

(Dok. Komite Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung) 
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Pada 17 Desember 2007, Masyarakat Lhok Nga dan Leupung 

mengadakan aksi menutup jalan ke arah pabrik PT SAI, bersama-sama 

dengan DPRK. Aksi ini dihadiri oleh sekitar 3000 orang dari 2 kecamatan 

tersebut. Mereka membentuk Komite Masyarakat Bersatu sebagai 

perwakilan mereka dan mengajukan beberapa tuntutan kepada PT SAI. 

Pada Tanggal 27 Desember 2007 terjadi komunikasi lanjutan kasus 

antara pihak masyarakat dengan pihak PT. SAI yang difasilitasi oleh pihak 

Pemprov NAD (Wagub Muhammad Nazar). Dimana dari Pihak masyarakat 

diwakili oleh pihak komite masyarakat bersatu kecamatan Lhoknga dan 

Leupung mengajukan Memorandum of Understanding (MoU) antara 

masyarakat dengan PT. SAI,  yang ditandatangani oleh mukim dan 

keuchiek, dan kemudian baru disepakati oleh PT SAI pada 28 Maret 2008. 

MoU tersebut pada pokoknya, berisikan sebagai berikut:  

I. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung 

berhak memperoleh kuota sebesar 70% dari kuota keseluruhan 

sebagai karyawan tetap dan kuota 50% untuk Masyarakat 

Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung khususnya dan 

Masyarakat Aceh umumnya dari kuota keseluruhan sebagai top 

managament PT. Semen Andalas Indonesia. 

II. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung 

berhak untuk terlibat penuh dalam pembangunan lingkungan 

dan/atau pengembangan masyarakat sekitar seperti yang 

termaktub dalam Surat Nomor 073/RA/80 tertanggal 30 Mai 

1980 perihal Proyek Semen di Lhoknga-Daerah Istimewa Aceh. 

III. PT. Semen Andalas Indonesia harus menempatkan kantor pusat 

di Lhoknga atau di Aceh untuk mempermudah komunikasi dan 

koordinasi pihak masyarakat dengan pengambil kebijakan PT. 

Semen Andalas Indonesia menyangkut kepentingan bersama.  

IV. Mekanisme pelaksanaan secara rinci dan menyeluruh dari 

kesepahaman bersama ini harus diselesaikan dalam waktu 30 

hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan 

27 Januari 2008 dengan membentuk tim bersama yang 

melibatkan Pihak Masyarakat, Pihak Pemerintah dan Pihak PT. 

Semen Andalas Indonesia. 
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Namun, kelanjutan proses negosiasi antara PT SAI dengan 

masyarakat yang diwakili oleh Komite Bersatu Lhoknga-Leupung mencapai 

deadlock, khususnya ketika kemudian masyarakat juga mengajukan untuk 

dilakukannya revisi AMDAL. Permasalahan juga muncul ketika sampai pada 

pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan dari MoU tersebut. Di 

samping bernegosiasi dengan pihak masyarakat, PT SAI juga tetap 

melakukan tindakan lain dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang 

antara lain adalah terjadinya penandatanganan kontrak bagi hasil antara 

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan PT SAI pada 14 Mei 2008. 

Pembagiannya adalah donasi dari PT SAI sejumlah Rp100,-/sak semen dan 

Rp2.500,-/ton untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang langsung 

akan masuk ke rekening Pemkab. Setiap bulan PT SAI akan memberikan 

laporan penjualan kepada Pemerintah Kabupaten.  

Selain pergerakan di tingkat masyarakat, organisasi masyarakat sipil 

juga melakukan berbagai tindakan untuk menghalau pendanaan 

rekonstruksi pabrik PT SAI. Pada 3-4 Mei 2008, NGO Forum on ADB 

mengadakan pertemuan dengan Presiden dan  Direktur eksekutif ADB dan 

salah satu isu yang disampaikan adalah mengenai kasus PT SAI dengan 

menuntut ADB tidak memberlakukan secara efektif pinjaman PT SAI 

sebelum permasalahan mengenai Revisi AMDAL dan tuntutan masyarakat 

yang lainnya diselesaikan oleh SAI.32   

Pada 7 Februari 2009, Memorandum of Agreement (MoA), yang 

merupakan mekanisme pelaksana dari Mou terdahulu ditandatangani oleh 

PT SAI dan perwakilan masyarakat. Namun, permasalahan antara 

perusahaan PT.SAI dengan masyarakat belum terselesaikan walaupun MoA 

(Memorendum Of Agreement) telah ditandatangani antara PT.SAI dengan 

otoritas masyarakat lhoknga. Hal ini juga dilihat, bahwa MoA tersebut tidak 

ditandatangani oleh masyarakat Leupung, menunjukkan bahwa 

permasalahan tersebut belum terselesaikan. Belum selesainya 

permasalahan tersebut, kembali muncul permasalahan yang baru. Ternyata 

MoA yang ditandatangani oleh perusahaan dan otoritas masyarakat, tidak 

memuat dari kesepakatan awal, dimana dalam MoA tersebut hanya 

                                                           
32

 Berita: NGOs Welcome At AsDB Meeting (Inter Press Service, Marwaan Macan-Markar: 

http://ipsnews.net/text/news.asp?idnews=42223) dan Pabrik Semen Andalas dipermasalahkan di 

ADB (Kompas: 

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/09/01053528/pabrik.semen. 

andalas.dipermasalahkan.di.adb  
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menyebutkan mengenai dana comdev yang senilai 3 milyar per tahun, akan 

tetapi mengenai lingkungan, kesehatan, pendidikan bahkan tenaga kerja 

menjadi hilang dalam MoA tersebut, hal ini menjadi konflik baru di 

masyarakat.  

Pada 27 Februari 2009, dilakukan pertemuan PPLH-Unsyiah untuk 

membahas mengenai AMDAL PT.SAI dengan hasil pokoknya adalah bahwa 

Sosialisasi dampak yang tercantum di AMDAL menjadi tanggungjawab 

perusahaan dalam hal ini PT.SAI untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat dan AMDAL bisa ditinjau ulang, khususnya terkait RKL dan 

RPL. Hasil pertemuan ke PPLH-Unsyiah, dimuat dibeberapa media local, 

sehingga menimbulkan reaksi dari pihak perusahaan maupun otoritas 

masyarakat yang mendukung perusahaan.  

 Pada 28 April 2009, Masyarakat leupung melakukan pembongkaran 

pipa saluran air PT.SAI yang digunakan untuk mengambil air dari Krueng 

Sarah yang terletak di Leupung. Aksi yang dilakukan sekitar 50 orang 

tersebut membuat pekerja PT.SAI menjadi ketakutan. Hal ini adalah karena 

Masyarakat Leupung merasa bahwa hasil-hasil dari proses negosiasi antara 

masyarakat dengan PT SAI, permasalahan mengenai sumber air dari 

Kruang Sarah yang menjadi permasalahan utama dari masyarakat Leupung 

tidak terakomodir dengan baik. Aksi masyarakat tersebut dipublikasi di 

beberapa media antara lain Serambi Indonesia, The Global Journal dan 

Harian Aceh.  

 Hingga akhir tahun 2009, permasalahan PT SAI dengan masyarakat 

masih terus berlanjut, namun kemudian perlawanan masyarakat menjadi 

menyurut karena banyaknya upaya dari PT SAI untuk memecah belah 

masyarakat. Terlebih lagi karena PT SAI mempergunakan karyawannya 

yang berasal dari masyarakat untuk memperlemah posisi Komite 

Masyarakat Bersatu Lhoknga-Leupung, yang selama ini menjadi perwakilan 

masyarakat dalam melakukan negosiasi dengan PT SAI.  

Padahal perlawanan masyarakat telah terbukti memberikan hasil, 

ketika ADB kemudian membatalkan persetujuaan pendanaannya untuk 

rekonstruksi pabrik PT SAI.33 Terlebih lagi ketika kemudian manajemen PT 

                                                           
33

 Pembatalan pendanaan ADB terjadi atas dukungan dari jaringan LSM lokal, nasional (Nadi, 

Solidaritas Perempuan) dan Internasional (NGO Forum on ADB, Enviromental Defense, Mekong 

Watch) melalui berbagai proses advokasi, antara lain Pengajuan masalah ke presiden ADB (Haruhiko 

Kuroda): Kyoto 2007, Madrid 2008; Pertemuan dengan ED (Amerika, Jepang, Rusia, German, 

perancis, Indonesia) di  Manila (2007, 2008), ADB-AGM: Kyoto Mei 2007, Madrid 2008; Pertemuan 
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SAI diambil alih oleh Lafarge pusat karena dianggap tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, dan kini manajemen 

dipegang oleh PT Lafarge Cement Indonesia (LCI). Lafarge kemudian 

memberikan dana Community Development yang pengelolaan diberikan 

kepada masyarakat, sebagai bentuk implementasi dari MoU. Dapat 

dikatakan bahwa dana tersebut kemudian seperti meredam perlawanan 

masyarakat walaupun masih menjadi pertentangan di kalangan masyarakat 

sendiri karena sebenarnya dana tersebut tidak menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat kehadiran Lafarge.  

Pada hari Sabtu, 6 Agustus 2011 dini hari, warga disekitar PT.SAI, 

dikagetkan dengan bau gas amonia yang sangat bau menyengat. 

masyarakat Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga mengungsi akibat dari 

dampak pencemaran udara yang ditimbulkan oleh “terbakarnya” material 

batu bara sebagai bahan bakar untuk pembangkit energi (power) Lafarge. 

Akibat bau gas amonia tersebut, warga terpaksa mengungsi kerumah 

keluarga yang letaknya jauh dari PT.SAI. Sejumlah 20 KK yang saat ini 

berdomisili sekitar seratus meter dari perusahaan grup Lafarge tersebut 

sudah melakukan evakuasi mandiri, dikarenakan pihak perusahaan hanya 

memberikan bantuan dua ratus ribu rupiah per KK dan Susu Bear Brand, 

“Susu Beruang”. Susu diberikan kepada masyarakat korban sesaat sebelum 

pemeriksaan laboratorium dan ini terkesan PT. LCI mencoba triki dan licik 

karena hasil pemeriksaan laboratorium akan dipengaruhi oleh “manfaat” 

susu yang telah diminum sebelum pemeriksaaan. Sampai saat ini hasil tes 

laboratorium tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat yang 

terkena dampak. 

Dari pemberitaan media lokal di Aceh, menyebutkan 1 orang 

perempuan ( Ita Ariani, 30), mengalami keracunan dan terpaksa dilarikan ke 

rumah sakit. Menurut warga setempat, selain mengeluarkan bau yang 

menyengat, terbakarnya batu bara di gudang milik perusahaan Prancis itu 

juga membuat warga sulit bernafas. “Kalau mencium bau batu bara yang 

terbakar tersebut, kita langsung sesak nafas dan sakit kepala karena 

                                                                                                                                                      
dengan manajemen proyek di ADB: Manila 2008; Pertemuan dengan Kementrian Keuangan Jepang 

(dilakukan oleh NGO Jepang di Jepang); Surat warga ke ADB: ‘jangan ada pencairan dana, sampai 

permasalah dengan warga diselesaikan’: Maret 2008; Mempersiapkan dokumen advokasi : Profil SAI 

dan persoalannya, surat tuntutan warga di media cetak (januari 2008), pelanggaran AMDAL SAI, 

pelanggaran peraturan ADB, kronologis kasus SAI. Hingga akhirnya Pinjaman dana ADB USD 45 juta 

ke SAI dibatalkan pada Juni 2008.  
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baunya cukup menyengat,” sebut Geuchik Moen Ikeun, Munawar. 

Sebenarnya, hingga kini, konflik antara masyarakat dengan PT SAI/Lafarge 

masih terus berlanjut, walaupun perlawanan masyarakat tidak lah sekuat 

dahulu. 

 

e. Analisis Kasus 

  Kehadiran PT SAI di wilayah ini jelas tidak membawa manfaat bagi 

masyarakat sekitar. Hal ini sudah terungkap dari pendapat beberapa 

perempuan yang dikutip di atas. Kehidupan warga Lhoknga ternyata lebih 

makmur di kala lahan mereka masih subur dan mereka mendapatkan 

penghasilan dari berkebun. Lapangan pekerjaan yang janjinya akan 

tersedia dengan masuknya PT SAI di wilayah ini ternyata tidak 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Bahkan PT SAI 

tidak melaksanakan pembangunan ataupun pengembangan masyarakat. 

Sedangkan, masyarakat menerima dampak mulai dari kerusakan 

lingkungan akibat kegiatan penambangan hingga kerugian materil akibat 

kerusakan tempat tinggal mereka akibat kegiatan peledakan. Belum lagi 

sumber air masyarakat yang terancam apabila PT SAI meneruskan 

kegiatan mereka merusak kawasan kars yang menjadi wilayah penyangga 

air, yang terbukti dengan telah adanya goa air yang telah kering atau mati. 

Bahkan menurut informasi, sungai dari kawasan inilah yang mengaliri kota 

Banda Aceh, sehingga apabila aliran sungai ini terganggu, maka sumber air 

untuk kawasan Banda Aceh pun dapat terancam.  

  Sebenarnya di wilayah kawasan kars kelas I, tidak diizinkan untuk 

dilakukan kegiatan pertambangan, karena dampak yang ditimbulkan akan 

mengancam sumber kehidupan masyarakat. Walaupun kawasan kars 

Lhoknga telah dibuktikan sebagai kawasan kars kelas I, pemerintah, baik 

pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat seperti menutup mata 

terhadap kenyataan ini. Laporan inventarisasi Karst Aceh yang telah 

disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sama sekali tidak 

direspon. Padahal untuk penetapan kawasan sebagai kawasan kars kelas I 

harus dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah yang berwenang atas wilayah 

tersebut.  

  Selain itu, pelanggaran terkait AMDAL yang dilakukan PT SAI 

seharusnya mendapatkan respon dari Pemerintah. Sedangkan, ADB 
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kemudian membatalkan pinjaman dana untuk rekonstruksi pabrik karena 

terbukti bahwa AMDAL PT SAI tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Terlebih lagi bahwa penyusunan AMDAL tidak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan, karena masyarakat sama sekali tidak mendapatkan informasi 

ataupun dilibatkan di dalam penyusunan AMDAL tersebut. AMDAL PT SAI 

masih lah sama dengan AMDAL pada saat sebelum terjadinya tsunami. 

Padahal tsunami telah merubah rona lingkungan secara drastis sehingga 

seharusnya dilakukan penilaian dampak baru terhadap situasi pasca 

tsunami. Bahkan telah ada desa baru (Desa Dayah mamplam) di belakang 

pabrik PT SAI yang merupakan desa relokasi penduduk dari kawasan 

pantai yang habis tersapu saat tsunami.  

  Ditambah lagi dengan adanya indikasi bahwa melakukan 

pembuangan debu dari Bag Filter di waktu malam (berdasarkan 

pengalaman sebelum terjadinya tsunami) dan menurut informasi dari 

seorang ahli teknik mesin teknologi Bag Filter yang akan digunakan oleh 

PT SAI sekarang, bahkan lebih buruk dari teknologi yang digunakan 

dahulu.  Polusi debu yang dikeluarkan oleh PT SAI tidak hanya 

berdampak pada produktivitas tanaman ataupun kesehatan, namun juga 

berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat yang 

mendapatkan penghasilan dari wisata pantai Lhoknga, karena debu 

tersebut mengurangi potensi kawasan wisata di wilayah pantai Lhoknga, 

akibat berkurangnya pengunjung pantai yang biasanya berdatangan dari 

berbagai wilayah.  

  Secara umum, situasi perempuan di wilayah kecamatan Lhoknga 

dan kecamatan Leupung, seperti halnya di wilayah lainnya di Propinsi Aceh 

terposisikan sebagai penerima keputusan dan lebih diperankan pada ranah 

rumah tangga, akibat dari budaya patriarki dan hukum syariah yang kental 

di wilayah Aceh. Walaupun perempuan juga turun ke sawah dan 

melakukan berbagai kegiatan produktif, namun perempuan di wilayah ini 

masih belum banyak turun ke ranah publik, berbicara mengutarakan 

pendapat ataupun terlibat di dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

terlihat dari hanya ada satu orang perempuan yang duduk di Komite 

Masyarakat Bersatu Lhoknga Leupung dan satu orang perempuan inipun 

merupakan aktivis perempuan yang tergabung dalam LSM lokal.  

  Padahal dampak yang dirasakan perempuan tidak lah berbeda 

dengan laki-laki, bahkan mereka harus memperoleh dampak lebih akibat 
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peran gendernya. Beban kerja perempuan meningkat karena mereka lah 

yang harus bekerja ekstra untuk menutupi makanan dan membersihkan 

rumah serta peralatan rumah tangga akibat debu yang dihasilkan oleh 

pabrik semen PT SAI. Perempuan pula yang lebih rentan terkena penyakit, 

sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang lebih banyak terkena 

penyakit ISPA adalah perempuan. Perempuan pula yang harus bekerja 

lebih untuk memastikan tersedianya air bagi keperluan rumah tangga, 

ketika cincin-cincin sumur retak akibat ledakan akibat kegiatan 

penambangan PT SAI dan air menjadi tercemar tanah. Perempuan pula 

yang memastikan tersedianya makanan di atas meja, ketika mereka tidak 

lagi bisa berkebun karena lahan mereka sudah tidak produktif lagi dan 

suaminya hanya dipekerjakan sebagai buruh harian lepas dengan upah 

rendah atau menganggur di kala tenaganya sedang tidak dibutuhkan. 

Biasanya perempuan mencari penghasilan tambahan dengan berjualan 

makanan atau yang lainnya.  

  Berbagai  permasalahan tersebut telah terungkap hingga ke 

tingkatan pemerintah kabupaten, namun pemerintah kabupaten tetap 

menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan PT SAI dan dampak 

yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga bukan tanpa sebab. PT SAI 

tidak hanya berupaya untuk bernegosiasi dengan masyarakat, namun juga 

melakukan usaha-usaha terhadap pemerintah, salah satunya adalah yang 

tertangkap oleh media, adalah terjadinya penandatanganan kontrak bagi 

hasil antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan PT SAI pada 14 Mei 

2008, di mana pembagiannya adalah donasi dari PT SAI sejumlah Rp100,-

/sak semen dan Rp2.500,-/ton untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 

yang langsung akan masuk ke rekening Pemerintah kabupaten. 

Masyarakat hanya bisa terus melakukan perlawanan, dengan segala 

resikonya, memperjuangkan hak-hak mereka atas sumber kehidupan, 

termasuk sumber perekonomian mereka.  
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3. Tambang Galian C di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten 

Donggala, Sulawesi Tengah34 

a. Gambaran Umum Wilayah 

  Desa Loli Oge terletak di kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala 

Sulawesi Tengah. Secara struktur administratif pemerintahan, desa Loli 

Oge dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu, desa Loli Oge juga 

dipimpin oleh orang tua adat seperti Buja Tue, Njayo, dan Saonja. Secara 

adat desa Loli Oge memiliki lembaga adat yang masih sangat berpengaruh 

pada kehidupan masyarakatnya. Salah satu simbol lembaga adat tersebut 

adalah adanya sebuah rumah adat yang berdiri di desa ini. Di desa Loli Oge 

sendiri terdapat tempat-tempat keramat adat yang sangat dipercayai oleh 

masyarakatnya. Salah satunyanya Bulu Balengga. Di tempat inilah, 

masyarakat seringkali melakukan ritual adat setempat.  

  Luas Desa Loli Oge mencapai 3000 m2. Jarak tempuh desa ini dari 

ibukota kecamatan adalah 19 km dengan waktu tempuh mencapai ½ jam 

perjalanan. Sementara itu, jarak tempuh desa dari ibukota kabupaten 

adalah juga 19 km dengan waktu tempuh kurang lebih ½ jam 

menggunakan kendaraan mobil atau motor. Secara topologi, desa Loli Oge 

berbatasan dengan Loli Tasiburi di sebelah utara, teluk Palu di sebelah 

timur, Kelurahan Watusampu Kota Palu di sebelah selatan,d an 

pegunungan kamasili di sebelah barat.  

  Desa Loli Oge merupakan wilayah di pesisir pantai dengan suhu 33 

derajat celcius. Kabupaten Donggala memiliki dua musim, yaitu musim 

hujan dan musim kemarau .Musim panas terjadi antara bulan april – 

September, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober – Maret . 

Semenjak memasuki tahun 2008 sampai sekarang musim tidak menentu 

kadang hujan kadang panas. Jenis kesuburan tanah di desa Loli Oge 

dikarakteristikkan dengan tanah yang berwarna merah, kuning dan pasir 

serta bebatuan.  

  Tanah di desa Loli Oge banyak mengandung batu dan pasir yang 

sangat menguntungkan jika dijadikan sebagai bahan tambang galian C.  

Desa Loli Oge juga memiliki tempat wisata yaitu Taman Rekreasi Loli 

Indah. Terdapat 6 sungai yang mengalir di desa ini, namun tidak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, juga terdapat 2 buah mata 

                                                           
34

 Laporan Hasil Penelitian Solidaritas Perempuan Palu dalam riset WEMC, 2008-2009. 
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air yang dimanfaatkan oleh 500 KK [Kepala Keluarga] dan 20 buah sumur 

pompa yang dimanfaatkan oleh 63 KK [kepala keluarga].  

  Jumlah penduduk desa Loli Oge berjumlah 2272 jiwa. Berdasarkan 

jumlah tersebut, terdapat 1162 jiwa penduduk laki-laki dan 1110 jiwa 

penduduk perempuan. Di desa ini tercatat 563 Kepala Keluarga. Desa 

Lolioge saat ini memiliki 2 buah Sekolah Dasar dengan jumlah murid 260 

orang dan jumlah guru 15 orang. Selain itu, di desa Loli Oge juga terdapat 

bagunan Mesjid, Balai Desa, Balai Pertemuan, Bak/WC Umum, Polindes, 

Kantor Balai Latihan Kerja, Pos Siskamling.  

    Desa Loli Oge sebelumnya terbagi atas tiga dusun, wilayah Loli 

Saluran yang menjadi dusun III dari desa Loli Oge, berdasarkan keputusan 

pemerintah bahwa Loli Saluran sudah menjadi desa sendiri dan terpisah 

dari desa Loli Oge. Desa Loli Oge sebelah utaran berbatasan dengan Loli 

Saluran, sebelah Timur dengan Teluk Palu, sebelah Selatan dengan 

Kelurahan Watusampu kota Palu, dan sebelah Barat dengan Desa Powelua. 

      Keadaan bentuk permukaan tanah dan ketinggian dari permukaan 

laut desa Loli Oge adalah 15% Dataran, 35% Perbukitan, dan 50% 

Pegunungan, sedangkan kondisi tanahnya berpasir dan berbatuan. Dengan 

sumber  air yang berasal dari sungai yang di miliki sebanyak 2 buah , 2 buah 

mata air yang di manfaatkan oleh 500 KK, dan sumur pompa berjumlah 2 

buah, hydrant umum 2 yunit , perpiaan untuk 1625 orang, jamban keluarga 

198 unit dan sisitem pembuangan air limbah 395 KK. 

Mata pencaharian penduduk desa Loli Oge menurut jenis pekerjaan 

antara lain adalah petani, peternak (sapi, kambing, ayam potong, ayam 

kampung), nelayan, industri kecil/kerajinan, industri rumah tangga, 

pedagang, PNS, dan buruh. Petani perempuan dan laki-laki pengumpul 

batu, pencari kayu bakar, nelayan tradisional, berkebun dan yang menjadi 

pembantu rumah tangga ini termasuk dalam kelas sosial ekonomi lemah 

atau yang di sebut masyarakat setempat sebagai “orang miskin “. Yang 

kelas sipil adalah perempuan yang suaminya bekerja di perusahaan 

tambang galian C, istri yang suaminya bekerja di perusahaan minyak 

pertamina, para pengusaha swasta, tokoh agama dan aparat desa.  

 

 

 

 



 

b.  Kehadiran Tambang Galian C

masyarakat di desa lolioge adalah sebagai penambang batu

sungai.  Pada tahun 1993 perusahan tambang galian C mulai beroperasi 

melalui PT Sinar Mutiara. Perusahaan tambang galian C aktif  berproduksi 

mulai 7 maret 1998 dengan izin nomor 188.45 / 0138 /Distam / 1998.

  Pertambangan pasir, batu dan 

adalah salah satu pertambangan yang dibuka di Palu

dasar perizinan yang dikeluarkan oleh otoritas P

Pertambangan ini semakin diperkuat dengan lahirnya peraturan daerah 

(Perda) Kabupaten Donggala No.34 tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Umum Daerah. 

  Sirtukil dalam kebijakan pertambangan negara  yang masuk 

kedalam kategori pertambangan galian C, bersama dengan bahan tambang 

lainya seperti marmer, granit, batu 

tawas, batu permata, gips, tras, obsidian, tanah, diatone,dll. Oleh karena  

Pertimbangan nilai ekonomis menjadikan bahan galian golongan C 

dianggap tidak strategis dan tidak vital oleh negara. Pemerintah pusat telah 

menyerahkan urusan tambang galian C pada pemerintah daerah sedangkan 

tambang yang dianggap vital dan strategis diurus oleh pemerintah pusat.

  Pada tahun 2005, terdapat 8 perusahaan pertambangan galian C di 

desa Loli Oge. Perusahaan pertambangan ini memang 

masyarakat sekitar dan tenaga kerja dari luar desa Loli Oge  sebagai buruh 

kasar. Namun dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap dari desa Lolioge 
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ambang Galian C 

  Pertambangan galian C di 

desa Loli Oge mulai marak sejak 

tahun 1993. Pertambangan bahan-

bahan galian seperti pasir, batu, 

dan kerikil bersifat sangat 

eksploitatif atas sumber daya alam 

yang terkandung di wilayah Loli 

Oge. Pertambangan ini juga 

memiliki pengaruh besar terhadap 

kondisi sosial budaya, serta 

ekonomi masyarakat sekitarnya. 

Sebelum masuknya perusahaan 

tambang galian C, pekerjaan 

masyarakat di desa lolioge adalah sebagai penambang batu tradisional di 

sungai.  Pada tahun 1993 perusahan tambang galian C mulai beroperasi 

melalui PT Sinar Mutiara. Perusahaan tambang galian C aktif  berproduksi 

mulai 7 maret 1998 dengan izin nomor 188.45 / 0138 /Distam / 1998. 

Pertambangan pasir, batu dan kerikil yang kerap disingkat “Sirtukil” 

adalah salah satu pertambangan yang dibuka di Palu-Sulawesi Tengah atas 

dasar perizinan yang dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Daerah Palu.  

angan ini semakin diperkuat dengan lahirnya peraturan daerah 

da) Kabupaten Donggala No.34 tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha 

Sirtukil dalam kebijakan pertambangan negara  yang masuk 

kedalam kategori pertambangan galian C, bersama dengan bahan tambang 

lainya seperti marmer, granit, batu apung, garam batu, abes, mika, grafit, 

tawas, batu permata, gips, tras, obsidian, tanah, diatone,dll. Oleh karena  

Pertimbangan nilai ekonomis menjadikan bahan galian golongan C 

dianggap tidak strategis dan tidak vital oleh negara. Pemerintah pusat telah 

enyerahkan urusan tambang galian C pada pemerintah daerah sedangkan 

tambang yang dianggap vital dan strategis diurus oleh pemerintah pusat. 

tahun 2005, terdapat 8 perusahaan pertambangan galian C di 

desa Loli Oge. Perusahaan pertambangan ini memang mempekerjakan 

masyarakat sekitar dan tenaga kerja dari luar desa Loli Oge  sebagai buruh 

kasar. Namun dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap dari desa Lolioge 
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lebih sedikit ketimbang tenaga kerja dari l

buruh kasar pun sangat murah. Di desa Lol

yang beroperasi antara lain adalah Depot pertamina dengan tenaga kerja 

sebanyak 20 orang Tenaga kerja lokal dan 20 orang s

dari luar. Sampai dengan tahun 2009 tinggal

beroperasi di wilayah desa Loli Oge terdiri dari:

1. CV, Rahmat Indah yang bermitra dengan PT.Sinar Mutiara

2. CV. Loli Muntah yang bermitra dengan CV. Adi Rahmat

3. PT . Palu Indah Teknik 

4. PT. Marales Jaya Sentosa

5. PT. Bakti Kencana Mandiri

6. CV. Multisari Bumi Putra

 Dengan jumlah karyawan kurang lebih 150 orang, dengan 

menggunakan tenaga kerja dari luar dan masyarakat sebagai buruh kasar. 

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, di Desa ini tidak hanya dikuasai 

oleh satu perusahaan. 
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lebih sedikit ketimbang tenaga kerja dari luar desa Lolioge. Penghasilan 

Di desa Loli Oge terdapat beberapa industri 

Depot pertamina dengan tenaga kerja 

sebanyak 20 orang Tenaga kerja lokal dan 20 orang sopir dan tenaga kerja 

tinggal 6 tambang galian C yang aktif 

beroperasi di wilayah desa Loli Oge terdiri dari: 

CV, Rahmat Indah yang bermitra dengan PT.Sinar Mutiara 

CV. Loli Muntah yang bermitra dengan CV. Adi Rahmat 

PT. Marales Jaya Sentosa 

PT. Bakti Kencana Mandiri 

tisari Bumi Putra 

Dengan jumlah karyawan kurang lebih 150 orang, dengan 

menggunakan tenaga kerja dari luar dan masyarakat sebagai buruh kasar. 

kasus sebelumnya, di Desa ini tidak hanya dikuasai 
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c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

  Masyarakat Loli Oge pada dasarnya sebagian besar adalah petani 

(petani padi ladang) dan pekebun (misalnya kebun buah serikaya dan kebun 

singkong) sehingga mereka menggantungkan hidup pada pertanian,  

namun di sisi lain perempuan Loli Oge adalah penambang tradisional yang 

aktivitasnya  mengumpulkan batu kemudian memecahkan batu dan 

mengumpulkan kerikil, pekerjaan ini sudah turun temurun dilakukan. Di 

Kabupaten Donggala, memang salah satu potensi sumber daya alam yang 

menonjol adalah bidang pertambangan galian C. Seiring dengan itu sampai 

pada tahun 1960-an, khususnya di Lolioge, aktivitas penambangan 

tradisional mulai mengenal pasar. Ketika permintaan batu semakin 

meningkat menyebabkan batu mulai diperjualbelikan. Batu kemudian 

menjadi komoditas yang diperdagangkan. Hal ini seiring dengan semakin 

meningkatnya permintaan atas kebutuhan pembangunan infrastruktur 

fasilitas publik seperti jembatan-jembatan baru, rumah ibadah dan 

pemukiman baru di wilayah Kota Palu. 

  Secara tidak langsung, hal ini membantu peningkatan pendapatan 

masyarakat terutama ekonomi perempuan. Jika di tempat-tempat lain, 

usaha penambangan batu ini masih dijadikan pekerjaan sambilan, lain 

halnya dengan yang terjadi di Lolioge. Perempuan penambang tradisional, 

sejak saat itu menjadikan usaha penambangan batu sebagai mata 

pencaharian utama dan pekerjaan ini secara turun temurun sudah dilakukan 

perempuan Lolioge hingga kini.  
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Perempuan pemecah batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Akan tetapi, situasi sekarang dimana semakin tidak menentunya 

lahan kerja perempuan Lolioge, sulitnya pemasaran dan harga jual batu 

yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan banyak 

perempuan beralih pekerjaan seperti berkebun, mencari kayu bakar, 

menjual di pasar dan menjadi pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan 

menggantungkan hidup pada satu pekerjaan saja tidak cukup untuk biaya 

hidup sehari–hari mereka, walaupun mengumpul batu masih merupakan 

pekerjaan utama. Kenyataan ini menggambarkan bahwa penguasaan 

perusahaan pertambangan yang beroperasi di Loli Oge, tidak bergerak 
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Kondisi Rumah dan Pemukiman 

Masyarakat Desa Lolio Oge 

signifikan terhadap tingkat kesejahteraan  masyarakat  dan perempuan 

miskin dan termarginalkan di desa Loli Oge. 

  Banyak persoalan yang dialami 

perempuan sebagai akibat dari 

dibukanya wilayah desa Loli Oge untuk 

pertambangan. Hilangnya lapangan 

pekerjaan suami secara langsung 

maupun tidak langsung telah 

menyebabkan perempuan pada akhirnya 

juga harus menopang kehidupan 

keluarga dengan mencari nafkah di luar 

rumah. Lebih jauh, perempuan juga 

harus kehilangan akses untuk mengelola 

sumber daya alam di sekitarnya, baik 

mengelola lahan tanah, air, maupun 

tanaman produktif seperti srikaya. Tak 

jarang tempat tinggal mereka juga telah 

tergusur akibat perusahaan tambang beroperasi di desanya tersebut. Selain 

itu juga perempuan yang ada di desa Loli Oge, di masa pemerintahan desa 

sebelumnya (sebelum pertengahan 2008) tidak pernah di libatkan dalam 

pengambilan keputusan didesa, mereka tidak di beri akses informasi dan 

tidak mendapatkan hak-hak mereka.  

Di desa Loli Oge, dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di Loli 

Oge budaya patriarki masih sangat berlaku,  sebab perempuan masih selalu 

dianggap tidak kompoten untuk terlibat dalam aktivitas publik. Suara 

perempuan tidak pernah dihiraukan. Kesempatan juga tidak pernah 

diberikan kepada perempuan untuk beraktivitas di ruang publik. Begitu pula 

halnya dengan perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, orang kaya 

atau yang berstatus sosial tinggi seperti istri kepada desa, istri aparat desa 

mereka di undang tapi pada saat perempuan akan menguarkan 

pendapatnya selalu dari pihak laki-laki yang menghalangi perempuan untuk 

mengeluarkan pendapat, begitu pula dengan persoalan tanah.  

”Yang saya tahu, perempuan di sini itu tidak pernah diundang 

dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di sini...., 

mungkin ya karena kami adalah orang tidak punya pendidikan 

dan kalaupun kami ikut, suara kami tidak didengarkan, hanya 

seperti angin lalu”. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya 
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bahwa : ” ”Biasanya setelah kami (perempuan) kalau 

mengeluarkan pendapat di pertemuan-pertemuan, kami 

langsung di-stop atau pembicaraan kami tidak dihiraukan dan 

tidak ditanggapi. Dan selama saya bertempat tinggal di sini, 

masyarakat, kita [perempuan] tidak diberikan kesempatan 

untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang selalu didengar 

adalah orang-orang yang dianggap penting saja.” (Baria, 

Perempuan penambang) 

 

  Kondisi perempuan Loli Oge pada  umumnya bependidikan rendah, 

sebagian besar bekerja di sektor informal, tinggal di sebuah rumah yang 

tidak layak sesuai dengan standar kesehatan, tidak memiliki pekerjaan 

tetap, berpenghasilan rendah, tidak memiliki fasilitas sanitasi yang 

memadai. Tidak adanya keterampilan hidup pada perempuan maupun laki-

laki mengakibatkan akses mereka terhadap  pekerjaan sangat terbatas. 

Masyarakat pada umumnya tidak memiliki perlindungan hukum sehingga 

rawan untuk di eksploitasi dan ditipu. Dalam situasi tersebut, eksploitasi 

tambang galian C memunculkan dampak ekologis, ekonomi, sosial dan 

budaya, yang menjadikan masyarakat semakin berada dalam kondisi 

miskin karena segala sumber-sumber kehidupan masyarakat telah hilang.  

  Eksploitasi tambang galian C telah merusak struktur tanah, polusi 

udara dan polusi air, banyak tanaman produktif masyarakat tidak dapat lagi 

tumbuh di ladang-ladang perkebunan. Aktivitas pertambangan membuat 

jalanan rusak atau hancur, sehingga menyulitkan warga. Banyaknya 

abu/debu hasil proses produksi eksploitasi bahan tambang galian C 

mengakibatkan polusi udara terjadi. Air yang menjadi tercemar, membuat 

perempuan menjadi sulit mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan 

sehari-hari. Tanah menjadi tandus dan berbatu sehingga tidak subur dan 

sulit untuk dikelola oleh masyarakat, khususnya perempuan dsb. Tanaman 

produktif yang biasa dikelola perempuan, seperti tanaman sarikaya dan 

tanaman produktif lainnya banyak yang rusak dan tidak dapat tumbuh.  

   

 

 

 

 



75 

 

Srikaya yang tak bisa lagi 

di konsumsi apalagi untuk 

di jual 

  Hasil panen srikaya 

menurun drastis akibat debu yang 

menutupi buah sarikaya. Akibatnya, 

masyarakat kehilangan 

penghasilannya. Rumput untuk 

makanan ternak penduduk menjadi 

kering akibat debu yang dihasilkan 

dari pertambangan. Ternak milik 

penduduk  banyak yang mati. Ini 

artinya menghilangkan salah satu 

penghasilan ekonomi masyarakat. Sumber 

mata pencaharian masyarakat sebelumnya, seperti menjadi petani hilang, 

karena tergusur aktivitas pertambangan oleh perusahaan. Masyarakat 

kehilangan sumber-sumber penghasilan dari perkebunan karena sayuran 

yang ditanam tidak bisa hidup atau mati akibat kekeringan dan tebalnya 

abu tambang. Perempuan akhirnya harus mendaki gunung untuk membuka 

lahan kebun baru yang jauh dari areal pertambangan agar tanaman yang 

mereka tanam bisa hidup dan menghasilkan. 

  Masyarakat yang tinggal dekat perusahaan tambang meninggalkan 

rumahnya akibat digusur atau karena polusi yang ditimbulkan dari 

pertambangan. Masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan khususnya 

perempuan pekerjaan mereka sebagai penambang sudah tersingkirkan dari 

lahan mereka bekerja. Bagi masyarakat, khususnya perempuan setempat 

yang bekerja di pertambangan, Upah yang diberikan perusahaan tambang 

juga relatif rendah, sehingga, masyarakat secara ekonomi menjadi miskin. 

Penghasilan masyarakat yang bekerja untuk mengangkut hasil tambang 

galian C, misalnya, hanya berkisar antara Rp100.000/ Tongkang untuk 

setiap 1500-3000 kubik batu hasil tambang.  

Sedangkan, pertambangan tradisional masyarakat tidak dapat 

berkembang lagi karena penduduk di desa dilarang mengambil batu di 

sekitar desanya. Dampak ekonomi lainnya adalah kayu Bakar sudah tidak 

bisa didapatkan di wilayah desa Loli Oge, sehingga masyarakat, khususnya 

Perempuan harus mencari kayu bakar ke hutan dengan tingkat energi dan 

nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, pangkalan perahu masyarakat 

nelayan tradisional menjadi rusak akibat aktivitas pertambangan dan 
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akibatnya adalah laki-laki kehilangan mata pencahariannya. Pertambangan 

juga mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda desa Loli Oge. 

  Dampak sosial budaya akibat pertambangan antara lain adalah Rasa 

persaudaraan yang dulunya tercipta dengan baik sudah pupus kerena 

gotong royong yang dulunya ada dalam setiap pembukaan lahan yang 

biasanya dikerjakan bersama-sama, sekarang kegiatan itu dilakukan 

masing-masng  masyarakat (individu). Hilangnya budaya lokal masyarakat 

tradisi masyarakat adat     dalam pengelolaan lahan sekitar menjadi hilang, 

karena kebanyakan lahan mereka telah dikuasai dan rimpas oleh pihak 

pertambangan sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengembangkan 

tradisi lokal mereka dalam pembukaan lahan. Dampak lainnya adalah 

masyarakat yang tinggal dekat perusahaan tambang bising karena aktivitas 

mesin pertambangan yang beroperasi di malam dan siang hari.  Selain itu, 

polusi udara dan air bahkan menyebabkan masyarakat, terutama 

perempuan dan anak-anak Loli Oge, banyak mengidap penyakit, seperti  

penyakit gatal-gatal kulit, infeksi kulit, sesak nafas, batuk dan lain-lain.  

 

d.  Suara  Perempuan Mempertahankan Tanahnya   

  Perempuan desa Loli Oge menjadi tidak berdaya saat mereka 

kehilangan akses tanah, air, dan mata pencaharian. Kesemuanya ini 

terutama diakibatkan terjadi karena perusahaan pertambangan galian C 

merampas milik mereka sejak beroperasi di tahun 1998. Kondisi ini 

membuat keluarga perempuan semakin miskin. Laki-laki atau suami yang 

dahulu masih bisa dihandalkan menjadi tidak bisa dihandalkan karena juga 

kehilangan lapangan pekerjaan.  

  Awalnya PT. Sinar Mutiara menggunakan strategi menjanjikan 

berbagai macam harapan kepada masyarakat desa Lolioge untuk bisa 

mengoperasikan perusahaan pertambangan galian C. Mereka meminta 

masyarakat untuk pindah dari tempat asal mereka di pegunungan ke 

daerah pantai. Perusahaan saat itu menjelaskan bahwa dengan membeli 

lahan di pinggir pantai, masyarakat akan bisa membuka usaha membuka 

rumah makan untuk pariwisata. Rumah mereka di pegunungan disarankan 

untuk dijadikan vila atau tempat penginapan. Beberapa penduduk Loli Oge 

saat itu memang ada yang menuruti saran dari pihak perusahaan 

pertambangan. Namun, banyak penduduk lainnya yang tidak mengikuti 

saran perusahaan.  
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  Penduduk yang bertahan di pegunungan memegang teguh sebuah 

kepecayaan setempat bahwa apabila tempat tinggal mereka yang berada di 

pegunungan dijual, maka akan ada ganjaran yang akan diterima oleh 

penjual gunung itu. Penjual gunung dipercayai dapat meninggal mendadak, 

menderita kelumpuhan, dan penyakit lainnya yang tidak bisa disembuhkan. 

Kepercayaan yang sangat kuat dianut oleh para orang tua adat di desa 

lolioge  bahwa “menjual tanah sama dengan menjual diri” (ungkapan 

keluarga ibu Tallo). Mayoritas orangtua mereka dulunya tidak 

berpendidikan, tidak punya kekayaan ilmu  pengetahuan, harta benda dan 

uang, jadi tanah adalah sumber penghasilan bagi hidup mereka. Tanah 

dipercayai sebagai tempat untuk menata sebuah kehidupan dan 

memberikan kehidupan, melalui tanah mereka bisa bercocok tanan untuk 

keberlangsungan hidup mereka. Hal inilah yang membuat sebagian 

masyarakat desa Loli Oge berjuang mempertahankan tanahnya. 

  Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menggusur 

masyarakat dari gunung yaitu dengan melakukan klaim secara sepihak atas 

kepemilikan tanah masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat Loli Oge 

sendiri. Tanah sebagian masyarakat di ambil alih oleh perusahaan melalui 

aktor-aktor pelemah yang ada di desa. Mereka menjual tanah masyarakat 

tanpa sepengetahuan pemilik tanah, hal ini menyebabkan perempuan yang 

memiliki tanah atupun keluarganyan merasa tertipu , tapi tidak bisa 

menuntut sepenuhnya karena tanah mereka tidak punya sertifikat,dan 

tanah mereka adalah tanah komunal atau tanah milik bersama.  

  Sejak pemerintah setempat memberikan izin kepada perusahaan 

pertambangan untuk menguras sumberdaya pertambangan di daerah ini, 

perusahaan Tambang Galian C tersebut dilindungi oleh negara dengan 

menggunakan peralatan-peralatan berat seperti bolduser, escavator, 

looder dan alat angkut mobil truk. Oleh karena orientasi mereka lebih pada 

kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, mereka cenderung 

mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan pemanfaatan publik 

(masyarakat lokal). Ketika masyarakat mulai mempersoalkan dampak yang 

mereka rasakan dan hak-hak yang mestinya mereka dapatkan terutama 

hak atas tanah dan ekonomi, perusahaan baru mempertimbangkan 

posisinya dan cara mengatasi persoalan-persoalan tersebut. 

  Pembukaan lahan pertambangan di desa Lolioge juga mempunyai 

social cost yang tinggi. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat 
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pertambangan tersebut juga merugikan baik bagi laki-laki maupun 

perempuan. Pembukaan lahan untuk eksploitasi pertambangan di desa 

Lolioge juga menyebabkan semakin miskinnya masyarakat sekitar. Mereka 

tergusur dari tempat asal atau tanahnya sendiri. Penggusuran bahkan 

bahkan seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan oleh pihak 

pengusaha pertambangan. Kekerasan bahkan dilakukan terhadap para 

penduduk perempuan yang hidup di sekitar lokasi pertambangan. Sengketa 

menjadi kerap kali terjadi antara pengusaha atau pemilik modal dengan 

masyarakat setempat. Masyarakat, terutama  yang merasa tertindas 

seringkali melakukan perlawanan dengan cara menduduki dan 

memblokade areal konsesi pertambangan. Namun bentuk-bentuk 

perlawanan itu tetap terbatas.  

  Selain penggusuran yang menyebabkan hak penduduk desa Lolioge 

terampas, pertambangan juga merugikan perempuan Loli Oge. Hak 

mereka, seperti hak mengelola sumber daya alam, hak bercocok tanam di 

wilayahnya, hak memperoleh air bersih, hak kesehatan, hak untuk 

lingkungan yang bersih tanpa polusi , hak memperoleh penghidupan layak 

untuk diri dan keluarga mereka menjadi terampas. Pada kenyataannya, 

perempuan dirugikan karena selama ini mereka adalah pihak yang paling 

sering berinteraksi dengan sumber daya alam di sekitarnya. Perempuan 

desa Loli Oge juga belum sepenuhnya bisa menuntut kembali terpenuhinya 

hak-hak tersebut.  Sampai saat ini, tidak ada ganti rugi yang memuaskan 

masyarakat setempat. Pengusaha hanya memberikan janji-janji manis  

kepada masyarakat sekitar. Tidak jarang pengusaha menggunakan simbol-

simbol keagamaan untuk melunakkan masyarakat yang pada dasarnya 

menolak eksploitasi tambang di daerahnya. 

  Kondisi pemiskinan-pun terjadi di desa Loli Oge. Masyarakat, 

khususnya perempuan, tidak lagi mempunyai tanah dan tidak lagi bisa 

mengolah tanahnya sendiri untuk bercocok tanam ataupun mengumpulkan 

batu dan kerikil seperti sebelum adanya perusahaan tambang. Semua 

tanah mereka diklaim sebagai milik pengusaha tambang. Kebanyakan 

perempuan desa menjadi terjebak dengan hanya menjadi buruh tani 

ditanah milik orang lain atau pemecah dan pengumpul batu ditanah yang 

diklaim sebagai milik perusahaan tambang. 

  Persoalan kepemilikan tanah di desa Loli Oge tidak terlepas dari 

fenomena maraknya perusahaan pertambangan galian C di desa tersebut. 
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Perusahaan dengan berbagai cara berusaha merampas tanah di desa Loli 

oge. Perusahaan pertambangan menginginkan tanah-tanah di desa Loli 

Oge menjadi  lahan pertambangan yang menguntungkan mereka. 

Sedangkan, belum ada sistem sertifikasi kepemilikan tanah pada sistem 

pembagian tanah di desa ini yang hanya dilakukan secara adat turun 

temurun. Sejak masuknya perusahaan tambang, sengketa tanah menjadi 

kerap kali terjadi antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan 

pemerintah desa.  

“sejak perusahaan masuk ke wilayah kami, semua orang sibuk mematok 

(menandai) batas tanahnya. Dulu masyarakat disini tergiur  karena 

perusahaan tambang aakan membayar setiap tanah dengan harga yang 

mahal. Tetapi itu tidaklah terjadi. Tanah  kami diambil dengan alasan tidak 

memiliki surat-surat (sertivikat kepemilikan tanah). Ini yang memunculkan 

adanya sengketa tanah. Padahal jelas sekali tanah itu dari dulu adalah 

milik keluarga kami” (Baria, perempuan penambang). 

 

  Jika terjadi sengketa tanah yang terkait dengan tanah milik keluarga 

mereka, pemerintah desa tidak pernah melibatkan pihak pemilik tanah 

keluarga. Tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah bagaimana status 

dan proses yang tengah terjadi. Kepemilikan tanah yang sesungguhnya 

adalah milik masyarakat hanya diselesaikan pada tingkat pertemuan 

pemerintah desa dan pengusaha pertambangan. “Banyak tanah 

masyarakat disini yang diambil oleh pihak pengusaha pertambangan. Ada 

calo yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah. Saya rasa calonya dari 

kampung sini juga, saya sudah tau namanya siapa” (Ibu Tallo). Dalam konflik 

tanah yang terjadi antara masyarakat, khususnya perempuan dengan 

pemerintah desa setempat, maupun dengan pengusaha pertambangan, 

masyarakat selalu kalah.  

  Namun, masyarakat, terutama perempuan terus melakukan 

perlawanan terhadap situasi ketidakadilan yang terjadi. Ditahun 2009 ada 

beberapa perempuan mulai menuntut tanahnya dengan cara memblokir 

dan melempar mobil perusahaan yang melalui tanah mereka. Ada pula 

perempuan yang langsung mengadukannya kepada kepala desa meminta 

segera ditangani kasus tanahnya oleh pemerintah desa sebagai pemimpin 

yang bertanggungjawab atas masalah yang terjadi pada masyarakat 

didesanya.  
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  Perempuan di desa ini masih berpegang pada nilai adat dimana 

mereka mempercayai bahwa gunung mereka memiliki penjaga dan jika 

manusia atau masyarakat mengganggu gunung, dalam artian melakukan 

kerusakan tanah dan lingkungannya, maka menurutnya penjaga gunung 

akan marah dengan mendatangkan musibah bencana alam  di desa yang 

akan menimpa masyarakat. Nilai yang masih dipegang oleh perempuan 

bahwa tanah tidak berbeda dengan ibu mereka atau diri mereka sendiri.   
 
”gunung ini kalau digusur terus penjaga gunung ini akan marah 

dan kita tidak minta-minta akan terjadi bencana terus lama 

kelamaan juga kami sudah tidak punya tempat untuk 

ba’kumpul batu, tapi kami sudah diskusikan ini dengan ibu-ibu 

bahwa ini harus kita bicarakan dengan kepala desa” (Ibu Baria) 

 

 “kalau gunung kami masih dikorek (diganggu mau 

dihancurkan atau diambil batu dan tanahnya), maka saya 

tidak akan berhenti untuk ribut (mempermasalahkan hal itu)”. 

”perempuan mau menghentikan penggusuran gunung. Karena 

dalam adat kalau kita mengeruk gunung sama dengan 

menelanjangi diri sendiri. “ Tanah yang kita punya ataupun 

tanah adat itu tidak bisa dijual karena kalau dijual sama 

dengan menjual diri kita sendiri, apalagi gunung ( tanah adat)  

bisa marah penghuninya kalau kita rusak, karena tanah itu 

sangat penting untuk anak cucunya ke depan, dan tanah juga 

merupakan sumber kehidupan kita semua. (Ibu Tallo) 
 
Berbagai alasan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk dapat 

mengambil tanah untuk dikelola perusahaan pertambangan. Salah satunya 

adalah tanah di Loli Oge itu merupakan tanah kering dan berbatu, jadi 

memang hanya cocok dijadikan pertambangan galian C, namun perempuan 

tetap bertahan.  

“sebenarnya biar tanah kita disini itu kering, tapi masih ada 

juga tanah yang bisa ditanam, yang penting kita itu punya 

kemauan bekerja apa saja yang penting bisa makan keluarga 

sehari-hari dan sekolah anak-anak. Kalau belum ada ya,  

bersabarlah dulu. Bisaa saya dipanggil untuk bersihkan kolam  

renang di permandian, lumayanlah biar Cuma untuk makan”. 

(Ibu Muria) 
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Masalah yang dihadapi perempuan penambang tradisioanal di 

Lolioge semakin memprihatinkan disebabkan lahan tempat mereka hidup 

dan bekerja (berkebun dan bertani) semakin jauh dan tanah tempat 

menambang sudah diambil oleh perusahaan. Belum lagi soal tanah warga 

dalam hal ini tanah perempuan yang diambil oleh perusahaan, yang tidak 

diketahui oleh pemilik tanah, kebanyakan yang diambil perusahaan adalah 

tanah Budel atau tanah keluarga. 

Sekalipun perempuan diperhadapkan pada situasi tersebut, 

perempuan tetap mengelola tanah yang jaraknya semakin jauh dari tempat 

tinggal, mereka membuka kebun dan berpadi ladang di gunung serta 

perempuan masih tetap melakukan pertambangan  tradisional (memecah 

dan mengumpul batu).  Walaupun penghasilan mereka pun sulit untuk 

ditaksir,  yang terpenting bagi mereka adalah bisa untuk makan sehari-hari 

sehingga dapat bertahan hidup. Untuk tetap bertahan dan dapat  memberi 

makan keluarga,  perempuan terus bekerja yang bisa dilakukan seperti 

menjadi buruh kebun harian (memaras kebun), pembersih kolam renang dll.  

 “saya masih ba kumpul batu, biasanya setiap hari. Cuma 

pembeli yang bisaanya kurang. Kalau kurang lagi pembeli, 

bisanya saya kerja memaras kebunnya orang.” (Ibu Daeta) 

 

Sampai saat ini, perempuan terus melakukan upaya untuk 

mempertahankan tanah adat (gunung) dan mempertanyakan semua 

pengambilalihan tanah dan lahan kerja yang sebelumnya telah terjadi. 

Walaupun kemudian usaha untuk mengembalikan tanah dan lahan kerja 

mereka sudah sulit untuk diperjuangkan, namun mereka tetap bertekad 

untuk mempertahankan tanah adat (gunung). Selain itu, mereka terus 

merongrong untuk mempertanyakan masalah dan penyelesaian kasus-

kasus  pertambangan yang mengatasnamakan masyarakat dan menuntut 

pertanggungjawaban moral untuk desa dari pihak perusahaan dan aktor 

yang ada di masyarakat melalui jalur pemerintahan desa. 

  Sebenarnya, perempuan di Desa Loli Oge hanya menginginkan agar 

mereka dapat memperoleh lapangan pekerjaan dengan upah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga mereka. Ibu Daeta 

mengungkapkan keinginannya , 

”Selain memecah batu yang jadi pekerjaan sekarang, saya ingin juga bisa 

berjualan namun saya tidak punya modal usaha. Seandainya, saya 

berharap, pemerintah bisa kasihkan modal usaha buat kami untuk bisa 
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berjualan, misalnya berjualan mangga atau apa saja yang bisa dijadikan 

usaha” ”Saya sesungguhnya ingin memperoleh pekerjaan selain menjadi 

pemecah batu. Sudah 10 tahun saya melakukan ini. Tidak ada pekerjaan 

lain yang tersedia di desa. Sehingga keinginan untuk memperoleh 

pekerjaan lain itu cukup sulit. Saya ingin berjualan saja, tapi tetap tidak 

ada modal usaha. Tidak ada pinjaman yang diberikan oleh pemerintah.” 

(Ibu Daeta) 

  Bagi Ibu daeta, berjualan dapat menjadi solusi untuk bisa merubah 

kehidupan keluarganya. Saat ini Ibu Daeta tidak memiliki tanah. Kadang ia 

hanya menjadi buruh tani yang mengolah tanah milik orang lain. 

Penghasilannya dengan menjadi pengumpul batu tidak menentu. Dalam 

kurun waktu dua minggu, ia hanya bisa memperoleh Rp.30.000,- dari 

pekerjaannya itu. Suaminya tidak bisa bekerja karena sakit. Meskipun 

tangan Ibu Daeta pernah patah akibat pekerjaanya, namun ia tetap 

meneruskan untuk dapat membeli beras atau pisang sebagai makanan 

pokok kedelapan anaknya, serta suaminya itu. Ibu daeta sangat berharap 

pemerintah lebih memperhatikan orang-orang seperti dirinya  

  Selain itu, Ibu Baria juga menginginkan adanya pertanggung 

jawaban dari pihak perusahaan tambang di wilayah desanya. Ibu Baria 

menceritakan bagaimana perusahaan tambang telah memberikan dampak 

negatif bagi kehidupan mereka. Perusahaan tambang sudah menyebabkan 

masyarakat terkena TBC dan menyebabkan tidak bisa bercocok tanam 

seperti dulu. Menurut Ibu Baria, perusahaan tambang dan pemerintah 

harus mau bertanggung jawab atas hal ini. 

 

e. Pengalaman dan Pengetahuan Perempuan Loli Oge 

  Kompleksitas konflik tanah di desa Loli Oge menimbulkan masalah 

yang berdampak pada kehidupan perempuan yaitu permasalahan 

lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang muncul dalam masyarakat. 

Masalah yang ditimbulkan dari pengambilan tanah yang berdampak  pada 

pengambilalihan lahan kerja perempuan penambang tradisional oleh 

perusahaan pertambangan. Adanya situasi perempuan Lolioge yang 

semakin sulit melakukan pekerjaan sebagai penambang karena lokasi 

tempat menambang sudah diambilalih oleh perusahaan dan pemasarannya 

yang sulit akibat harga batu juga semakin turun. Untuk itu, perempuan 

penambang banyak yang beralih dan melakukan rutinitas pekerjaan lainnya 

seperti menjual di pasar, tukang cuci pakaian, menjual ikan, menjadi 
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penjual musiman, mencari kayu bakar,  dan menjadi buruh kebun. Hal ini 

dilakukan oleh perempuan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan makan 

sehari-hari.  

  Dalam konflik tanah selanjutnya juga memberikan gambaran 

permasalahan yang lengkap akibat  dari aktivitas eksploitasi besar-besaran 

terhadap tanah. Melihat sisi ekologis, eksploitasi yang dilakukan telah 

merusak struktur tanah, polusi udara, dan polusi air. Tanaman produktif 

tidak dapat lagi tumbuh secara baik ditanah perkebunan atau pertanian 

olahan masyarakat. Tidak hanya itu, rusaknya lingkungan memberi dampak 

terhadap  kesehatan masyarakat. 

  Secara ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat kehilangan lahan 

kerja sebagai penambang tradisional, produktivitas tanaman semakin 

menurun. Hal ini tentu saja membawa keprihatinan terhadap ekonomi 

masyarakat yang berdampak lanjut pada tantangan kehidupan ekonomi 

perempuan.  Namun demikian, meskipun tempat menambang lokasinya 

sudah semakin jauh dari tempat tinggal akan tetapi masih ada sebagian 

perempuan  tetap melakukan aktivitas menambang karena tidak adanya 

pilihan lain. Menambang menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari walaupun penghasilannya tidak dapat 

memenuhi kebutuhan mereka.   

  Perempuan sebagai pihak yang mengelola tanah secara tradisional 

tanpa menghilangkan prinsip menjaga lingkungan , semakin tersingkir dari 

tanah sebagai sumber kehidupannya dan tersingkir dari lahan kerja yang 

digelutinya selama puluhan tahun. Namun hidup harus terus berjalan, 

perempuan harus terus menjalani kehidupannya dengan berbagai 

rintangan dan usaha yang dilakukannya. 

  Masyarakat desa Lolioge memang menolak adanya pertambangan 

galian C di desa mereka dengan alasan bahwa pertambangan merusak 

segala aspek kehidupan mereka. Namun, perempuan lah yang sangat 

merasakan dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan Loli Oge untuk 

pertambangan. Bagi perempuan, pertambangan di desa Loli Oge semakin 

membuat diri mereka dan keluarganya menjadi miskin. Lahan pekerjaan 

suami mereka menjadi tergusur, banyak keluarga yang harus mengalami 

kelaparan berhari-hari karena tidak adanya uang dan makanan. Sedangkan, 

Peraturan-peraturan perda dan peraturan hukum lainnya juga belum 

mendukung dan melindungi peremuan pada konteks eskploitasi sumber 
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daya alam. Perempuan bahkan tidak mengetahui secara detail tentang 

peraturan dan kebijakan negara. Ditambah lagi dengan adanya situasi 

bahwa masyarakat tetap memandang perempuan sebagai kelas, status, 

dan posisi nomor dua dibandingkan dengan laki-laki, meskipun perempuan 

Loli Oge sudah mulai berperan dalam ranah publik.  Kondisi 

kemiskinan ini yang kemudian membuat perempuan berinisiatif untuk 

melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak biasa dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan keluarga dan melangsungkan kehidupan dirinya 

sendiri dan keluarganya. Untuk mengatasi segala persoalan perempuan, 

khususnya kemiskinan,  yang diakibatkan oleh adanya ekploitasi sumber 

daya alam di Loli Oge, perempuan desa Loli Oge melakukan berbagai 

macam cara atau strategi untuk bertahan hidup. Strategi tersebut 

seringkali bersumber pada kreativitas gagasan perempuan sendiri dalam 

mencari penyelesaian permasalahan.  

  Perempuan menyadari keinginan mereka akan sulit didengarkan jika 

mereka tidak mampu bersuara.  Sehingga pada perkembangan selanjutnya  

perempuan mulai berkeinginan untuk mereka bisa berbicara baik diruang 

domestic dan publik, bisa didengarkan pendapat dan keinginannya oleh 

keluarga, pemerintah dan masyarakat, serta perempuan bisa mendapatkan 

informasi dan pengetahuan bagi mereka yang selama ini dimiskinkan dan 

termarginalkan. Namun, perjalanan keinginan untuk keluar dari situasi 

ketidakadilan dan situasi yang memiskinkan tidak semudah dan semulus 

jalan tol. Perempuan menghadapi segala tantangan dalam perjuangannya. 

  Salah satu strategi perempuan desa Loli Oge dalam menghadapi 

upaya-upaya pelemahan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah desa, 

maupun perusahaan, salah satunya adalah dengan mempergunakan nilai-

nilai adat. Mereka menilai nilai-nilai adat mendukung mereka untuk bisa 

mengelola sumber daya alam yang masih bisa mereka kelola secara arif dan 

bijaksana. Tidak ada norma adat yang cenderung mendiskriminasikan 

perempuan dalam hal pengelolaan sumber daya alam.  

Pandangan yang menyatakan tanah adat tidak bisa dijual, karena 

tanah sangat penting untuk anak cucu ke depan dan tanah sebagai sumber 

kehidupan, mengartikan bagaimana adat dalam pemahaman perempuan 

sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana kita dapat mengelola dan 

menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat digunakan secara adil 

sampai kepada anak cucu kedepan dan pengetahuan/pandangan 
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perempuan terhadap tanah sebagai sumber kehidupan manusia. 

Pandangan ini  mengartikan “bagi masyarakat ini, tanah bukan lagi 

sekedar barang yang dimiliki dan alat produksi”.  

Keseluruhan hubungan antara kehidupan spiritual masyarakat adat 

dan ibu pertiwi dan tanah mereka. Tanah mereka bukan sebuah komoditas 

yang dapat diperoleh, tapi sebuah elemen atau unsur yang sangat penting 

yang dapat dinikmati secara bebas.”35 Oleh karena itulah, beberapa 

perempuan menggunakan pandangan adat sebagai salah satu strategi 

pemberdayaan perempuan menuju pemberdayaan kolektif dalam 

memperjuangkan dan mempertahankan tanah gunung di Desa Loli Oge. 

Melalui kepercayaan adat yang mengatur pengelolaan tanah gunung, 

perempuan berusaha untuk mempertahankan kepercayaan tersebut untuk 

dapat dijadikan alat proteksi pengambilalihan tanah atau penggusuran 

gunung. Perempuan Desa Loli Oge mulai melakukan transmisi informasi 

tentang pengelolaan dan kepemilikan tanah melalui pengetahuan lokal dan 

kesadaran yang dimiliki oleh perempuan.   

Sementara pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah 

daerah, erat kaitannya dengan pajak pendapatan daerah. Pemerintah selalu 

mengatakan bahwa adanya industri pertambangan, membawa keuntungan 

bagi daerah, salah satunya bertambahnya pendapatan daerah. Sayangnya, 

jumlah pajak yang diterima daerah, tidak sebanding dengan jumlah 

kerusakan, dan dampak yang dialami oleh perempuan akibat aktifitasnya.  

Terlebih lagi, perempuan tidak pernah mendapatkan informasi 

tentang dampak – dampak yang akan dialami perempuan. Perusahaan 

tidak pernah berkonsultasi dengan perempuan, untuk meminta pendapat 

dan pandangan perempuan terhadap aktifitas tambang yang akan 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Rafael Edi Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan SDA. 2006 
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4. Tambang Minyak di Bojonegoro (PT Petrochina)36 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah seluas 230.706 Ha, yang 

berbatasan dengan Kabupaten Tuban di sebelah utara, Kabupaten 

Lamongan di sebelah timur, Kabupaten Ngawi dan Blora di sebelah Barat, 

dan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk serta Jombang di sebelah Selatan. 

Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari daerah dataran rendah di 

sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo dan dataran tinggi 

disepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Mayoritas 

penggunaan tanah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari hutan negara, 

tanah sawah dan tanah kering.  

Secara umum, mata pencaharian masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro mengandalkan cocok tanam atau pertanian, mulai dari 

tanaman padi, palawija, hingga perkebunan semisal tembakau. Konstribusi 

sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro merupakan 

yang terbesar di antara sektor-sektor perekonomian lainnya. Demikian juga 

penduduk yang bergiat di sektor pertanian jumlahnya cukup dominan. 

Pengelolaan sektor pertanian sangat berpengaruh pada upaya 

meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang bergiat di sektor ini.  

Selain dikenal sebagai daerah agraris, Kabupaten Bojonegoro juga 

dikenal mempunyai sumber tambang minyak dan gas (migas), yaitu, 

lapangan minyak Banyu Urip dan Jambaran (kawasan Blok Cepu) yang 

terletak di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, yang masing-masing berjarak 

25 kilometer-30 kilometer dari arah barat Kota Bojonegoro dan lapangan 

migas Sukowati yang berada di Kecamatan Kota Bojonegoro dan Kapas, 

berjarak sekitar 2 kilometer dari arah utara Kota Bojonegoro. Selain itu, 

Ladang minyak non-industri juga dimiliki Kabupaten Bojonegoro, yaitu 

tambang minyak dari sumur tradisional yang berada di Desa Wonocolo, 

Kecamatan Kedewan. Pengelolanya adalah KUD dari Kecamatan Kedewan 

yang bekerja sama dengan pihak ketiga, namun dalam skala non-industri. 

Saat ini lapangan migas Blok Cepu dikelola oleh Mobil Cepu Limited 

(MCL), anak perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), Exxon Mobil Oil 

(EMOI). Sedangkan, pengelola lapangan Sukowati yang terletak di Desa 

Ngampel, Kecamatan Kapas dan Desa Campurejo, Kecamatan Kota 

Bojonegoro adalah Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java 

                                                           
36

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Kahyangan Api – Bojonegoro, 2009. 
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(JOB P-PEJ). Di sekitar lokasi pengeboran minyak Petrochina, terdapat 3 

desa, yaitu Desa Sambiroto, Desa Ngampel, dan Desa Campurejo.  

 

a) Desa Sambiroto 

Desa Sambiroto adalah salah satu desa yang berada disekitar 

eksploitasi petro china tepatnya terletak di sebelah  timur PAD A. Desa 

sambiroto mempunyai luas wilayah 230 ha. dengan mata pencaharian 

penduduk paling banyak dari sektor pertanian. Secara administratif desa 

Sambiroto berada di wilayah Kecamatan Kapas yang sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Bakalan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Tikusan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngampel dan sebalah 

utara berbatasan dengan Desa Muloyagung kecamatan Kota Bojonegoro. 

Berdasarkan data profil desa tahun 2008 diketahui bahwa jumlah 

penduduk adalah 2830 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 

1461 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1369 jiwa dan terbagi dalam 

760 KK yang mana 221 KK  (29%) adalah tergolong kategori miskin. dari 

segi mata pencaharian penduduk desa sambiroto paling banyak menjadi 

buruh tani yaitu sebanyak 600 orang, petani pemilik lahan sebanyak 366 

orang, PNS  16 orang, swasta 200 orang dan lain-lain (serabutan) 28 orang. 

Dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk Sambiroto belum 

mengenyam dunia pendidikan formal, dari hasil kajian terhadap dokumen 

profil desa menunjukkan sebanyak 1.062 orang tidak sekolah, 830 orang 

tamat SD, 449 orang tamat SLTP, 405 orang tamat SLTA dan 14 orang 

Sarjana. 

Kondisi sarana prasaran di desa ini secara umum masih terlihat 

kurang memadai. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari masih buruknya kondisi 

infrastruktur jalan dan saluran air di desa ini. Kondisi terparah terutama 

berada di gang-gang yang justru menjadi sarana penghubung rumah 

tangga miskin ke jalan utama dan layanan publik lainnya. 

 

b) Desa Ngampel 

Letak Desa Ngampel barada di sebelah Selatan Pengeboran PAD A 

dan sebelah timur PAD B dengan jumlah penduduk 1.570 jiwa. Perempuan 

799 jiwa dan laki-laki 771 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut terbagi 

ke dalam 412 KK dan 103 KK (25%) tergolong Miskin. Desa Ngampel 

mempunyai luas wilayah 83,67 ha. Secara administratif Desa Ngampel 
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berada di wilayah kecamatan kapas yang mana sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Sambiroto, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Kalianyar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukorejo dan sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Campurejo Kecamatan Kota Bojonegoro. 

Dari segi mata pencaharian penduduk desa Ngampel paling banyak 

dari sektor pertanian yang terbagi buruh tani sebanyak 172 orang, petani 

pemilik lahan sebanyak 115 orang, PNS  15 orang, swasta 45 orang dan 

usaha 1 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan masih terlihat banyak 

penduduk Ngampel yang belum mengenyam dunia pendidikan formal. 

Menurut dokumen profil desa menunjukkan sebanyak 479 orang tidak 

sekolah, 723 orang tamat SD, 159 orang tamat SLTP, 132 orang tamat SLTA 

dan 18 orang Sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat desa 

ngampel terhadap layanan pendidikan masih sangat rendah, terbukti dari 

total jumlah penduduk masih terdapat 30% jiwa yang tidak sekolah, 46% 

hanya mampu mengenyam pendidikan formal sampai tingkat SD, 

sementara yang dapat mengakses pendidikan sampai tingkat SMP hanya 

10%. Program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah ternyata belum 

mampu menjawab problematika akses layanan pendidikan di desa ini.  

Di Desa Ngampel terdapat sarana kesehatan berupa posyandu 

sebanyak 2 pos, dan satu polindes. Secara fisik dua posyandu tersebut 

belum mempunyai gedung sendiri sehingga setiap jam buka layanan masih 

numpang di rumah salah seorang kader. Untuk polindes selama ini juga 

masih nempel di salah satu ruangan di Balai Desa. Untuk sarana pendidikan 

didesa ini terdapat 3 sarana yaitu 2 TK/RA dan 1 SD/MI. Sedangkan, untuk 

sarana prasaran jalan di desa ini, secara umum, untuk jalan poros desa 

sudah terlihat memadai, namun perbaikan jalan yang ada didesa ini 

sebagian besar terdanai dari alokasi dana desa dan program pemberdayaan 

masarakat mandiri (PNPM). Dari plakat yang dipasang dipinggir bangunan 

tidak terlihat adanya kontribusi dari Petrochina terhadap perbaikan sarana 

jalan maupun lainnya di desa ini. Yang perlu mendapat perhatian juga 

sebenarnya adalah kondisi jalan gang masih banyak memerlukan 

pembenahan karena jalan gang justru menjadi sarana penghubung rumah 

tangga miskin ke jalan utama dan layanan publik lainnya. 
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Lokasi Pengeboran 

Petrochina 

c) Desa Campurejo 

Letak desa Campurejo berada di sebelah utara PAD A, dengan 

jumlah penduduk 5.185  jiwa, yang terdiri dari 2.597 Perempuan dan  2.588 

laki-laki  jiwa, tergabung dalam 1.542 KK. Luas lahan persawahan yang 

berada di Desa ini adalah sekitar 55 hektar dan luas perkebunan sekitar 5 

hektar. Secara administratif Desa Campurejo masuk dalam wilayah 

kecamatan Kota Bojonegoro. Oleh karena Desa Campurejo berada di 

lingkungan kota ketersediaan sarana prasarana relatif terpenuhi. Hal ini 

dikarenakan hampir 80% sarana jalan adalah kategori jalan kabupaten dan 

menjadi penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Tuban sehingga 

pembangunan sarana jalan di desa ini relatif bagus. Sebagian besar jalan 

gang juga sudah dipaving. Untuk fasilitas kesehatan di desa ini ditempati 

puskesmas kecamatan kota, disamping ada puskesmas juga ada 2 polindes 

dengan satu gedung polindes yang ditunjang dengan APE (alat permainan 

edukatif) di setiap posnya. Mengenai fasilitas pendidikan di desa ini 

terdapat dua pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 2 sekolah dasar. 

 

b. Gambaran Perusahaan 

Petrochina masuk di 

wilayah Bojonegoro diawali 

dengan masuknya Santa Fee 

Energy Resources (SFER) ke 

Tuban dan Bojonegoro yang 

dimulai dengan adanya 

kerjasama dalam bentuk Job 

Operating Body (JOB) antara 

Pertamina – Santa Fe untuk 

mengelola ladang minyak di 

Desa Rahayu Kec. Soko Tuban. 

Awal masuknya proyek ini di Desa Rahayu pada tahun 1993 ditandai 

dengan pembebasan tanah. Proses seismik yang dilakukan untuk 

mengetahui titik sumur dan jumlah kandungan minyak dilakukan pada 

tahun 1994 hingga 1996 kemudian pada 1997, SFER sudah melakukan 

proses eksploitasi dan produksi. Pada awal produksinya, SFER 

mengestimasikan mampu menghasilkan 3000 barrel/hari. Dan selanjutnya 

pada tahun 1998 akan mampu memproduksi 20.000 barrel/hari.  
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Pada tanggal 15 April 2002, perusahaan minyak Cina, PetroChina 

mengakuisisi seluruh lapangan minyak milik Devon Energy termasuk SFER 

senilai US$ 262 juta. Sehingga pada tahun 2002 JOB PPEJ mulai melakukan 

eksplorasi dan produksi sumber minyak di lokasi PAD A yang berada di 

Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dan di Desa Ngampel, 

Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro yang keduanya masuk wilayah Blok Sukowati. 

Hasil lapangan minyak Sukowati lebih sedikit dibandingkan lapangan 

Banyu Urip atau Blok Cepu yang dikuasai oleh Exxon Mobil. Lapangan 

Sukowati rata-rata menghasilkan minyak sekitar 4.000-5.000 bph. Dari hasil 

explorasi  Di desa Campurejo, JOB PPEJ sudah menghasilkan 7 titik (sumur) 

minyak, dari ketujuh sumur tersebut 6 sumur dengan sebutan sumur 1, 2, 3, 

4, 5, dan 6 sudah berproduksi, sedangkan satu sumur dengan sebutan 

sumur 9 masih belum berhasil mengeluarkan minyak, direncanakan akan 

dilakukan set treck dengan harapan terdapat sumber minyak sebagaimana 

yang pernah dilakukan pada sumur 4. 

Di lokasi PAD B yang berada di desa Ngampel, kec. Kapas, kab. 

Bojonegoro, dari hasil explorasi sudah menghasilkan titik (sumur) minyak, 6 

sumur minyak tersebut dengan sebutan sumur 7, 8, 10, 11, 12, dan 12A 

(tidak ada sumur 13 mungkin angka 13 kurang diminati alias angka sial) 

yang kesemuanya sudah berproduksi. Dari total 13 sumur minus sumur 9 

telah menghasilkan minyak mentah berkisar 40.000 bph (barel per hari) dan 

sudah disalurkan ke kilang minyak di Desa Mudi, Kec. Soko, Kab. Tuban, 

yang juga masuk wilayah Blok Sukowati. 

Pada awal masuk Petrochina ke Bojonegoro pada tahun 2002, untuk 

proses pembebasan lahan masyarakat membutuhkan waktu kurang lebih 2 

tahun. Awal Ketika mendengar berita bahwa akan ada eksplorasi minyak di 

desa mereka masyarakat sangat senang karena dalam pikiran mereka 

adalah daerah mereka akan menjadi daerah yang sangat maju. 

 

c. Dampak Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan 

Keterlibatan masyarakat terutama perempuan dalam tahapan 

pengambilan keputusan di Desa rata-rata belum banyak mendapat 

perhatian. Hal ini terlihat dengan rendahnya keterlibatan masarakat 

terutama perempuan dalam tahapan pengambilan keputusan di desa. 

Selama ini keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan di 
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Desa hanya sebatas keterlibatan secara fisik dan untuk melengkapi kuota 

keterlibatan perempuan saja (istilah jawa “dinggo pantes-pantesan”). 

Keterlibatan perempuan paling kelihatan dalam forum-forum PKK, 

kelompok arisan dan forum non formal lainnya seperti jama’ah tahlil dan 

pengajian rutin ditingkat desa. Di dalam rapat-rapat pengambilan 

keputusan memang perempuan sudah mulai di undang tetapi mereka tidak 

di berikan kesempatan untuk berpendapat. Bahkan untuk bukti persetujuan 

masyarakat dengan adanya Petrocina pihak Petrocina memanipulasi  

tandatangan  masyarakat yang seharusnya tandatangan tersebut adalah  

untuk sosialisasi tetapi di jadikan sebagai barang bukti bahwa pihak 

masyarakat setuju dengan adanya eksplorasi Petro Cina di desa mereka. 

Dalam pemanfaatan program-program Community Development 

dari Petrochina, warga, khususnya perempuan, kurang mendapatkan akses, 

selama ini perencanaan dan pengelolaan program dari petrochina masih 

didominasi oleh pihak pemerintah desa. Masyarakat terutama perempuan 

jarang sekali dilibatkan dalam penyusunan perencanaan dan 

pengelolaannya. Ini menunjukkan bahwa posisi tawar masyarakat terutama 

perempuan di sekitar ekslporasi masih sangat lemah, sehingga tak jarang 

program-program yang dijalankan banyak yang tidak dapat menjawab 

problematika masyarakat terutama perempuan. 

Keberadaan petrochina ternyata secara tidak langsung juga 

mengakibatkan adanya perubahan pola hubungan antar warga, setidaknya 

ini bisa dilihat dari berkurangnya kegiatan bersama yang biasa dilakukan 

oleh warga dalam mengatasi persoalan lingkungan. Satu contoh adalah 

kegiatan kerja bakti (gotong royong). Budaya gotong royong yang 

merupakan modal sosial yang utama, lambat laun mulai memudar dan 

kehilangan eksistensinya. Kehadiran perusahaan besar seperti petrochina 

telah melunturkan budaya gotong royong yang selama ini menjadi modal 

bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu 

warga plosolanang berikut ini: 

“Saat ini budaya kerjabakti/gotong royong sudah sangat berkurang, 

masyarakat saat ini cenderung individual”(Efendi, plosolanang) 

 

“Tingkat kebersamaan warga saat ini dengan dulu jauh berbeda, dahulu 

masih ada kerjabakti tetepi sekarang sudah tidak ada. Masyarakat diajak 
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untuk kerja bakti tidak mau mereka tidak perduli dengan lingkungan 

sekitarnya.”(juwariah campurejo) 

 

 Di samping itu dengan keberadaan petrochina ini masyarakat mulai 

terpecah belah, ada yang terlalu membela keberdaan petrochina namun 

ada juga yang merasa terganggu dengan adanya petrochina. Yang paling 

menonjol adalah saat ini masyarakat mudah diadu domba oleh pihak yang 

pro petrochina. Sebagaimana yang disampaikan oleh warga berikut ini: 

“Warga saat ini terlalu sering terprovokasi (Diadu domba antar satu 

dengan yang lainnya)”. (agung W, Campurejo) 

 

Keberadaan perusahaan petrochina juga sempat memunculkan adanya 

warung plus yaitu warung yang sekaligus menyediakan jasa pelayanan 

seksual bagi yang membutuhkan. Hal ini diuangkapkan oleh salah seorang 

warga desa: 

“ Selain membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi dengan 

membuka warung tapi juga ada dampak negatifnya. Karena saat ini ada 

warung yang menyediakan layanan plus.”(notulensi diskusi 

kampung)(warung yang menyediakan layanan plus lebih dari satu) 

warung itu rata-rata juga milik warga ngampel perempuan-

perempuannya juga ada sebagian dari warga ngampel dan ada yang dari 

luar daerah. 

 

Mata pencaharian dari tiga desa ini terutama untuk Desa Sambiroto 

dan Ngampel mayoritas adalah dari sektor pertanian. Sehingga lahan 

pertanian adalah faktor prduksi terpenting bagi mereka. Bagi sebagian 

warga yang memiliki lahan pertanian rata-rata pertaniannya masih 

menggunakan sistem tadah hujan sehingga kebutuhan air masih 

menggantungkan adanya curah hujan. Berbagai kendala sering dihadapi 

oleh petani sekitar eksplorasi terutama masalah air dan pupuk.  Hal ini 

dikarenakan respon pemerintah maupun perusahaan terhadap kondisi 

pertanian disekitar eksplorasi masih sangat rendah. Belum ada upaya untuk 

mencarikan jalan keluar berupa pembuatan saluran irigasi guna menjamin 

kebutuhan air dalam produksi pertanian. Di samping persoalan air para 

petani sering mengalami masalah mengenai penyediaan pupuk.  
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Pengeboran minyak di samping lahan persawahan masyarakat 

 

Selain itu, dengan adanya pembebasan lahan petani harus menjual 

tanahnya untuk lahan eksplorasi Petrochina.Tanah yang harus di bebaskan 

berjumlah 24 hektar. Dengan di bebaskannya sebagian tanah mereka 

otomatis pendapatan mereka berkurang sehingga perempuan harus ikut 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kebanyakan perempuan-

perempuan tersebut bekerja sebagai penjual sayur keliling (Penjual 

Rengkek). 

Angka kemiskinan di desa sekitar eksplorasi petrochina masih 

tinggi, terutama di Desa Sambiroto tingkat kemiskinannya masih mencapai 

29%, sedangkan Desa Ngampel mencapai 25%. Tingkat pengangguran di 

Desa sekitar eksplorasi juga masih kelihatan tinggi, satu contoh di Desa 

Ngampel dari total usia kerja produktif yang terserap baru sekitar 348 

(34,80%) sementara selebihnya (65,20%) belum/tidak bekerja. Saat ini usia 

produktif yang di pekerjakan Oleh Petrochina adalah laki-laki usia produkrif 

berjumlah 20 orang (buruh kasar) dengan sistem kontrak. 
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Gambaran kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar Petrochina 

Dalam setiap ekplorasi dan eksploitasi pasti akan membawa 

ancaman terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan hidup lainnya. Dampak yang sangat dirasakan akibat eksplorasi 

petrochina terhadap lingkungan adalah adanya bau menyengat dari 

cerobong pembakaran gas  dan sering dikeluhkan warga sekitar.  

Sebelum ada eksplorasi minyak lahan yang di miliki masyarakat 

adalah lahan pertanian yang subur yang di Tanami tanaman padi. Namun, 

ancaman terhadap menurunnya kesuburan lahan petani yang saat ini 

menjadi sarana penopang ekonomi keluarga senantiasa membuat warga 

khawatir, apalagi sampai sejauh ini belum banyak masyarakat (terutama 

para petani) yang mengetahui hasil dari analisis dampak lingkungan yang 

dilakukan oleh petrochina meskipun proses eksplorasi sudah berlangsung 

sejak tahun 2000. 

Saat ini dampak secara luas memang belum terasa, namun 

kemungkinan dalam kurun waktu yang panjang eksplorasi dan eksploitasi 

ini pasti akan membawa dampak terhadap tingkat kesuburan lahan petani. 

Hal ini sempat terungkap oleh salah seorang warga : 
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”Tingkat pencemaran lingkungan bisa dibilang tinggi, apalagi ketika ada 

aktivitas. Memang saat ini belum begitu terasa.”(Efendi, Plosolanang) 

Perubahan dari tahun ke tahun yang sudah terasa terutama terkait 

kondisi suhu udara yang sangat panas, debu yang beterbangan dimana-

mana serta adanya sawah-sawah yang kering bahkan ada satu petak sawah 

yang ditanami padi kelihatan sangat kurus dan tidak berisi. Ancaman 

terhadap berkurangnya debit air juga selalu menghantui. Sebagian besar 

warga menyatakan bahwa dari tahun ketahun debit air yang ada didesa 

cenderung berkurang, apalagi ketika musim kemarau seringkali sumur-

sumur yang dimiliki warga kesulitan mengeluarkan air.  

 

d. Gambaran Kasus  

Selama explorasi dan produksi minyak, tentu tidak akan bisa lepas 

dari kejadian-kejadian yang akan membawa dampak negatif terhadap 

kondisi sosial dan lingkungan sekitar pengeboran. Dalam hal ini, berbagai 

persoalan yang sering terjadi adalah masalah ledakan/kebocoran gas yang 

mengakibatkan jatuhnya banyak korban keracunan dari peristiwa tersebut. 

Sejak tahun 2000 setidaknya telah terjadi tiga kali kebocoran dan satu kali 

ledakan akibat pembakaran gas. Kebocoran dan ledakan gas tersebut 

mengakibatkan banyaknya penduduk yang mengalami sakit mual, muntah 

darah, pusing, sesak nafas bahkan tidak sedikit juga yang harus dilarikan 

kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan intensif. 

Satu misal ledakan yang terjadi pada tahun 2006 mengakibatkan 

semua warga mengungsi dan 7 orang Perempuan masuk ke Rumah sakit. 

Kebocoran gas yang terjadi pada tahun 2007 mengakibatkan 10 korban 

masuk Rumah sakit. Delapan korban di antaranya adalah perempuan 

perempuan 1 laki-laki dan satu anak kecil (laki-laki). Kemudian kebocoran 

gas yang terjadi pada tahun 2009 misalnya, juga  mengakibatkan 

banyaknya korban yang lebih memprihatinkan, akibat dari kebocoran kali 

ini banyak dari anak-anak sekolah dasar mengalami muntah darah, mual-

mual bahkan ada yang sampai pingsan. Bahkan kejadian yang terakhir 

adalah kebocoran gas yang terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah korban 

15 orang warga Desa Sambiroto masuk Rumah sakit. Berbagai peristiwa 

tersebut telah menimbulkan trauma tersendiri bagi warga terutama anak-

anak.  
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Ironinya kondisi semacam kurang mendapat perhatian serius dari 

pemerintah daerah maupun petrochina, tidak tampak adanya keberpihakan 

petrochina maupun pemerintah daerah terhadap nasib warga sekitar 

eksplorasi. Satu misal dalam hal mengantisipasi dan merespon terjadinya 

kebocoran gas, langkah pemerintah dan perusahaan sangat lambat 

sehingga mengakibatkan banyaknya warga keracunan dari peristiwa 

tersebut.  

Sistem kewaspadaan dini yang dimiliki oleh petrochina dan 

pemerintah kurang memihak terhadap warga sekitar petrochina. Artinya 

ketika pihak petrochina dan pemerintah memberikan pengumuman bahwa 

akan diadakan pembakaran gas, pada saat itu juga masyarakat sudah mulai 

resah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sehingga rata-rata setiap 

warga lebih memilih tidak bekerja dan bersiap-siap kalau-kalau ada 

kebocoran gas. Sehingga, dalam hal ini jelas warga sekitar petrochina 

sangat dirugikan karena tidak bekerja selama satu hari.  

Kesigapan petrochina dan pemerintah dalam menyiapkan sarana 

evakuasi saat terjadi kebocoran juga sangat memprihatinkan. Dari 

beberapa kasus kebocoran gas, memang perusahaan telah menyiapkan 

sarana untuk evakuasi berupa truk dan mobil, tapi kedatangan sarana 

tersebut selalu telat, artinya mobil baru datang ketika sudah ada jatuh 

korban dan bahkan sebagian warga sudah berhamburan mencari tempat 

pengungsian yang aman. Pada saat warga meninggalkan rumah untuk 

mengungsi sistem keamanan rumah yang ditinggalkan juga belum 

mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun petrochina. 

Dalam hal pemberian kompensasi seringkali tidak didasarkan pada 

aspek keadilan melainkan didasarkan pada jarak lokasi korban dengan titik 

pengeboran, sehingga meski ada korban yang mengalami kondisi lebih 

parah tapi apabila lokasinya jauh dari titik pengeboran maka kompensasi 

yang diberikan lebih sedikit dibanding dengan yang dekat dengan titik 

pengeboran. 

Selain terkait peristiwa-peristiwa tersebut, warga juga sering kali 

melakukan unjuk rasa yang menuntut adanya pelibatan warga sekitar 

eksplorasi dan eksploitas Petrochina untuk dijadikan sebagai tenaga kerja 

dalam perusahaan tersebut serta unjuk rasa menuntut adanya ganti rugi 

(kompensasi) yang dari bau gas yang menyengat. Perisiwa-peristiwa seperti 

unjuk rasa untuk dijadikan sebagai tenaga kerja, tuntutan adanya ganti rugi 
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(kompensasi) akibat kebocoran gas seakan menjadi pemandangan 

tersendiri bagi kehidupan warga disekitar petrochina.  

 

e. Analisa Kasus 

Selama lima tahun beroperasinya Petrochina Di Bojonegoro tidak 

membuat kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Akan tetapi justru 

kehidupan masyarakat sekitar eksplorasi senantiasa diselimuti berbagai 

kehawatiran dan ancaman dampak yang ditimbulkan dari eksplorasi 

petrochina. Dengan sering terjadinya peledakan dan kebocoran gas yang 

berasal dari eksplorasi  Petrochina membuat masyarakat hidup dalam 

keresahan dan kecemasan atas kesehatan dan keselamatan keluarga 

mereka. 

Di samping itu adanya eksplorasi juga mengakibatkan berubahnya 

suhu menjadi sangat panas dan berdebu sehingga membuat perempuan 

dan anak banyak mengalami penyakit ISPA. Dampak dari eksplorasi ini 

paling banyak dialami oleh perempuan karena perempuan selama ini sering 

berada dirumah dan berdekatan dengan tempat pengeboran sementara 

laki-laki sering keluar rumah untuk bekerja.  

Pembebasan lahan yang dilakukan oleh petrochina mengakibatkan 

perempuan mempunyai beban ganda dalam mencukupi kebutuhan 

keluarga mereka. Karena selain harus mengurus urusan rumah tangga 

perempuan juga dituntut untuk bekerja di luar rumah untuk mencari 

pendapatan tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Eksplorasi 

migas mengakibatkan tiga desa campurejo, Ngampel dan Sambiroto 

tersebut mengalami kekeringan sehingga untuk mencukupi kebutuhan air 

masyarakat harus mengambil air dari desa tetangga dan menunggu air 

kiriman dari Petrocina. 

 

D. Pola Pemiskinan di Wilayah Pertambangan 

  Dari beberapa kasus di atas dapat terlihat bahwa ternyata dengan 

masuknya pertambangan ke wilayah masyarakat tidak membawa 

kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Justru masyarakat 

yang sudah miskin menjadi semakin miskin akibat kehilangan lahan, mata 

pencaharian, dan memperoleh dampak dari kerusakan lingkungan yang 

terjadi. Seperti yang terlihat dalam kasus tambang semen, baik Tonasa 

maupun SAI, di mana masyarakat harus merelakan lahan sumber 
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kehidupan mereka dijadikan area penambangan dan lokasi pabrik, 

sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan masuknya 

perusahaan tersebut di wilayah mereka, hanyalah sebagai pekerja kasar 

atau buruh harian lepas. Perusahaan selalu beralasan bahwa mereka 

membutuhkan tenaga ahli, sedangkan masyarakat lokal dinyatakan tidak 

memenuhi kriteria keahlian yang mereka butuhkan. Sedangkan, 

perusahaan tidak menyediakan program peningkatan kapasitas bagi 

masyarakat lokal. Padahal di kala awal masuknya perusahaan, mereka 

selalu menjanjikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  

  Kemudian masyarakat harus berhadapan dengan kerusakan 

lingkungan yang terjadi. Polusi debu, pencemaran air, dan hancurnya 

kawasan kars berdampak pada produktivitas lahan pertanian dan 

perkebunan masyarakat, sehingga menghilangkan sumber pendapatan 

masyarakat. Dari 3 contoh kasus tersebut, terlihat bahwa perusahaan tidak 

memperhatikan kondisi lingkungan. Misalnya, terkait masalah debu, 

mereka tidak mau menyediakan teknologi yang cukup untuk menghindari 

debu mencemarkan lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. 

Dalam kasus SAI, masyarakat hanya dapat menceritakan bagaimana 

dampaknya debu terhadap kehidupan mereka, karena semua bukti-bukti 

yang dapat menunjukkan hal tersebut, telah tersapu bersih oleh tsunami, 

dan pabrik SAI belum beroperasi kembali secara penuh. Sementara dalam 

kasus Tonasa hal ini masih dapat terlihat dengan jelas hingga kini 

Pencemaran lingkungan juga terlihat pada kasus PT. PetroChina, dimana 

masyarakat setiap tahun mengalami keracunan akibat gas yang 

dikeluarkan perusahaan ketika pengeboran. Korban keracunan 90% adalah 

perempuan dan anak – anak.  

  Dari kasus tambang galian C di Loli Oge, terlihat bahwa hadirnya 

perusahaan tidak membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, bahkan 

masyarakat penambang menjadi tergusur dari lahan pekerjaannya dan 

harus menerima nasib menjadi buruh perusahaan dengan upah yang 

rendah. Sedangkan, mereka harus merelakan gunung mereka dihancurkan 

perusahaan, ketika penambangan dilakukan secara besar-besaran dengan 

menggunakan alat-alat berat. Dalam kasus ini terlihat bahwa perempuan 

yang lebih terikat dengan adat-adat mereka dalam mempertahankan tanah 

leluhurnya. Dan mereka bersedia berjuang hingga titik darah penghabisan 

untuk mempertahankan kelangsungan masa depan anak cucu mereka. 
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Begitupun yang terjadi di kasus PetroChina, kiat-kiat perusahaan yang 

menyatakan bahwa mereka akan membawa kesejahteraan lebih pada 

kehidupan masyarakat, ternyata tidak terbukti.  

  Dalam kesemua kasus, pola-pola perusahaan tambang dengan janji-

janji peningkatan kesejahteraan, penggunaan preman-preman perusahaan 

untuk mengintimidasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah untuk 

mendapatkan dukungan dalam menghadapi perlawanan masyarakat, jelas 

terlihat. Perusahaan dengan segala janji-janji manisnya tetap lah 

perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dengan 

mengesampingkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini, yang paling merasakan dampak dari  perilaku perusahaan 

tersebut adalah perempuan. Perempuan merasakan dampak yang berlebih 

akibat peran gendernya.  

  Ketika suaminya tidak lagi mendapatkan penghasilan dari lahannya 

atau mendapatkan upah rendah sebagai buruh. Ketika perempuan tidak 

lagi dapat turun ke ladang karena lahannya dirampas perusahaan atau 

ladangnya menjadi tidak produktif akibat aktivitas penambangan. Ketika 

air menjadi sulit diperoleh atau menjadi tercemar. Perempuan lah yang 

bekerja ekstra untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. 

Perempuan lah yang kemudian berinisiatif untuk bekerja lebih dari satu 

pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarga, misalnya dengan berjualan 

makanan dan lain-lain. Perempuan lah yang berjalan lebih jauh mencari air 

untuk kebutuhan memasak, mencuci dan terutama kebutuhan anak. 

Bahkan perempuan yang paling rentan terkena dampak pencemaran 

tambang terhadap kesehatannya, khususnya kesehatan reproduksi. 

Namun, perempuan tetap tidak didengar atau ditempatkan dalam posisi 

pengambil keputusan. Pengalaman perempuan Loli Oge menunjukkan 

bahwa ketika perempuan menyadari dan diberikan peluang untuk berbicara 

dan terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka berdaya untuk 

bergerak dan melawan. 
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BAB III 

Kehadiran Sawit Berujung Konflik 

 

A. Ekspansi Sawit Melanggengkan Pelanggaran HAM 

  Seperti yang diketahui perkebunan sawit adalah bentuk perkebunan 

yang berwatak kapitilistik. Jenis tanaman yang monokultur dan 

membutuhkan lahan yang luas dan kebutuhan air yang banyak, sehingga 

perkebunan sawit tepat dikatakan adalah bentuk penguasaan tanah secara 

besar-besaran oleh pemilik modal dan perampasan hak rakyat terutama 

petani untuk bebas berproduksi.  Kehadiran perkebunan kelapa sawit sejak 

tahun 1848 di Indonesia37 dibawa pertama kali oleh pemerintah Hindia 

Belanda, yang merupakan sejarah awal terjadinya penindasan terhadap 

masyarakat di Indonesia. Sebahagian besar pemilik perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dari perusahaan asing, sementara penduduk 

Indonesia, yang notabene adalah masyarakat yang secara turun temurun 

menjaga kawasan tersebut, hanya dijadikan buruh dengan upah yang 

sangat murah.  

  Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit, lima tahun 

terakhir semakin massif. Ini dapat dilihat dengan luas lahan perkebunan 

kelapa sawit yang terus meningkat, bahkan lahan-lahan produktif juga 

mulai dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.  Tidak hanya pada 

lahan produktif, atas nama investasi di  perkebunan kelapa sawit, tidak 

sedikit hutan yang kemudian juga di konversikan.  

Permintaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut 

terus meningkat, ini tidak terlepas dari paradigma yang dibangun oleh 

pemerintah, dengan melihat bahwa prospek bisnis perkebunan kelapa 

sawit semakin berkembang dan menjanjikan di Indonesia, seiring juga 

dengan permintaan pasar dunia terhadap minyak sawit mentah38. Bahkan 

menurut GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), tahun 2012 

produksi dan ekspor minyak  akan meningkat menjadi 26,5 juta ton, dimana 

tahun 2011 produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai 25,2 juta 

                                                           
37

 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca : Tinjauan Kritis, Sawit 

Watch, Hal.12, Oktober 2009.  
38

 Menurut GAPKI, tahun 2012 luas area perkebunan kelapa sawit akan mencapai 8,2 juta hektar yang 

sebelumnya hanya mencapai 7,5 juta hektar, dan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. 

Namun, hal tersebut berbeda dengan izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebun sawit 

yang mencapai 19,8 juta hektar.  
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ton39. Kenaikan produksi tersebut, juga berdampak pada luas lahan yang 

kemudian akan dikonversikan ke perkebunan kelapa sawit.  

  Ironisnya peningkatan produksi minyak sawit mentah Indonesia 

tidak diperuntukan bagi kebutuhan domestik, sebaliknya target produksi 

minyak sawit mentah diutamakan untuk di eksport demi kepentingan dan 

kebutuhan negara lain40. Ini semakin memperkuat pandangan, bahwa 

pemerintah Indonesia tidak mengutamakan untuk kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi demi mengejar keuntungan, hasil 

bumi Indonesia terus menerus disediakan bagi kebutuhan negara lain.  

  Permintaan atas minyak sawit mentah yang terus meningkat 

mendorong pemerintah untuk membuka lahan yang seluas – luasnya.  

Pembukaan lahan tersebut tidak hanya pada lahan produktif, lahan gambut 

maupun kawasan hutan, tetapi ekspansi mulai dilakukan di wilayah pesisir. 

Ini terjadi di Kab. Langkat, Sumatera Utara, dimana 1.200 hektar hutan 

mangrove di bibir pantai dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. 

Hutan mangrove tersebut merupakan tempat pemijahan benih ikan dan 

biota laut hutan mangrove memberikan pendapatan alternatif bagi 

nelayan. Pengalihfungsian hutan mangrove tidak hanya berdampak pada 

perubahan ekosistem mangrove, banjir, bencana ekologis lainnya, tetapi 

juga berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian nelayan, karena 

hilangnya tempat biota laut, ikan-ikan berkembang, dan hasil hutan 

lainnya, seperti madu, yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian 

masyarakat tersebut.  

  Paradigma yang dibangun bahwa perkebunan kelapa sawit 

memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar, mengakibatkan 

perusahaan-perusahaan berlomba – lomba untuk berinvestasi di sektor 

sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini dikuasai sekitar 700 

perusahaan dengan laju tanam 600.000 ha/tahun, jumlah tersebut diluar 

dari perkebunan sawit mandiri yang dimiliki oleh rakyat.   

                                                           
39

 “Produksi CPO 2012 Diperkirakan Naik 1,4 Juta Ton”, Harian Analisa, 3 Desember 2011, 

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/03/24332/produksi_cpo_2012_diperkirakan_naik_14

_juta_ton/#.Tw0chaWOBBk 
40

 Pada tahun 2010 dari 21 juta ton CPO yang telah diproduksi, 15 juta ton diekspor ke negara-negara 

seperti China, India, Bangladesh, Belanda, Amerika Serikat, dan Malaysia. Untuk sisanya 6 juta ton 

didistribusikan untuk kebutuhan di dalam negeri (sumber : “CPO Lebih Kompetitif Dibanding Minyak 

Nabati Lain”, http://palmoil4nation.com/artikel/cpo-lebih-kompetitif-dibanding-minyak-nabati-lain-

0).  
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Menjamurnya perusahaan multinasional dan transnasional yang 

‘berbisnis’ di sektor perkebunan kelapa sawit, juga tidak terlepas dari 

kebijakan negara dan peran-peran lembaga keuangan internasional, seperti 

World Bank dan Internasional Finance Coorporation (IFC), melalui Kerangka 

Kerja kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatan dalam 

Sektor Minyak Kelapa Sawit, jelas terlihat bagaimana komitmen Bank 

Dunia dan IFC untuk mendukung perusahaan perkebunan kelapa sawit.  

Meningkatnya jumlah lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa 

sawit, berbanding lurus dengan jumlah kasus konflik dan pelanggaran HAM 

yang terjadi disekitar perkebunan.41 Ini menunjukkan bahwa, kehadiran 

perkebunan kelapa sawit, kembali membawa permasalahan yang baru bagi 

masyarakat di Indonesia. Konflik yang terjadi hari ini, tidak sedikit yang 

kemudian menelan korban jiwa42. Terlebih lagi dengan semakin maraknya 

keterlibatan aparat militer dalam pengamanan perusahaan perkebunan 

kelapa sawit.  Keterlibatan aparat militer tersebut menjadi ancaman 

tersendiri bagi masyarakat yang lahannya dan sumber kehidupannya 

dirampas oleh perusahaan, karena perlawanan masyarakat sering dihadang 

oleh aparat militer/keamanan, bahkan tidak segan-segan aparat keamanan 

melakukan tindakan kekerasan demi melindungi perusahaan.  

 

Tidak hanya terjadinya konflik lahan, pembukaan perkebunan kelapa sawit, 

dari awal sangat ditentang oleh pemerhati lingkungan. Sedikitnya terdapat 

7 dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas 

perkebunan kelapa sawit43, yaitu :  

(a) Saat perkebunan sawit akan dibuka, pembakaran lahan dengan api 

telah menjadi salah satu metode untuk membersihkan lahan sebelum 

ditanami sawit. Semakin tinggi tingkat ekspansi lahan, makin tebal 

                                                           
41

 Data Komnas HAM 2011, menyebutkan sekitar 6.000 kasus konflik lahan dilaporkan ke 

Komnas HAM,dan 45% adalah konflik lahan yang sebahagian besar konflik lahan yang 

direbut oleh perkebunan kelapa sawit. 
42

 Menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, hingga tahun 2011 

sebanyak 189 jiwa tewas, ditembak dan dianiaya aparat keamanan/militer, ketika sedang berjuang 

mempertahankan tanah mereka.  

 
43

 “Dampak lingkungan hidup perkebunan sawit”, http://desasejahtera.org/artikel/25-

dampak-lingkungan-hidup-perkebunan-sawit.html  
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kabut yang dihasilkan. Ini berdampak pada gangguan pernapasan 

(ISPA).  

(b) Alih fungsi kawasan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan 

rusaknya kemampuan hutan sebagai kawasan penyerap air, 

penyimpan air, dan mendistribusikannya secara alamiah. Hal tersebut 

yang mengakibatkan terjadinya bencana ekologis, diantaranya banjir, 

erosi, dan tanah longsor.  

(c) Penggunaan pestisida dan herbisida dalam jumlah besar di 

perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kualitas air di sekitar 

wilayah perkebunan menurun, dan penurunan tingkat kesuburan 

tanah.  

(d) Kelapa sawit yang dikenal dengan tanaman rakus air, mengakibatkan 

debit air wilayah di sekitar perkebunan menurun. 

(e) Praktek pembuangan limbah oleh pabrik CPO secara langsung ke 

sungai di sekitar pabrik masih terus terjadi.  

(f) Pembukaan perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada 

pemanasan global dan perubahan  iklim. Pembukaan lahan melalui 

pembakaran lahan dan konversi kawasan hutan dan rawa gambut 

telah menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang emisi CO2 

terbesar ketiga di dunia.  

(g) Penurunan drastis keanekaragaman hayati. Penurunan ini 

dikarenakan dikembangkannya model penanaman monukultur dalam 

skala besar. 

 

Selain itu, Sawit juga berdampak pada sumber-sumber kehidupan 

yang lainnya, seperti lahan produktif, yang selama ini dimanfaatkan dan 

dikelola oleh perempuan sebagai sumber mata pencaharian mereka.  

 

B. Kebijakan Sawit 

Maraknya kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit skala 

besar tersebut, tidak terlepas dari kebijakan negara yang memberikan 

peluang terhadap investor untuk menanamkan modalnya di bidang 

perkebunan kelapa sawit. Bahkan juga diperkuat dengan adanya kebijakan 

daerah yang membuka peluang besar-besaran terhadap investor baik lokal 

maupun asing. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terlihat jelas 

keberpihakannya terhadap pemilik modal, sementara perlindungan hak-
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hak masyarakat terkesan diabaikan, termasuk hak-hak perempuan. 

Perempuan merupakan elemen masyarakat yang kehidupannya sangat 

bergantung pada alam, bahkan perempuan-lah yang selama ini merawat 

dan mengelola sumberdaya alam, akan tetapi kebijakan yang dilahirkan 

pemerintah daerah tidak melihat pengalaman-pengalaman perempuan 

bahkan tidak mendengar pendapat perempuan yang juga mempunyai hak 

dalam menentukan pengelolaan sumberdaya alam yang ada disekitar 

mereka.  

Salah satu kebijakan yang mendukung maraknya perkebunan 

kelapa sawit adalah UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 

PM) dan UU No. 18 tahun 2008 tentang perkebunan. Undang-undang 

perkebunan lahir dengan adanya kesadaran negara bahwa Pengamanan 

perkebunan dipandang mendesak pengamanannya akibat maraknya aksi 

penjarahan, pencurian, dan penggarapan lahan perkebunan44.  Alasan 

tersebut menjadi legitimasi bagi keterlibatan aparat militer dalam proyek – 

proyek lingkungan dan sumber daya alam, salah satunya adalah proyek 

perkebunan kelapa sawit. Apalagi dengan adanya Undang-Undang RI 

Nomor 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan tugas TNI untuk 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP)45, dan diperkuat dengan kerjasama 

yang tertuang dalam Men LH No. 09/MENLH/06/2010 dan No. 

Kerma/2/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 (kesepakatan berlaku sampai dengan 

tanggal 3 juni 2014), terbangun kerjasama antara TNI dengan Menteri 

Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerjasama tersebut 

semakin memberikan peluang bagi TNI untuk terlibat dalam proyek – 

proyek lingkungan hidup.  

Kebijakan – kebijakan yang ada masih jauh dari perlindungan hak – 

hak masyarakat, dan sangat jelas terlihat bagaimana proses yang 

memudahkan untuk investor melakukan kegiatan usaha dengan syarat-

syarat yang sangat longgar, bahkan tidak memperhitungkan aspek 

                                                           
44

 Hasil rapat koordinasi yang membahas penanganan pengamanan terpadu perusahaan 

perkebunan. Rapat koordinasi itu dipimpin Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri 

Mentan, Kapolri, dan direksi perusahaan perkebunan negara dan swasta se-Sumatera (Susilo 

Bambang Yudhoyono belum tentukan pilihan politik, Gatra, 2002). 
45

 Yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah dan memberdayakan wilayah pertahanan. 

Sekaligus menyukseskan program Millenium Development Goals yang dicanangkan PBB hingga 

tahun 2015 menjamin keberlanjutan pembangunan lingkungan dan mengembangkan kemitraan 

global untuk pembangunan.  
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keselamatan lingkungan dan prinsip-prinsip HAM termasuk HAP, salah 

satunya terdapat dalam pasal 15 dan 16 UU Penanaman Modal 46. 

Selama ini, negara menganggap dengan adanya UU-PM tersebut 

maka akan memicu banyaknya investor yang akan menanamkan modalnya 

ke Indonesia. Padahal jika dilihat investasi yang dilakukan tidak sebanding 

dengan dampak yang dihasilkan atas usaha mereka, baik dampak terhadap 

perubahan ekologis, dampak sosial, budaya, ekonomi bahkan dampak 

terhadap kesehatan masyarakat termasuk kesehatan reproduksi 

perempuan. Berbagai pelanggaran HAM kerap terlihat dengan adanya 

kegiatan usaha tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan 

serius oleh negara, termasuk pertimbangan dalam membuat suatu 

kebijakan negara, bahkan cenderung diabaikan.  

Konflik-konflik lahan tersebut kerap terjadi di daerah-daerah yang 

terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasalahan 

yang muncul antara lain pengambilalihan lahan secara paksa dengan 

mengatasnamakan kepentingan negara, dan beberapa lainnya karena tidak 

adanya ganti rugi yang layak atas lahan yang diambil oleh perusahaan. 

Bahkan tidak sedikit tanah ulayat/adat yang akhirnya juga diambil oleh 

perusahaan, padahal menurut UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

agraria menjelaskan dan mengakui tanah ulayat/adat tersebut. Tidak hanya 

itu, upaya-upaya eksploitatif yang dilakukan oleh segelintir pihak untuk 

keuntungan sendiri juga mendapat pertentangan dalam UU-PA tersebut, 

seperti yang tertuang pada pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (2 dan 3) dan 

pasal 4147.  

Tidak hanya permasalahan konflik lahan, permasalahan yang 

ditimbulkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit adalah terkait dengan 

ditemukan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit skala besar adalah 

buruh/pekerja kelapa sawit. Beberapa kasus yang terjadi, pekerja buruh 

harian lepas diperkebunan kelapa sawit tidak mendapatkan hak mereka 

sebagai pekerja dengan layak, bahkan pekerja perempuan mengalami 

kondisi yang sangat rentan dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit 

tersebut. Seperti yang dialami oleh perempuan buruh di perkebunan kelapa 

sawit PT.Sawit Jaya Abadi di desa Pancasila, dimana perempuan buruh 

tidak diberikan perlindungan dan jaminan pekerjaan, padahal bagi 

                                                           
46

 Position Paper Solidaritas Perempuan, 2009.  
47

 Makalah konsep umum Agraria, 2003.  
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perempuan buruh yang pekerjaannya sebagai penyemprot bibit kelapa 

sawit, akan sangat rentan terhadap kesehatan mereka, termasuk kesehatan 

reproduksi mereka, karena bahan yang digunakan dalam proses 

penyemprotan adalah bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi 

kesehatan. Selain itu, keluhan pekerja perkebunan kelapa sawit adalah 

mengenai upah kerja yang menurut mereka tidak layak. Padahal dalam UU 

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan setiap tenaga 

kerja diberikan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya48. Namun 

faktanya upah dan perlindungan kepada buruh perkebunan kelapa sawit 

masih diangan – angan. Pekerjaan yang rentan terhadap kesehatan karena 

bersentuhan dengan bahan – bahan kimia dan pestisida, tidak menjadi 

perhatian serius bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada 

buruhnya.  

Permasalahan diatas merupakan sebahagian permasalahan yang 

muncul dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, masih 

banyak permasalahan lain yang belum terungkap bahkan tersembunyi 

dengan adanya perkebunan kelapa sawit, seperti beban ganda yang dialami 

perempuan, hingga kekerasan psikis, dimana hal tersebut telah 

memperlihatkan pelanggaran HAM dan HAP yang dilakukan oleh 

perusahaan dan negara. Didalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak – Hak 

Ekonomi Sosial dan Budaya, UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak – Hak Sipil 

dan Politik, serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dijelaskan dalam bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan hak asasi manusia sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

negara. Namun, faktanya negara telah gagal melakukan tanggung 

jawabnya dan memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat 

terutama perempuan termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia.  

Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan – pun  belum memberikan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, salah satunya 

terkait hak atas informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

Walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW menjadi UU No.7 

Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan, tetapi penerapan UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan, 

termasuk menjadi acuan dalam kebijakan yang lain. Padahal kehadiran 

                                                           
48

 Tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan pasal 4 ayat c dan d.  
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perkebunan kelapa sawit tentu juga akan memberikan  berdampak ke 

kehidupan perempuan, termasuk bagi buruh perempuan yang bekerja 

diperkebunan tersebut.  

Tidak hanya itu, proses sosialisasi dengan masyarakat tentang 

kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit juga tidak ada keterwakilan 

perempuan dalam proses tersebut sangat minim, bahkan ketika rapat 

pengambilan keputusan terhadap persetujuan warga  boleh atau tidaknya 

suatu perusahaan beroperasi, perempuan kembali tidak diminta pendapat 

dan pengalamannya. 

 

C. Konflik Lahan dan Eksploitasi Buruh di Wilayah Perkebunan Kelapa 

Sawit 

  Dalam sub bab ini akan dijabarkan hasil-hasil investigasi atau 

penelitian yang dilakukan oleh komunitas Solidaritas Perempuan di 

beberapa wilayah perkebunan kelapa sawit, yaitu Solidaritas Perempuan 

Palembang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Solidaritas 

Perempuan Kendari di wilayah Kabupaten Konawe Utara, dan Solidaritas 

Perempuan Palu, bersama sekretariat nasional dan sawit Watch di wilayah 

Kabupaten Poso. Data yang disampaikan adalah hasil olahan berdasarkan 

data pada saat dilakukannya investigasi atau penelitian tersebut di sample 

wilayah investigasi atau penelitian yang dilakukan. 

 

1. Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

Sumatera Selatan (PT Persada Sawit Mas)49 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 

Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota. Propinsi ini merupakan 

wilayah yang kaya dengan berbagai jenis sumber daya alam. Namun, di 

tahun 2009, Propinsi Sumatera Selatan terus dibanjiri dengan rentetan 

bencana ekologi dan sengketa SDA, sebagai akibat dari praktik eksploitasi 

sumber daya alam yang terjadi di Sumatera Selatan.  

Hutan Sumatera Selatan terus mengalami penghancuran dan 

penyusutan akibat berbagai aktivitas industri, seperti pertambangan, 

perkebunan, pertambakan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta 

pembangunan infrastruktur (pelabuhan dan rel kereta api), yang menjadi 

                                                           
49

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Palembang, 2010. 



108 

 

penyumbang terbesar kerusakan hutan sumatera Selatan. Belum lagi 

persoalan seperti pembalakan liar di mana sepanjang tahun 2009 masih 

secara intensif terjadi di berbagai daerah tempat seperti Pagar Alam, Musi 

Rawas, OKI dan Musi Banyuasin telah semakin memperburuk wajah hutan 

di daerah ini. Data tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk kawasan 

Sumatera Selatan, dari luas 11.212.317 Ha, luas kawasan hutannya 

mencapai 5.011.700 Ha, yang terdiri dari 847.300 ha hutan lindung, 822.300 

ha Suaka Alam dan Hutan Wisata, 298.600 ha Hutan Produksi Terbatas, 

2.269.400 ha Hutan Produksi Tetap dan 774.100 ha Hutan Konversi.  

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas sekitar 21.469,90 km2, 

terletak sekitar 66 km di selatan Palembang. Berpenduduk sebanyak 

972.000 jiwa lebih yang sebagian besar beragama Islam. Wilayah 

Kabupaten ini didominasi dataran rendah dengan rawa-rawa yang luas, 

terutama di kawasan Timur yang berbatas dengan selat Bangka dan Laut 

Jawa. Dataran rendah sebagian masih berhutan lebat dan padang alang-

alang, disamping terdapat perkebunan karet, kelapa sawit, buah-buahan, 

tebu, dan lain sebagainya. Mata pencaharian penduduknya umumnya 

bertani, disamping sebagai pengrajin pada industri kecil dan pertukangan. 

Kayuagung cukup terkenal dengan kerajinan tanah liat yang memproduksi 

alat-alat masak, dapur, dsb. Industri kerajinan antara lain kerajinan keramik 

yang berlokasi di Payakabung, tenu kain tanjung, kerajinan kuningan, emas 

dan alumunium dan lain-lain. Ogan Komering Ilir dikenal sebagai daerah 

penghasil buah-buahan dan ikan di Sumatera Selatan. 

 Salah satu desa yang dapat dijadikan sebagai contoh gambaran dari 

situasi terkait perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir 

adalah Desa Secondong. Desa Secondong terletak di Kecamatan 

Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan tipologi Desa 

sekitar hutan dan rawa-rawa. Jumlah penduduk di desa ini adalah 1313 Jiwa 

dalam 330 KK, terdiri dari 583 jiwa laki-laki dan 740 jiwa perempuan, serta 

35 jiwa balita. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa secondong 

adalah petani (sawah, singkong), pengrajin tikar purun dan pertukangan 

kayu.  

Desa Secondong tidak memiliki fasilitas air bersih dan MCK umum 

dari pemerintah, sehingga untuk mengkonsumsi air minum beberapa orang 

warga membuat sumur galian dengan jumlah sumur galian yang terdapat 

didesa secondong ini ada 50 buah yang dimanfaatkan oleh 330 KK tersebut, 
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sedangkan warga yang memiliki WC ada 8 Keluarga, 242 Keluarga lainnya 

masih melakukan aktivitas membuang hajat di sungai, rawa, parit dan 

kebun. Desa Secondong juga tidak memiliki sarana gedung pendidikan 

serta kesehatan seperti Puskesmas jika ada yang sakit dan ingin berobat 

mereka harus kedesa teatangga. 

Rata-rata pendidikan perempuan desa secondong tidak tamat SD 

(Sekolah Dasar), Dalam hal pengambilan dan penentuan keputusan masih 

didominasi oleh laki-laki, Perempuan hanya sebagai penyerta sebuah rapat 

tanpa pernah di beri kesempatan untuk memberikan dan mendengarkan 

pendapatnya (Posisi perempuan di desa secondong masih ditempatkan di 

ranah domestic). Budaya Patriarkhi di desa ini masih sangat kental, 

pendapat perempuan harus direstui dahulu oleh laki-laki, peran perempuan 

dalam hal politik masih sangat lemah, Perempuan desa secondong juga 

harus menanggung beban ganda dalam kehidupannya sehari-hari. 

Untuk Potensi lahannya sendiri desa ini lebih pada lahan rawa dan 

tanah gambut, yang sangat subur jika di jadikan lahan pertanian sawah 

(Padi ladang) dan suburnya tanaman purun yang menjadi bahan baku 

utama pembuatan tikar, yang mana bahan baku (tanaman purun) desa ini 

mutunya lebih bagus/ baik di banding tanaman purun dari desa lain yang 

tumbuh di lahan lebak, tikarnya bisa bertahan lama di banding tikar purun 

yang diambil dari lahan lebak (lebih getas dan cepat hancur). Kekayaan dari 

hasil hutan dan rawa tersebut telah memberikan sumber kehidupan bagi 

masyarakat setempat, seperti hasil kayu dari hutan selalu di jadikan bahan 

baku untuk pembangunan rumah, sedangkan hasil rawa yang menjadi 

sumber kehidupan penduduk khususnya perempuan adalah tanaman purun 

(bahan baku kerajinan tikar) dan ikan - ikan untuk makan sehari-hari, serta 

sumber air merupakan prioritas utama bagi kehidupan masyarakat desa ini. 

  

b. Gambaran Perusahaan 

Perusahaan perkebunan sawit PT. Persada Sawit Mas (PSM), 

memulai usahanya pada bulan Oktober tahun 2005, dengan berdasarkan 

SK Bupati OKI No. 460/1503/BPN/26-07/2005; tentang Pemberian Izin 

Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, A.N. PT. Persada Sawit Mas, seluas 

45.000 hektar, di 4 Kecamatan (Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung 

Selapan, dan Air Sugihan). Beberapa hal yang disebutkan di dalam izin 

lokasi PT. PSM diantaranya:  
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(1) Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-

pihak yang berkepentingan melalui jual beli dihadapan PPAT atau 

Akte Pelepasan Hak dihadapan Camat setempat atau dengan 

pernyataan penyerahan/pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat 

dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir, dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya 

ditentukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan 

dalam pelaksanaanya dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan 

Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta 

Kabupaten Ogan Komering Ilir;  

(2) Pemberian ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau 

bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik 

pemegang Hak Atas Tanah tidak dibenarkan melalui perantara 

dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan 

langsung kepada yang berhak;  

(3) Sebelum melakukan pembebasan tanah agar PT. Persada Sawit Mas 

terlebih dahulu melaksanakan pengukuran, merincikan, 

inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah, pengukuran keliling, 

batas kebun inti dan plasma yang dapat dibantu oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Instansi terkait, Camat, 

dan Kepala Desa setempat;  

(4) Pembukaan tanah baru boleh dilakukan setelah hak/usaha serta 

tanam tumbuh dan atau bangunan penduduk yang terdapat di atas 

areal izin lokasi seperti tersebut dalam Diktum KEDUA telah selesai 

dibebaskan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, sedangkan 

terhadap tanah usaha serta tanam tumbuh dan atau bangunan 

penduduk yang tidak bersedia dibebaskan harus ditinggalkan

 (enclave). 

 

Aktivitas perusahaan telah dilakukan sejak Bulan Oktober tahun 

2005, yang dimulai dari desa Secondong, dan desa Jeremun. Hingga saat ini 

PT. PSM secara terus menerus melakukan pengerjaan usahanya berupa 

pembibitan, penanaman dan pembuatan fasilitas pendukung lainnya. Hal 

tersebut tentunya dapat dibenarkan jika mereferensi kepada terbitnya SK 

Bupati di atas. Namun, jika dihubungkan dengan beberapa clausul/dictum 
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yang tercantum di dalam SK Bupati tersebut, banyak hal yang dilanggar 

oleh PT.PSM.  

Sedangkan Penanaman kelapa sawit perdana pogram revitalisasi 

perkebunan sudah dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Ir Syahrial 

Oesman MM pada perkebunan yang dikelola oleh PT Persada Sawit Mas  

(PSM) di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI), pada bulan maret 2007.  

     
Menurut Syahrial, melalui program revitalisasi yang dicanangkan 

pemerintah secara nasional seluas 3 juta ha itu sampai dengan tahun 2010, 

dan 1,5 juta hektarnya untuk kelapa sawit. Sedangkan Sumsel sendiri 

mendapat jatah 300 ribu ha lebih untuk pengembangan kebun kelapa sawit 

yang tersebar di delapan kabupaten. Artinya, 20 persen pencapaian target 

nasional sampai tahun 2010 berada di Sumsel. 

Pengembangan potensi perkebunan Sumsel jauh dari titik jenuh. 

Saat ini, luas areal perkebunan di Sumsel mencapai 1,9 juta ha. Dari jumlah 

itu, 960 ribu ha di antaranya komoditi karet dengan potensi yang 

pengembangan mencapai 1,2 juta ha. Dan 618 ribu perkebunan kelapa 

sawit dengan potensi yang pengembangan seluas 1,6 juta ha. 

Pada tahun 2005, Selain PT. Persada Sawit Mas yang akan mengelola 

lahan seluas 21 ribu ha di Pampangan itu.  Sebanyak 40 mitra 

perkebunan sudah mengajukan diri akan membangun perkebunan di 

Sumsel dengan kredit lunak sebesar 10 persen per tahun dan bantuan 

subsidi bunga dari pemerintah. 

 

Selain kemudahan kredit lunak, Pemda Sumsel sendiri 

memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan menuju perkebunan 

dengan memberikan subsidi sebesar 50 persen dana pembanguan jalan. Hal 

ini sudah dilakukan dari tahun lalu, sama halnya pencanangan revitalisasi 

perkebunan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2006 

silam. 
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c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan  

Penduduk Desa Secondong 

mengantungkan hidupnya dari hasil 

alam di sekitar mereka yang berasal 

dari hutan, rawa-rawa dan 

sekitarnya. Di Desa Secondong 

terdapat sekitar 651 orang petani 

dan 50 orang buruh tani yang hidup 

dari hasil pertanian. Selain dari 

sektor pertanian, penduduk di desa ini juga hidup dari memanfaatkan 

bahan baku yang diambil dari hasil alam, seperti tanaman purun yang 

tumbuh di rawa-rawa, yang dimanfaatkan oleh 325 Perempuan perajin tikar 

purun. Selain itu juga, penduduk desa ini memanfaatkan tanaman kayu 

gelam dan prapat yang tumbuh di hutan-hutan di sekitar desa untuk 

membangun rumah atau kegiatan pertukangan kayu lainnya. Dalam 

memenuhi kebutuhan lauk makan mereka sehari-hari, mereka menangkap 

ikan (gabus, nila, sepat, tebakang dan lele) di rawa-rawa, dengan cara 

menangkul, memancing dan menyetrum.  

     

 

Sebelum adanya perusahaan potensi lahan di desa ini memang 

sangat subur untuk di tanami padi (Padi ladang) dan singkong. Sawah 

ladang yang dimiliki warga di desa ini 2 ha dengan hasil produksi 1 ton/ha 

tiap tahunnya, untuk singkong ladang yang dimiliki 1 ha dengan hasil 

produksi 1 ton/ha tiap 6 bulan, sedangkan perkebunan yang dimiliki 

penduduk desa ada 300 ha dengan hasil produksi 501 ton /ha. Purun 

terdapat di sepanjang rawa dengan luas 1.500 ha dengan hasil produksi 

yang dapat diambil oleh masyarakat khususnya perempuan desa setiap 

saat, satu ikat purun dengan berat 15 kg bisa menghasilkan 5 buah tikar 

purun.  

Kegiatan Perempuan Pengrajin Tikar 
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Sumber Air di desa ini sangat melimpah walaupun tanpa fasilitas air 

bersih dari pemerintah, warga masih bisa mengkonsumsi air bersih dari 

sumur galian yang mereka buat, dimana sumber mata air desa ini sangat 

baik dengan sumber air yang melimpah dan sangat jernih. Warga cukup 

menggali sumur dengan kedalaman 1 sampai 2 meter air sudah dapat 

mereka nikmati dan konsumsi.  

Setelah hadirnya Perusahaan PT. PERSADA SAWIT MAS di Desa 

Secondong, warga, khususnya perempuan, kehilangan akses 

kehidupannya, mata pencaharian mereka dari memanfaatkan tikar Purun 

telah hilang. Pengelolaan kerajinan tikar purun yang tadinya dilakukan oleh 

325 perempuan perajin tikar purun kini tinggal 50 Perajin saja karena purun 

di desa mereka telah punah /hilang dan mereka tak sanggup untuk 

mengambil bahan baku purun ke desa tetangga yaitu Lebak Desa Deling 

yang berjarak tempuh 5 KM, sedangkan mereka harus menempuhnya 

dengan berjalan kaki.  

Salah satu perempuan di desa ini, yang bernama Surita, 

menyampaikan bahwa ia biasa menjual tikar purun bermotif berwarna 

dengan anyaman rapat seharga Rp70 ribu, namun jika tidak bermotif tetapi 

anyamannya rapat maka harganya Rp50 ribu. “Kalau anyamannya besar-

besar dan bahan purunnya yang mudah koyak (robek) dijual hanya Rp 5 

ribuan saja,” tuturnya. Namun semenjak hadirnya perusahaan tersebut, 

seperti halnya para perempuan pengrajin tikar purun lainnya, Surita dan 

keluarga berusaha mencari penghidupan lainnya, “kami sekarang berusaha 

mencari penghasilan lain ada yang menjadi PRT, Buruh Perkebunan dan 

lain sebagainya.” 

Untuk Pertukangan kayu, mereka tidak bisa lagi memproduksi 

bahan baku bangunan Rumah (kayu gelam dan Prapat) karena hutan 

tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu tersebut telah habis di babat dan 

dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan, untuk mengkonsumsi 

kebutuhan hidup sehari-hari merekapun harus membelinya keluar desa 

karena lahan perdesaan  mereka kini tak dapat lagi memproduksi bagi 

kebutuhan hidup mereka. Kini harga satu ikat bayam dengan berat 250 ons 

seharga Rp. 2,500,- begitu juga sayuran lain, untuk ikan sendiri penduduk 

lebih sering mengkonsumsi ikan laut yang di jual di pasar kalangan dengan 

harga yang jauh lebih tinggi dari harga di kota Palembang. 



114 

 

Untuk sumber air pun, terjadi perubahan di desa ini. Air mulai sulit 

mereka dapati, sumur galian yang mereka buat kini harus lebih di perdalam 

lagi hingga 6 sampai 7 meter baru bisa mendapatkan air, itupun sangat 

terbatas (ada waktunya air bisa didapat) mulai fajar jam 04.00 Wib  s/d 

06.00 Wib sumur galian berisi air, setelah jam 06.00 keatas hingga pukul 

17.00 wib air sumur mengering, dan begitu seterusnya.  

Selain terkait mata pencaharian dan kebutuhan hidup, juga terjadi 

perubahan budaya di desa ini. Sebelum hadirnya Perusahaan Perkebunan 

Kelapa Sawit PT Persada Sawit Mas, kehidupan warga desa secondong 

sudah terbiasa dengan pola hidup yang alami dan gotong – royong, dimana 

kekeluargaan yang tercipta di desa ini sangat kental. Namun, sejak 

hadirnya perusahaan ini, kebiasaan dan budaya tersebut pun mulai 

menghilang.  

Secara umum, Di Pesisir Timur Palembang, sebagian kawasan rawa-

gambut telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit dan HTI (Hutan 

Tanaman Industri). Dahulu, Rata-rata kepemilikan lahan rawa-gambut yang 

turun-temurun di setiap keluarga di OKI seluas 3 bidang (kira-kira 5 hektar). 

Bertani sonor, berternak kerbau atau sapi, mencari ikan gabus, berkebun 

karet dan membuat tikar purun adalah kegiatan setiap keluarga di OKI. 

Kegiatan pokok produksi tersebut, 20 tahun lalu cukup menghidupi 

masyarakat OKI. Bahkan ditengarai, cara bertanam karet alam mereka 

diadopsi dari petani karet di Lampung. Tikar purun OKI memasok 

kebutuhan pembungkus buah-buah di Lampung. 

Sejak masuk dan beroperasinya satu perusahaan perkebunan sawit, 

PT. Persada Sawit Mas, pada 2005 di OKI , petani dari beberapa desa 

kontan tak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa membawa persoalan 

tersebut kepada pemerintah daerah di Kayu Agung, Ibu Kota Kabupaten 

OKI dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Jakarta. Beberapa pernyataan 

dari warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir: 

“Purun sebagai bahan tikar, kini pun tak boleh diambil dari lahan (lahan 

sebutan setempat untuk rawa-gambut di OKI -red). Polisi sering 

tangkap kami karena bawa pisau saat mau ke lahan ambil purun (purun, 

jenis rumput-rumputan rawa-gambut -red),” jawab peternak kerbau 

asal Desa Riding. 

 “Sawit ini masuk tiba-tiba. Mereka (perusahaan sawit -red) tidak liat 

tiang-tiang tancap milik kami di lahan. Sudah lapor sana-sini tak ada 
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tanggapan,” keluh seorang ibu asal Desa Rambai yang suaminya 

dipenjara gara-gara menjadi ketua kelompok tani yang menolak 

pembangunan perkebunan sawit di OKI. 

“400 hektar lahan sonor (sonor, bertani padi di daratan saat air rawa-

gambut surut -red) kami diganti sawit. Sudah hampir 3 tahun ini kami tak 

bersonor,” ungkap salah satu petani rawa-gambut asal Desa 

Talangnangka, OKI. 

 

d. Gambaran Kasus 

Ketenangan hidup di Desa Secondong, Deling, Jermun, Rambai dan 

Desa Sri Menang mulai terusik ketika PT. Persada Sawit Mas (PT. PSM) 

mengantongi izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati OKI. Dengan izin 

lokasi PT. PSM, telah memulai operasinya di Desa Secondong hingga Desa 

Rambai. Lahan masyarakat yang berupa rawa yang selama ini menjadi 

sumber penghidupan bagi masyarakat akan diubah menjadi perkebunan 

kelapa sawit. Hal ini membingungkan masyarakat karena tidak  ada proses 

negosiasi atau tawar-menawar dari pihak PT.PSM dengan masyarakat. 

Mereka hanya mengetahui lahan-lahan yang selama ini dikelola oleh 

masyarakat desa Secondong dan desa Rambai tersebut akan dijadikan 

kebun plasma, namun tidak ada penjelasan yang benar tentang bagaimana 

kebun plasma itu sendiri akan dilaksanakan dan bagaimana dengan 

kehidupan masyarakat ketika lahan tersebut telah berubah menjadi kebun 

plasma kelapa sawit. 

Penguasaan dan pengelolaan lahan terus dilakukan oleh 

perusahaan. PT. PSM terus menggarap lahan masyarakat. Beberapa desa di 

OKI (Ogan Komering Ilir), tampak masyarakat di 4 desa mengeluhkan 

adanya satu perusahaan yang telah merebut paksa lahan bertani rawa-

gambut mereka. Kesepakatan bahwa perusahaan tidak akan menggarap 

lahan masyarakat yang menginginkan enclave tidak pernah diindahkan oleh 

perusahaan. Masyarakat yang mencoba mengelola lahan mereka dengan 

menanaminya, dicabuti oleh perusahaan. Sepertinya perusahaan sengaja 

memancing kembali emosi masyarakat untuk juga melakukan hal yang 

serupa, seperti mencabuti tanaman kelapa sawit perusahaan. Tentunya jika 

itu terjadi, PT. PSM memiliki alasan untuk mengkriminalkan kembali 

masyarakat. 



116 

 

Di sisi lainnya, aparat kepolisian masih terus saja melakukan 

sweping yang kerap disertai dengan kekerasan dan pencurian/penyitaan 

harta benda milik masyarakat. Sweping tersebut sepertinya dimaksudkan 

untuk semakin menakuti warga desa, agar menghentikan perjuangannya, 

dengan tujuan memuluskan rencana usaha perusahaan. Sementara 

penyitaan harta benda milik warga dilakukan untuk memeras warga, 

dengan cara menyuruh warga mengambilnya melalui sejumlah uang 

tebusan. 

Selain itu, aparat kepolisian dari kesatuan Polsek Pampangan yang 

diketahui dilapangan dikomandoi oleh Bapak Husin, sering melakukan razia 

dengan alasan kepemilikan Narkoba dan Sajam. Jika kedapatan warga 

membawa sajam (pisau/parang) mereka segera digelanggang ke kantor 

Polsek, yang kemudian dapat dilepaskan dengan memberikan sejumlah 

uang tebusan. Padahal pisau/parang tersebut bagi penduduk desa 

digunakan untuk keperluan bertani atau berkebun. Berdasarkan keterangan 

penduduk, aparat kepolisian juga kerap melakukan pungli terhadap pemilik 

sawmill dan mobil-mobil pengangkut kayu. Hal yang paling sederhana, 

yang sering dilakukan/yang sebenarnya telah menjadi tradisi masyarakat 

seperti mencari ikan dengan cara menyetrum dengan daya listrik yang 

rendah, juga dimanfaatkan sebagai ladang untuk memeras masyarakat. 

Pada 21 Maret 2006, masyarakat melakukan aksi yang dihadiri oleh 

sekitar 1500an warga Riding, Jermun, Talang Nangka, Siju, Secondong di 

halaman Pemprov dan DPRD sumsel, menolak HTI dan Perkebunan Kelapa 

Sawit dan menuntut pengembalian lahan desa mereka yang di okupasi oleh 

perusahaan besar Industri HTI (SBA Woods) & Perkebunan Kelapa Sawit 

(PT. Persada Sawit Mas). 

Sebelum aksi di pemrov dan DPRD Sumsel, sejak bulan desember 2005 lalu 

masyarakat sudah merulang kali melakukan rangkaian aksi di kabupaten 

OKI namun tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah, bahkan tiga 

orang warga mengalami proses dijadikan polisi sebagai tersangka. Selain 

aksi-aksi tersebut, pernah terjadi peristiwa terbakarnya basecamp PT. PSM 

di desa Secondong yang mana pada saat itu 16 orang ditahan atas 

pengaduan PT. PSM dengan tuduhan melakukan pembakaran. Salah 

seorang warga masyarakat Rambai yang pada saat kejadian kebetulan 

sedang berada di desa Secondong juga menjadi salah satu orang yang 

ditahan karena dianggap turut serta dalam aksi pembakaran basecamp 
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tersebut. Dan akhirnya mereka harus menerima keputusan hakim 

Pengadilan Negeri Kayuagung dengan hukuman penjara 10 bulan. Ketika 

sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, salah seorang 

masyarakat yang menerika hukuman tersebut, harus meninggal dunia 

dikarenakan sakit dan depresi.  

Pada tanggal 12 Juni 2007 malam terjadi peristiwa yang bermula 

dari undangan Kades untuk rapat membahas tentang konflik lahan, hadir 

pula bapak Camat dan Danramil. Lebih kurang 10 orang warga ikut terlibat 

dalam pertemuan tersebut, tetapi pertemuan yang direncanakan akan 

membahas tentang lahan tersebut justru berakhir ricuh. Hal ini dikarenakan 

Camat menyatakan bahwa bagi masyarakat yang lahannya tidak ingin 

diambil alih oleh PT. PSM untuk dijadikan kebun Plasma harus dapat 

memperlihatkan surat-menyurat kepemilikan lahan tersebut. Padahal 

seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada satupun masyarakat 

yang memiliki surat menyurat, kepemilikan lahan selama ini mandapat 

pengakuan bersama dan berdasarkan batas-batas kepemilikan lahan yang 

disepakati dengan pemilik lahan yang berbatasaan dengan lahan mereka. 

Karena tidak terjadi kata sepakat maka sebagian orang dari yang mengikuti 

pertemuan saling berbantahan dan terjadi percekcokan.  

Ketika pertemuan tersebut bubar, Kades, Camat dan Danramil 

meninggalkan desa bersama pula dengan salah seorang karyawan PT PSM. 

Tetapi di tengah jalan desa, karyawan tersebut masih sempat 

mengeluarkan kata-kata ancaman kepada masyarakat desa yang pada saat 

itu sedang berkumpul di tengah desa menunggu hasil pertemuan. Karena 

emosi yang memuncak, entah siapa yang memulai ratusan warga tersebut 

memukuli karyawan tersebut hingga akhirnya tewas di tengah desa. 

Setelah dua minggu kematian Darman tepatnya pada tanggal 25 Juni 2007 

pada 16.00 aparat kepolisian dengan mengendarai 2 unit mobil Dalmas, 12 

Mobil Pribadi, dan Mobil Camat Pangkalan Lampam, berkekuatan lebih dari 

100 orang memasuki desa Rambai. Mereka langsung memasuki rumah-

rumah yang menurut mereka adalah rumah para tersangka. Upaya 

penangkapan tersebut dilakukan lebih mirip tindakan brutal, beberapa 

polisi sempat merusak rumah warga, bahkan beberapa perempuan sempat 

mengalami kekerasan seperti tamparan atau tendangan. Bahkan, salah 

seorang perempuan yang memang cukup vokal mempertahankan 



118 

 

lahannya, juga tidak terlepas ditahan sebagai tersangka yang melakukan 

pembunuhan terhadap karyawan perusahaan itu.  

Bertahun-tahun perjuangan masyarakat berjalan, yang dilakukan 

secara terus menerus. Perjuangan dilakukan dalam bentuk aksi unjuk rasa, 

baik di Kota Kayuagung (Ibu Kota Kabupaten OKI) maupun di Palembang, 

dengan mendatangi kantor Gubernur, DPRD Sumsel, Kanwil BPN Sumsel, 

Mapolda Sumsel, dan Bupati OKI. Masyarakat juga melalui perwakilan, 

mencoba ke Jakarta melakukan hearing dengan instansi pemerintahan 

terkait meminta penyelesaian kasus tanah mereka. Namun, tidak juga 

mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah. Bahkan, Pemerintah ikut 

terlibat dalam berbagai aksi yang dilakukan perusahaan, seperti misalnya 

pada saat akan mengadakan pertemuan/musyawarah, diisukan bahwa 

pertemuan tersebut akan dibubarkan karena merupakan perkumpulan 

yang illegal, dan masyarakat yang mengikutinya akan ditangkap, pada saat 

akan melakukan aksi unjuk rasa, di malam harinya kepolisian (kesatuan 

Polsek Pampangan)  mendatangi masyarakat desa, dan menekan agar aksi 

dibatalkan, menghentikan mobil yang ditumpangi masyarakat, 

mempengaruhi mereka untuk membatalkan rencana kegiatan aksi unjuk 

rasa, melakukan intimidasi warga yang mengelola lahan usaha 

pertaniannya, yang menjadi rencana usaha     perkebunan PT. PSM, 

memanggil tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap aktif dalam 

perjuangan, mempengaruhi mereka agar kooperatif terhadap rencana 

perusahaan, atau bahkan mengkriminalisasi masyarakat, dengan tujuan 

menjadi pelajaran atau shock theraphi bagi masyarakat lainnya. 

Konflik kepentingan yang diciptakan PT. PSM, dihiasi pula dengan 

melibatkan secara aktif pam-swakarsa (kelompok-kelompok preman), yang 

bekerja sama dengan perangkat desa dalam memperkeruh kenyamanan 

dan keamanan warga. Tidak berhenti sampai di situ – Camat dan Polsek 

sangat aktif melakukan intimidasi-intimidasi terhadap warga disana. Akibat 

dari itu, telah banyak warga yang dikiriminalisasikan. Hingga Tahun 2009, 

tercatat telah 23 orang masuk ke dalam penjara, 2 orang meninggal dunia 

(1 di dalam penjara, 1 karena amukan massa), 2 orang tidak berani kembali 

ke desanya, dan puluhan orang distatuskan sebagai Daftar Pencarian Orang 

(DPO). 
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e. Analisa Kasus 

Sejak awal masuknya perusahaan telah melanggar kebijakan UU 

No.23 Tahun 1997 (saat ini telah berubah menjadi UU No.32 tahun 2009), di 

mana masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait aktivitas 

yang akan dilakukan PT.PSM, bahkan tidak pernah dilakukan konsultasi 

dengan masyarakat, termasuk perempuan. Perusahaan juga telah 

melanggar beberapa clausul/dictum yang tertera dalam SK Bupati OKI No. 

460/1503/BPN/26-07/2005; tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk 

Perkebunan Kelapa Sawit  

Pelanggaran yang secara jelas dilakukan oleh PT. PSM adalah, lahan 

masyarakat yang tidak bersedia ditanami perkebunan kelapa sawit yang 

berdasarkan dictum di atas seharusnya dapat dienclave, ternyata diabaikan 

oleh PT. PSM. Pemberian ganti kerugian tanahpun tidak diberikan oleh PT. 

PSM, apalagi terhadap tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atas 

lahan masyarakat. Pola yang terjadi, dengan secara sefihak PT. PSM 

menguasai lahan-lahan masyarakat. PT. PSM juga tidak pernah 

memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata batas/proyeksi 

lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan inti dan plasma, berikut 

menginventarisir secara jelas peserta program kemitraan/plasma yang 

dimaksud. 

Kenyataan inilah pada tingkatan lebih lanjut, banyak memunculkan 

protes masyarakat di berbagai desa. Sayangnya, protes masyarakat 

tersebut dihadapi secara berlebihan oleh perusahaan. Padahal keinginan 

masyarakat yang hanya menginginkan lahannya dienclave, sangatlah 

sesuai dengan aturan-aturan hukum pertanahan dan kebijakan yang tertera 

di dalam SK Bupati OKI, tentang pemberian izin lokasi bagi PT PSM. 

Dalam penanganan terhadap konflik yang terjadi, PT. PSM justru 

telah memunculkan peta konflik dikomunitas, melalui memperlebar 

persinggungan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana 

perusahaan. Hal inilah yang kiranya cukup menyedihkan, dimana sistem 

sosial masyarakat yang telah terbangun secara harmonis sejak begitu 

lamanya, harus terbelah akibat perbedaan persepsi dan kepentingan. 

Persatuan  warga telah diporak-porandakan oleh PT.PSM 

Terhadap persoalan sengketa pertanahan tersebut, Pemerintah 

sendiri cenderung mengabaikan bahkan membiarkan masalah yang muncul 

– sehingga menjadikan sengketa pertanahan semangkin meningkat 
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kuantitas dan mempertajam kualitas. Berlarut-larutnya penyelesaian 

sengketa pertanahan, telah berdampak kepada berbagai bencana 

struktural dan sosial bagi rakyat, kemiskinan, konflik horizontal dan 

kriminalisasi. Sementara disisi lainnya, pola yang kerap dilakukan oleh 

Negara maupun perusahaan dalam merespon sengketa yang terjadi – 

masih menggunakan cara-cara klasik, yaitu melibatkan preman, Aparat 

kepolisian (Brimob), maupun menciptakan konflik-konflik horizontal. 

Tidak hanya konflik yang terjadi, PT.PSM, telah mengakibatkan 

perempuan kehilangan sumber – sumber kehidupan dan mata pencaharian, 

yang kemudian meminggirkan perempuan dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Krisis air bersih , telah 

mengakibatkan beban perempuan untuk mendapatkan air bersih demi 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga semakin berat. Kehilangan sumber 

mata pencaharian, mengakibatkan perempuan harus bekerja lebih keras 

untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, terlebih lagi, lahan 

produktif yang biasa dimanfaatkan perempuan untuk menanam sayur atau 

menangkap ikan di lahan rawa gambut tersebut, telah dialihfungsikan ke 

perkebunan kelapa sawit.  

Ketidakadilan perempuan semakin berlapis dengan tidak adanya 

pengakuan terhadap pengalaman dan dampak yang dialami perempuan, 

serta pengetahuan perempuan dalam mengelola sumber daya alam. Ini 

terlihat dengan tidak adanya informasi yang disampaikan kepada 

perempuan, serta tidak pernah terlibat dalam setiap proses pengambilan 

keputusan .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

2. Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (PT 

Sultra Prima Lestari)50 

a. Gambaran Umum Wilayah 

 

Kabupaten Konawe Utara 

Sulawesi Tenggara yang memiliki 

tujuh kecamatan yang ada. Tiga di 

antaranya memiliki kebun kelapa 

sawit, masing - masing Kecamatan 

Asera, Kecamatan Langgikima dan 

Kecamatan Wiwirano. Tahun 2005 

lalu ketika belum dimekarkan dari 

Kabupaten Konawe mereka 

kedatangan investor kelapa sawit.  

 

Di Konawe Utara (Konut)  terdapat 50 perusahaan perkebunan  

sawit dan pertambangan yang mendapat izin pengolahan sebelum berpisah 

dari kabupaten induknya, Pemkab Konawe sudah menerbitkan izin untuk 

40 perusahaan sedangkan selebihnya adalah izin yang di terbitkan oleh 

Pemkab Konawe Utara sendiri. Beberapa perusahaan yang telah 

mendapatkan izin antara lain PT.Sultra Prima Lestari, PT. Celebes Agro 

Lestari, PT. Agro Tama Makmur Abadi, PT.Sulawesi, PT.SAIP, PT.Telaga 

Mas, PT.Bintang Karsa Sulawesi, PT.Agro Palm, PT.Mulya Tani, PT. Bina 

Muda Perkasa, PT.Artha Dharma Mandiri dan PT.Pembangunan Sultra. 

Kecamatan Asera dan Lasolo, dengan total luas kesepakatan 202.000 

hektar.  

 Sumber Daya Alam  (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe 

Utara  sangat melimpah, khususnya mineral (nikel, emas, khromit, pasir 

besi), hutan dan lahan yang luas serta tanah pertanian yang subur. Namun 

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, hampir keseluruhan wilayah di 

Kabupaten ini khususnya di Kecamatan Asera, Kecamatan Wiwirano dan 

Kecamatan Molawe telah diserahkan hak pengelolaannya kepada beberapa 

pemilik modal (Investor). Pada tahun 1996-1999, kabupaten ini 

memberikan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada investor untuk 

mengolah kekayaan hutan di tiga kecamatan ini yang menyimpan jenis-

                                                           
50

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Kendari, 2010. 
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jenis kayu yang sangat berharga. Konsesi tersebut masuk dalam wilayah 

hutan kawasan, hutan adat dan lahan pertanian masyarakat. 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bertani, baik 

mengolah sawah, bertani sayur-sayuran atau kacang-kacangan seperti 

palawija, kacang tanah dan sebagainya serta tanaman jangka panjang 

seperti kakao, Jambu Mete. Namun setelah perkebunan sawit datang pada 

tahun 2005, pekerjaan bertani dianggap sebagai pekerjaan sampingan, dan 

menjadikan buruh perkebunan sebagai pekerjaan utama. Hal ini juga 

dikarenakan sebahagian besar lahan pertanian tersebut telah di konsesikan 

pada perkebunan sawit. 

Kecamatan Asera adalah salah satu kecamatan di Konawe Utara 

yang memiliki luas daratan 1557,67 Km² dan jumlah penduduk 13.199 jiwa, 

dengan jumlah Laki-laki 6.904 jiwa dan Perempuan 6.305 jiwa (Data Tahun 

2010). Kecamatan Asera yang berkedudukan di Wanggudu terdiri dari 2 

kelurahan yaitu Kel. Andowia, dan Kel. Wanggudu, dengan 29 desa yang 

status hukum keseluruhannya adalah desa definitif. Setiap desanya ada 3 

dusun dan memiliki 3 sampai 6 rukun tetangga (RT) perdesa.  

Kecamatan Asera dibelah oleh dua sungai besar yaitu, sungai Lasolo 

dan sungai Lalindu. Secara keseluruhan desa di Kecamatan Asera pada 

umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat 

potensial untuk pengembangan sector pertanian Batas wilayah Kecamatan 

Asera di sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wiwirano dan Kec 

Langgikima, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Lasolo Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kab Konawe dan. sebelah Barat berbatasan dengan 

Kab Kolaka. 

Sekitar 80 persen dari luasan daratan di Kecamatan Asera sudah 

dijadikan sebagai konsesi untuk perkebunan kelapa sawit dan perusahaan 

pertambangan. Di Kecamatan Asera sendiri terdapat dua perusahaan yang 

melakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, salah satunya 

adalah PT. Sultra Prima Lestari dengan luas 12.000 hektar, yang 

mengantongi  SK izin usaha Bupati No. 585 tahun 2004, perusahaan 

tersebut berada di desa Laronanga, Labungga, Wanggudu Raya.  

Desa Laronanga, Desa Labungga dan Desa Wangguduraya 

merupakan desa-desa yang terletak di Kecamatan Asera dan berada di 

pinggir sungai Asera. Sungai Asera adalah salah satu sungai besar di Kab. 

Konawe Utara yang dijadikan sarana transportasi dan sumber air serta 
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sumber mata pencaharian masyarakat khususnya perempuan. Hal ini 

karena, sungai Asera menyimpan jenis kerang (pokea) yang dikonsumsi 

masyarakat.  

Ketiga desa ini merupakan kawasan  dengan tipologi desa sekitar 

lahan hutan adat maupun hutan kawasan milik negara dan rawa-rawa, 

untuk potensi lahannya sendiri desa ini lebih pada lahan rawa dan tanah 

gambut yang di tanami  padi sebagai sawah tadah hujan. Di sekitarnya 

terdapat pohon sagu (Tawaro), di mana sagu ini merupakan makanan 

pokok masyarakat suku tolaki, namun dengan adanya kebun sawit  tidak 

ada satu pun lagi pohon sagu yang tersedia. Untuk hasil rawa,  berfungsi 

sebagai tempat hidup ikan gabus dan lele, juga tumbuh tanaman sayur 

paku-pakuan yang di gunakan oleh suku tolaki untuk di konsumsi oleh 

masyarakat  setempat.  

Desa-desa ini  juga di kelilingi oleh hutan yang menyimpan 

kekayaan hutan yang berlimpah seperti jenis-jenis kayu yang berharga 

(kayu besi dll), damar dan rotan. Hutan juga dipandang tidak hanya sumber 

kehidupan namun juga merupakan warisan leluhur yang menyimpan 

sejarah, seperti tempat pengembalaan. Kini, hutan tersebut juga  masuk 

dalam konsesi perkebunan sawit.  

  

b. Gambaran Perusahaan 

Awalnya, PT. Sultra Prima 

Lestari dengan SK Bupati No.585 

tahun 2004, berhasil menguasai 

lahan seluas 12.000 ha yang 

berlokasi di tiga desa; Laronanga, 

Labungga dan Wangguduraya di 

kecamatan Asera,kabupaten 

Konawe Utara. Lahan yang 

dikuasai, adalah kawasan hutan 

dan lahan pertanian masyarakat. Pada tahun 2005 awal masuknya 

perkebunan sawit, PT. Sultra Prima Lestari yang didukung oleh pemerintah 

setempat (pemerintah kecamatan Asera dan kabupaten Konawe utara), 

mengadakan sosialisasi dengan warga desa, khususnya Desa Laronanga, 

Labungga dan Wanggudu Raya. Dalam sosialisasi tersebut, pihak 

perusahaan mengsosialisasikan sistem kerja sawit yang mirip dengan 
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sistem plasma,  yakni bagi hasil, 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen 

untuk pemilik lahan dari total sekali panen selama 25 tahun, namun 

perusahaan menyebutnya Perkebunan Inti Rakyat-PIR, karena tidak ada Inti 

dan Plasma,  dengan perjanjian bahwa perusahaan akan mengeluarkan 

sertifikat atau hak atas lahan kepada masyarakat (pemilik lahan). Seperti 

pekebunan sawit PT. Celebes Agro Lestari, pemilik perusahaan mengiming-

imingkan masa depan yang cerah dengan masuknya perusahaan 

perkebunan sawit.  

Akhirnya PT. Sultra Prima Lestari dengan SK Bupati No. 585 Tahun 

2004 tersebut, berhasil menguasai lahan seluas 20.000 hektar yang terdiri 

dari lahan masyarakat sekitar ± 500 hektar dari tiga desa (Laronanga, 

Labungga dan Wanggudu Raya) yang berada dilokasi avdeling satu sampai 

lima. Lahan masyarakat tersebut sebelumnya adalah lahan persawahan 

yang produktif. Sisanya adalah hutan kawasan, baik yang diklaim 

masyarakat sebagai hutan adat maupun hutan kawasan milik Negara.  

 Setelah  empat tahun berselang sejak adanya perkebunan PT. Sultra 

Prima Lestari masuk, berjanji perusahaan akan memberikan sertifikat 

kepada masyarakat, sampai saat ini belum ada kejelasan untuk realisasi dari 

janji tersebut. Kegelisahan mulai timbul dikalangan masyarakat. Beberapa 

upaya mulai dilakukan masyarakat untuk menuntut janji perusahaan. Mulai 

dari pertemuan dengan pihak pemerintah setempat, legislatif tingkat 

kabupaten, hingga aksi demonstrasi. Namun, hingga kini, upaya tersebut 

tak menuai hasil. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari berbagai 

pihak, terutama pemerintah, legislatif maupun kalangan NGO. 

 Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki lahan, pihak perusahaan 

menjanjikan pembagian hasil 40 persen untuk pemilik lahan dan 60 persen 

untuk perusahaan serta menjanjikan pembangunan pabrik pengolahan 

kelapa sawit. Namun, hingga tahun 2010, pembangunan pabrik tidak 

kunjung terealisasi, bahkan dari 40 persen pendapatan itu dapat dikurangi 

hingga 35 persen untuk ongkos transportasi dan pembayaran utang 

terhadap perusahaan yang berupa biaya pembibitan hingga pemeliharaan, 

sehingga pemilik lahan pun mengalami kerugian.  

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

Dalam pola kehidupan warga desa Laronanga, Lambungga dan 

Wanggudu Raya, Kec. Asera, budaya gotong royong ( samaturu) dalam 
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kehidupan sosial masyarakat masih terlihat erat.  Dalam kehidupan 

berbudaya, masyarakat masih menjaga kelestarian budaya dan adat lokal 

(Suku Tolaki). Masyarakat konawe Utara mudah menerima masyarakat 

pendatang yang bertandang ke daerah mereka, cara pandang masyarakat 

belum terkontruksi secara politis. Namun, sejak kehadiran perusahaan 

sawit di wilayah mereka, mereka hanya bergantung pada upah bekerja di 

kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.  

 

Dari Bertani menjadi Buruh Sawit 

 

“Dahulu, masyarakat di tiga desa ini memanfaatkan kekayaan alam 

tersebut sebagai sumber mata pencaharian misalnya, mengambil rotan 

ataupun damar ataupun menjadikan hutan sebagai lahan pertanian yang 

berskala kecil misalnya berladang ataupun menaman sayur-sayuran dan 

kacang-kacangan.” (Suriadin (kepala desa laronanga), 3 Des 2009) 
 

Perkebunan sawit di 

kecamatan Asera ini, adalah potret 

penguasaan lahan serta alih fungsi 

lahan, dari lahan pertanian 

masyarakat, sawah dan kebun 

milik petani menjadi perkebunan 

yang besar dan monokultur. 

Terdapat 500 hektar sawah di tiga 

desa ini yang diubah fungsinya 

menjadi perkebunan sawit.  

Masuknya perkebunan sawit tersebut kemudian juga mengubah 

kehidupan kaum perempuan Desa Laronanga, Labungga dan 

Wangguduraya. Kaum perempuan di desa Laronanga, Labungga dan 

Wangguduraya adalah petani sawah serta sayur-sayuran dan kacang-

kacangan. Dahulu sebelum sawit datang, kaum perempuan di tiga desa ini 

mengandalkan tanah dan sungai sebagai sumber kehidupan. Mereka 

adalah  perempuan petani yang bebas bekerja dilahannya sendiri. Mereka 

bersawah, menanam sayur-sayuran dan kacang-kacangan, dan mencari 

kerang di sungai untuk memenuhi gizi keluarga dan menambah 

penghasilan keluarga (penghasilan ibu-ibu). Perempuan bersama-sama 
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dengan suami mereka, mengolah sawah hasilnya ada yang dijual dan 

sisanya dipakai sebagai bahan pangan utama keluarga. Mayoritas 

pekerjaan tradisional perempuanlah yang melakukan penanaman, 

perawatan dan panen.  

“Begitupun mereka yang menanam sayur-sayuran dan kacangan-

kacangan seperti palawija, kacang ijo dan lain-lain. Pertanian 

tersebut, mayoritas dilakukan kaum perempuan.” (Ibu Soti, buruh 

perempuan yang mengaku mempunyai sawah seluas 1 hektar lebih 

yang kini telah menjadi perkebunan sawit, 4 Des 2009) 

 

Namun, setelah sawah dan lahan di jadikan perkebunan sawit, kaum 

perempuan  beralih menjadi buruh perkebunan sawit dan mereka terpaksa 

membeli beras, sayur-mayur untuk pangan sehari hari. Kini, mereka 

menjadi buruh perempuan. Bahkan, menurut Dohan Kabid Hubungan 

Industrial & perlindungan Tenaga Kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kab. Konawe Utara, jumlah buruh perempuan tidak seimbang 

dengan jumlah buruh laki-laki diantaranya perempuan 674 orang dan laki-

laki 183 orang di daerah tersebut memiliki 5 Apdeling untuk Apdeling 1 

perempuan 72 orang dan  laki-laki 52 orang berjumlah 104 orang.  

Selain itu, sebagai buruh, 

mereka jauh dari perlindungan UU 

ketenagakerjaan dan UU Jamsostek.  

Mereka  tidak mendapatkan hak-hak 

normatif; seperti hak cuti haid, hamil 

dan melahirkan serta jaminan sosial 

ketenagakerjaan lainnya seperti  

tunjangan hari raya. Sejak  masuknya 

perusahaan yang sudah bekerja 

bertahun-tahun, masyarakat  tetap 

menjadi buruh harian lepas (PHL) 

dengan upah Rp. 30.800,- per hari selama empat hari dalam seminggu, 

dengan jam kerja mereka dimulai jam 7 hingga jam 14.00 wita. Beban kerja 

buruh perempuan sama dengan beban kerja laki-laki, seperti land clearing 

(pembukaan hutan untuk ekspansi), mendodos, membuat piringan, 

pemupukan, penyemprotan dengan memikul tangki berisi 17 liter air tanpa 

menggunakan masker penutup mulut dan alat keamanan kesehatan 
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lainnya seperti sepatu boat, sarung tangan dan helm kerja yang sewajibnya 

di siapkan oleh perusahaan. Hal ini tentu saja  merugikan kehidupan 

perempuan, tidak hanya akan semakin memiskinkan namun akan 

berdampak pada derajat kesehatan perempuan. 

Dampak lain dari perubahan pola hidup masyarakat khususnya 

perempuan dari produsen ke konsumen adalah ancaman krisis pangan yang 

mulai melanda di tiga desa tersebut. Di wilayah kecamatan Asera pada 

umumnya, kini, sulit untuk mendapatkan sayur-sayuran dan kacang-

kacangan di pasar-pasar desa. Jenis sayur-sayuran yang dahulu ada dan 

beragam dijual di pasar desa Laronanga, kini mulai sulit didapatkan. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya hasil pertanian. Walaupun masih terdapat 

sisa lahan yang dapat dijadikan lahan pertanian dengan skala kecil, 

misalnya untuk menanam sayur-sayuran dan kacang-kacangan, namun 

pekerjaan bertani tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan utama. Setelah 

sawit datang, menjadi buruh perkebunan di anggap pekerjaan utama. 

Selain tidak mempunyai cukup waktu lagi untuk bertani sayur-sayuran, 

kebiasaan mendapatkan uang tunai dengan cara cepat juga menjadi salah 

satu penyebabnya.  

 

Pencemaran sungai 

Mayoritas masyarakat Asera, tak 

terkecuali desa Laronanga, 

Labungga dan Wangguduraya, 

mengandalkan sungai sebagai 

sumber air untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari mereka.  

Selain untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari seperti minum, 

memasak, mencuci dan mandi, 

sungai juga dijadikan sumber penghasilan kaum perempuan di desa ini. 

Sungai Lasolo, adalah jalur penyebrangan buruh jika hendak menuju lokasi 

perkebunan sawit, karena lokasi perkebunan PT. Sultra Prima Lestari tepat 

berada di seberang sungai lasolo. Sungai inilah yang menyimpan jenis 

kerang (yang dinamakan “pokea”), yang menjadi sumber penghasilan kaum 

perempuan di tiga desa ini.  
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Yang menjadi kekhawatiran adalah sungai Asera tersebut dapat 

dikatakan kini, jauh dari standar kesehatan. Airnya keruh, kekuning-

kuningan. Walaupun belum  pernah dilakukan penelitian tentang kadar 

tercemarnya sungai tersebut namun,  potensi tercemarnya air sungai 

Lasolo sangat besar. Oling, anak kepala desa Laronanga, berumur tiga 

tahun,  yang rumahnya berada tepat dibelakang sungai, meninggal karena 

diare. Mayoritas masyarakat Laronanga menggunakan sungai yang sama 

untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. 

Selain itu, keruhnya air sungai sangat  mempengaruhi pendapatan 

perempuan. Jika air sungai keruh, mereka tidak bisa mendapatkan kerang 

untuk dijual, karena untuk mendapatkan kerang tersebut,  harus menyelam 

kedalam sungai, yang dilakukan oleh kaum laki-laki.  

 

Bencana Banjir 

Banjir besar yang melanda kecamatan Asera, termasuk desa Laronanga, 

Labungga dan Wanguduraya, pada tahun 2005 dan 2006, telah 

menimbulkan banyak kerugian. Ratusan rumah rusak, sarana trasnportasi 

terputus, pasar , sawah dan kebun menjadi rusak.  

Kekhawatiran akan datang banjir besar, selalu dirasakan masyarakat. Hal 

ini karena banjir tersebut menimbulkan traumatik terhadap masyarakat 

khususnya perempuan. Mereka tidak lagi dapat bekerja, menjual kerang 

dan sebagainya. Begitupun penyakit diare, atau sakit perut yang  melanda, 

khususnya pada anak-anak.  

Pada  tahun 2005 terjadi banjir yang mengakibatkan  puluhan rumah 

penduduk rusak, sarana transportasi terputus selama 14 hari, pasar 

terendam selama 8 hari, ratusan hektar padi ladang, sawah dan kebun 

palawija juga terendam air. Banjir dengan skala yang lebih besar terjadi 

tahun 2006, mengakibatkan ratusan rumah dan ribuan hektar lahan 

pertanian terendam air dan rusak. Jika ditelaah,  Asera dilanda banjir besar, 

ketika, kawasan hutan telah ditebang dan digantikan perkebunan kelapa 

sawit. Sehingga bencana banjir besar masih menjadi ancaman masyarakat, 

tak terkecuali perempuan.  

 

d. Gambaran  dan Analisa Kasus 

Keberadaan perkebunan kelapa sawit secara ekonomi tidak 

memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di wilayah di Konawe 
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Utara, di mana mereka merasa  tidak mendapatkan keuntungan dengan 

adanya kelapa sawit tersebut. Misalnya tanah masyarakat produktif yang 

dulunya di pakai sebagai ladang untuk sumber pertanian mereka  sudah 

tidak lagi di gunakan  dan hal inilah yang menyebabkan penghasilan 

menurun di Konawe utara.  

  Tidak hanya itu, konflik juga terjadi akibat perusahaan tidak 

menepati janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada saat 

sosialisasi. Perusahaan mengatakan bahwa perusahaan akan mengeluarkan 

sertifikat atau hak atas lahan kepada masyarakat (pemilik lahan). Namun 

faktanya, sampai saat ini sertifikat tidak pernah diberikan perusahaan 

kepada masyarakat. Hal ini memicu konflik masyarakat dengan 

perusahaan. Beberapa upaya  dilakukan seperti aksi demostrasi, hearing ke 

DPRD Kab. Konawe Utara untuk menuntut sertifikasi tersebut, namun 

sampai saat ini, sertifikat belum terealisasikan. Perusahaan hanya 

memberikan iming-iming janji kepada masyarakat, namun secara perlahan, 

perusahaan kemudian menguasai lahan – lahan masyarakat, termasuk 

lahan adat. Tidak hanya menguasai lahan, perusahaan juga mengambil 

keuntungan dari hasil sawit yang ditanam oleh masyarakat. 

   PT. Sultra Prima Lestari telah ‘memaksa’ perempuan untuk beralih 

pekerjaan, dari yang tadinya bisa bersawah, berladang ataupun mencari 

kerang disungai, namun sekarang dengan adanya perusahaan, perempuan 

tidak dapat lagi bersawah dan berladang, karena lahan produktif yang 

dialihfungsikan ke perkebunan kelapa sawit. Akibatnya demi pemenuhan 

kebutuhan keluarga, perempuan akhirnya menjadi buruh perkebunan 

kelapa sawit yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, serta 

upah yang sesuai. Tenaga perempuan buruh kemudian kerap dieksploitasi 

oleh perusahaan.  

  Begitupun bagi perempuan yang sejak lama memanfaatkan sungai 

untuk mencari pokea (kerang), yang kemudian dijual. Kehadiran 

perkebunan kelapa sawit, juga berdampak pada pencemaran air sungai, 

kuning dan keruh kondisi sungai saat ini, mengakibatkan jumlah pokea 

terus menurun, yang tentu saja berpengaruh pada ekonomi perempuan.  

  Dampak yang mulai dirasakan oleh perempuan, tidak pernah 

dibayangkan sebelumnya oleh perempuan. Ini karena, perempuan di desa 

tersebut tidak pernah mendapatkan informasi tentang dampak yang akan 

mereka alami ketika perkebunan kelapa sawit hadir.  
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 Permasalahan yang ditimbulkan oleh PT.SPL, kerap diabaikan oleh 

pemerintah. Ini terbukti dengan tidak adanya langkah – langkah konkrit 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

termasuk permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di sekitar 

perkebunan kelapa sawit, maupun bagi perempuan buruh perkebunan.  

 

3. Perkebunan Kelapa Sawit di Poso, Sulawesi Tengah  

(PT Sawit Jaya Abadi)51 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Kabupaten Poso merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah 

yang awalnya memiliki wilayah seluas 24.197 km², namun setelah terjadi 

pemekaran dua kabupaten yaitu Kabupaten Tojo-Unauna dan Kabupaten 

Morowali, Kabupaten Poso saat ini hanya memiliki wilayah seluas 8.712,25 

Km2 atau 12,81 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.  Ibukota 

dari Kabupaten Poso adalah Kota Poso. Secara administratif, hingga tahun 

2009, Kabupaten Poso terbagi menjadi 18 Kecamatan, yang membawahi 

133 Desa dan 23 Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Poso mencapai 

209.252 jiwa yang terdiri dari 100.504 perempuan dan 108.748 laki–Laki 

(Data BPS 2010). 

Salah satu potensi di wilayah Kabupaten Poso adalah dari sektor 

pertanian. Bahkan, sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat 

dominan dalam perekonomian Kabupaten Poso, karena sektor pertanian 

merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan menyerap 

tenaga kerja terbesar. Di samping sektor pertanian, Kabupaten Poso juga 

memiliki potensi perkebunan yang cukup signifikan seperti kakao, kelapa, 

kopi, cengkeh dan vanili sebagai produk utama. Pada tahun 2009 jumlah 

produksi kakao mencapai 28.646 ton dengan luas areal tanam 35.793 Ha, 

produksi kelapa mencapai 3.194 ton dengan luas areal tanam 3.357 Ha, 

produksi kopi mencapai 574 ton dengan luas areal tanam 899 Ha, produksi 

cengkeh mencapai 155 ton dengan luas areal tanam 1.719 Ha dan produksi 

vanili sebesar 45 ton dengan luas areal tanam 424 Ha. 

Di sektor kehutanan, produksi yang dihasilkan meliputi kayu 

belahan/potongan (kayu pertukangan), kayu bakar, bambu, rotan, damar 

dan sebagainya. Kabupaten Poso memiliki Hutan Lindung seluas 299.170 

Ha, Hutan Produksi Biasa Tetap seluas 79.144 Ha, Hutan Produksi Terbatas 

                                                           
51

 Laporan Hasil Penelitian Solidaritas Perempuan dan Sawit Watch, 2010. 
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seluas 271.747 Ha, Hutan yang dapat Dikonversi seluas 34.157 Ha dan Hutan 

Suaka Alam serta Hutan Wisata seluas 145.452 Ha.  

Sedangkan, di sektor peternakan, Kabupaten Poso juga memiliki 

potensi yang cukup besar, khususnya untuk ternak babi, sapi, kerbau, 

kambing, kuda, ayam dan itik. Selain itu, Kabupaten Poso juga memiliki 

komoditas unggulan di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun 

perikanan budidaya. Di sektor pariwisata, kabupaten ini memiliki beberapa 

obyek wisata yang cukup unggul, antara lain Taman Nasional Lore Lindu, 

Danau Poso, Air Terjun Saluopa, Gua Pamona dan Latea.  

Desa Olumokunde dan Kamba adalah dua desa yang berada di 

kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah yang 

bertetangga dengan Desa Pancasila yang menjadi lokasi pembibitan kelapa 

sawit milik perusahaan PT Sawit Jaya Abadi anak atau group dari 

perusahaan perkebunan sawit PT. Astra. Desa Olumokunde merupakan 

desa yang terletak diujung timur wilayah kecamatan Pamona Timur, Kab. 

Poso. Sulawesi Tengah, dengan jarak ± 10 Km dari kota kecamatan dan ± 

110 KM dari kota kabupaten. Desa Olumokunde memiliki tiga dusun yaitu 

dusun Sukma, dusun Toronggili dan dusun Ranomotali, dengan batas 

wilayah Sebelah Utara dengan Desa Kamba, Sebelah Timur dengan Desa 

Tamonjongi, Kab. Morowali, Sebelah Barat dengan Desa Matialemba, dan 

Sebelah Selatan dengan Desa Pancasila.  

Desa Olumokunde merupakan desa yang dikelilingi oleh 

pegunungan. Dengan jumlah penduduk 247 KK, diantaranya 237 KK laki-laki 

dan 10 KK perempuan, mayoritas penduduknya adalah bertani dan 

berkebun. Secara keseluruhan penduduk desa  berjumlah 1024 jiwa, dimana 

518 jiwa penduduk laki-laki dan 506 jiwa penduduk perempuan. Luas 

wilayah desa Olumokunde adalah 4.166 ha, yang diantaranya terdiri dari 

sekitar 120 ha Pemukiman, 686 ha Persawahan, 460 ha Perkebunan 

(termasuk lahan baru), 850 ha Padang rumput, 1.500 ha Hutan, dan 500 ha 

Rawa (persiapan sawah baru).  

Dilihat dari pembagian wilayah desa Olumokunde, terlihat bahwa 

mata pencaharian masyarakat di desa tersebut mayoritas adalah 

bertani/berkebun. Setiap keluarga rata-rata memiliki lahan 

pertanian/perkebunan seluas 1 – 2 ha/KK. Desa Olumokunde ini juga 

memiliki tanah adat seluas ± 800 ha, dimana tanah adat tersebut 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani sebagai mata 
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pencaharian masyarakat di desa tersebut. Menurut informasi yang didapat 

dari kepala desa Olumokunde, tanah di desa Olumokunde saat ini belum 

ada yang memiliki sertifikat, di mana bukti kepemilikan tanah masih berupa 

surat-surat berharga dengan tanda tangan dan saksi.  

Fasilitas di desa Olumokunde seperti balai desa, kantor desa, 

sekolah dasar, puskesmas pembantu, transportasi umum, tempat ibadah 

sudah cukup memadai, akan tetapi sampai hari ini, pasokan listrik masih 

menjadi kendala, dimana Desa Olumokunde dan desa disekitarnya hanya 

dapat menikmati listrik pada malam hari, dan masih terjadi pemadaman 

bergilir. Listrik hanya hidup dari jam 18.00 – 00.00 malam, sementara dari 

pagi hingga petang, listrik tidak berfungsi. Begitu pula untuk informasi dari 

media massa, kepala desa Olumokunde mengatakan, sampai hari ini belum 

ada surat kabar yang masuk secara rutin, sehingga informasi yang didapat 

oleh masyarakat desa Olumokunde masih sangat terbatas.  

Begitu pula dengan sarana pendidikan, dimana desa Olumokunde 

hanya memiliki sekolah dasar, sehingga untuk bersekolah di SMP, SMA 

atau perguruan tinggi harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer. 

Hal ini dapat kita lihat tingkat pendidikan masyarakat di desa Olumokunde 

yang rata-rata hanya sampai tingkat SD atau SMP, walaupun saat ini, sudah 

terdapat beberapa yang masih di perguruan tinggi.  

Secara bangunan pemukiman, bentuk bangunannya bervariasi, 

dimana sebahagian kecil berbentuk tanah, sebahagian masih berlantai 

tanah dan berdinding bambu, berlantai tanah dan berdinding papan, dan 

sebahagian besar masih menggunakan atap dari rumbia. Desa Olumokunde 

merupakan desa yang sangat kaya akan sumberdaya alam, sehingga 

masyarakat di desa tersebut sangat bergantung pada hasil alam, selain 

bertani/berkebun, untuk menambah penghasilan masyarakat juga banyak 

yang mencari damar atau rotan di hutan. Selain damar dan rotan, desa 

Olumokunde juga terdapat kebun kakao, vanili dan buah-buahan lainnya. 

Akan tetapi, sebahagian kecil masyarakat juga berdagang sebagai mata 

pencaharian mereka.  

Walaupun hampir seluruh masyarakat di desa Olumokunde telah 

memiliki lahan persawahan, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang 

bekerja sebagai buruh tani. “...upah buruh tani untuk menanam bibit 

dihitung per are, 1 are diupah Rp.5.000,-. Minimal setiap buruh menanam 
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bibit 10 are, sehingga dalam satu hari buruh bisa mendapatkan upah Rp. 

50.000,-...” ungkap ibu Yasmin.  

Situasi tersebut semakin marak dilakukan setelah ada perkebunan 

kelapa sawit, dimana pemilik sawah yang bekerja di perkebunan kelapa 

sawit juga pada akhirnya membayar buruh tani untuk mengurus sawahnya, 

karena mereka sudah terlanjur bekerja di perkebunan kelapa sawit jadi 

tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurus sawah dan kebun mereka   

Ada juga yang sengaja bekerja menjadi buruh pembibitan untuk 

mengumpulkan uang. Uang yang terkumpul dari hasil bekerja di 

pembibitan tersebut kemudian digunakan untuk membayar upah buruh 

tanam di sawah mereka.  

Saat ini, masyarakat juga sudah mulai berkebunan kelapa sawit 

melalui swadaya (baca : kebun mandiri), dilakukan secara berkelompok, 

dimana anggota kelompok perkebunan sawit baru berjumlah 9 orang. 

Pembentukan kelompok tersebut diinisiasi oleh kepala desa. Lahan yang 

digunakan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 18 ha, 

dimana masing-masing anggota memiliki lahan 1-2 ha untuk perkebunan 

kelapa sawit. Kelompok perkebunan kelapa sawit ini terbentuk pada awal 

2010.  

Selain kelompok perkebunan kelapa sawit, di desa Olumokunde 

juga terdapat kelompok petani sawah dan kebun yang terbentuk pada 

2008. Pembentukan kelompok tersebut difasilitasi oleh dinas pertanian. 

Dinas juga memberikan sejumlah traktor dan membentuk kelompok 

simpan pinjam bagi petani, yang sampai saat ini masih berjalan.  

 

b. Gambaran Perusahaan 

PT Sawit Jaya Abadi (PT SJA) 

group Astra masuk ke Desa Pancasila 

pada akhir tahun 2007 dan memulai 

operasinya diawal tahun 2008. Luas 

konsesi untuk pembibitan adalah 72 

Ha diatas lahan atau tanah yang 

disewa dari masyarakat di Desa 

Pancasila selama 3 tahun. Masyarakat 

berlomba-lomba mengontrakkan tanahnya ke perusahaan. Ada 37 warga 

yang mengontrakkan tanahnya dengan luas lahan yang disewa rata-rata 
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pereusahaan melalui calo adalah Rp 500.000/ ha selama tiga tahun. Lahan 

yang dikontrakkan umumnya lahan tidur yang umumnya tanah rawa dan 

perbukitan.  

Menurut Kepala Desa Olumokunde, lahan yang ditempati oleh PT 

Sawit Jaya Abadi merupakan lahan yang akan digunakan sebagai program 

pencetakan sawah baru. Program tersebut merupakan program recovery 

pemerintah pasca konflik Poso dengan jumlah dana Rp 825 juta untuk luas 

lahan 125 Ha yang terbagi untuk di tiga desa, yakni 40 Ha untuk Desa 

Pancasila, 40 Ha untuk Desa Olumokunde dan 45 Ha untuk Desa Kamba. 

Data yang diperoleh dari Humas PT. Astra, bahwa bibit yang disemai di 

Desa Pacasila diperuntukkan bagi lokasi-lokasi yang telah disiapkan oleh PT 

Astra seluas 8.500 Ha di 12 desa. 5000 Ha berada di Pamona Timur, meliputi 

Desa Pancasila, Masewe, Kancu’u, Tiu, taripa, Pattiro, Matialemba dan 

Olumokunde. Selebihnya 3.500 Ha lahan telah disediakan oleh PT. Astra 

berada di Kalimantan dan Sulawesi Barat. 

Selain PT. SJA di Desa Pancasila, juga terdapat beberapa 

perusahaan perkebunan lainnya seperti PTPN XIV di Kabupaten Morowali 

dengan luas 110 Ha lahan masyarakat yang sudah dibebaskan dan mulai 

dilakukan penanaman seluas 80 ha. Selain itu juga terdapat perusahaan PT. 

Sinar Mas yang juga melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten  Morowali. 
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Kantor PT Sawit Jaya Abadi 

Perwakilan kantor PT Sawit 

Jaya Abadi bertempat di Matialemba. 

Pilihan tempat di Matialemba, selain 

untuk memudahkan informasi dan 

transportasi juga dikarenakan di 

Matialemba termasuk wilayah yang 

akan ditanami sawit. Akan tetapi 

pembukaan lahan untuk penanaman 

mengalami kendala, karena lahan yang 

akan digunakan masih merupakan lahan transmigrasi. Hasil wawancara 

dengan mandor PT. SJA, mengatakan bahwa lahan yang sekarang 

digunakan untuk pembibitan sawit belum mendapat izin dari pemerintah 

daerah. Karena lahan untuk penanaman sawit atau kebun belum siap maka 

perusahaan menghadapi masalah penanaman kebun, makanya bibit yang 

semestinya sudah harus ditanam di kebun menjadi tertunda. Dari sejumlah 

925.000 bibit yang tersedia diawal, hanya 822.000 bibit yang hidup atau 

layak tanam.  

Kemudian masalah lagi dengan lahan hingga tidak bisa segera 

ditanam, di mana idealnya bibit sudah harus mulai ditanam ketika sudah 

berumur Sembilan bulan hingga lima belas bulan dan maksimal delapan 

belas bulan. Namun saat ini bibit sudah melebihi dari 30 bulan, jadi bibit 

tersebut sudah seharusnya ditanam dan kalaupun ditanam akan 

mempengaruhi kwalitas buah dan tentu saja berdampak pada produktifitas. 

PT. SJA merupakan perkebunan skala besar, dimana perusahaan 

mengelola perkebunan yang luasnya lebih dari 10.000 ha.  Perusahaan 

menggunakan sistem buruh harian lepas (BHL) dan buruh borongan. 

Namun, untuk buruh, PT SJA lebih banyak mempekerjakan masyarakat 

yang berasal dari Desa tetangga, yaitu Desa Olumokunde dan Desa Kamba. 

“Sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembibitan di Pancasila, kami 

tidak pernah dapat informasi baik dari perusahaan maupun dari pemerintah 

setempat, apalagi dimintai pendapat. Dapat Informasi dari teman ketika 

diajak untuk bekerja di pembibitan sawit”. Demikian ungkapan dari 

perempuan di Desa Olumokunde dan Desa Kamba. Baik yang bekerja 

sebagai buruh maupun yang tidak bekerja di pembibitan sawit. 

Mereka (perempuan) baru tahu tentang pembibitan sawit di Desa 

Pancasila ketika perusahaan sedang mencari buruh untuk pembibitan. 
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Informasi ini diperoleh dari mandor perusahaan yang disampaikan kepada 

kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada warga. Sebelumnya 

perempuan di desa Kamba dan Olumokunde tidak mengetahui akan 

adanya kegiatan pembibitan perkebunan kelapa sawit di desa tetangga 

(Desa Pancasila). Namun akhir-akhir ini, informasi tentang pekerjaan di 

perkebunan kelapa sawit didapat dari teman mereka yang bekerja di 

perkebunan kelapa sawit.   

Jadi informasi tentang pembibitan kelapa sawit, memang rata-rata 

mereka /buruh mendapatkan informasi dan diajak oleh teman yang 

memang terlebih dulu sudah bekerja disana. Ada yang dapat informasi dari 

iparnya yang kerja eskavator. Sosialisasi oleh perusahaan hanya melibatkan 

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa. Sedangkan dengan 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta beberapa masyarakat, 

sosialisasinya tentang harga kontrak tanah dan kesempatan kerja bagi 

warga desa. Sosialisasi tersebut hanya dilakukan di Desa Pancasila. 

Menurut Tokoh Adat olumokunde dan Kamba, mereka tidak pernah 

diundang untuk membicarakan rencana pembukaan lahan perkebunan 

sawit.Pada sosialisasi tersebut, perusahaan berjanji untuk melakukan 

perbaikan jalan yang ada di Pancasila dan sekitarnya sehingga akses 

ekonomi dapat berjalan dengan baik.  

Perusahaan Menginformasikan dan berjanji pada masyarakat 

tentang plasma dan iga, perusahaan akan memberi dan menanam bibit 

sebanyak 500 pohon  di perkebunan milik petani akan tetapi pembagianya 

di lakukan secara berkelompok, sehingga petani hanya memelihara sawit 

miliknya sendiri selama masa merawt tanaman hingga berbuah perusahaan 

tidak menanggung biaya yang dibutuhkan seperti untuk pembelian pupuk 

dan lainya. Sementara buah hasil panen natinya dapat dijual pada pihak 

perusahaan. Selain itu tanah tanah yang di gunakan oleh perusahaan 

sebagai lahan pembibitan akan dikembalikan pada pemiliknya dan dapat 

digunakan sebagai lahan persawahan.  

 

c. Dampak Sosial Ekonomi Budaya dan Lingkungan 

Masyarakat Olumokunde dan Kamba adalah anak suku Pamona 

yang menganut Adat Pakambia. Mereka mengakui bahwa tidak ada 

perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan baik di publik 

maupun di ranah domestik, ini menurut pengakuan beberapa warga ketika 
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kami melakukan wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan 

kelompok perempuan buruh pembibitan kelapa sawit, kelompok 

perempuan non buruh dan tokoh agama (pendeta) serta tokoh adat (tetua 

adat).  

Peran laki-laki dan perempuan memang sama namun dalam 

menjalankan peran tersebut beban perempuan lebih berat dibandingkan 

dengan laki-laki, utamanya dalam ranah domestik, misalnya untuk kerja-

kerja rumah tangga (menyiapkan makanan, membersihkan rumah, 

mencuci dan mengasuh anak tetap menjadi pekerjaan yang dominan 

dibebankan kepada perempuan. Laki-laki atau suami hanya membantu 

ketika istri lagi berhalangan atau sakit. Begitupun pekerjaan di luar rumah 

seperti kesawah dan kebun laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di 

sawah dan kebun namun perempuan terlebih dahulu harus memasak atau 

menyiapkan makanan baik untuk bekal kesawah atau ke kebun maupun 

makanan untuk anak-anak yang ditinggal di rumah sebelum berangkat 

kerja ke sawah atau ke kebun. Beban ini bertambah ketika perempuan 

bekerja di pembibitan karena harus bangun lebih cepat dari biasanya.  

Bekerja di pembibitan menambah beban kerja perempuan karena 

jam empat subuh sudah harus bangun memasak dan menyiapkan makanan 

untuk bekal dan keluarga (suami dan anak). Bahkan sebelum mereka 

dijemput oleh mobil perusahaan, mereka bahkan harus bangun sebelum 

jam empat karena harus berjalan kaki ke lokasi pembibitan. “Enak punya 

usaha sendiri atau kerja di kebun dan di sawah sendiri daripada kerja di 

perusahaan pembibitan kelapa sawit. Bekerja di pereusahaan banyak 

bahayanya, bisa banyak penyakit atau bermasalah dengan kesehatan. Jam 4 

subuh sudah berangkat dan sore baru sampai dirumah. Anak-anak juga tidak 

terurus.” (Ibu Yosron (nama samaran), buruh kebun). “Kerja dilapangan 

setengah mati, pokoknya jadi buruh itu susah. Kepanasan dan kehujanan 

harus diterima. Selain bertanggungjawab pekerjaan rumah tangga, juga 

bertanggungjawab pekerjaan di luar rumah, dari pagi sampai sore dan setiba 

dirumah juga masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga” (Ny Diah 

(nama samaran), buruh kebun). 

Namun, peran perempuan di desa Olumokunde diranah-ranah 

publik mulai diperhitungkan, dimana perempuan terlibat di kegiatan-

kegiatan keagamaan dan adat. Walaupun peran perempuan didalam 

kegiatan-kegiatan tersebut juga masih dalam ranah domestik, misalnya 
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terlibat dalam posintuvu duka dan pesta kawin, perempuan berperan 

sebagai memasak, menyiapkan makanan untuk di makan bersama, 

mengurusi mayat, membuat hiasan  untuk mayat.  

Rata-rata setiap warga di Desa Olumokunde dan Desa Kamba 

memiliki sedikitnya 1 ha sawah dan 1 ha kebun coklat per-keluarga. Sumber 

pendapatan ekonomi mereka adalah dari hasil sawah dan kebun. Sebelum 

adanya perusahaan sawit yang melakukan pembibitan di Desa Pancasila 

yaitu sekitar 5 km dari Desa Olumokunde dan Desa Kamba. Perempuan di 

kedua desa tersebut mayoritas adalah bertani dan berkebun, selain bertani 

dan berkebun, juga memanfaatkan hasil hutan berupa damar dan rotan. 

Selebihnya ada yang buka kios menjual kebutuhan sehari-hari.  

Setiap tahunnya mereka menggarap sawah dua kali dalam setahun. 

Ketika musim tanam selesai maka mereka mengurus kebun mereka (coklat, 

kacang mente dan manggis) atau ke hutan mengambil rotan dan damar. 

Paroh waktu kadang mereka menyiangi padi, nanti setelah  padi siap 

dipanen maka mereka balik lagi ke sawah untuk panen. Pendapatan dari 

mengolah sawah normalnya dua kali setahun. “Untuk 1 ha bisa 

menghasilkan 5-6 ton gabah satu kali panen, jadi bisa dapat 15 juta, kadang 

juga terjadi gagal panen karena terjadi kekeringan/puso pada musim kemarau 

atau banjir jika curah hujan tinggi”, menurut salah seorang perempuan dari 

kelompok buruh. Untuk kebun coklat, sekarang mereka panen hanya dua 

bulan sekali karena terserang penyakit. Sedangkan manggis berbuah sekali 

saja dalam setahun. Satu pohon manggis yang besar bisa menghasilkan 50 

kilogram satu kali musim. Kalau pohon yang sudah tua bisa mencapai 100 

kilogram per pohon per musim. Tahun lalu satu kilo seharga lima sampai 

tujuh ribu kalau langsung dibawa ke Poso. 
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Lahan Persawahan 

 

 

 

Secara sosial ekonomi, mereka merasa berhasil ketika mereka 

mandiri secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang 

dan papan atau dengan kata lain mereka tidak tergantung pada orang lain.  

Memiliki tanah atau lahan yang luas, mampu menyekolahkan anak-anak 

mereka ke jenjang perguruan tinggi atau akademi adalah merupakan 

ukuran kesuksesan ekonomi. Biasanya anak-anak mereka sekolahkan di 

Makassar atau Palu, minimal di Kabupaten Poso. Saat ini kesuksesan 

ekonomi juga diukur dari kemampuan memiliki sepeda motor. Kesuksesan 

lain ketika jadi Pegawai Negeri Sipil/PNS atau pegawai di kantor. 

Dapat dikatakan, sebelum perusahaan kelapa sawit beroperasi 

terdapat berbagai aktivitas perempuan, tetapi setelah perusahaan kelapa 

sawit datang, aktivitas perempuan dipenuhi kegiatan memenuhi ekonomi 

keluarga. Beberapa kegiatan sebelum perkebunan kelapa sawit hadir 

diantara kegiatan PKK, Dasawisma, dan kegiatan keagamaan. “sebelum 

perkebunan datang, kita belajar memasak, menjahit, informasi kesehatan dan 

lain sebagainya” ungkap ibu Jasmin dan Yosrin Peleli. 

Sekarang hampir semua orang sudah bekerja menjadi buruh di 

pembibitan sawit dan bahkan bekerja di perkebunan milik Sinarmas di 

Morowali, maka kegiatan dasawisma dan PKK sudah tidak berjalan. 

Malahan dulunya setiap perayaan kemerdekaan 17 Agustus, perempuan di 

kampung tersebut aktif dalam perlombaan olah raga dan kesenian rakyat 

seperti vocal group,Torompio, Dero asli, dan Volly. Sekarang tidak adalagi 

kegiatan tersebut karena semua sudah sibuk bekerja menjadi buruh sawit. 

“Dengan adanya sawit maka mematikan kesenian rakyat khususnya bagi ibu-

ibu. Buktinya sekarang lagi perayaan 17 Agustus tidak ada perempuan dari 

Desa Olu dan Desa Kamba yang ikut lomba”, ungkap ibu Lian alias mama 

Yosua salah satu peserta diskusi kelompok terfokus/FGD dari kelompok 
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Perempuan menanam padi 

perempuan non buruh. “Kami tidak bisa lagi berpartisipasi atau ikut 

perlombaan 17 Agustus karena sudah tidak sempat, waktu habis untuk 

bekerja di sawit, walupun Sabtu dan Minggu libur tapi kami gunakan untuk 

ibadah kegereja dan juga istirahat”,  (Ibu Dona dan ibu Deice Romba).  

Motivasi ibu-ibu atau perempuan yang bekerja di pembibitan sawit 

adalah ingin mendapat tambahan ekonomi atau pendapatan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak. “karena disini sulit 

untuk mencari pekerjaan, menambah keuangan. Anak-anak sekolah, sedikit-

sedikit minta uang sedangkan buah cokelat sekarang kurang karena kena 

penyakit” (Ibu Pince).  

 

Sebelum adanya perkebunan 

sebahagian besar perempuan di 

kampung ini bekerja di sawah dan ada 

juga yang mengerjakan  kebun coklat . 

dan setelah panen disawah maka 

perempuan hanya menganggur. 

Namun setelah ada pembibitan sawit 

maka perempuan bekerja sebagai 

buruh. “Supaya ada tambahan 

pendapatan sambil menunggu panen. 

Uang dari Upah bekerja buruh dipakai untuk membantu kebutuhan keluarga.” 

(Ibu Dahliana, pernah bekerja sebagai buruh pembibitan di Pancasila 

selama kurang lebih dua tahun). Alasan lain mengapa banyak perempuan 

mau menjadi buruh pembibitan adalah dengan memperoleh gaji atau upah 

setiap bulan, selain menambah pendapatan keluarga juga bisa kredit 

barang dengan sistem cicil bayarnya setiap bulan setelah gajian.  

Oleh karena itu, terjadi perubahan pola konsumsi yang cendrung 

konsumtif. Sekarang mereka (buruh) berani berutang di warung atau kios 

bahkan mengambil barang kredit dari pedagang keliling dari luar kampung 

yang sengaja datang untuk menjajakan barang dagangan mereka. Padahal 

dahulu sebelum bekerja di pembibitan sawit, mereka tidak biasa berhutang. 

Tidak hanya sebatas kebutuhan hari-hari dan alat-alat rumah tangga, 

bahkan banyak dari mereka berani kredit motor. Walaupun pada akhirnya 

motor tersebut tersebut ditarik oleh dialer karena tidak sanggup membayar 

cicilan. Karena terbelit utang maka terpaksa harus bekerja terus jadi buruh. 
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“Kami sepakat mencicil motor karena biasanya kalau ada pekerjaan di gereja 

saya terlambat berangkat kerja, jadi bapak bilang ambil saja motor supaya 

bisa diantar kalau mau bekerja. Dengan uang muka 2,3 juta rupiah dan 

angsuran selama tiga tahun. Itulah kenapa saya katakan sudah semakin 

berat saat bekerja di sawit dibandingkan dulu ketika masih bertani, karena 

sudah tinggi tingkat kebutuhan hidup” (Ibu Pince, buruh sawit) 

 

Situasi Perempuan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit 

Sejak dibukanya pembibitan kelapa sawit di Desa Pancasila pada 

akhir tahun 2007 . Perempuan dari Desa Olumokunde dan Desa Kamba 

banyak yang menjadi buruh harian lepas atau sering disingkat BHL di 

pembibitan sawit. Selain sistem BHL perusahaan juga menggunakan sistem  

buruh borongan. Dengan hanya menyetor foto copy KTP mereka bisa 

langsung bekerja sebagai buruh tanpa harus membuat surat lamaran dan 

perusahaan juga tidak memberikan kontrak kerja. Buruh borongan 

biasanya melibatkan keluarga mereka dalam pekerjaan di pembibitan,  

biasanya yang dilibatkan adalah anak untuk membantu mempercepat 

penyelesaian pekerjaan mereka. 

“ saya diajak teman, katanya marijo kita kerja di kelapa sawit, disana 

bagus gajinya baik dan lancer, saya bilang nanti bulan baru. Jadi pada 

saat awal bulan berikutnya saya ikut dan langsung tulis nama dan 

langsung ditempatkan di bulbek, isi tanah. Dalam sehari bisa isi tanah 

100 biji koker. Kita bisa cepat pulang dan saya juga biasa dibantu anak 

saya” (buruh pembibitan) 

Perusahaan lebih banyak memilih mempekerjakan buruh 

perempuan dari pada laki-laki karena perusahaan menganggap perempuan 

lebih teliti dibandingkan laki-laki, karena ini baru bibitnya sehingga butuh 

perawatan intensif dan sangat hati-hati. Itu alasan mengapa banyak 

mempekerjakan buruh perempuan dari pada laki-laki, ujar mandor dari 

perusahaan. “kalian harus berhati-hati memperlakukan bibit sawit, 

sebagaimana kalian memperlakukan atau merawat bayi kalian”, demikian 

ungkap Dona, ibu rumah tangga, eks buruh. Jenis pekerjaan perempuan 

buruh adalah mulai dari isi polibag/ koker atau isi tanah, isi baby, 

penyiangan, pemberian pupuk hingga penyemprotan dengan upah yang 

sama untuk semua jenis pekerjaan. “kami harus angkat sendiri pupuk dalam 
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1 karung yang kira-kira beratnya 50 – 60 kilo. Sehari biasanya dapat angkat 

10-20 karung”(kesaksian Lintodipira, eks buruh pembibitan).  

Di bagian penyemprotan, chemis dan pemupukan semua dilakukan 

oleh buruh perempuan, tidak ada buruh laki-laki. Buruh yang bekerja untuk 

penyemprotan bibit harus mengangkat sendiri tangki semprot yang berisi 

air yang sudah dicampur dengan bahan kimia yang akan disemprotkan ke 

bibit sawit. Buruh laki-laki hanya bekerja memindahkan dan mengatur bibit 

yang sudah dimasukkan dalam polybag. Dalam hal ini, beban buruh 

perempuan dan laki-laki berbeda, dimana beban berlebih dilakukan oleh 

perempuan, sementara upah yang diberikan sama antara laki-laki dan 

perempuan. Selain itu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan juga 

sangat rentan terhadap kesehatan termasuk kesehatan reproduksi 

perempuan, seperti penyemprotan/chemis.  

Alih pekerjaan perempuan yang sebelumnya adalah petani menjadi 

buruh pembibitan karena upah besar yang akan di bayarkan setiap bulan 

adapun upah yang diberikan adalah Rp 31.860 per hari, namun perusahaan 

mewajibkan buruh membeli sensdiri peralatan masker,  sepatu boad, eret 

perlengkapan lainya harus disediankan oleh buruh sendiri, hal lain yang 

mendorong perempuan bekerja di pembibitan adalah oleh pihak 

perusahaan memprioritaskan  perempuan  dengan alasan perempuan 

bekerja telaten dan karena merawat bibit sama halnya dengan merawat 

anak bayi.  

Alih pekerjaan perempuan dari bertani menjdi buruh pembibitan 

membuat perempuan harus bagun pagi lebih awal dari  sebelumnya, 

perempuan sebelumnya  bagun jam 6 pagi sekarang harus bangun jam 4 

pagi karna mobil truk yang mengangkut mereka untuk pergi bekerja di 

perkebunan sudah menjemput jam 6 pagi sementara sebelum pergi bekerja 

perempuan harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak anak  

selama seharian, ditempat kerjapun perempuan hanya meiliki waktu untuk 

istirahat 1 jam sementara mereka pulang jam 4 sampai dirumah jam 6  sore 

perempuan tidak langsung istirahat melainkan harus menyiapkan makan 

malam dan mengurus anak sehingga perempuan tidak punya waktu untuk 

mengurus dirinya sendiri apalagi untuk bekumpul dengan perempuan 

lainya. Walau pun secara hitungan upah yang diterima cukup besar akan 

tetapi upah tersebut harus diterima perbulan sehingga pada saat buruh 

pembibitan menerimah upah, upah yang diterima sudah tidak dapat 
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disimpan sebagai tabungan karna untuk membayar peralatan bekerja dan 

membayar utang di kios yang diambil untuk kebutuhan makan sehari hari 

Secara umum tidak ada yang membedakan antara upah buruh 

perempuan dengan laki-laki. Dengan jam kerja perhari 7-8 jam dan 1 jam 

waktu untuk istirahat, mereka diupah Rp 31.600, per hari. Ada kenaikan 

upah sejak 2010 mejadi Rp 32.800. upah dibayarkan setiap bulan pada 

tanggal 25. Jika bekerja penuh dalam satu bulan, buruh mendapatkan gaji 

sebesar Rp 786.800. Dalam pengupahan ini tidak dibedakan antara buruh 

yang sudah lama bekerja dengan baru bekerja. Tunjangan untuk hari 

raya/THR  diperoleh jika buruh sudah mencapai 60 hari kerja secara kontiyu 

selama tiga bulan. Jika selama tiga bulan berturut-turut tidak mencapai 60 

hari kerja sampai hari raya idul fitri maka buruh tidak mendapatkan THR. 

Sementara untuk mandor, mereka mendapatkan beberapa tunjangan. 

Selain THR mandor juga mendapat tunjangan beras, pengobatan, 

jamsostek dan bonus akhir tahun. 

Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada pembibitan 

kelapa sawit adalah melakukan pemeliharaan bibit seperti memupuk bibit, 

membasmi hama, melakukan konsolidasi (Membersih kan rumput / gulma 

di sekitar polibek),memindahkan polibek yang berisih bibit yang siap 

tanam, mengisih tanah dalam polibek untuk ditanami, serta melakukan 

penyiangan. Jenis  pekerjaan pekerjaan yang dilakukan dan  perempuan 

tidak dibedakan oleh pihak perusahaan seperti dalam melakukan 

pemupukan perempuan dan laki laki harus menghabiskan 20 sak pupuk 

dalam sehari. dari jenis pekerjaan yang dilakukan dapat dilihat pada 

kesehatan dan kecelakaan kerja akan tetapi perusahaan tidak menyediakan 

fasisilitas kesehatan, jika buruh ada yang sakit atau mendapat kecelakaan 

kerja mereka berobat ke Polindes di desa itu pun bila Suster nya ada. Dan 

selama buruh tersebut masih sakit dan tidak bekerja mereka  tidak di beri 

upah.  

Selama menjadi buruh pembibitan, buruh perempuan tidak 

mendapatkan perlindungan maupun keselamatan kerja. Bahkan peralatan 

kerja tidak memadai. Akhirnya para buruh membawa peralatan sendiri 

berupa parang, cangkul dan ember. “ Pada awal kami bekerja, perusahaan 

tidak menyediakan peralatan yang cukup. Kami Cuma dikasi kain untuk 

masker, baru beberapa bulan terakhir perusahaan menyediakan masker dan 

peralatan lainnya” (Ibu Wiwik (nama samaran) buruh perempuan). 
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Peralatan kerja dan masker diberikan oleh perusahaan karena buruh 

perempuan sering mengeluh dan minta langsung ke mandor. “ memang 

buruh yang minta, karena kalau kami melakukan penyemprotan, itu kan kami 

menghirup obat matadol, decis dan semua itu obat-obat beracun. Jadi kami 

menghadap langsung ke mandor masing-masing. Waktu itu saya katakan 

kemandor ‘pak kalau bisa kami dibijaksanai masker karena selama ini kami 

sudah banyak menghirup racun dan masuk ke paru-papru’ kemudian Mandor 

lapor ke Asisten”(ibu Pince, eks buruh pembibitan). 

Buruh yang bekerja untuk penyemprotan bibit, harus mengangkat 

sendiri tangki semprot yang berisi air yang sudah dicampur dengan bahan 

kimia yang akan disemprotkan ke bibit sawit. Tiga bulan terakhir ini, khusus 

bagi buruh penyemprot sudah mulai diberikan segelas susu putih setiap 

pagi sebelum bekerja. Menurut pihak perusahaan susu tersebut sebagai 

penetral racun akibat bahan kimia yang dihirup dari aktivitas penyemprotan 

tersebut.  

Menurut perawat yang bertugas di puskesmas pembantu Desa 

Olumokunde, dimana buruh perempuan banyak yang berobat dengan 

mengeluh sakit pinggang, pegal-pegal dan gatal-gatal. Bahkan ada yang 

mengalami alergi seluruh tubuh. Namun menurut informasi yang 

didapatkan dari buruh bahwa perusahaan tidak memberikan pengobatan 

jika ada buruh yang mengalami sakit sebagaimana banyak dialami oleh 

perempuan semenjak bekerja di pembibitan kelapa sawit.  

“...dahulu perusahaan pernah mengatakan akan memberikan jamsostek 

kepada buruh, dengan mengajukan syarat-syarat. Akan tetapi sampai saat 

ini, tidak pernah diberikan, walaupun sudah terpenuhi syarat-syaratnya...” 

(Ibu Yani (nama samaran) buruh perempuan).  

 Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sungai yang 

merupakan irigasi bagi persawahan yang ada di desa pancasila maupun 

desa Mangapu (Desa Tetangga) sudah tidak dapat mengaliri sawah mereka 

karna air irigasinya digunakan oleh perusahaan untuk menyiram 

tanamannya.  

 

d. Gambaran Kasus 

Dalam konteks perkebunan sawit di wilayah ini, konflik yang terjadi 

bukanlah dalam konteks konflik lahan, namun konflik perburuhan dan 

pelanggaran hak.  
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“Bekerja di perkebunan/ pembibitan adalah pekerjaan yang setengah mati. 

Karena kerja lapangan jadi panas-panasan. Pokoknya jadi buruh itu susah 

mana kepanasan dibawah terik matahari dan kalau hujanpun terpaksa harus 

hujan-hujanan. Makanya lebih enak punya usaha sendiri atau kerja bisnis dari 

pada diperusahaan. Berjualan kebutuhan sehari-hari dirumah selain dapat 

untung sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Mana bekerja 

di perusahaan bermasalah denga kesehatan. Bisa penyakitan. Berangkat jam 

4 subuh tiba dilokasi jam setengah 7 dan langsung   menyiapkan alat kerja, 

jam 7 sudah muai kerja – jam 2 baru pulang dan sampai dirumah bisa jam lima 

sore bahkan kadang setengah enam sore. Mana lagi kerja tidak menggunakan 

alat pengaman misalnya bagian pemupukan dan racun, semakin berisiko 

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja” (Dian (nama samaran) buruh 

perkebunan). 

Ada yang berpendapat bahwa adanya perusahaan yang 

mempekerjakan buruh perempuan, membuat ekonomi perempuan sedikit 

terbantu. Ada peningkatan ekonomi bagi mereka yang bisa mengatur 

keuangan. Dulu berkekurangan dan sekarang agak mendingan.  Namun 

banyak juga menjadi konsumtif, sehingga tambahan pendapatan tidak 

signifikan atau sebenarnya tidak memperoleh nilai tambah, bahkan mulai 

terjebak dengan utang/kredit. Dengan mengandalkan gaji bulanan jadi 

berani cicil barang berupa kursi, lemari, belanga, televisi sampai kredit 

motor. Gaji bulanan bahkan tidak menutupi utang di kios karena 

pengambilan barang melebihi dari hari kerja. Hal ini terkadang melenceng 

dari prediksi. Biasanya tiba-tiba sakit dan tidak bisa pergi kerja akibatnya 

hari kerja tidak penuh dalam sebulan dan berimplikasi pada jumlah gaji 

yang diterima. “Orang yang kerja sawit akhirnya beli beras karena tidak 

menggarap sawah. Ada yang setiap bulan kerjanya gali lobang tutup lobang” 

(mama Nona, petani dan ibu rumah tangga). 

Masalah baru yang muncul tidak hanya terkait dengan keuangan. 

Bagi ibu-ibu yang punya balita atau anak kecil setiap hari dari subuh hingga 

sore meninggalkan anak-anak mereka. Pagi-pagi buta ibunya sudah ke 

pembibitan, ayahnya juga harus ke sawah atau ke kebun, neneknya juga 

kesawah. Akhirnya anak-anak mereka titip di tetangga. Anak-anak tidak 

terurus, akhirnya tetangga yang urus padahal mereka masih butuh 

perhatian kedua orang tua terutama dari ibunya. Karena tidak 

mendapatkan bimbingan dari orang tua berakibat anak tidak naik kelas. 
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Ketika anak tidak naik kelas, kembali perempuan yang disalahkan, karena 

dianggap menerlantarkan anak. Ini juga merupakan beban ganda bagi 

perempuan. 

“Bersawah dan berkebun jauh lebih baik dan menguntungkan karena bisa 

mengatur waktu kerja, orang yang kerja sebagai buruh,  dikejar-kejar 

waktu. Tidak leluasa lagi ikut kegiatan di kampung termasuk jika terjadi 

duka”, (Irnambasali, petani dan ibu rumah tangga). “Setelah dihitung-

hitung, lebih untung kerja berkebun dan bertani. Kalau urus sawah dan 

kebun adalah untuk jangka panjang, sementara di sawit tidak pasti” 

(Mama Intan, Ibu rumah tangga). “Saya lebih memilih buka warung kopi 

dari pada kerja jadi kuli. Tidak ada yang perintah-perintah dan marah-

marah” (Sri-Pamona, usaha warung kopi). 

 

e. Analisa Kasus 

Kehadiran perkebunan kelapa sawit, juga sedikit demi sedikit 

menghilangkan ruang-ruang sosial bagi perempuan. Seperti yang 

diungkapkan perempuan di desa Olumokunde pada diskusi, dimana sejak 

mereka bekerja menjadi buruh perkebunan kelapa sawit, mereka tidak 

memiliki waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan khusus perempuan di 

desa tersebut, seperti PKK, dan kegiatan sosial lainnya. Hanya 1 -2 kegiatan 

sosial yang masih dilakukan oleh perempuan, seperti kegiatan-kegiatan 

keagamaan.  

Padahal ruang-ruang sosial tersebut sangat bermanfaat bagi 

perempuan di desa Olumokunde. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Yasmin, dimana ruang tersebut dipergunakan perempuan sebagai ruang 

bertukar informasi dan pengetahuan perempuan. Bahkan juga 

menghasilkan kreatifitas-kreatifitas bagi perempuan di desa Olumokunde.  

Hal tersebut menjadikan akses perempuan terhadap informasi dan 

mendapatkan pengetahuan, secara tidak langsung dan perlahan-lahan 

dihilangkan oleh kehadiran  perusahaan perkebunan kelapa sawit.  

Perempuan juga tidak pernah terinformasikan akan adanya 

perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Menurut 

perempuan, hal tersebut mungkin karena pembibitan kelapa sawit tersebut 

tidak dilakukan di desa mereka. Padahal jika dilihat dampak dan pengaruh 

yang juga muncul dengan adanya perusahaan, perempuan di desa 

Olumokunde seharusnya dilibatkan dalam proses awal kehadiran 
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perusahaan, dan diminta pendapatnya, seperti menjadi buruh perkebunan 

kelapa sawit.  

Banyaknya perempuan dari desa Olumokunde yang menjadi buruh 

di perkebunan kelapa sawit, selain karena faktor ekonomi keluarga, mereka 

juga belum terinformasi dengan jelas mengenai dampak yang akan mereka 

terima dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit, terutama bagi buruh 

perempuan yang mendapatkan bagian penyemprotan bibit kelapa sawit. 

Bahkan ketika mereka-pun telah bekerja sebagai buruh perkebunan 

kelapa sawit, hanya sebagian perempuan yang diinformasikan mengenai 

dampak yang akan mereka alami dengan bekerja sebagai buruh 

diperkebunan, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai penyemprot 

bibit, yang banyak bersentuhan dengan bahan-bahan kimia dan pestisida.   

Temuan diatas, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengabaikan 

hak-hak buruh perempuan, dalam hal informasi dan terutama dalam 

perlindungan kerja. Walaupun saat ini, perusahaan telah menyediakannya 

beberapa fasilitas perlindungan kerja seperti masker, hal tersebut tidak 

terlepas dari desakan buruh perempuan, bahkan perlindungan yang 

diberikan masih sangat minim, jika dilihat dengan dampak yang mereka 

alami. Beban yang dipikul oleh buruh perempuan juga lebih berat dan 

rentan dibandingkan buruh laki-laki (dapat dilihat pada tabel 3 – 

perbandingan pekerjaan buruh laki-laki dan buruh perempuan di PT.SJA), 

akan tetapi secara upah tidak ada perbedaan. Hal ini menjadi tidak adil bagi 

buruh perempuan, dimana dengan memikul beban yang berat dan rentan 

terhadap gangguan kesehatan, diperlakukan sama dengan buruh laki-laki 

yang beban pekerjaannya sedikit ringan dari buruh perempuan.  

  Pengabaian tersebut dikarenakan, perusahaan masih menganggap 

buruh perempuan ‘lemah’. Akan tetapi disatu sisi perusahaan mengatakan, 

bahwa buruh perempuan sangat dibutuhkan, karena dengan ketelitian 

mereka dalam merawat bibit kelapa sawit. Tenaga yang digunakan oleh 

buruh perempuan dan beban yang harus dipikul buruh perempuan dalam 

melakukan tugasnya, tidak sebanding dengan upah yang mereka hasilkan 

setiap harinya.  

Ketidak adilan yang dialami perempuan, tidak hanya di perusahaan 

perkebunan kelapa sawit. Perempuan juga kembali mengalami ketidak 

adilan di dalam rumah tangga mereka, dimana konstruksi sosial masih 

menempatkan perempuan dalam kerja-kerja domestik. Pengalaman 
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perempuan di desa Olumokunde menjelaskan bahwa sejak mereka bekerja 

menjadi buruh perkebunan, keluarga dan anak-anak mereka menjadi 

terlantar. Ini menunjukkan bahwa beban dalam mengurus anak dan rumah 

tangga masih berada di pundak perempuan, sehingga ketika sesuatu yang 

kurang baik terjadi terhadap keluarga mereka, maka perempuan kembali 

disalahkan.  

Situasi tersebut, juga dikarenakan bahwa di dalam diri perempuan 

tersebut masih ‘terkungkung’ dengan konstruksi sosial yang ada, padahal 

pekerjaan-pekerjaan domestik tidak hanya menjadi tanggung jawab 

perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki.  

Bekerja diperkebunan kelapa sawit, membuat perempuan memiliki 

beban ganda dan waktu istirahat perempuan semakin sedikit. Dahulu 

dengan bekerja sebagai petani disawah, perempuan masih dapat mengatur 

waktu istirahat bagi mereka. Akan tetapi semenjak bekerja menjadi buruh 

diperkebunan kelapa sawit yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal 

mereka (± 1 jam), perempuan semakin sulit untuk menentukan waktu 

istirahat bagi diri mereka, karena ketika pulang dari perkebunan, mereka 

disibukkan dengan urusan domestik, seperti menyiapkan makan malam 

keluarga, mengurus anak, dan sebagainya. Selain mengurus rumah tangga 

seperti memasak, mencuci dan mengurus anak, perempuan juga harus 

bekerja di perkebunan kelapa sawit. Beban yang dialami perempuan lebih 

berat dibandingkan laki-laki. Selain itu,  jumlah jam kerja perempuan lebih 

panjang dan jam istirahat lebih singkat dari pada laki-laki. 

 

Pelanggaran Hak-hak Perempuan 

Didalam CEDAW yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi 

UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan, telah secara eksplisit menjelaskan tentang hak-hak 

perempuan, baik hak sipil politik maupun hak ekosob.  

Namun, hak-hak perempuan tersebut belum diimplementasikan 

dengan maksimal, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun dalam 

program. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa 

sawit, seperti UU Perkebunan, saat ini masih belum menyentuh 

kepentingan perempuan, bahkan belum mengintegrasikan UU No.7 tahun 

1984 tersebut. Kepentingan komoditas dan ekonomi lebih diutamakan 

dibandingkan memperhatikan aspek perlindungan dan keselamatan 
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perempuan. Hal tersebut menjadikan perempuan, sering menjadi korban 

dengan adanya kehadiran perkebunan kelapa sawit.  

Eksploitasi tenaga buruh perempuan secara terus menerus dan 

sistematis terjadi di areal perkebunan kelapa sawit, bahkan juga terjadi di 

ranah domestik. Seperti yang dijelaskan diatas, dimana beban-beban 

domestik terus bertambah dan berimplikasi terhadap eksploitasi tenaga 

perempuan.  

Perempuan, yang masih dilihat sebagai entitas ke-dua, telah 

menimbulkan ketidak adilan terhadap mereka sampai saat ini, bahkan 

semakin diperburuk dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit. Dimana 

ruang-ruang perempuan untuk dapat mengekspresikan diri mereka, 

semakin terbatas, bahkan kebiasaan-kebiasaan perempuan mulai terkikis. 

 

Hal tersebut, baru disadari perempuan, ketika perusahaan telah ada, 

walaupun masih pada tahapan pembibitan dan dilakukan di desa tetangga 

Olumokunde (desa Pancasila), karena dari awal proses perempuan tidak 

pernah dilibatkan, sehingga informasi mengenai dampak perkebunan 

kelapa sawit tidak pernah terinformasi dengan mereka.  Pandangan 

partiarkhi masih melihat bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan 

tidak pernah didengar dan dipertimbangkan dalam setiap rapat – rapat 

pengambilan keputusan.  

 

D. Pola Penguasaan Lahan untuk Sawit 

Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah terbukti tidak 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi kehidupan 

perempuan. Paradigma yang dibangun bahwa perkebunan kelapa sawit 

membawa keuntungan dan kesejahteraan, hanya sebatas teori. Faktanya, 

perkebunan kelapa sawit telah berdampak pada kerusakan lingkungan, 

krisis air bersih pencemaran air dan tanah, konflik, eksploitasi buruh dan 

bagi perempuan perkebunan kelapa sawit semakin menguatkan 

ketidakadilan gender dan meningkatkan pemiskinan, dengan hilangnya 

sumber – sumber kehidupan perempuan, seperti yang terjadi pada kasus 

PT. Persada Sawit Mas (PSM), PT. Sultra Prima Lestari, maupun PT. Sawit 

Jaya Abadi.    

Pada 3 contoh kasus perkebunan kelapa sawit diatas terlihat bahwa  

alih fungsi lahan dari tanaman produktif ke perkebunan kelapa sawit, 
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maupun pengalihan dari lahan gambut ke perkebunan kelapa sawit yang 

selama ini digunakan  untuk lahan pertanian,  telah mengancam dan 

menghilangkan sumber kehidupan masyarakat, terutama bagi  perempuan, 

karena peran gender masih menempatkan perempuan sebagai penyedia 

makanan bagi keluarga.  

 Alih fungsi lahan dari lahan produktif ke perkebunan kelapa sawit, 

juga menghilangkan sumber mata pencaharian perempuan, seperti yang 

terjadi di Desa Secondong, yang kemudian juga mengakibatkan terjadinya 

alih pekerjaan, yang tadinya sebagai pengrajin tikar purun, kemudian 

menjadi buruh perkebunan kelapa sawit, buruh migran perempuan atau 

pekerja rumah tangga, termasuk yang kemudian tidak ada pekerjaan lagi. 

 Perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada lingkungan, seperti 

berkurangnya air bersih, pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida 

dan bahan – bahan kimia untuk penyemprotan kelapa sawit, seperti yang 

terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Bahkan pembukaan lahan sawit yang 

digunakan dengan cara membakar dan memotong pohon – pohon , juga 

mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Selain itu, kehadiran 

perkebunan kelapa sawit, telah mengakibatkan terjadi krisis air bersih dan 

pencemaran air, seperti yang terjadi di Desa Secondong - Sumatera 

Selatan, dan di Desa Laronanga – Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.  

 Kasus diatas juga memperlihatkan bahwa pola – pola perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, yang selalu menjanjikan kesejahteraan bagi 

masyarakat, lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal,  serta untuk 

pembangunan desa, hanya sebatas janji – janji. Faktanya, sawit tidak 

membuat masyarakat lebih sejahtera, masyarakat lokal, laki-laki dan 

perempuan, hanya dijadikan sebagai buruh harian, sementara posisi 

strategis diberikan kepada pendatang, dan tidak terjadi pembangunan 

desa, bahkan sebaliknya infrastruktur desa, seperti jalan, rusak akibat mobil 

angkut bahan – bahan kelapa sawit.  

 Tidak hanya itu, demi ‘memuluskan’ bisnis mereka, perusahaan 

kerap ‘menyewa’ kelompok – kelompok preman, aparat keamanan/militer, 

yang kemudian didukung oleh aparat pemerintahan. Kelompok – kelompok 

tersebut kerap dihadapkan kepada masyarakat yang memperjuangkan 

tanah dan sumber daya alam mereka. Perusahaan juga kerap melakukan 

intimidasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang juga memperjuangkan 

hak mereka.  
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 Pola – pola tersebut yang kemudian didukung oleh aktor – aktor 

pemerintahan, dan aparat militer/keamanan, termasuk kebijakan yang ada, 

membuat situasi perempuan semakin jauh dari alamnya. Seperti 

pengalaman perempuan di Desa Secondong, Desa Laronanga, maupun di 

Desa Olumokunde, dimana mereka harus beralih fungsi pekerjaan, seperti 

buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh sawit, yang kemudian rentan 

terhadap penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lainnya. 

Namun hal tersebut, membuat perempuan tidak punya pilihan lain, karena 

peran gender masih melekatkan perempuan sebagai pemelihara keluarga.  

 Begitupun ketika perempuan semakin kesulitan mendapatkan air 

bersih, karena debit yang terus berkurang atau tercemar akibat aktifitas 

perkebunan kelapa sawit. Beban perempuan semakin bertambah, karena 

perempuan harus berusaha lebih untuk mendapatkan air, untuk kebutuhan 

keluarga seperti kebutuhan memasak, mencuci, termasuk untuk kesehatan 

reproduksi perempuan. Ketidakadilan ini semakin berlapis, ketika 

perempuan juga bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Selain 

beban kerja domestik yang bertambah, buruh perempuan juga tidak 

terlindungi hak – haknya oleh perusahaan.  

 Pengalaman perempuan tersebut masih dinafikan oleh negara. Ini 

terlihat dengan tidak dilibatkannya perempuan dalam setiap proses 

pengambilan keputusan, bahkan perempuan juga tidak mendapatkan 

informasi dan konsultasi terhadap dampak yang akan mereka alami ketika 

perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir diwilayah mereka.  

Penafikan terhadap situasi dan pengalaman yang dialami 

perempuan, juga tergambar dari kebijakan – kebijakan perkebunan kelapa 

sawit yang tidak memberikan jaminan perlindungan hak – hak perempuan, 

baik perempuan yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit, maupun 

perempuan yang menjadi buruh di perkebunan.   
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BAB IV 

Pemiskinan Perempuan di Balik Kepentingan Pembangunan 

Infrastruktur 

 

A. Infrastruktur sebagai Sarana Penunjang Investasi 

 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat untuk 

mengundang investasi di segala sektor, hal ini menjadi perhatian 

pemerintah untuk mengembangkan pembangunan infrastuktur tersebut. 

Mulai dari pembangunan jalan tol, hingga infrastruktur untuk pengadaan 

dan pengoperasian sarana telekomunikasi52, secara keseluruhan dibangun 

untuk kemudahan investasi, bukan didasarkan pada kepentingan 

masyarakat. Pembangunan infrastruktur selama ini, dibangun dengan tidak 

mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, terutama masyarakat 

miskin. Ini terlihat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang 

hanya dimanfaatkan oleh kalangan menengah keatas. Sementara untuk 

membangun infrastruktur tersebut, masyarakat harus merelakan tanah 

maupun aset mereka lainnya diambil negara, dengan dalih untuk 

pembangunan. 

 Infrastruktur yang dibangun, kemudian mempermudah perusahaan 

untuk melakukan aktivitas mereka, seperti perusahaan sawit, perusahaan 

tambang, dan industri ekstraktif lainnya, misalnya pengangkutan bahan – 

bahan hasil tambang. Desakan untuk pembangunan infrastruktur ini juga  

kemudian didukung dengan sejumlah lembaga keuangan internasional 

seperti World Bank, ADB, termasuk JBIC53 yang memberikan pinjaman 

dana yang besar ke Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, misalnya 

pembangunan jalan tol, dan bendungan.  

 Namun, pembangunan infrastruktur tersebut memberikan 

konsekuensi yang besar bagi masyarakat. Ini terlihat dengan penggusuran 

tempat tinggal, mata pencaharian, dan aset lainnya demi membangun 

infrastruktur yang belum tentu diperuntukan bagi masyarakat. 

Penggusuran yang terjadi pun kerap melibatkan pemerintah seperti Satuan 

                                                           
52

 Sesuai dengan Keppres No. 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta 

Dalam Pembangunan Dan atau pengelolaan Infrastruktur, pasal 2. 
53

 Selama tahun 2011, JBIC telah memberikan pinjaman ke Indonesia sejumlah 730 miliar Yen 

(http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea6368f79e4d/jbic-perpanjang-investasi-di-indonesia) 
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Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana satpol PP sering melakukan 

tindakan kekerasan dan tidak memperhatikan hak – hak masyarakat, 

termasuk hak – hak perempuan ketika akan dilakukan penggusuran. Seperti 

yang terjadi pada perempuan pedagang, yang sering digusur tempat 

mereka berjualan oleh pemerintah. Dengan alasan untuk ketertiban dan 

keindahan kota, pedagang – pedagang pinggir jalan (mayoritas dilakukan 

oleh perempuan).  Penggusuran terhadap tempat mata pencaharian 

mereka berdampak pada meningkatnya pemiskinan terhadap perempuan 

dan rentan terhadap kekerasan. Bagaimana tidak, kehilangan tersebut 

mengakibat perempuan harus bekerja lebih berat dan keras untuk dapat 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Data Komnas Perempuan tahun 2010 

(dihimpun dari 384 lembaga di Indonesia), mengatakan Hampir 89 persen, 

atau 395 dari 445 kasus, adalah perempuan korban penggusuran di 

Jakarta54. Jumlah kasus tersebut belum termasuk yang terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia.  

 Tidak hanya diperkotaan, pembangunan infrastruktur juga mulai 

dikembangkan  di daerah – daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, 

jalan tol, bendungan, dan sebagainya. Pembangunan tersebut tidak hanya 

memberikan implikasi pada penggusuran, tetapi juga pada kerusakan 

lingkungan. Seperti pembangunan jalan yang harus membelah gunung, 

atau pembangunan bendungan yang harus menenggelamkan desa dan 

ratusan rumah penduduk, sehingga mereka ‘terpaksa’ pindah dari tempat 

tinggal mereka. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur ini juga sarat 

terjadinya konflik, terutama konflik lahan, terutama bagi masyarakat yang 

tidak memiliki sertifikat tanah, seperti masyarakat adat.  Tahun 2004 

tercatat, dari 85 juta bidang tanah (belum termasuk tanah-tanah yang 

berada di kawasan hutan dan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat 

adat), baru 26 juta bidang yang bersertifikat atau  30 persennya. Pada tahun 

2005–2008 bertambah 13 juta sertifikat, sehingga sampai dengan tahun 

2008, masih 60 persen yang belum bersertifikat55.  

 Konsep kompensasi yang selalu disampaikan pemerintah, hanya 

ganti rugi yang selalu dijadikan penyelesaian dalam pengambilan lahan 
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 “Komnas Perempuan Catat 105.103 Kasus Kekerasan Perempuan 2010”, 

http://today.co.id/read/2011/03/07/15023/komnas_perempuan_catat_105103_kasus_kekerasan_pere

mpuan_2010 
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 Kertas Posisi Solidaritas Perempuan, Rancangan Undang _ Undang Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, 2011 
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untuk pembangunan infrastruktur, hanya merugikan bagi masyarakat, dan 

tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, ganti rugi 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergusur, tidak 

mencukupi untuk mereka membangu tempat tinggal yang baru. Bahkan 

masyarakat yang tergusur, kehidupannya menjadi lebih buruk dari 

sebelumnya. Situasi ini lebih buruk bagi masyarakat yang tidak memiliki 

sertifikat tanah, dimana tidak ada kompensasi bagi mereka yang tidak 

memiliki sertifikat.  

 Bagi perempuan, permasalahan sertifikat tanah, masih menjadi 

suatu hambatan, dimana sebahagian besar kepemilikan tanah tersebut atas 

nama laki-laki, bukan perempuan. Konsep kompensasi yang hanya 

berdasarkan pada kepemilikan sertifikat tanah, telah menafikan 

pengalaman perempuan dan keterikatan perempuan pada alamnya, dalam 

hal ini tanah. Tanah tidak hanya dinilai secara ekonomis, tetapi juga 

mempunyai nilai sosial, budaya, dan filosofi bagi perempuan.  

 Selain permasalahan penggusuran, kerusakan lingkungan dan 

konflik yang terjadi serta konsep kompensasi yang merugikan bagi 

masyarakat, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga masih jauh dari 

standar internasional, dan sarat akan korupsi. Ini terlihat dengan kualitas 

infrastruktur yang buruk dan mengancam nyawa masyarakat. Jembatan 

Kuta Kartanegara di Kalimantan Timur misalnya, yang terjadi November 

2011 silam. Jembatan yang baru dibangun 10 tahun yang lalu, ambruk dan 

memakan korban lebih dari 18 orang tewas. Terlebih lagi kurangnya 

perawatan dan perlindungan terhadap pembangunan infrastruktur yang 

telah ada oleh pemerintah.  

 Berbagai permasalahan akibat pembangunan infrastruktur di 

Indonesia, tidak dijadikan pembelajaran bagi pemerintah untuk membuat 

sebuah proyek ataupun kebijakan. Bahkan permasalahan tersebut seperti 

diabaikan. Terbukti saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki lebih dari 

79 proyek PPP (Public Private Partnership), dan sebagai bagian dari MP3EI, 

dengan total nilai proyek PPP mencapai USD53,4 miliar56. Termasuk proyek 

pembangunan jalan regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, 

dan Kalimantan Timur, yang didanai pinjaman ADB sebesar USD 180 juta.  

                                                           
56

 Dengan rincian 13 proyek yang dikategorikan ready to offer senilai USD27,5 miliar, 21 proyek 

prioritas senilai USD10,4 miliar, dan 45 proyek kategori potensial senilai USD15,5 miliar 

(http://economy.okezone.com/read/2011/06/06/20/465084/32-proyek-ppp-dukung-mp3ei)  
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B. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 

Sejak awal adanya kebijakan yang dilahirkan oleh negara terkait 

dengan pembangunan infastruktur, telah memberikan peluang bagi sektor 

swasta untuk terlibat. Berawal dari adanya Keppres No.7 Tahun 1998 

tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam 

pembangunan dan atau pengelolaan infastruktur, yang berkorelasi dengan 

Keppres No.6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan, telah 

memperlihatkan peluang yang diberikan oleh negara kepada pihak swasta 

didalam proses pembangunan.  

Keppres tersebut kemudian secara spesifik diturunkan dan 

diperkuat dengan Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Namun 

Kebijakan tersebut hanya mengatur bagaimana keterlibatan sektor swasta 

dalam pembangunan infrastruktur, tanpa ada penjelasan pasal – pasal yang 

mengatur keterlibatan masyarakat, laki – laki dan perempuan, dalam 

pembangunan infrastruktur tersebut.  

Begitupun dengan kebijakan lainnya yang mengatur tentang 

pembangunan infrastruktur, seperti UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, 

PP No. 37 tahun 2010 tentang Bendungan. Dalam kebijakan tersebut tidak 

mengatur secara eksplisit keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur tersebut. Jika pun ada pasal yang menggambarkan peran 

masyarakat, hanya pada bagian memberikan masukan terhadap 

perencanaan yang sudah dibangun oleh pemerintah dan sektor swasta 

sebagai pelaksana proyek57. Seharusnya peran masyarakat sudah dimulai 

dari proses membangun perencanaan atas pembangunan tersebut, dan 

pemerintah maupun sektor swasta harus meminta persetujuan dari rencana 

proyek tersebut. Kebijakan tersebut juga tidak menegaskan keharusan 

melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada masyarakat, laki-laki dan 

perempuan, yang akan terkena dampak dari proyek, sebelum dilaksanakan 

proyek tersebut.  

Kebijakan tersebut memperlihatkan, bahwa masyarakat hanya 

dijadikan objek dari suatu pembangunan, bukan merupakan subjek yang 

menentukan dari pembangunan tersebut, dalam arti tidak ada keterlibatan 

penuh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tersebut, terlebih lagi 
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 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, BAB VII Peran Masyarakat, Pasal 62.  
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perempuan. Sampai hari ini, keterlibatan perempuan dalam perencanaan 

pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur masih sangat minim. 

Padahal kebijakan di Indonesia maupun konvensi internasional, seperti 

Inpres no. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, UU No.7 Tahun 

1984 Tentang Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan, khususnya pasal 14 tentang perempuan pedesaan, telah 

menegaskan kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam setiap proses 

pembangunan. Namun, kebijakan tersebut belum diintegrasikan pada 

kebijakan yang lain, terutama kebijakan infrastruktur.  

Tidak hanya kebijakan UU No.7 Tahun 1984, ataupun Inpres no.9 

tahun 2000, kebijakan infrastruktur yang ada juga belum terintegrasi pada 

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ini terlihat dalam PP No. 

37 Tentang Bendungan, yang tidak memuat kebijakan tata ruang dalam 

rencana pembangunan bendungan tersebut. Seharusnya UU No. 26 Tahun 

2007 tersebut menjadi payung bagi kebijakan infrastruktur, untuk 

mengetahui rencana pembangunan jangka panjang suatu wilayah, 

termasuk dalam rencana pembangunan jalan, bendungan, kawasan 

industri, dan sebagainya. Walaupun sampai saat ini, masih terdapat daerah 

yang belum mempunyai kebijakan daerah tentang rencana tata ruang 

wilayah, misalnya  Provinsi Sumatera Utara yang sampai saat ini belum 

memiliki perda rencana tata ruang.  

Kebijakan rencana tata ruang tersebut dapat menjadi kekuatan 

maupun kelemahan bagi pembangunan di Indonesia. Pasalnya sampai saat 

ini, masih banyak daerah yang belum memiliki dokumen rencana tata ruang 

wilayah. Tidak adanya dokumen tersebut menjadi salah satu hambatan 

untuk pembangunan. Selain itu, pemerintah juga menilai, lambannya 

perkembangan infrstruktur juga karena proses pengambilalihan lahan dan 

tidak adanya hukum yang jelas, yang kemudian ‘diaminin’ oleh 

investor/pemilik modal.  

Alasan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk 

melahirkan kebijakan yang mengatur hal tersebut. Dewan Perwakilan 

Rakyat RI baru saja mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah RI, 

pada 15 Desember 2011.  Adalah UU Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, yang merupakan ujung tombak terhadap percepatan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, secara substansi,  RUU ini 
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tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 

Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi 

Kepentingan Umum, yang ditolak sebagian besar masyarakat sipil karena 

dinilai menjadi alat penggusuran tanah-tanah rakyat, serta tidak 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat korban, termasuk 

perempuan. Pengesahan RUU ini akan semakin melanggengkan praktik-

praktik pelanggaran HAM terhadap masyarakat , masyarakat adat,  

termasuk perempuan,  yang merupakan kelompok rentan di dalam 

konstruksi jender  patriarki yang masih berlaku di Indonesia. 

Undang-undang (UU) ini merupakan bagian dari paket reformasi 

regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan 

pasar dan pelibatan peran swasta, dengan memperluaskan konsep 

pengadaan tanah dari hanya pembangunan untuk kepentingan umum 

menjadi termasuk  untuk kepentingan  swasta, sementara, pengertian dan 

kriteria kepentingan umum tidak dijelaskan di dalam UU tersebut. UU ini 

seperti berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah untuk 

kepentingan umum, padahal proyek tersebut tidak lebih hanya untuk 

kepentingan swasta, seperti proyek infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai, 

dimiliki,  dikelola dan diperuntukan bagi kepentingan swasta, bahkan asing. 

Seperti  proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, sarana dan 

prasarana telekomunikasi, transportasi, air minum, sampai pada pertanian 

skala besar seperti Food Estate. yang selama ini terbuka untuk swasta dan 

asing. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan investor 

asing menguasai sektor-sektor strategis melalui pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak memihak masyarakat 

yang rentan akan penggusuran dan menjadi target kriminalisasi.  

Selain itu, UU ini sarat dengan ‘pesanan’ asing. Beberapa dokumen  

menyebutkan bahwa RUU ini didorong oleh ADB dan Bank Dunia. Sejak 

tahun 2005, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC) telah berperan dalam mengarahkan 

kebijakan pembangunan di Indonesia, melalui penyediaan pendanaan bagi 

pembangunan infrastruktur serta bantuan teknis untuk perubahan regulasi. 

Hal ini dilakukan melalui skema utang untuk ”Program Pembangunan 

Reformasi Sektor Infrastruktur,” yang mendorong pemerintah melakukan 

berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui 

skema Public Private Partnership (PPP) dan kebijakan liberalisasi.  
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UU ini ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2011 ini, karena 

merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperlancar penyediaan 

tanah bagi proyek pembangunan, sesuai dengan Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang 

telah diluncurkan pada awal tahun ini oleh Presiden RI melalui Perpres No. 

32 Tahun 2011. Didalam masterplan tersebut terlihat bahwa konsentrasi 

pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkebunan kelapa sawit, 

pertambangan batu bara, pertanian skala besar (food estate), industri 

perkapalan, minyak dan gas bumi.  Misalnya pembangunan jalan tol di 

Kalimantan Tengah dan Barat, yang diperuntukan bagi kemudahan 

perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dapat meningkatkan produksi 

CPO.  

Pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 

merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melakukan 

segala daya upaya untuk mendukung investasi MP3EI, dengan 

mengesampingkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang 

telah digambarkan di atas. Terlebih lagi, dalam melaksanakan MP3EI 

tersebut dibutuhkan dana sekitar USD 4 Triliun, dengan porsi pembiayaan 

dari pemerintah hanya sebesar 8 persen, dan 92% dari sektor swasta 

(domestik maupun luar negeri).  

Keterlibatan ADB dalam mendorong percepatan pembangunan 

infrastruktur sangat terlihat dari Country Partnership Strategy (Strategi 

Kerjasama Negara Indonesia – ADB) 2011 – 2015, dimana kebijakan 

tersebut dengan tegas mengatakan pembangunan infrastruktur di 

Indonesia mendesak untuk dilakukan, termasuk dalam mendorong skema 

public private partnership (ppp).  

Kebijakan maupun program – program yang dilahirkan pemerintah 

untuk pembangunan infrastruktur, tidak menggambarkan keberpihakannya 

bagi kepentingan masyarakat, tetapi semakin memperlihatkan 

keberpihakannya pada kepentingan swasta, termasuk kepentingan ADB, 

World Bank, dan JBIC, yang memberikan pinjaman di sektor infrastruktur. 

Dapat dibayangkan, pembangunan infrastruktur akan menambah utang 

negara, yang kemudian dibebankan kepada masyarakat.  

Kebijakan yang ada, tidak menjamin dan mengharuskan 

keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan, dalam setiap proses 

perencanaan proyek, seperti melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum 
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pelaksanaan proyek. Bahkan khusus perempuan, yang selama ini masih 

terbatas aksesnya terlibat dalam ruang – ruang pengambilan keputusan, 

informasi terhadap pembangunan infrastruktur hampir tidak pernah di 

dapat. Padahal telah diuraikan, bagaimana dampak yang harus ditanggung 

perempuan ketika pembangunan infrastruktur tersebut mengakibatkan 

penggusuran, baik tempat tinggal, lahan sumber mata pencaharian 

perempuan, maupun asset lainnya.  

Arahan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional ke depan, 

berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 

memberikan peran utama dan penting bagi pihak swasta dalam 

pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan 

penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi 

sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Di mana MP3EI merancang 

pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) di Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua, melalui 

intensifikasi infrastruktur dan pemanfaatan sumberdaya alam, dengan 

memasukan delapan program utama dan 18 aktivitas ekonomi seperti 

bidang industri, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, 

telekomunikasi, energi, dan kawasan. Pengembangan KEI diperkirakan 

akan memakan dana USD 4 triliun, dengan porsi pembiayaan dari 

pemerintah hanya sebesar 8 persen, dan 92% dari sektor swasta. 

 

C. Penggusuran Lahan 

  Dalam sub bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran kasus-kasus 

pembangunan infrastruktur  yang merupakan hasil investigasi atau 

penelitian, yaitu pembangunan embung (semacam bendungan) di 

Lambadeuk oleh Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, 

Pembangunan PLTA di Sulewana oleh Solidaritas Perempuan Palu, dan 

Pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan oleh Solidaritas Perempuan 

Kinasih Yogyakarta. Data yang disampaikan adalah hasil olahan 

berdasarkan laporan hasil investigasi Solidaritas Perempuan di masing-

masing wilayah.  
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1. Pembangunan Embung di Lambadeuk, Aceh58 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Desa Lam Badeuk sebagai sebuah kawasan yang terletak di paling 

ujung Barat Sumatera juga tidak luput dari amukan musibah tsunami. Desa 

ini juga tidak terlepas dari konflik militer antara militer Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi selama hampir 30 tahun di wilayah 

Propinsi Aceh. Dan sebagai bagian dari wilayah Propinsi Aceh, maka Desa 

ini pun tidak terlepas dari praktik hukum Syariah yang berlaku di Aceh.  

Desa Lambadeuk merupakan desa yang letaknya dekat dengan 

daerah pergunungan dan laut. Kawasan ini secara administratif berada 

pada Kemukiman Lampageu Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Mukim 

Lampageu terdiri dari empat gampong yakni Lampageu, Lam Baro Nejid, 

Lam Badeuk dan Lam Guron. Dilihat dari sistem pemerintahan pada masa 

kepemimpinan kesultanan dulu, mukim ini termasuk kedalam sistem 

pemerintahan sagi XXV59 yang dipimpin oleh Teuku Muda Abaih Seutia 

Ulama.  

Luas wilayah desa 870, 787 Ha, sedangkan batas wilayah sebelah 

utara berbatasan dengan laut, selatan berbatasan dengan gunung, barat 

berbatasan dengan Lambaro Neujid, dan timur berbatasan dengan Desa 

Lam Guron. Desa ini juga bersebrangan dengan kemukiman Lampuuk 

kecamatan Lhoknga. Desa Lam Badeuk terdiri dari 3 dusun yaitu : Dusun 

Dusun Lampoh Sukun I, Dusun Lampoh Sukun II, dan Dusun Lampoh Sukun 

III (Data Kec. Peukan Bada, 2008). Jadi secara keseluruhan jumlah 

penduduk di kemukiman tersebut sebanyak 1291 jiwa, terdiri dari 596 

perempuan dan 695 laki-laki. 

  Walaupun, Desa Lambadeuk berseberangan dengan laut dan juga 

gunung, namun pada umumnya masyarakatnya lebih banyak yang bermata 

pencaharian sebagai petani ketimbang nelayan. Hal ini adalah karena 

mudahnya mendapat penghasilan dari hasil kebun, baik berupa tanaman 

yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek. Untuk menuju ke 

kota, masyarakat harus menempuah jarak 10 Km. Dahulunya, masyarakat 

di Kemukiman ini mendiami daratan yang kini telah berubah menjadi 

                                                           
58

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, 2010. 
59

Dinamai sagi XXV karena membawahi 25 mukim, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

koordinasi pemerintahan mukim yang dijalankan pada masa pemerintahan kesultanan Iskandar 

Muda. 
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Desa Lambadeuk yang menjadi wilayah proyek embung 

ini terletak dekat laut 

lautan. Secara berangsur-angsur masyarakat pindah ke daerah yang relatif 

lebih aman dari kawasan yang secara perlahan-lahan terkena abrasi air laut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum terjadinya tsunami pada 26 Desember 2004 yang silam 

masyarakat Desa Lambadeuk masih bisa berkebun walaupun pada saat itu 

suasana dalam konflik tapi pada umumnya masyarakat yang ke kebun 

adalah perempuan. Hampir 80% Mata pencaharian masyarakat desa 

lambadeuk menjadi petani yang menggunakan lahan pengunungan untuk 

bercocok tanam. Lahan ini merupakan lahan produktif yang bisa digunakan 

oleh masyarakat bercocok tanam. Adapun tanaman yang bisa dinikmati 

hasilnya oleh masyarakat berupa tanaman tahunan seperti pala, cengkeh, 

pinang, belinjo, kayu bakar, durian juga tanaman yang sifatnya  sementara  

hanya beberapa bulan panen seperti cabe dan  tanaman palawija. Selain itu 

masyarakat juga dapat memanfaat lahannya untuk berternak sapi. 
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Proyek Embung 

 

Struktrul lembaga pemerintahan dan lembaga adat Lam Badeuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Informasi Proyek 

Proyek Embung ini telah 

direncanakan sejak tahun 2001, 

namun dalam prosesnya sempat 

terbengkalai akibat terjadinya 

tsunami di Tahun 2004. Bermula 

ketika pada tahun 2001 

Pemerintah Pusat Cq. Proyek 

Baku Provinsi Aceh telah 

melaksanakan pekerjaan detail 

desain Embung Lambadeuk. 

Bahkan proses pembebasan 

tanah pun telah dimulai pada tahun 2001, dengan melakukan pengukuran 

dan pengkaplingan tanah lahan untuk pembangunan embung. Namun, 

pada Tahun 2004 bencana alam maha dashyat menimpah Aceh, sehingga 

membuat proses pembangunan embung tersebut menjadi terhenti.  

Keuchik 

Tuha Peut 

Tuha Lapan 

Keujreun Blang 

Imeum Meunasah 

Sekdes 

Peutua Glee 

Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun 
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Tahap Pembangunan Embung 

Embung Lam Badeuk secara geografis terletak di Desa Lambadeuk 

Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Bila dengan roda dua atau 

roda empat masyarakat ingin berkunjung, maka akan menempuh jarak ± 

5,5 Km untuk sampai ke lokasi.  Ditinjau dari kondisi topografi, Embung 

Lamabdeuk memiliki ketinggian ± 7 meter. Sumber air utama embung 

Lambadeuk direncanakan berasal dari aliran sungai/alur Lambadeuk 

dengan luas daerah aliran sungai (DAS) sebesar 2,72 Km2 . Sedangkan, luas 

genangan air nantinya sebesar 4,88 Ha. 

Pelaksanaan pembangunan embung Lambadeuk telah menelan 

anggaran begitu besar dari aliran dana APBN. Biaya yang dialokasikan 

berjumlah Rp 42.776.070.000, dengan perinciannya yaitu Tahun 2007 biaya 

pelaksanaan sebesar Rp 928.532.000, Tahun 2008 biaya yang dikeluarkan 

berjumlah Rp 4.288.383.000, Tahun 2009 berjumlah Rp 9.954.825.000, 

tahun 2010 biaya untuk pembangunan 11.368.290.000, 2011 biaya yang 

dialokasikan 12.587.250.000, dan tahun 2012 berjumlah 3.678.880.000. 

Pelaksana dari pembangunan melibatkan tiga (3) buah perusahan di mulai 

dari tahun 2007 – 2009 yaitu PT. Bintang Batara Sakti (tahun 2007), PT 

Kumudo Intan (tahun 2008), dan PT. Haka Utama (tahun 2009). Sedangkan, 

pada tahun 2010 – 2010 perusahan yang menang tender dalam proses 

seleksi.  
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Pembangunan embung ini dilakukan oleh 3 (tiga) instansi di bawah 

koordinasi Dinas Pekerjaan Umum. Pemenang dari tender untuk 

pembangunan embung di Desa Lam Badeuk adalah kontraktor bernama 

PT. HK Utama Jakarta sebagai pelaksana proyek dan PDAM sebagai 

instansi yang bertanggung jawab untuk instalasi pipa pengairan, sedangkan 

yang mendesain bangunannya adalah Komisi Keamanan Pembangunan 

Jakarta (KKB). Embung ini memiliki luas volume sebesar 250.000 meter per 

kubik, dengan luas genangan 6 Ha dan ketinggian 8,5 m. Embung ini 

direncanakan untuk berfungsi sebagai sumber air baku untuk kebutuhan 

kehidupan masyarakat di seluruh Kecamatan Peukan Bada sebanyak 

24.000 jiwa, Aceh Besar. Pembangunan proyek ini ditargetkan selesai pada 

tahun 2012. 

 

  Pasca tsunami proses pembebasan tanah mulai dilakukan kembali 

yaitu pada tahun 2006 – 2007. Pada bulan desember 2006 seluas 8 hektar 

lahan perkebunan masyarakat Desa lambadeuk telah dibebaskan untuk 

pembangunan bendungan air oleh Pemda Aceh Besar. Pembebasan lahan 

telah dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama harga 

pembebasannya hanya ditentukan oleh pihak PU sebagai lembaga 

pelaksana proyek tersebut, sedangkan masyarakat tidak diberikan ruang 

untuk bisa mempertahankan kepemilikan atas tanahnya, terutama 

perempuan.  

  Pada  tahap I  pembebasan lahan seluas 8,9 Ha, di mana tanah dibeli 

seharga Rp 50.000 permeter dengan dana yang telah di cairkan sebesar 9,8 

milyar yang  di kelola oleh PU Sumber daya propinsi. Proyek ini berkat kerja 

sama dengan pihak luar yaitu jepang (jica). Sejumlah 35 pemilik yang 

tanahnya telah di bebaskan tapi salah satu pemilik tidak mau menerima 

pembayaran karena menurutnya harga yang dibayarkan sangat murah. 

Sementara, masyarakat lainnya menerima harga tersebut, karena menurut 

mereka jika tidak diterima maka tanahnya juga tetap akan hilang, ditambah 

lagi kondisi masyarakat pada saat pasca tsunami tersebut.  

  Pada tahap II dilakukan lagi pembebasan lahan dengan luas 9.300 

meter dengan pembayarannya RP 60.000/meter dengan pemiliknya 

berjumlah 5 orang. Pembebasan tanah untuk tahap II ini dilakukan untuk 

pembuangan limbah air, yang juga dengan memanfaatkan lahan 

perkebunan masyarakat Lambadeuk. Adapun jarak lokasi proyek 
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pembangunan bendungan dengan perumahan penduduk berkisar antara 

700 meter. Kemudian, pembebasan tanah untuk tahap III, memperluas area 

bendungan sepanjang 1 Ha dan lebar 3 meter untuk pembuangan air kotor 

bendungan.  Pada tahap III ini masih dalam proses tawar-menawar. Ketika 

itu harga yang ditawarkan Rp. 75.000/meter sementara masyarakat 

menawarkan Rp. 200.000/meter dengan pemiliknya 20 orang (info ini baru 

sebatas tawaran dari masyarakat). 

  Pengerjaan proyek mulai dilaksanakan pada 2008, kemudian pada 

tahun 2009 telah memasuki 20% dan sudah di cor sedalam 12 Meter. 

Ditargetkan dalam waktu lima tahun pembangunan ini sudah selesai. Para 

pekerja proyek pembangunan bendungan di pegang oleh orang KPA Aceh 

Besar dengan diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Besar. Selain 

itu, ada perbaikan fasilitas  jalan pergunungan yang bisa di lewati hingga  ke 

permukiman Lampuuk. 

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

Pasca terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 

2004, banyak terjadi perubahan di Aceh. Akibat dari bencana tersebut 

banyak bangunan yang hancur sehingga perlu di lakukan penataan kembali 

pembangunan di Aceh. Semakin meningkatnya  pembangunan di Aceh 

menjadi peluang besar bagi para  investor-investor asing yang 

menanamkan modalnya di Aceh. Banyak lahan-lahan masyarakat yang 

dipakai untuk mendirikan proyek, baik itu proyek yang skala besar maupun 

proyek skala kecil. Hal ini juga dikarenakan adanya peluang yang diberikan 

oleh pemerintah bagi para investor-investor yang mendirikan proyek-

proyeknya di Aceh. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan 

mengatasnamakan pembenahan yang bertujuan untuk kesejahteraan  

masyarakat. 

Proses pembangunan bendungan telah membuat masyarakat 

sekitar mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya, yaitu kesulitan 

dalam mencari nafkah. Sejak pembebasan tanah untuk pembangunan 

bendungan masyarakat Desa Lambadeuk, khususnya perempuan  telah 

merasakan dampaknya di antaranya adalah kehilangan mata 

pencahariannya untuk bertani, sehingga pembangunan bendungan ini juga 

berpengaruh pada faktor ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, 

yang bermata pencaharian sebagai petani kebun. Masyarakat perempuan 
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yang biasanya ke kebun tidak bisa lagi karena lahannya telah dialihkan 

menjadi pembangunan bendungan.  

Sebelumnya, masyarakat dengan mudahnya dapat memperoleh 

hasil alamnya dengan mudah, namun sekarang sumber ekonomi 

masyarakat telah hilang dengan adanya pembangunan. Hilangnya sebagian 

sumber mata pencaharian masyarakat, terutama perempuan yang hilang 

lahan dan juga perempuan pekerja/pengambil upah, dapat mengakibatkan 

perekonomian masyarakat menjadi memburuk serta menambah angka 

pengangguran. Hal ini juga berdampak pada terjadinya beban ganda bagi 

perempuan karena akibat peran gendernya, biasanya perempuan lah yang 

kemudian terbebani untuk mencari sumber penghasilan lain, dengan 

berjualan atau bekerja yang lainnya.  

Selain itu juga dengan adanya pembangunan bendungan ini juga 

menghilangkan budaya lokal masyarakat setempat sebagai akibat dari 

banyaknya pekerja yang didatangkan dari luar. Masuknya budaya luar yang 

mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat terutama perempuan, 

karena embung tersebut akan didayaguna sebagai daerah wisata, hal ini 

membuat masyarakat setempat ketakutan akan banyak terjadinya 

pelacuran dan sejenisnya 

Selain hilangnya lahan pertanian masyarakat, juga terjadinya 

kebisingan akibat dari beroperasinya truk-truk yang keluar masuk dari 

lokasi dan terjadinya polusi udara akibat proses lalulintas truk pengakut 

tanah buangan dari galian tanah proyek tersebut. Hal ini juga  berpengaruh 

pada kesehatan masyarakat, khususnya perempuan. Udara yang tercemar 

oleh debu dan polusi truk akan berpengaruh pada perempuan yang 

memang lebih rentan terhadap dampak ini. Hal ini dapat mengakibatkan 

berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, batuk-batuk dan juga 

ISPA. Selain itu, timbunan tanah akibat pembangunan mengakibatkan 

rusaknya areal manggrof  yang telah dibangun oleh NGO Yadesa, dimana 

hal tersebut terjadi tanpa ada koordinasi dari pihak pelaksana kepada pihak 

Yadesa sebagai pemekarsa areal manggrof tersebut. 

Truk-truk pengangkutan yang beroperasi juga merusak ruas jalan 

umum dan jembatan yang ada di Desa Lambadeuk. Ditemukan adanya 

indikasi bahwa kerusakan infrastruktur desa lambadeuk, yang sebelumnya 

merupakan infrastruktur (jalan dan got saluran pembuangan air) 

percontohan yang di bangun oleh BRR, adalah akibat pengoperasian 
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Bukit yang hilang terpotong untuk wilayah permbangunan embung dan jalan 

menuju lokasi proyek 

kendaraan berat dari dan ke lokasi proyek. Rumah masyarakat juga 

mengalami keretakan akibat gerakan dari pengoperasian truk- truk yang 

keluar masuk tersebut. Selain itu, pembangunan embung ini telah 

memotong atau membelah perbukitan di Lambadeuk, baik untuk 

pembangunan embungnya sendiri maupun untuk membuka jalan menuju 

lokasi proyek, yang mana berdampak pada perubahan konstruksi tanah. 

 

Proyek ini juga mengakibatkan debit air sungai berkurang. Hal ini 

terjadi karena air sungai teralihkan untuk embung. Hal ini juga berdampak 

pada menurunnya produktivitas lahan pertanian, dimana proses yang 

berjalan tidak berkesinambungan lagi, karena keterbatasan sumber daya 

air (sistem kehidupan rusak). Selain itu, banyak pepohonan yang telah 

ditebang untuk wilayah pembangunan embung mengakibatkan rusaknya 

komponen produsen (tumbuhan hijau) yang ada diatas areal lahan proyek 

tersebut seperti pohon pinang, durian dan tanaman pertanian lainnya, serta 
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mengakibatkan daerah resapan air juga menjadi berkurang. Padahal 

sebelumnya masyarakat tidak mengalami masalah  kekurangan air.  

Proyek ini juga mengakibatkan pencemaran air sumur masyarakat. 

Kekurangan  air bersih juga berpengaruh pada perempuan karena 

perempuan lah selalu bersentuhan dengan air dan yang biasanya 

memastikan terpenuhinya kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga 

dan anak. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat perempuan 

mengalami beban berlebih dalam ranah domestik, karena harus mencari air 

lebih jauh. Hal ini juga mengakibatkan munculnya potensi konflik antara 

masyarakat desa lamtengoh dengan masyarakat desa lambadeuk dalam 

memperebutkan air bersih. Selain itu juga sempat munculnya kecemburuan 

sosial, karena adanya peralihan untuk pemanfaatan lahan sementara (lahan 

yang sudah dibebaskan) dari pemilik tanah kepada pekerja proyek (orang 

luar). 

 

d. Gambaran Kasus 

Pada awal pembebasan tanah, masyarakat masih menghuni barak 

pengungsian lambaro dan masih ada rasa trauma Tsunami sehingga 

informasi mengenai pembebasan lahan ini oleh Pemda Aceh Besar banyak 

yang tidak di ketahui oleh masyarakat khususnya perempuan. Pembebasan 

tanah dilakukan pada desember 2006 tanpa adanya musyawarah dengan 

masyarakat setempat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 

pembangunan dan tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu dengan 

masyarakat setempat. Mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas 

terkait dengan pembangunan apa yang akan dibangun dan tujuannya untuk 

apa.  Kalaupun dibuat pertemuan  diadakannya di kabupaten Aceh Besar 

(Jantho) yang menempuh jarak yang jauh, memakan waktu sehari untuk 

kesana dan juga ongkos yang mahal. Adapun pihak  yang dilibatkan pada 

saat pembebasan tanah tersebut diantaranya pemilik tanah, pak mukim, 

aparatur desa dan juga pihak dari kecamatan.  

Sementara dari masyarakat khususnya masyarakat Desa 

Lambadeuk tidak dilibatkan sehingga tidak ada sosialisasi dari 

pemerintah setempat tentang pembangunan proyek bendungan. 

Dalam hal ini, terlihat bahwa proses pembebasan tanah untuk 

pembangunan embung tidak mengikuti proses/prosedurnya. Pada 

tahap pertama, dilakukan pembebasan lahan seluas 8,9 Ha  untuk 
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pembangunan embung dengan pemiliknya 35 orang, di mana 

pembayarannya adalah RP 50.000/meter. Namun, salah satu 

masyarakat yang bernama Badrun masih bertahan tidak mau 

tanahnya dibebaskan dan tidak mau menerima pembayaran 

tersebut, karena menurutnya harga yang diberikan sangatlah 

murah.  

Pembangunan untuk tahap kedua adalah untuk pembuangan limbah air. 

Lokasi proyek pembangunan tahap ini berjarak sekitar 700 meter dari 

perumahan penduduk berkisar antara 700 meter. Lahan yang dibebaskan 

adalah lahan perkebunan masyarakat Lambadeuk dari 5 orang pemilik 

lahan. Luas tanah yang di bebaskan seluas 9.300 Meter  dengan 

pembayaran RP. 60.000/meter, yang beralamat di Lamtengoh, Jantho, 

Lambadeuk, dan Kampung laksana. Sedangkan, Pembangunan tahap 

ketiga dilakukan untuk saluran pembuangan air kotor, dengan lebar 3 meter 

dan panjangnya 1 Ha. Pembebasan lahan untuk tahap ini adalah sebanyak 

20 orang kepemilikan lahan, yang beralamat di Darussalam, Lamseupeung, 

Ajun, Lambadeuk, Lambaro Neujid, Meunasah Tuha, Lamjamee, 

Lamtengoh, Lamguron, dan Jantho. Proses pengukuran telah dilakukan 

oleh PU perairan, kecuali terhadap 2 orang pemilik lahan.  

Lahan yang akan di bebaskan untuk tahap ke III merupakan  tanah 

untuk pemakaman dan tanah produktif. Harga permeter ditawarkan RP 

75.000 tapi masyarakat tidak bersedia menerima. Mereka meminta Rp 

200.000/ permeter dan sempat terjadi tawar menawar, namun Pimpinan 

proyek sempat mengeluarkan pernyataan “mau tidak mau masyarakat 

harus ambil kalau tidak resiko tanggung sendiri”. Untuk tanah kuburan yang 

akan di bebaskan ini belum ada kejelasan apakah akan diganti biaya untuk  

pemindahan makam tsb atau tidak  oleh pelaksana  proyek / pemeritah. 

Untuk pelaksanaan proyek pembangunan embung di tahun 2009 – 2010 

tahap  III telah selesai pengerjaannya yaitu pada bulan  September 2010 

 

Dalam proses pembebasan tanah pada ketiga tahapan tersebut 

banyak permasalahan yang ditemukan, antara lain adalah bahwa 

masyarakat tidak diberi ruang untuk mempertahankan tanahnya, karena 

harga beli ditentukan oleh Pihak PU pengairan dengan harga sepihak. Tidak 

ada sosialisasi dari pihak pelaksana (PU Pengairan) kepada masyarakat, 

sebelum pelaksanaan proses pembangunan dan tidak adanya dokumen 
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UKL & UPL untuk pembangunan proyek embung tersebut. Selain itu, 

terdapat informasi yang berkembang di masyarakat yang menyatakan 

bahwa proyek tersebut bukan embung, namun bendungan, sedangkan 

menurut informasi dari PU proyek tersebut adalah Embung. Permasalahan 

selanjutnya adalah bahwa terdapatperbedaan nilai beli terhadap 

pembebasan tanah dari masyarakat antara tahap I, II dengan ke III. Selaitu 

itu juga, proses musyawarah dalam pembebasan tanah tidak melibatkan 

semua elemen masyarakat, terutama perempuan. 

 

e. Analisa Kasus 

 Dalam proses pembangunan embung ini pun posisi perempuan 

selalu terpinggirkan, terutama terjadi ketika peralihan lahan yang 

dibebaskan di mana perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan. Perempuan pun tidak mendapatkan informasi mengenai apa 

yang akan dibangun  dan apa yang akan terjadi ketika proyek telah 

dilaksanakan. Hal ini diakibatkan  masih kuatnya dominasi budaya patriarki 

yang telah mengakar di masyarakat sehingga perempuan dianggap tidak 

penting untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 

 Padahal, Perempuan yang paling erat dekat dengan lingkungan 

karena perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Mereka lebih banyak 

berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam. Maka itu 

perempuanlah yang pertama kali yang akan merasakan dampak seperti 

kurangnya persediaan air karena perempuan pemakai air terbesar dalam 

rumah tangga. Apabila terjadi kekurangan air bersih lagi – lagi perempuan 

juga akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga beban  untuk bekerja 

di ruang domestic untuk  memperoleh air bersih dan waktunya banyak yang 

terbuang akibat mengangkat air.  Dalam hal  ini akan bertambah bebannya   

perempuan,  sementara laki- laki tidak  memikirkan akan hal itu karena laki- 

laki jarang berada di rumah. 

 Apabila ini terus terjadi akan berpengaruh pada kesehatan 

perempuan belum lagi dampak yang disebabkan oleh beroperasinya truk-

truk yang membuat ganguan kesehatan bagi perempuan, tidak hanya itu 

kemungkinan besar bakal terjadi apabila bendungan telah beroprasi dan 

lahan akan di perluas untuk pembuangan limbah dan lagi – lagi perempuan 

yang akan merasakan yang dampaknya. Kalau ini terus terjadi masyarakat 
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bukan hanya kehilangan lahan perkebunan tapi masyarakat juga akan 

kehilangan tempat tinggal akibat terjadinya penggusuran. 

 

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di 

Poso, Sulawesi Tengah60 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Desa Sulewana adalah salah satu wilayah di Kabupaten Poso 

Sulawesi Tengah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar 

salah satunya adalah air terjun Wera yang bersumber  dari Danau Poso. 

Sebelum dan pasca kerusuhan yang melanda kabupaten poso  tahun 1998, 

tempat ini merupakan tempat wisata  baik wisatawan domestik maupun 

mancanegara dan menjadi salah satu daya tarik bagi turis asing. Selain 

sebagai tempat pariwisata tempat ini juga berpotensi untuk 

pengembangan ikan air tawar Sugili (ikan Endemik Danau Poso) dan 

pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang dapat 

menghasilkan tenaga listrik sebesar 3 x 200 Megawatt. 

 

b. Informasi Proyek 

Pembangunan PLTA mulai 

dilakukan  awal Mei 2005 oleh PT 

Poso Energi, yang merupakan salah 

satu anak perusahaan PT. Bukaka 

Tehnik Utama,  di desa Sulewana 

Kecamatan Pamona Utara 

Kebupaten Poso dengan peletakan 

batu pertama dilakukan oleh PJS 

Bupati Poso Andi Asykin Sayuti  

pada tanggal 18 April 2005. Pembangunan ini ditargetkan menghasilkan 

energi sebesar 740 Megawatt (MW) dengan memanfaatkan air  terjun 

Sulewana  yang berhulu dari danau Poso. Masing - masing PLTA Poso – I 

(160 MW), Poso - II (180 MW) dan Poso III (300- 400 MW).  

Menurut direktur utama PT  Poso Energy,  Ahmad Kalla, PLTA 

sulewana tersebut dapat mengaliri listrik untuk seluruh  wilayah Sulawesi  

Tengah dan Sulawesi  Utara. Proyek ini senilai Rp 2 triliun yang berfungsi  

untuk menanggulangi  beban puncak PLN pada malam hari. Menurut PT. 

                                                           
60

 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Palu, 2010. 
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Poso Energy, seluruh proyek PLTA tersebut di targetkan selesai pada tahun 

2011 sehingga kebutuhan listrik interkoneksi Sulawesi dapat segera 

terpenuhi pada tahun 2012 saat PLTA Poso I mulai beroperasi. 

Tahap pertama pembangunan jaringan   sepanjang 160 Km 

melintasi desa Sulewana, Desa Saojo,Kelurahan Tendeadongi, Kelurahan 

Tentena, Kelurahan Sangela,Desa Peura , Desa Dulumai, Desa Tindoli , 

Desa Tolambo, Desa Tokilo, Desa Korobono, Desa Pondolo, Desa 

Pandajaya, dan Desa Mayajaya. Tahap kedua sepanjang 90 Km melintasi 

dari Mungkutana Kemalili. Tahap ketiga sepanjang 205 km akan melintasi 

dari Loholoho,Lasusua Waimenda, Tomboli dan Pomala’a. Saat ini tahap 

pertama dari jalur transmisi sedang dilaksanakan  pembebasan lahannya ± 

625 m² untuk masing - masing lokasi tower.  

Selanjutnya juga telah berjalan proyek pembangunan jaringan 

transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang 

lokasinya melintasi sejumlah area perkebunan , persawahan bahkan juga 

Hutan Lindung yang lebih di kenal Hutan Pinus Pasanggrahan Tentena (39 

Ha) dan juga  melewati daerah pemukiman masyarakat. 

Adapun pihak - pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTA 

Sulewana antara lain  kepala desa, aparat desa ,pihak pemerintahan 

(kecamatan, kabupaten dan propinsi) pihak perusahaan grup Kalla dan 

pihak keamanan (polri /TNI ). 

Terkait pembangunan PLTA Poso,  PT. Bukaka belum pernah 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama perempuan, 

sehingga mereka tidak mengetahui dampak lingkungan maupun dampak 

sosial, ekonomi dan budaya dengan adanya proyek PLTA tersebut.  

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

Pembangunan PLTA Sulewana mengakibatkan masyarakat di 

Daerah Pamona Utara menjadi kesulitan untuk perolehan hidup yang layak 

terutama perempuan, di mana perempuan juga memanfaatkan air terjun 

Sulewana tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Dari awal masuknya PLTA 

Sulewana tersebut, perempuan tidak pernah ditanyakan pendapatnya 

bahkan tidak pernah diminta persetujuannya. Padahal selama ini, 

perempuan lah yang banyak mengakses sumberdaya alam yang berada di 

sekitar PLTA Sulewana.  
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Banyak hak-hak masyarakat yang diambil tanpa dimusyawarahkan 

terlebih dahulu. masyarakat kesulitan untuk memenuhi kehidupannya 

karena lahan mata pencariannya telah diambil-alihkan oleh perusahaan. 

Hal ini akan menjadikan masyarakat terutama perempuan semakin 

terpuruk dalam kemiskinan, karena mereka tidak dapat mecari nafkah lagi 

untuk penghidupan keluarganya.  

Selain itu, walaupun pembangunan PLTA Sulewana sedang tahap 

rekonstruksi, akan tetapi masyarakat mulai merasakan dampak dari 

pembangunan tersebut yaitu mulai sulit mendapatkan air bersih. Kesulitan 

mendapatkan air bersih juga berdampak terhadap perempuan. Peran 

gender yang masih dilekatkan pada perempuan, menjadikan kehidupan 

perempuan 90% bersentuhan dengan air. Perempuan harus berjalan jauh 

untuk mendapatkan air bersih, sehingga beban perempuan menjadi 

bertambah dalam melakukan kerja-kerja domestik.  Krisis air bersih juga 

akan berpengaruh  pula pada kesehatan perempuan terutama kesehatan 

reproduksi perempuan. 

 Tidak hanya itu, pembangunan PLTA Sulewana telah 

mengakibatkan hilangnya budaya-budaya lokal yang telah dijaga ratusan 

tahun secara turun temurun.  Hal ini terlihat dengan digusurnya  pagar sogili 

yang merupakan warisan leluhur warga asli desa Sulewana. Dengan 

masuknya PLTA Sulewana  adat istiadat masyarakat  sulewana mulai 

menghilang seperti kebudayaan gotong -royong (mesale) yang telah 

menghilang. Sebelumnya  masyarakat  petani saling  bantu – membantu 

dalam bertani tetapi sekarang mereka mengerjakannya dengan sendiri - 

sendiri tidak ada lagi kerja sama. Hilangnya kebudayaan gotong royong 

tersebut mempersulit masyarakat terutama perempuan dalam mengelola 

sawah atau kebunnya. Mereka harus mengerjakan sendiri kerjaannya tanpa 

ada bantuan oran lain. 

 

d. Gambaran Kasus 

Pembangunan PLTA yang dikerjakan oleh PT Poso Energi di desa 

Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, kenyataannya 

membuat masyarakat yang tinggal di desa Sulewana menjadi resah. Hal ini 

dikarenakan pembebasan tanah milik masyarakat dilakukan tanpa proses 

musyawarah untuk memperoleh kesepakatan harga tanah yang akan 

dibebaskan, terutama perempuan yang tidak tahu apa-apa tentang 
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pembebasan tanah tersebut. Proses pembebasan lahan proyek tersebut 

juga diwarnai dengan kekerasan dan ancaman, sehingga masyarakat 

termasuk perempuan mengalami intimidasi tidak hanya dari pihak 

perusahaan tapi juga aparatur desa.  Untuk pembayaran tanah di serahkan 

pada kepala desa oleh perusahaan dan hal  ini juga  menimbulkan konflik 

diantara masyarakat dengan adanya peran – peran kepala desa dan 

aparatur desa dalam pengambil alihan ganti rugi tanah .  

Harga tanah masyarakat dibayar bervariasi antara  Rp. 800 /m  

hingga Rp.3000 / m, sedangkan untuk tanaman yang ada dilahan  misalkan 

kakao yang sudah berproduksi hanya dibayar seharga Rp. 25000/ batang. 

Bahkan untuk membeli satu kilo gram harga tersebut sama dengan harga 1 

kg cacao kering  terang saja harga ganti rugi tersabut tidak sesuai denga 

harga pohon kakao yang berproduksi.  

Permasalahan lain yang ditemukan adalah bahwa adanya 

pembongkaran pagar sogili (tempat penangkapan sidat) yang merupakan 

warisan leluhur warga asli desa sulewana selama lima generasi, hal inipun 

diabaikan pembayarannya oleh PT. Bukaka. Selain itu juga  munculnya 

permasalahan baru terkait dengan krisis air bersih yang terjadi di beberapa 

desa yaitu desa kuku, Desa Tampemadoro , desa Sangira,  desa Sulewana, 

Desa Saojo, Desa Tendeadongi dan  Desa sawidogo. Walaupun 7 desa 

diatas berada dekat dengan sungai Poso bahkan danau Poso, tetapi 

masyarakat telah mengalami krisis air  bersih sebelum dibangun PLTA Poso 

karena sumber mata air jauh dari perkampungan. Sementara air danau 

tidak dapat digunakan lagi akibat pencemaran di hulu yang berasal dari 

limbah rumah sakit GKST Sinar Kasih Tentena, hotel dan restoran  yang 

berada di sekitar danau, pasar tentena dan sampah masyarakat. Akibat 

pencemaran tersebut air danau tidak dapat digunakan untuk air bersih 

tetapi dan akhirnya hanya dapat digunakan untuk mengaliri persawahan 

dan perkebunan di sepanjang aliran sungai. 

Dari hasil investigasi diketahui bahwa masyarakat mengeluh dengan 

masalah - masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTA, antara lain 

terkait proses ganti rugi lahan yang tidak transparan dan harga tanah atau 

nilai kompensasi tanah yang di bebaskan tidak sesuai. Bahkan total luasan 

lahan yang dilalui oleh jalur proyek di masing-masing desa tidak diketahui 

oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui berapa 

luasan izin lokasi yang sebenarnya, sehingga ketika terjadi transaksi jual 
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beli, mereka beramai – ramai menjual seluruh lahan mereka yang termasuk 

dalam jalur proyek PLTA tersebut. Hal ini membuktikan bahwa selama ini 

perusahaan tidak pernah melakukan mensosialisasikan proyek 

pembangunan PLTA terhadap warga.  

Termasuk mengenai pemindahan lokasi tower di desa – desa yang di 

lewati jalur tranmisi agar tidak melewati pemukiman masyarakat. Akan 

tetapi, sebagian  masyarakat juga masih ada yang bertahan tidak menjual 

tanah nya, walaupun pihak perusahaan sudah beberapa kali datang 

kerumah warga tersebut untuk minta agar lahan kebunnya itu di jual.  Pihak 

perusahaan membujuk dengan menawarkan membayar lebih tinggi dari 

pada tanah warga yang lainnya. Masyarakat yang menjual tanahnya kepada 

pihak perusahaan, dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi 

tujuan perusahaan membeli tanah warga tersebut.  

Warga juga tidak mendapatkan informasi mengenai proyek PLTA 

Sulewana tersebut. Untuk proses ganti rugi hampir semua desa yang dilalui 

proyek ini berlaku hal yang sama seperti sistem pembayaran melalui  kepala 

desa setempat, bahkan bersama aparatur desa lainnya juga terlibat dalam 

penentuan. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan bersama dengan 

masyarakat sehingga terkesan dipaksa. Hal ini  dapat  dibuktikan dengan 

tidak adanya bukti transaksi / kwitansi serah terima harga tanah yang telah 

ditanda tangani oleh masyarakat yang bersangkutan.  

Selain itu, sosialisasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan 

PLTA juga tidak disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat secara 

keseluruhan, masyarakat hanya di berikan janji- janji perusahaan tentang 

jaminan listrik gratis, jaminan biaya pendidikan untuk anak – anak yang ada 

dimasing – masing desa dan pembangunan rumah – rumah ibadah atau 

gereja. 

 

e. Analisa Kasus 

Pembangunan yang hanya memikirkan kepentingan politik semata 

tanpa memikirkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya   masyarakat sekitar 

seperti pemukiman, pelayanan kesehatan, lapangan kerja  dan perolehan 

pendidikan  yang merupakan aspek – aspek penting yang harus di 

perhatikan dan di penuhi oleh Negara  untuk  kesejahteraan warganya.  

  Hilangnya akan akses sumber daya alam juga akan mengakibatkan 

perempuan  semakin terpinggirkan, ditambah dengan tidak diberikan akses 
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informasi kepada perempuan, menjadi salah satu faktor penting yang 

berdampak terhadap kehidupan perempuan. Situasi tentu juga sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan perempuan 

Bahkan karena tidak ada lagi sumber daya alam yang tersisa, 

dikarenakan peran gender yang masih melekat kepada perempuan, 

mengakibatkan perempuan akan mengalami  pendomestikasian dan 

perempuan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan akan 

bertambah beban perempuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga.  

Akan tetapi, di lain tempat kondisi tersebut membuat perempuan 

harus berpikir mencari alternatif mata pencaharian, karena mata 

pencaharian mereka telah hilang. Beberapa kasus yang dijumpai, banyak 

perempuan korban konflik sumber daya alam akhirnya menjadi buruh 

migrant untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana situasi 

tersebut menjadikan perempuan rentan akan eksploitasi tenaga kerja dan 

juga rentan terhadap pelecehan seksual. 

 

3. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Yogyakarta61 

a. Gambaran Umum Wilayah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan 

tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan 

dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa 

Tengah meliputi Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten 

Klaten di bagian timur laut, Kabupaten Magelang di bagian barat laut, dan 

Kabupaten Purworejo di bagian barat. Di dalam wilayah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta terdapat Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi 

Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan 

Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 

meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan 

Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan 

Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter. 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah seluas 

3.185,80 km², yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten 

Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Dari kelima wilayah administratif 
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 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Kinasih – Yogyakarta, 2009. 
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tersebut, ada 3 kabupaten yang akan terkena proyek Jalan Lintas Selatan 

(JLS), yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul.  

Setiap desa yang akan terkena proyek jalan tersebut dihuni sekitar ± 

200 s/d 250 KK, dengan mata pencaharian penduduk sebahagian besar 

adalah bertani, beternak dan sebahagian kecil nelayan. Untuk kabupaten 

Bantul, mata pencaharian masyarakat selain di sektor pertanian, juga ada di 

sektor pariwisata, manufaktur dan jasa kecil-kecilan. Sementara di Desa 

Srigading Kecamatan Sanden, yang juga akan terkena proyek jalan, 

mayoritas warga bekerja sebagai petani. Ada sebagian yang bekerja 

sebagai buruh di perusahaan yang ada di sekitar wilayah Bantul dan rata-

rata adalah perempuan muda. Pendapatan dari warga sekitar yang 

berprofesi sebagai petani dan buruh tani untuk penopang kehidupan 

keluarganya kalau laki-laki adalah sekitar 30rb/hari, sedangkan perempuan 

hanya 25rb/hari, dan tidak ada alternative pekerjaan lain selain menjadi 

petani yang lahannya sangat kecil atau pun buruh tani.  

Beberapa hari waktu luang dimanfaatkan untuk mencari pakan 

ternak (rumput). Tanaman yang produktif di sana ada padi musim hujan 

dan bawang merah, bawang putih, serta cabe saat musim kemarau. 

Sedangkan, lahan pekarangan depan rumah mempunyai berbagai macam 

jenis tanaman, seperti melinjo, mangga, pisang, kelapa, dan tanaman lain.  

Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan adalah lahan 

persawahan yang status lahannya adalah Sultan Ground yang saat ini 

sedang dikontrak warga untuk dimanfaatkan menanam padi, cabe, tomat, 

bawang merah atau sawi sebagai mata pencaharian mereka. Di kelurahan 

Tirtoharjo, warga yang akan terkena penggusuran berjumlah ± 100 KK dari 

total keseluruhan sekitar 729 KK. Di kelurahan Donotirto, terdapat 

organisasi petani yang bernama Rukun Kencana yang anggotanya 

berjumlah 26 orang. Organisasi ini bermanfaat bagi petani disekitar untuk 

berkumpul serta mendiskusikan mengenai hasil panen mereka. Selain itu 

juga terdapat organisasi perempuan yaitu Dasa Wisma dan PKK yang 

dipergunakan oleh ibu-ibu untuk melakukan kegiatan dan berkumpul. 
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b. Informasi Proyek 

bangun di Kalimantan yang disebutkan Trans

propinsi yang akan dilalui adalah propinsi Yogyakarta.  

launching pada tahun 2002, rincian dana yang sudah terserap hingga akhir 

2008 meliputi APBN Rp. 232,23 M, APBD 

Rp. 75.15 miliar. Sedangkan Total dana yang dibutuhkan Rp.593.108 miliar 

dari rencana kebutuhan berdasarkan berdasarkan hitungan estimasi tahun 

2002 Rp. 3.198 triliun. Sementara untuk proy

menghabiskan dana sebesar Rp. 700 miliar

Proyek pembangunan jalan lintas selatan tersebut akan 

membutuhkan lahan yang besar. Total kebutuhan lahan proyek JLS adalah 

seluas 13.515.288,00 m². Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi, lahan 

Perhutani 5.609.420 m², perkebunan 1.284.240 m², penduduk sekitar 

proyek 3.671.908 m², dan lain-lain seluas 3.156.120 m²

sepanjang 1700 Km ini akan melewati wilayah Kulonprogo, Bantul dan 

Gunungkidul. Dengan melakukan 3 program proyek, yaitu: Jangka Pendek 

(Tahun 2005-2007), Jangka panjang (Tahun 2008

terowongan (masih wacana belum ada amdal sehingga tidak termaksud 

pada kajian studi amdal). Daerah Kulonprogo dan Gunung Kidul hanya 

terkena pelebaran jalan. Sedangkan daerah bantul akan dibuat jala

Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan  DIY,

Perbaikan Jalan yang telah Aktif / Pembangunan Jalan Baru dengan lebar 

Perkerasan 7 m dan ruang milik jalan 14 m, Pembangunan Jembatan, 
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 www.kapanlagi.com/h/0000200447.html  
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“ Jalan Lintas Selatan - PEMBUKAAN LAHAN DI KABUPATEN BLITAR CAPAI 26 KM

Komunikasid an Informatika Propinsi Jatim, 5 Februari 2009
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Proyek Jalan Lintas 

Selatan (JLS) merupakan proyek 

pemerintah yang sejak tahun 

2002 telah direncanakan hingga 

tahun 2012. Proyek tersebut akan 

melalui beberapa propinsi, dari 

Jawa barat sampai jawa timur. 

Tidak hanya dipulau Jawa, proyek 

jalan lintas selatan juga akan di 

bangun di Kalimantan yang disebutkan Trans-Kalimantan. Salah satu 

propinsi yang akan dilalui adalah propinsi Yogyakarta.  Sejak proyek ini di 

launching pada tahun 2002, rincian dana yang sudah terserap hingga akhir 

2008 meliputi APBN Rp. 232,23 M, APBD I Rp. 272.894 miliar dan APBD II 

Rp. 75.15 miliar. Sedangkan Total dana yang dibutuhkan Rp.593.108 miliar 

dari rencana kebutuhan berdasarkan berdasarkan hitungan estimasi tahun 

Sementara untuk proyek jalan trans kalimantan akan 

habiskan dana sebesar Rp. 700 miliar62.  

Proyek pembangunan jalan lintas selatan tersebut akan 

membutuhkan lahan yang besar. Total kebutuhan lahan proyek JLS adalah 

Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi, lahan 

², perkebunan 1.284.240 m², penduduk sekitar 

lain seluas 3.156.120 m²63. Proyek jalan 

sepanjang 1700 Km ini akan melewati wilayah Kulonprogo, Bantul dan 

Gunungkidul. Dengan melakukan 3 program proyek, yaitu: Jangka Pendek 

2007), Jangka panjang (Tahun 2008-2025), Pembuatan 

terowongan (masih wacana belum ada amdal sehingga tidak termaksud 

Daerah Kulonprogo dan Gunung Kidul hanya 

terkena pelebaran jalan. Sedangkan daerah bantul akan dibuat jalan baru. 

n Lintas Selatan  DIY, meliputi 

Perbaikan Jalan yang telah Aktif / Pembangunan Jalan Baru dengan lebar 

Perkerasan 7 m dan ruang milik jalan 14 m, Pembangunan Jembatan, 

PEMBUKAAN LAHAN DI KABUPATEN BLITAR CAPAI 26 KM”, Dinas 

Komunikasid an Informatika Propinsi Jatim, 5 Februari 2009, 

ov.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3049  



179 

 

Penambahan Pelebaran Lebar ruang jalan hingga 24 m. Pembangunan 

tersebut akan melewati rute wilayah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, di 15 Kecamatan, yang mencakup 46 

desa, termasuk melewati daerah wisata di DIY. 

Di Kabupaten Kulon Progo, proyek jalan ini akan melewati 5 

kecamatan  dan 14 desa, terdiri dari Kecamatan Temon, yaitu di Desa 

Glagah, Desa Paliyan, Desa Sindutan dan Desa Jangkaran, Kecamatan 

Panjatan, yaitu di Desa Garongan, Desa Pleret dan Desa Bugel, Kecamatan 

Galur, yaitu di Desa Karang Sewu, Desa Nomporejo, Desa Brosot dan Desa 

Banaran, Kecamatan Wates, yaitu di Desa Karangwuni, dan Kecamatan 

Lendah, yaitu di Desa Jatirejo dan Desa Wahyuharjo. Kemudian di 

Kabupaten Bantul akan melewati 3 kecamatan dan 8 desa, terdiri dari 

Kecamatan Srandakan, yaitu di Desa Trimurti dan Desa Poncosari, 

Kecamatan Sanden, yaitu di Desa Gadingsari, Desa Srigading dan Desa 

Gadingharjo, dan Kecamatan Kretek, yaitu di Desa Tirtoharjo, Desa 

Donotirto dan Desa Parangtritis.  

Sedangkan, di Kabupaten Gunung Kidul akan melewati 7 kecamatan 

dan 24 desa, terdiri dari Kecamatan Saptosari, yaitu di Desa Jetis, Desa 

Kepek, Desa Monggol dan Desa Planjan, Kecamatan Purwosari, yaitu di 

Desa Giripurwo, Desa Giricahyo, Desa Girijati dan Desa Giriasih, Kecamatan 

Panggang, yaitu di Desa Giriwungu, Desa Girimulyo dan Desa Girisekar, 

Kecamatan Tanjungsari, yaitu di Desa Kemadang, Desa Banjarejo dan Desa 

Ngestirejo, Kecamatan Tepus, yaitu di Desa Tepus, Desa Purwodadi dan 

Desa Sidorejo, Kecamatan Giricubo, yaitu di Desa Nglindur, Desa Tileng, 

Desa Jerukudel dan Desa Karangawen, dan Kecamatan Rongkop, yaitu di 

Desa Semugih, Desa Karangwuni, dan Desa Melikan. Sehingga, total 

keseluruhan desa yang akan terkena dampak dari proyek tersebut 

berjumlah 46 desa.  

 Proyek tersebut akan menggusur lahan pertanian dan memakan 

lahan produktif persawahan masyarakat dengan jenis tanaman Padi musim 

hujan dan Bawang merah, serta cabe saat musim kemarau. Lahan produktif 

pertanian yang akan dipergunakan sebagai proyek JLS tersebut 800-1500 

meter persegi, dan lahan pekarangan depan rumah mempunya berbagai 

macam jenis tanaman, seperti melinjo, mangga, pisang, kelapa, dan 

tanaman lain. 
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Sejak tahun 2006, pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap 

proyek tersebut, akan tetapi belum ada kepastian dari pemerintah kapan 

proyek JLS dilaksanakan, termasuk pembebasan lahan warga. Pada 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dihadiri oleh 100 orang warga 

dan 40-nya adalah perempuan. Akan tetapi, di dalam sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah tidak menyampaikan dampak yang akan dialami 

warga dengan adanya proyek jalan tersebut.  

  Dalam harian Kompas pada 16 Februari 2007, Masrun-Kepala Balai 

Pelayanan Teknis Bina Marga Wilayah Magelang mengatakan, pengaspalan 

jalan baru selesai dilakukan sepanjang 2,9 kilometer, mulai dari perbatasan 

Yogyakarta hingga memasuki wilayah Kabupaten Purworejo. Dari angka 

tersebut, 1,6 kilometer sudah terbagi menjadi empat lajur, dan 1,3 

kilometer baru terbagi dalam dua lajur. Dalam perkembangannya nanti,  

sepanjang 89 kilometer di wilayah Kabupaten Purworejo-Kebumen ini, 

semuanya akan dibagi menjadi empat lajur, dengan lebar jalan mencapai 14 

meter. Selain pengaspalan, Masrun mengatakan, dalam proyek JLS ini juga 

masih dibutuhkan pembebasan lahan. Dari JLS sepanjang 40 kilometer di 

wilayah Kabupaten Purworejo, pembebasan lahan baru tuntas sekitar 50 

persen. Di Kabupaten Kebumen, pembebasan lahan yang sedianya 

dilakukan di 10 desa, baru selesai dilaksanakan di empat desa. 

Banyaknya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk merealisasikan 

proyek pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu alasan untuk 

melakukan peminjaman dana ke Asian Development Bank (ADB), selain 

ada dana yang berasal dari APBN dan APBD. Pada Desember 2007, 

pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman ke ADB, dan kemudian 

mendapat respon dari ADB. ADB berencana akan mendanai proyek jalan 

tersebut sebesar USD 500 juta melalui dana MFF (Multitranche Financial 

facility), dimana berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah akan 

disetujui pada 10 Januari 2010. Sebelum disetujui pendanaan tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan assesment proyek yang akan didanai. Untuk 

pendampingan tersebut diajukan pada oktober 2006 dan disetujui dengan 

dana sebesar USD 1,3 juta. Namun, kemudian pada tahun 2011, ADB 

mengubah bentuk pendanaannya dari MFF menjadi single loan dengan 

jumlah pinjaman USD 180 juta. Dan wilayah Yogyakarta tidak lagi termasuk 

ke dalam wilayah yang didanai oleh ADB. 
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Proyek Jalan Jalur Lintas Selatan 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

Pembangunan jalan lintas 

selatan yang akan menggusur 

ribuan KK sepanjang pulau jawa 

tentu akan berdampak terhadap 

kehidupan mereka. Proyek yang 

akan melewati lahan pertanian, 

kawasan karst dan tanam nasional 

tentu akan berdampak terhadap 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya, 

serta kondisi lingkungan. Walaupun 

sosialisasi proyek telah dilakukan sejak tahun 2006, namun sampai saat ini, 

warga yang potensi terkena dampak pembangunan proyek jalan lintas 

selatan ini belum mendapatkan kepastian dari pihak pemerintah.  Ketidak 

pastian tersebut membuat warga mengalami keresahan terhadap proyek 

tersebut, karena mereka pesimis proyek tersebut dapat meningkatkan 

perekonomian tersebut. Sementara warga juga belum mendapatkan 

informasi dengan jelas mengenai lahan yang akan terkena proyek tersebut.  

Pembangunan proyek jalan tersebut berdampak terhadap 

penggusuran masyarakat adat dan kerusakan ekologi oleh karena 

pembangunan jalan tersebut akan melewati kawasan karst. Padahal 

kawasan karst tersebut merupakan kawasan tangkapan air yang 

menyimpan sumber-sumber air bagi masyarakat sekitar gunung tersebut64. 

Selain itu tidak hanya menggusur masyarakat adat, tetapi juga menggusur 

persawahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, seperti 

masyarakat di dusun kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta. 
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 “ADB Danai Proyek Jalan Raya, Masyarakat Dihimbau Melawan”, 

http://www.satudunia.net/?q=content/adb-danai-proyek-jalan-raya-masyarakat-dihimbau-melawan 
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Jalur Proyek yang membelah gunung 

 

Pembangunan jalan yang menggusur lahan pertanian, menjadikan 

perempuan buruh tani tidak dapat lagi memanfaatkan lahan sebagai 

sumber pendapatan mereka. Hal ini tentu saja berdampak terhadap 

ekonomi keluarga yang sangat bergantung dari lahan pertanian tersebut. 

Situasi tersebut akan memicu perempuan untuk menjadi buruh migran 

sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Selain 

itu, Banyaknya jumlah areal persawahan yang akan terkena proyek jalan 

tersebut dan Hilangnya lahan produktif, semakin mengurangi jumlah 

produksi pangan di wilayah yogyakarta. Hal ini juga akan berdampak 

terhadap krisis pangan, dikarenakan tidak cukup tersedia pangan bagi 

masyarakat. Tidak hanya itu, organisasi yang telah dibangun antar petani 

maupun organisasi perempuan yang ada didesa juga terancam hilang, 

karena penduduk desa akan digusur, sehingga kehidupan mereka akan 

berpisah-pisah. Ikatan sosial yang telah mereka bangun puluhan tahun, 

akan hilang dengan proyek tersebut.  
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Proyek ini justru menyulitkan masyarakat, khususnya petani bawang, karena selain 

lahan mereka tergusur, mereka harus berjalan lebih jauh karena jalan ini 

menyulitkan bagi mereka, dan mereka juga tidak dapat memanfaatkan jalan ini, 

karena tidak memiliki kendaraan, sedangkan tidak ada kendaraan umum yang 

melewati jalan ini. 

 

Penyerapan tenaga kerja dengan ada nya proyek JLS ini, paling 

besar adalah sektor buruh kasar yang bersifat sementara. Sudah tentu tidak 

akan meningkatkan kesejahteraan warga yang terkena proyek. Sedangkan, 

keberadaan dari Jalan Lintas Selatan yang memiliki konsep jalur cepat, 

yang menyulitkan masyarakat untuk menyeberanginya, sehingga 

masyarakat yang biasanya dapat dengan mudah mengakses tempat 

kerjanya dengan berjalan kaki, harus berjalan lebih jauh.  

Proyek jalan yang akan melewati kawasan karst dan taman nasional 

juga berpotensi terhadap penghancuran lingkungan. Kawasan karst yang 

selama ini berfungsi terhadap wilayah tangkapan air, juga akan terancam. 

Jika kawasan tersebut hancur maka akan berpotensi terhadap krisis air 

bersih, terutama bagi warga yang tinggal disekitar kawasan tersebut yang 

memanfaatkan air dikawasan karst tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. 

Hancurnya taman nasional juga akan berpotensi terhadap terjadinya 

bencana alam seperti longsor dan banjir, dimana ketika bencana terjadi, 

dikarenakan peran gender yang masih kuat, sehingga perempuan lah yang 

paling banyak terkena dampak baik secara fisik maupun psikis.  
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Secara umum, apabila proyek ini dilaksanakan maka akan 

berdampak buruk pada kehidupan masyarakat khususnya perempuan yang 

disimpulkan sebagai berikut: 

Tahap Pra Konstruksi:   

Ganti Rugi Tanah, Berkurangnya Lahan Produktif dan 

Terganggunya Fasilitas Umum,   

Tahap Konstruksi:  

Rusaknya Kawasan Karts, Peningkatan Getaran, Kebisingan, 

Penurunan Kualitas Udara, Perubahan Tata Guna Lahan, Terjadi 

Longsor dan Amblesan, Penurunan Habitat, Populasi Satwaliar, 

Gangguan kesehatan, dan Penurunan Sanitasi Air,  

Tahap Operasi:  

Perubahan Penggunaan Lahan, Peningkatan Kebisingan, 

Peningkatan, Kecelakaan, TPI (Pandasimo, Samas, dan Depok), 

Aktivitas Pasar dan Pusat Perdagangan, dan Merusak Obyek Wisata: 

Kawasan Wisata Samas, Parangkusumo, dan Parangtritis.  

 

d. Gambaran Kasus 

“....sebenarnya kami tidak ingin pindah dari tempat tinggal kami, 

tetapi kami tidak berani melawan pemerintah...” pernyataan seorang 

perempuan di dusun kretek65.  

 

Proyek pembangunan jalan yang sampai hari ini masih terjadi 

perdebatan, baik karena kinerjanya yang dinilai lamban maupun karena 

sampai hari ini masih terjadi perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil 

mengenai proyek jalan lintas selatan tersebut.  Misalnya di Cilacap, 

sebanyak 92 KK warga warga sepanjang jalan Tentara Pelajar Kecamatan 

Cilacap Utara menyatakan keberatan daerahnya dilalui proyek Jalan Lintas 

Selatan Jawa. Mereka sudah dua kali berkirim surat keberatan kepada 

Gubernur Jawa Tengah dan Kepala DPU Cilacap tanggal 14 Oktober dan 6 

November 2004. 

Akan tetapi, sangat disayangkan, surat keberatan dari warga Cilacap 

tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah setempat. Dengan 

adanya sejumlah warga yang melakukan penolakan tersebut, akibatnya 

warga tersebut tidak diikut sertakan kembali dalam sosialisasi selanjutnya. 
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 Diskusi kampung di dusun kretek oleh Solidaritas Perempuan Kinasih pada 11 Maret 2009.  
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”...Hanya tiga warga yang dipilih mengikuti sosialisasi tingkat Jateng 

di Purworejo. Namun kami merasa tidak diwakili mereka,'' ungkap 

salah seorang warga Tentara Pelajar Kecamatan Cilacap Utara. 

 

Penolakan yang dilakukan oleh sejumlah warga, tidak menjadi 

pembelajaran buat pemerintah untuk mengevaluasi terhadap rencana 

pembangunan jalan tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan 

perekonomian serta membuka akses daerah-daerah yang terisolir, tetapi 

juga akan mengorbankan dan menggusur masyarakat dan menghilangkan 

sumber-sumber penghidupan masyarakat.  

Selain penolakan yang terjadi di Kecamatan Cilacap Utara, warga di 

dusun Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta juga mulai melakukan penolakan 

terhadap proyek jalan lintas selatan tersebut. Pembentukan Komite rakyat 

Kretek atau ”KARAK” salah satu bentuk dari penolakan warga kretek 

terhadap proyek jalan ini yang akan menggusur mereka dari dusun, karena 

Proyek jalan tersebut akan menggusur berbagai fasilitas umum seperti TK, 

SMP, SMA maupun SMK. Selain itu juga puluhan ribu hektar areal 

persawahan juga akan terkena gusur proyek jalan tersebut dan areal 

pemukiman.  

  Sepanjang tahun 2006-2007, pemerintah daerah yang terdiri dari 

Dinas Perhubungan, Jasamarga, Perangkat Kecamatan, serta dari 

Perangkat Kelurahan melakukan sosialisasi proyek ke Dusun Kretek. Warga 

yang hadir pada saat itu sekitar 100 orang dan perwakilan perempuan ada 

sekitar 40 orang. Akan tetapi tidak semua wilayah yang akan dilalui proyek 

jalan tersebut dilakukan sosialisasi proyek tersebut. Hal ini dapat dilihat 

dengan masih ada warga yang keberatan ketika  ada petugas yang tiba-tiba 

datang, mengukur dan menandai bagian dari tempat tinggalnya, dan 

mengatakan bahwa rencana nya proyek JLS akan melewati bagian 

tersebut. 

 

e. Analisa Kasus 

  Salah satu tujuan proyek pembangunan jalan tersebut adalah 

membuka akses daerah yang terisolir sehingga juga dapat mengakses 

wilayah perkotaan, selain itu pembangunan jalan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan sirkulasi dinamisasi perekonomian. Namun, Semangat 

untuk membuka akses masyarakat dari tempat terisolir serta 
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mempermudah untuk mendistribusikan pangan, justru ’dibarengi’ dengan 

proyek yang semakin berpeluang menyebabkan krisis pangan. 

Situasi tersebut juga akan sangat mengancam kehidupan 

perempuan, dimana peran gender yang masih melekat dimasyarakat masih 

memposisikan perempuan sebagai penjaga keluarga, sehingga perempuan 

lebih memperhatikan kebutuhan pangan bagi anak-anak dan suaminya, 

sementara sering melupakan kebutuhan pangan bagi diri mereka sendiri.  

Pertanian yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian 

penduduk juga akan hilang karena digusur oleh proyek jalan tersebut. Hal 

ini juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya 

perempuan yang bergantung kehidupannya dari pertanian tersebut. 

Dengan tidak adanya lahan pertanian tersebut, maka masyarakat harus 

mencari alternatif pekerjaan. Sulitnya perekonomian juga berdampak 

terhadap kehidupan perempuan, dimana perempuan juga akan bekerja 

mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Situasi tersebut 

akan semakin rentan bagi perempuan dimana akan rentan terhadap 

eksploitasi tenaga kerja maupun pelecehan seksual. 

 

 

D. Konsep Yang Digunakan Dalam Pembangunan Insfrastruktur 

 Konsep pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk 

mempermudah investasi masuk ke Indonesia, telah mengorbankan 

kepentingan – kepentingan perempuan, bahkan pelanggaran terhadap hak 

– hak perempuan kerap terjadi.  Bahkan dengan dalih untuk kepentingan 

umum, pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan tol, 

bendungan, dan lainnya, kemudian tidak memberikan manfaat bagi 

perempuan, yang mengakibatkan kehidupan perempuan semakin sulit.  

 Tiga kasus di atas telah menunjukkan, bagaimana pembangunan 

infrastruktur hanya untuk kepentingan perusahaan – perusahaan, bukan 

untuk kepentingan perempuan, walaupun dengan mengatasnamakan 

kepentingan umum, dengan penggusuran paksa, pengambilalihan lahan, 

proses ganti rugi yang tidak sesuai, termasuk kerusakan lingkungan. Seperti 

pembangunan jalan lintas selatan, yang membelah gunung, diperuntukan 

bagi wisatawan dan sebahagian untuk kemudahan perusahaan tambang 

pasir besi melakukan aktifitasnya, begitupun infrastruktur PLTA Sulewana, 

yang dibangun untuk mensuplai energi listrik ke industri – industri yang 
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akan masuk ke Palu. Dua kasus tersebut sangat jelas memperlihatkan 

keberpihakan pemerintah kepada perusahaan, dengan menyediakan 

sejumlah fasilitas yang kemudian didukung penuh oleh lembaga keuangan 

internasional, terutama JBIC (Japan Bank International Coorperation). 

Bahkan kecenderungan yang terjadi dalam proyek-proyek pembangunan 

infrastruktur skala besar adalah tidak memberikan manfaat bagi 

masyarakat lokal, seperti yang terjadi dalam proyek JLS, di mana 

masyarakat tidak dapat menggunakan jalan tersebut karena tidak memiliki 

kendaraan, bahkan justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat karena 

harus berjalan lebih jauh. 

 Penyediaan infrastruktur tersebut, kemudian mengakibatkan 

penggusuran tempat tinggal, mata pencaharian, dan aset lainnya, 

pengambilalihan lahan, bahkan juga kerusakan lingkungan, seperti 

pembangunan embung di Lambadeuk, Aceh. Pembangunan Embung yang 

harus merusak gunung, tentu akan menggangu ekosistem disekitarnya. 

Tidak hanya itu,  gunung tersebut juga dimanfaatkan oleh perempuan di 

sekitarnya untuk menanam cabe, sebagai salah satu sumber mata 

pencaharian mereka, selain bertani sawah.  Pengambilan lahan tersebut, 

tidak hanya menyingkirkan perempuan dari alamnya, tetapi juga 

berdampak pada perekonomian perempuan. Karena lahan yang biasa 

mereka gunakan untuk bertanam cabe, tidak dapat digunakan lagi, karena 

dijadikan Embung. 

 Dampak yang lebih dasyat juga dialami oleh perempuan – 

perempuan di sekitar PLTA Sulewana. Mulai dari proses pembebasan tanah 

dan ganti rugi yang tidak transparan, dan sangat rendah, serta tidak melalui 

musyawarah, membuat masyarakat cenderung enggan menjual tanah 

mereka. Namun, untuk melancarkan investasi, aparat pemerintahan desa 

sering melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk tetap menjual tanah 

mereka. PLTA yang dibangun juga menggusur tempat tinggal, bahkan 

pembongkaran pagar sogili (tempat penangkapan sidat) yang merupakan 

warisan leluhur warga asli desa sulewana selama lima generasi, akan 

mengakibatkan hilangnya nilai – nilai budaya yang secara turun temurun 

berlangsung didesa mereka.  
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BAB V 

Air Bagi Kehidupan Perempuan 

 

A. Paradigma dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 

Air, sumber air dan sumberdaya air merupakan salah satu 

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang keberadaannya sangat 

dinamis dan sangat ditentukan oleh kemampuan alam dan manusia untuk 

mengelolanya.66 Apabila air tidak dikelola dan dilindungi dengan baik maka 

dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan air, seperti halnya yang terjadi 

saat ini. Krisis air, khususnya krisis air bersih terjadi di mana-mana di 

seluruh Indonesia. Kelangkaan tersebut bukan hanya terjadi secara natural, 

namun juga sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya alam. Sebagaimana telah dijabarkan dalam 

bab-bab sebelumnya, setiap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam selalu 

berdampak pada air. Mulai dari pengrusakan wilayah penyangga air yang 

mengakibatkan berkurangnya sumber-sumber air, penyedotan air secara 

berlebihan untuk aktivitas pengolahan bahan tambang maupun sawit, yang 

berdampak pada berkurangnya debit air, hingga pencemaran air akibat 

limbah industri. 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya 

kelangkaan ketersediaan air, orang mulai terpancing untuk berpikir dan 

memandang air sebagai barang ekonomi. Air mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi apabila ketersediaannya baik dalam kuantitas dan kualitasnya 

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 67 Saat sebagian orang tertarik untuk 

menjual air langsung sebagai barang komoditi, beberapa pemakai air 

lainnya mulai terganggu, karena bagi sebagian orang lain, khususnya 

petani, air adalah bahan suatu proses produksi yang menunjang pangan, 

sandang dan lingkungan. Terlebih lagi bagi perempuan.  

Akibat peran gendernya di dalam sistem masyarakat yang 

patriarkis, perempuan memperoleh peran dan tanggung jawab produktif 

dan reproduktif dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

kesehariannya perempuan sangat dekat dengan air yang dipakai untuk 

kesehatan reproduksinya dan kegiatan dalam rumah tangga, seperti 
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mencuci, memasak, mengurus anak. Perempuan lah yang paling sering 

bersinggungan dengan air. Di berbagai kasus, tidak adanya akses air bersih 

telah mengakibatkan beban kerja perempuan bertambah, meningkatkan 

situasi kekerasan terhadap perempuan, bahkan terancamnya jiwa dan 

kesehatan reproduksi perempuan akibat kualitas air yang buruk atau 

tercemar. 

Namun, di kala Indonesia mengalami krisis air, negara ini justru 

meluncurkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Pertentangan yang muncul akibat dikeluarkannya UU ini 

adalah karena tersebut menganut konsep hak guna air yang berpotensi 

atau membuka peluang untuk terjadinya komersialisasi air. Hak guna air ini 

merupakan perwujudan dari konsep yang diperkenalkan oleh World Bank, 

yang disebut dengan tradable water rights.68 Intervensi World Bank dimulai 

sekitar tahun 1998 di kala Indonesia mengalami krisis ekonomi, melalui 

pinjaman program untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air yang 

disebut Water Resources Sector Stuctural Adjustment Loan (WATSAL), yang 

merupakan bagian dari keseluruhan pinjaman untuk mereformasi makro 

ekonomi Indonesia.69 Loan Agreement sebesar USD 300 yang 

ditandatangani pada 28 Mei 1999, mengandung prinsip-prinsip yang harus 

diadopsi di dalam undang-undang sektor sumber daya air di Indonesia, 

antara lain adalah memperkenalkan konsep hak guna air untuk alokasi air 

permukaan dan tanah dan untuk penggunaan air yang kondusif, 

meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air, terutama untuk irigasi, 

memfasilitasi hubungan antara alokasi dan penggunaan air permukaan dan 

tanah melalui mekanisme sertifikat yang seragam, dan memperbaiki 

peraturan-peraturan dan kerangka kerja untuk partisipasi swasta (PPP) 

dalam sektor sumber daya air dan pengelolaan kualitas air, termasuk 

manajemen irigasi melalui konsesi investasi, pengoperasian dan 

pemeliharaan.70 Program ini jelas mengarahkan Indonesia untuk melakukan 

restrukturisasi sektor sumber daya air ke arah privatisasi, dengan 

mendorong peran dan partisipasi swasta dalam sektor sumber daya air.  
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Proses privatisasi air tentu saja sangat merugikan para petani 

pengguna air, menegasikan hak-hak ulayat yang dimiliki masyarat secara 

turun-temurun. Privatisasi tentu saja pada gilirannya akan mengganggu 

kedaulatan pangan karena para petani yang selama ini sangat tergantung 

pada air yang bebas digunakan tiba-tiba harus membatasi penggunaan air 

arena adanya mekanisme “jasa” yang dikontrol oleh pemerintah. Sisi lain 

yang bisa merugikan adalah adanya kemungkinan bahwa sumberdaya air 

tidak akan dikelola oleh perusahaan pengelola dengan menggunakan 

prinsip ekologis dan prinsip keadilan antar generasi71. Juga akan 

memberatkan kaum miskin kota karena adanya discharge fee (biaya 

pembuangan). Pengenaan biaya seperti ini ditujukan untuk mengurangi 

polusi sungai, namun hal itu menjadi beban bagi kaum miskin kota yang 

tidak mampu membangun tangki septik sebagaimana perusahan-

perusahaan besar yang mampu membangun tangki.  

World Bank bukanlah satu-satunya lembaga keuangan internasional 

yang berperan dalam restrukturisasi atau deregulasi di sektor sumber daya 

air. Lembaga keuangan lainnya adalah Asian Development Bank (ADB), 

yang berperan mulai tahun 2001 melalui pinjaman-pinjaman bantuan teknis 

(Technical Assistance) yang menunjang proses restrukturisasi, dengan 

tujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang ‘sesuai’, menunjang 

partisipasi sektor swasta, dan menunjang desentralisasi.72 Keterlibatan ADB 

di sektor ini memang diarahkan untuk mendukung konsep-konsep di dalam 

program WATSAL, khususnya terkait pengelolaan air oleh swasta, 

reformasi PDAM dan bantuan bagi pemerintah daerah dalam 

mempersiapkan proposal proyek untuk sektor pelayanan air dan kesehatan. 

Bahkan khusus bagi pelayanan air di Jakarta, ADB juga terlibat dalam 

memberikan pinjaman untuk perluasan infrastruktur air kepada PT PAM 

Lyonnaise Jakarta (Palyja) sebesar Rp 455 milyar, yang disetujui pada 31 

Agustus 2007 untuk masa 5 tahun ketiga dari keseluruhan jangka waktu 

konsensi (2008-2012).73 
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Permasalahan terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia, 

juga mengenai penyediaan air minum dalam kemasan. Hingga tahun 2008, 

terdapat 247 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan 

AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar 

liter air bersih, namun yang pada akhirnya menjadi produk AMDK hanya 

sebanyak 7,5 miliar liter per tahun, sedangkan sisanya, 4 miliar liter air 

bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air 

(Catatan ASPADIN).74 Di wilayah perkotaan, tarif air minum menjadi tinggi, 

sedangkan di wilayah pedesaan, sumber-sumber air masyarakat disedot 

dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan air minum, dan 

menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya kekurangan air, untuk 

kebutuhan irigasi, rumah tangga, bahkan untuk air minum, akibat 

penurunan debit air.  

Pembahasan mengenai pengelolaan sumberdaya air dapat dilihat 

dari berbagai konteks, mulai dari bagaimana mempertahankan wilayah 

penyangga air, mempertahankan kualitas dan kuantitas air sungai atau air 

tanah, hingga bagaimana pengelolaan dan penyediaan air minum. 

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa dalam setiap konteks isu, 

baik pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun pembangunan 

infrastruktur, selalu ada permasalahan air yang dihadapi, mulai dari 

pencemaran air, berkurangnya debit air, hingga rusaknya sumber-sumber 

air akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Dampak dari eksploitasi 

sumber daya alam terhadap air, sedikit banyak telah tergambarkan di atas. 

Contoh kasus yang diangkat pada bagian ini adalah mengenai pelayanan air 

minum di Jakarta.  

 

B. Kebijakan Sumber Daya Air 

Kebijakan yang mengatur mengenai sektor Sumber Daya Air adalah 

UU PSDA No. 7 Tahun 2004, di mana UU ini semakin melanggengkan air 

menjadi barang ekonomi yang dapat diperjualbelikan oleh pihak swasta 

melalui konsep hak guna usaha. Di dalam UUPSDA disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan hak guna adalah hak guna pakai dan hak guna usaha 

(Pasal 7). Hak guna pakai yang meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau 

ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya, 
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dapat diberikan tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem 

irigasi, apabila cara penggunaannya tidak mengubah kondisi alami sumber 

air, ditujukan bukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam 

jumlah besar, atau tidak digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem 

irigasi yang sudah ada (Pasal 8). Sedangkan, hak guna usaha dapat 

diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari 

Pemerintah (Pasal 9). Konsep hak guna usaha inilah yang kemudian 

menimbulkan potensi komersialisasi.  

Bank Dunia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) telah 

mendorong pembahasan UU ini untuk mengalihkan pengelolaan 

sumbersaya air untuk diprivatisasikan. UU ini memberikan dua jenis hak 

kepada pengguna air yaitu hak guna pakai untuk pertanian sawah, dan hak 

guna usaha untuk perkebunan, peternakan dan perikanan. Aspek jasa 

pengelolaan sangat ditekankan oleh undang-undang ini, dan oleh arena itu 

tidak mengherankan apabila banyak perusahan asing maupun lokal yang 

antri kroni Bank Dunia dan ADB menunggu kesempatan berinvestasi pada 

sektor air.  

Izin hak guna usaha dapat diberikan kepada badan usaha inilah yang 

membuka peluang  privatisasi dalam sistem pengelolaan sumber daya air. 

Padahal jelas disebutkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) & (3) bahwa 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari kedua ayat 

Pasal 33 tersebut jelas menunjukkan bahwa air seharusnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena 

air merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang 

banyak. Seharusnya air menjadi barang publik yang dikelola oleh negara 

dan tidak menjadi barang komoditas yang dapat diperdagangkan demi 

keuntungan. Bahkan kemudian di dalam Resolusi PBB yang dikeluarkan 

pada 28 Juli 2010, disebutkan bahwa akses untuk mendapatkan air bersih 

dan sanitasi termasuk dalam hak asasi manusia.75 Setiap orang berhak 
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untuk mendapatkan air yang cukup, aman, mudah didapat dan terjangkau. 

Demikian pula halnya dengan sanitasi.76  

Sebenarnya, terhadap UUPSDA, sekelompok masyarakat sipil telah 

mengajukan yudisial review pada pertengahan tahun 2004, dan putusan 

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon karena 

ketentuan di dalam UU tersebut belum dapat dikatakan bertentangan 

dengan UUD 1945, walaupun dengan adanya pendapat berbeda dalam 

pengambilan keputusannya77. Namun, di dalam pertimbangan putusan 

tersebut, pengakuan air sebagai barang publik menjadi semakin dipertegas 

oleh penafsiran yang menyakan bahwa “Air merupakan res commune dan 

oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, sehingga 

pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang 

terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian 

hukum perdata”. Dengan demikian, air yang berada di dalam wilayah 

Indonesia, tidak berada di dalam kekuasaan siapapun kecuali negara, dan 

rakyat dengan hak asasi yang dimilikinya mendapatkan jaminan 

berdasarkan konstitusi untuk memperoleh akses air bagi kebutuhan.78 

Selain itu, masih terbuka peluang untuk mengajukan uji materi terhadap 

UU ini apabila ditemukan bahwa pelaksanaan UU ini ternyata tidak sejalan 

dengan UUD 1945. 

 

C. Perempuan Bertahan di Tengah Krisis Air Akibat Privatisasi  

  Di dalam sub bab ini akan diberikan contoh pengelolaan air untuk 

wilayah DKI Jakarta yang awalnya dikelola oleh PT PAM Jaya, namun 

kemudian diberikan kepada 2 perusahaan air swasta, yaitu PT PAM 

Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT AETRA. Data yang disampaikan merupakan 

hasil olahan dari laporan investigasi Solidaritas Perempuan Jabotabek di 

wilayah sample dan terkait informasi proyek, diolah dari materi publikasi 

dalam advokasi yang dilakukan bersama dengan Koalisi Masyarakat 

Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). 
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Pengelolaan Air di Jakarta (PT Palyja dan PT Aetra)79 

a. Gambaran Umum Wilayah 

 Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi 

dan satu Kabupaten administratif, yakni Kota administrasi Jakarta Pusat, 

Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta 

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, dengan total luas wilayah 

7.659,02 km2, terdiri dari daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di 

Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km2.80 Di sebelah selatan dan 

timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan 

Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten 

Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Wilayah yang menjadi 

contoh kasus terkait privatisasi air Jakarta adalah Kelurahan Rawa Badak 

Utara yang terletak di Kota Administratif Jakarta Utara.  

Kelurahan Rawa Badak Utara, adalah wilayah yang cukup luas dan 

padat penduduk,dengan luas wilayah 133.38 Ha, dengan jumlah penduduk 

sekitar 42,990 Jiwa, terdiri dari  23,936 laki-laki, dan 19,054 perempuan. 

Kelurahan ini berbatasan sebelah Utara dengan Kelurahan Koja, sebelah 

Barat dengan Kelurahan Lagoa, sebelah Timur dengan kelurahan Tugu, dan 

sebelah Selatan dengan Kelurahan Rawa Badak Selatan. Mata pencaharian 

masyarakat umumnya adalah pelaut (pelayaran), nelayan, buruh pabrik, 

penjual ikan dan tukang ojek, tukang becak buruh bangunan. Para 

perempuan kebanyakan sebagai ibu rumah tangga,  sebagian ada yng 

dagang sayuran, nasi uduk, yang masih muda kebanyakan kerja sebagai 

buruh pabrik atau disebut sebagai bondet. 

  Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja DKI Jakarta Utara 

merupakan wilayah pesisir cendrung gersang, penduduk nya rata-rata 

pendatang, daerah industri  kekayaan dari hasil Laut dan pelabuhan 

tersebut telah memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. 

seperti sebagian penduduk nya bekerja di pelabuhan Tanjung Priok, pekerja 

industri garment, maupun sebagian penduduknya menjadi pelaut 

(pelayaran) sbagian laki-laki di wilayah ini, untuk perempuan nya ada yang 

menjadi buruh pabrik yang masih umurnya mudah, kalau sudah separoh 
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 Laporan Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan Jabotabek, 2010. 
80

 Mengenal Propinsi DKI jakarta, http://www.jakarta.go.id/web/mengenal 
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Sumber Ilustrasi: AMRTA 

bayah mereka hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi keperluan 

keluarganya.  

  Kelurahan Rawa badak ini wilayah yang cukup pada penduduk, 

Sekitar 14 RW dan 119 RT, jumlah KK 1954 kepala keluarga, sebelumnya 

masyarakat nya masih menikmati air bersih yang cukup memadai, namun 

sejak tahun 2000 an sampai sekarang air bersih untuk kebutuhan sehari-

sehari sering sekali mengalami kemacetan (tidak mengalir) sampai berhari-

hari, bisa sampai seminggu bahkan bulanan. Kelurahan Rawa Badak untuk 

fasilitas air bersih dan MCK umum dikelola warga. Selama ini air yang 

digunakan warga adalah dari PDAM, karena mereka tidak bisa 

mendapatkan air bersih dari tanah langsung. Jenis air di wilayah ini adalah 

air asin dan jelas air tanah untuk wilayah DKI tidak layak konsumsi dan 

kemungkinan tercemar B3.  

  Rata-rata pendidikan perempuan bervariasi, ada SMA, ada yang 

Cuma SMP maupun yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar), Dalam hal 

pengambilan dan penentuan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, 

Perempuan hanya sebagai penyerta sebuah rapat tanpa pernah di beri 

kesempatan untuk memberikan dan mendengarkan pendapatnya karena 

budaya Patriarkhi  masih sangat kental, pendapat perempuan harus direstui 

dahulu oleh laki-laki. Peran perempuan dalam hal politik masih sangat 

lemah dan perempuan Rawa badak  juga harus menanggung beban ganda 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

b. Pengelolaan Air di Jakarta 

Keterlibatan sektor swasta dalam 

penyediaan air bersih di Jakarta mulai 

terjadi sejak Tahun 1998, yaitu sejak 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

tentang Penyediaan dan Peningkatan 

Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat dan 

Timur Jakarta antara Perusahaan Daerah 

Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

(PAM JAYA) dengan PT PAM Lyonnaise 

Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya 

(TPJ) berlaku efektif.  
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Awalnya pada 6 Juni 1997 PAM JAYA menandatangani perjanjian 

kerjasama dengan PT Garuda Dipta Semesta (GDS) – yang kemudian 

berubah menjadi PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Kekarpola 

Airindo/Thames Water (KATI) – yang kemudian berubah menjadi PT 

Thames PAM JAYA. Namun, perjanjian kerja sama tersebut baru berlaku 

efektif pada 8 Februari 1998  untuk jangka waktu 25 tahun. PT Palyja 

menandatangani perjanjian untuk pelayanan air wilayah barat Jakarta, 

sedangkan PT TPJ (sekarang PT Aetra) menandatangani perjanian untuk 

pelayanan air di wilayah timur Jakarta, di mana wilayah dibagi dengan 

menggunakan aliran sungai Ciliwung. Perjanjian kerja sama tersebut 

sempat direvisi pada tahun 2001, dengan alasan terjadinya krisis ekonomi 

yang melanda Indonesia pada tahun 2008, tanpa merubah jangka waktu 

perjanjian. 

 Pemilihan kedua perusahaan air swasta tersebut dilakukan melalui 

penunjukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Presiden Soeharto, dan 

tanpa melalui tender, dengan alasan untuk mempercepat proses. Padahal 

pengoperasian sistem air minum dengan bekerja sama dengan swasta 

adalah hasil rekomendasi dari World Bank, namuan World Bank 

merekomendasikan untuk dilakukan melalui tender.  

 Alasan dari kerja sama ini adalah untuk menjamin peningkatan 

kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air bersih dan air minum di 

Jakarta, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem penyediaan air dan 

memperbaiki kinerja operasional, meningkatkan kapasitas pengelolaan dan 

keterampilan tenaga kerja, serta alih teknologi dan membuat proyek yang 

dapat membiayai diri sendiri (self-financing). Namun, Hingga belasan tahun 

operator swasta ini beroperasi, PAM Jaya dan warga Jakarta justru 

mengalami kerugian akibat berbagai permasalahan yang timbul dari 

pelaksanaan kerja sama ini.  

Permasalahan tersebut antara lain adalah terkait tarif air yang 

mahal, kerugian negara yang harus ditanggung PAM Jaya akibat selisih tarif 

air yang ditetapkan pemerintah dan tarif pelayanan yang harus dibayarkan 

kepada operator swasta, tidak terpenuhinya berbagai target pelayanan, 

terkait volume air, tingkat kebocoran dan cakupan pelayanan, serta 

munculnya isu tenaga kerja, terkait gaji karyawan yang rendah dan baru 

satu kali mengalami kenaikan gaji selama 13 tahun beroperasi. Sedangkan, 

perjanjian kerja sama tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan 
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Situasi Pemukiman di Rawa Badak 

perusahaan swasta, karena ditemukan berbagai ketidakadilan di dalam 

perjanjian, yang mana kini sedang dipermasalahkan oleh PAM Jaya. Salah 

satu ketidakadilan yang ditemukan adalah untuk melakukan pemutusan 

perjanjian kerja sama, pihak PAM Jaya, dalam hal ini, Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta harus membayarkan denda hingga trilyunan rupiah, walaupun 

pemutusan tersebut adalah karena tidak terpenuhinya klausul di dalam 

perjanjian, seperti misalnya target pelayanan.  

 

c. Dampak Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan 

 Sejak air di Jakarta 

dikelola oleh perusahaan air 

swasta, masyarakat Rawa Badak 

mengalami kesulitan akses air 

bersih. Dari mulai air yang sering 

macet sampai berhari-hari, air 

yang tidak layak untuk 

dikonsumsi ( berwarna hitam, dan 

berbau got), serta semakin 

mahalnya rekening air yang 

mereka harus bayar. Belum lagi ketika air PAM mati mereka harus membeli 

air dari pedagang air keliling, yang menambah beban ekonomi dalam 

keluarga.  

 

Untuk mendapatkan air bersih, warga biasanya terpaksa membeli 

dari penjual air gerobak atau menunggu air PAM keluar. Air yang keluar 

seringkali kecil, hanya terkadang saja besar. Kualitas air juga tidak bagus, 

terkadang agak kuning dan cepat ada ulat atau bau jika keluarnya siang 

hari. Air yang keluar pun seringkali berbau got, berbau kaporit atau 

berwarna kecokelatan, dan apabila terjadi demikian, mereka tidak 

menggunakan air tersebut, kecuali terpaksa. Penggunaan air ini pun 

berdampak pada kesehatan perempuan dan anak-anak, mereka seringkali 

mengalami gatal-gatal.  

 

 

 



198 

 

Penjual Air Keliling 

Perempuan membeli air untuk mencuci 

Air yang cukup bening 

biasanya hanya keluar pada jam-jam 

tertentu di waktu dini hari, sehingga 

masyarakat, dalam hal ini, 

perempuan, harus bergadang untuk 

menunggu air keluar. Karena apabila 

keran dibuka dan ditinggal tidur, 

ternyata air yang keluar tidak lagi 

bersih, maka seluruh bak akan 

tercampur dengan air kotor. 

Sehingga, mereka lebih mendingan 

menjaga air yang keluar hingga bak penuh.  

Bahkan anak-anak, terutama anak perempuan, juga terpaksa 

bergantian atau menemani ibu mereka menunggu air, yang berdampak 

pada berkurangnya waktu istirahat mereka. Air pun terkadang macet total, 

tidak keluar selama berhari-hari hingga 2 mingguan atau bahkan pernah 

sebulan, sehingga mereka harus membeli air dari penjual keliling dan 

terpaksa menggunakan air secukupnya saja. Untuk mendapatkan air 

dengan harga yang lebih murah, mereka membeli air dengan selang, 

namun tempat-tempatnya biasanya terbatas atau jauh, sehingga mereka 

harus mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra untuk mendapatkan air.  

Kesulitan air ini juga jelas 

membuat perekonomian mereka 

semakin terpuruk, bahkan dapat 

berdampak pada terhentinya 

pendidikan anak dan terganggunya 

masalah kesehatan. Mereka juga 

jadi harus mengirit pemakaian air 

karena tidak sanggup 

mengeluarkan biaya besar, sehingga 

terkadang mereka hanya mandi satu 

kali sehari atau bahkan tidak mandi sama sekali. Sedangkan, untuk air 

minum, mereka terpaksa membeli air minum galon karena air PAM 

biasanya hanya mereka gunakan untuk mandi atau mencuci baju saja.  
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Air yang keluar sangat kecil dan tidak jernih 

d. Gambaran Kasus 

Sejak tahun 2000-an, 

masyarakat Rawa Badak seringkali 

kesulitas mendapatkan air bersih, 

dan setiap kali masyarakat 

mempermasalahkan hal tersebut, 

informasi yang disampaikan adalah 

bahwa terjadi sambungan pipa yang 

putus atau pecah, sehingga 

memerlukan adanya perbaikan dan 

lain-lain. Untuk mendapatkan air 

bersih, warga biasanya terpaksa membeli dari penjual air gerobak atau 

menunggu air PAM keluar. Air yang keluar seringkali kecil, hanya terkadang 

saja besar.  

  Kualitas air juga tidak bagus, terkadang agak kuning dan cepat ada 

ulat atau bau jika keluarnya siang hari. Air yang keluar pun seringkali berbau 

got, berbau kaporit atau berwarna kecokelatan, dan apabila terjadi 

demikian, mereka tidak menggunakan air tersebut, kecuali terpaksa. 

Penggunaan air ini pun berdampak pada kesehatan perempuan dan anak-

anak, mereka seringkali mengalami gatal-gatal. Terhadap air di wilayah ini, 

Solidaritas Perempun Jabotabek pernah memeriksanya ke Laboraturin 

Sucofindo “yg Uji analisa air minum” dan hasil uji cobanya menyatakan 

bahwa kualitas air tersebut tidak dapat diminum, “conclusion Based on 

Parameter analysis it is concluded that the sample is not confirmed as drinking 

water”. Padahal menurut perjanjian kerja sama, seharusnya pelayanan air di 

Jakarta sudah dapat diminum. 

Biasanya untuk menunggu air keluar, mereka harus bergantian 

bergadang, karena seringkali air hanya keluar pada sekitar jam 1 atau jam 2 

dini hari. Bahkan anak-anak, terutama anak perempuan, juga terpaksa 

bergantian atau menemani ibu mereka menunggu air. Air pun terkadang 

macet total dan mereka harus membeli air dari penjual keliling. Biasanya 

harga air yang dijual keliling adalah Rp1500/jerigen kecil, namun ketika air 

macet, harga air jadi melonjak, bisa mencapai Rp3.750/jerigen, karena 

permintaan yang tinggi hingga terkadang harus berebut dengan warga 

yang lain atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Untuk jerigen besar, 
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Sumur alternatif? 

biasanya Rp5000/jerigen. Untuk membeli air dengan selang, harganya 

Rp5000/drum atau sekitar 150 liter, namun tempat-tempatnya biasanya 

terbatas atau jauh.  

Biasanya mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air 

sebesar Rp20.000/hari untuk keluarga 8 orang dan Rp 15.000/hari untuk 

keluarga 5 orang. Padahal kebanyakan dari mereka tidak memiliki uang 

yang cukup untuk membeli air. “Kami tidak cukup banyak uang untuk 

membeli air, uang sepuluh ribu aja susah buah kami.” Keluh seorang 

perempuan warga Rawa Badak. Rata-rata penghasilan mereka per hari 

adalah Rp20.000-Rp50.000,-, namun tidak tentu, bahkan terkadang tidak 

bisa tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dalam satu harinya. 

Mereka menjadi kesulitan untuk mengatur biaya pengeluaran mereka 

untuk kebutuhan lainnya. “...imbasnya ya kita kewalahan mengatur biaya-

biaya lainnya, dan tidak bisa hidup sehat dan bersih kalau air pas-pasan.” 

lanjutnya.  

Mereka terpaksa harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan 

mereka yang lain, seperti biaya pemeriksaan kesehatan bahkan hingga 

biaya sekolah anak. “Anak tidak dapat bersekolah, ya kami juga mau makan 

susah, tidak dapat periksa kesehatan, dll”. Ungkap perempuan lainnya. 

Mereka juga jadi harus mengirit pemakaian air karena tidak sanggup 

mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk membeli air, “Susah untuk 

mandi, masak, yang penting ada dulu buat anak mandi yang mau sekolah, 

mandi cukup sekali saja, ya kadang ga mandi.” 

Mereka juga tidak memiliki 

sumber air alternatif, karena air tanah di 

wilayah ini asin. “Untuk di Rawa badak ini 

tidak ada sumber air alternatif, kalau ada 

itupun airnya asin, air disini kan dekat dg 

laut otomatis air nya asin.”. Sumur-

sumur pun biasanya tercemar dengan 

sampah. 

 Masyarakat juga seringkali 

mengeluh karena tarif air mahal dan 

sering naik, sedangkan kualitas airnya buruk, sehingga mereka harus tetap 

membeli air lagi. Selain itu, pelayanannya juga buruk. Bahkan ketika air 

tidak keluar atau terjadi kebocoran pipa, mereka tetap saja harus 



201 

 

membayar abonemennya (biaya berlangganan). “Kadang ada kebocoran 

pipa kita tetap di tuntut untuk membayar—kalau kita tidak mau bayar, ya 

otomatis saluran Pipa air kerumah di putus.” Bahkan PAM justru 

mengeluarkan kebijakan baru yang sempat meresahkan masyarakat, “Kita 

sekarang sering panik ada kebijakan dari PAM setiap satu bulan menunggak 

saluran pipa air diputus, ya kalau sudah diputus ya berarti kita susah 

dapatkan air PAM, kalau pun juga di penjual gerobakan lebih mahal lagi.” 

Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui siapa yang 

mengelola air di Jakarta. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka 

menggunakan air PAM, walaupun ada juga yang mengetahui bahwa PAM 

telah berganti nama, namun hanya sebatas itu saja.  

Terkait permasalahan air bersih ini, kaum perempuan telah 

seringkali mengadu kepada PAM, namun tidak mendapatkan respon. 

“Dalam hal kesulitan air ini dan air sering macet kami pernah komplen ke 

PAM, tapi ngga ada reaksi nya akhirnya kami juga bosan tidak di gubris, ini 

dulu inisiatif kami dan dapat dukungan dari RT kami.” Namun ketika tidak 

digubris, mereka tidak tahu lagi harus ke mana dan akhirnya masyarakat 

merasa bosan dan terbiasa dengan keadaan tersebut.  

Pada tahun 2011, perempuan Rawa Badak bergabung dalam Koalisi 

Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk mengadvokasikan 

permasalahan yang mereka alami ke tingkatan pemerintah propinsi. 

Mereka bergabung untuk melakukan aksi pada 6 Juni 2011 di depan kantor 

Gubernur DKI Jakarta dan bertemu dengan perwakilan Gubernur DKI 

Jakarta, demi menyampaikan permasalahan yang mereka alami. Tidak 

berapa lama sejak mereka mengadukan masalah mereka ke perwakilan 

Gubernur, PT Aetra, sebagai perusahaan air yang mengelola air untuk 

wilayah mereka, mengirimkan pekerjanya untuk memperbaiki pipa  yang 

bocor di wilayah mereka. Namun, hanya itu yang terselesaikan untuk 

sementara waktu dan permasalahan yang dialami warga Rawa Badak tetap 

berlanjut hingga kini.  

 

 

 

 

 

 



202 

 

Perempuan Rawa Badak bersama KMMSAJ 

melakukan aksi di depan kantor gubernur 

Sejak upaya mereka 

melakukan aksi bersama KMMSAJ 

pada 6 Juni tersebut, permasalahan 

air di wilayah Jakarta kembali 

mencuat melalui pemberitaan di 

media-media nasional. Bahkan PAM 

Jaya mulai secara terang-terangan 

mempermasalahkan kontrak kerja 

sama PAM Jaya dengan Palyja dan 

Aetra dan mendorong proses 

renegosiasi kontrak. Perempuan Rawa Badak juga terlibat dalam gerakan 

masyarakat sipil untuk menggugat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan 

PAM Jaya melalui gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, dengan tuntutan pemutusan kontrak kerja sama dan pengembalian 

layanan air ke publik. Proses tersebut hingga kini masih berjalan.  

 

e. Analisa Kasus 

  Privatisasi bukan solusi dalam  penangan air bersih sebab pada 

kenyataannya warga atau masyarakat miskin  semakin tidak memiliki akses 

air bersih yang cukup. Pengelolaan air oleh perusahaan air swasta membuat 

tarif air semakin hari semakin merangkak naik, akibat beban biaya yang 

ditagihkan perusahaan terus meningkat. Namun, biaya yang tinggi tersebut 

tidak disertai dengan kualitas air dan pelayanan yang baik, khususnya bagi 

masyarakat miskin. 

  Permasalahan air yang dialami oleh masyarakat di wilayah Rawa 

Badak, Jakarta Utara, lebih disebabkan karena adanya ketidakadilan 

pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan air swasta terhadap warga 

Jakarta pada kelas menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya permasalahan air yang dialami oleh warga Jakarta kelas menengah 

ke atas ataupun yang tinggal di apartemen-apartemen ataupun pelayanan 

air bagi kantor-kantor besar ataupun mal-mal yang ada di Jakarta. 

Pelanggan air yang masuk dalam kelas tarif yang lebih tinggi secara 

otomatis mendapatkan pelayanan air yang tinggi.  

  Penyerahan pelayanan publik ke tangan swasta berdampak pada 

perubahan orientasi pelayanan yang tidak lagi demi memenuhi kebutuhan 
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hajat hidup orang banyak menjadi demi keuntungan. Padahal telah 

ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 7 

tahun 2004, bahwa air merupakan res commune di mana dalam prinsip ini, 

seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air 

dinilai dalam harga secara ekonomi. Selain itu, contoh kasus pelayanan air 

Jakarta ini membuktikan kegagalan privatisasi, di mana privatisasi 

“ditujukan” untuk adanya peningkatan kualitas dan pelayanan, melalui 

investasi dan teknologi.  

  Dampak dari pelayanan air yang buruk dan kualitas air yang rendah 

sangat dirasakan oleh kaum perempuan, karena perempuan yang terus 

bersinggungan dan dekat dengan penggunaan air, baik dalam memastikan 

terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan mencuci 

maupun untuk mandi anak-anak. Sulitnya air bersih membuat perempuan 

harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan 

tersedianya air. Kualitas air yang cukup buruk ini juga menimbulkan 

masalah pada kesehatan reproduksi perempuan, di mana mereka sering 

mengalami gatal-gatal pada organ reproduksinya. Mahalnya biaya air juga 

membuat perempuan harus berpikir lebih keras dalam mengatur atau 

mengelola pengeluaran keluarga.  Kondisi ini justru memperburuk situasi 

ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. 

 

D. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dampaknya Bagi Perempuan 

  Dari pengalaman berbagai kasus, baik kasus tambang, sawit, 

maupun infrastruktur, permasalahan air selalu muncul. Mulai dari 

pencemaran air akibat limbah tambang atau pengolahan sawit, 

pemanfaatan air berlebih untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan 

kelapa sawit, kehancuran wilayah penyangga air atau sumber-sumber air 

akibat aktivitas pertambangan, perluasan perkebunan, hingga 

pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, air selalu menjadi salah satu faktor 

penunjang yang penting dalam setiap kegiatan, sedangkan di sisi lain, 

kegiatan-kegiatan tersebut justru mengancam keberlangsungan 

penyediaan air bagi kebutuhan manusia.  

  Sekarang ditambah lagi dengan perubahan paradigma untuk 

pengelolaan air dari pelayanan publik ke pelayanan privat, di mana air 

dimanfaatkan dan dilihat sebagai barang ekonomi berdasarkan nilai 

ekonomi yang berorientasi pada keuntungan.  Penyedotan air besar-
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besaran oleh perusahaan untuk penyediaan layanan air perumahan dan 

pengolahan air minum dalam kemasan, tanpa memperhatikan kebutuhan 

air bagi masyarakat lokal di mana sumber air berada, baik untuk kebutuhan 

rumah tangga mereka maupun untuk kebutuhan lahan persawahan dan 

ladang berkebun mereka. Masyarakat terus terpinggirkan dan harus 

bekerja ekstra waktu dan tenang untuk memenuhi kebutuhan air mereka. 

Bahkan terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk memastikan tersedianya 

air bagi kebutuhan dasar mereka. Padahal air memiliki fungsi sosial yang 

seharusnya tersedia bagi masyarakat tanpa mereka harus membayar.  

  Dalam setiap permasalahan tersebut, perempuan lah yang paling 

terkena dampak. Karena dalam kesehariannya, perempuan sangat dekat 

dengan air, baik dalam kegiatan rumah tangga maupun terkait kesehatan 

reproduksinya. Ketika debit air sungai menurun, perempuan yang berjalan 

lebih jauh mengambil air untuk keperluan air minum, memasak, ataupun 

mencuci. Ketika air tercemar, perempuan yang paling rentan terkena 

penyakit. Ketika perempuan kehilangan akses terhadap air bersih, maka 

beban perempuan bertambah, bahkan jiwa dan kesehatan reproduksinya 

terancam. Hilangnya akses terhadap air bagi masyarakat, juga dapat 

menimbulkan dampak berlapis pada perempuan dan meningkatkan 

kekerasan yang terjadi pada perempuan, ketika situasi tersebut juga 

menyentuh perekonomian keluarga.  
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BAB IV 

Mengurai Realitas 

 

Kasus – kasus konflik sumber daya alam yang telah disampaikan di 

atas, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber 

daya alamnya. Kekayaan alam yang berlimpah ternyata tidak mampu 

membawa kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, 

justru sebaliknya kekayaan alam yang ada justru membawa bencana bagi 

masyarakat.  

Bagaimana tidak, sumber daya alam hanya dilihat dari segi 

ekonomi, yang kemudian menjadi sumber investasi yang menguntungkan 

bagi negara.  hampir seluruh aspek sumber daya alam Indonesia telah 

dikuasai oleh perusahaan Transnasional (TNC’s) maupun Multinasional 

(MNC’s). Penguasaan terhadap sumber daya alam tersebut kemudian 

dipermudah dengan sejumlah kebijakan yang ada di Indonesia, dimana 

hampir seluruh kebijakan terkait sumber daya alam, memuat pasal – pasal 

yang memberikan ruang bagi perusahaan untuk ‘memanfaatkan’ sumber 

daya alam. Namun, tidak memuat pasal – pasal bagaimana masyarakat 

tetap mempunyai akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam.  

Penguasaan sumber daya alam telah bergeser dari yang komunal 

(dikelola bersama) menjadi hak individu. Pergeseran tersebut, tidak 

terlepas dari dorongan  ekonomi pasar global, melalui sejumlah organisasi 

perdagangan, yang menggunakan konsep pasar bebas, seperti WTO (World 

Trade Agreement), AFTA (Asean Free Trade Agreement), dan lainnya, 

dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya. Organisasi – 

organisasi perdagangan tersebut sebahagian besar digagas oleh negara – 

negara industri, untuk memuluskan bisnis mereka untuk menguasai negara  

berkembang termasuk Indonesia.   

Masuknya Indonesia ke organisasi perdagangan dunia tersebut, 

tidak melihat situasi dan kondisi masyarakat. Pemerintah dengan ‘sadar’ 

mengetahui bahwa  adanya Indonesia didalam organisasi tersebut tidak 

memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, justru sebaliknya 

memberikan keuntungan bagi perusahaan – perusahaan dari negara 

industri di Indonesia, seperti Eropa, Amerika, dan negara industri lainnya.   

Liberalisasi dalam berbagai sektor, juga kemudian didorong oleh 

sejumlah lembaga keuangan Internasional (World Bank, ADB, JBIC, IFC, dan 
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lain – lain), melalui reformasi regulasi di Indonesia untuk diarahkan ke 

privatisasi, salah satunya UU Pengelolaan Sumber Daya Air, yang didukung 

oleh World Bank, UU Ketenagalistrikan yang didukung oleh ADB, dan 

sebagainya. Perubahan kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan 

terjadinya privatisasi dan menghilangkan tanggung jawab negara atas hak 

– hak dasar warga.  

Kebijakan yang ada juga mendorong penuh keterlibatan sektor 

swasta, dan meminggirkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, untuk 

berperan aktif dalam proses pembangunan, serta menentukan arah 

pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Kebijakan yang 

bermunculan 10 tahun terakhir, semakin memberikan kebebasan kepada 

perusahaan untuk mengeruk sumber daya alam yang ada tanpa 

memikirkan keberlanjutan ekologis.  

 

Namun, ironisnya, masuknya investasi di Indonesia, semakin 

memperburuk pemiskinan yang ada di Indonesia. Penguasaan lahan, udara, 

dan air secara besar – besaran oleh negara yang kemudian ‘dijual’ ke 

perusahaan – perusahaan, mengakibatkan masyarakat, terutama 

perempuan tidak mendapatkan lagi hak atas kehidupan yang layak. 

Perampasan terhadap sumber – sumber kehidupan, atas lingkungan yang 

sehat, mengakibatkan beban hidup perempuan semakin berat. 

Kasus konflik di wilayah pertambangan, perkebunan kelapa sawit, 

pembangunan infrastruktur, dan penguasaan atas air,  yang terjadi di 8 

(delapan) komunitas SP, yaitu Aceh, Palembang, Jabotabek, Bojonegoro, 

Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, telah 

memperlihatkan bagaimana kerusakan lingkungan, pencemaran udara, air 

dan tanah akibat aktifitas pertambangan, kerusakan kawasan karst sebagai 

wilayah tangkapan air, yang juga berdampak pada hilangnya ekosistem 

endemik. Selain kerusakan lingkungan dan eksosistem, aktifitas industri 

ekstraktif tersebut telah mengakibatkan terjadinya, konflik lahan akibat 

pengambilan paksa oleh perusahaan, penggusuran tempat tinggal, sumber 

mata pencaharian, dan asset lainnya, hilangnya sumber mata pencaharian, 

gangguan kesehatan, seperti ISPA, bahkan bagi perempuan yang menjadi 

buruh perkebunan sawit, perusahaan tersebut tidak menjamin dan 

melindungi hak – hak perempuan buruh, serta upah yang tidak sesuai 

dengan beban kerja, dalam arti terjadi eksploitasi terhadap buruh. Tidak 
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hanya itu, kehadiran industri ekstraktif sangat berpengaruh terhadap 

kebiasaan dan adat istiadat di wilayah tersebut, dimana budaya gotong 

royong, budaya turun sawah, mulai ditinggalkan demi bekerja di 

perusahaan.  

Dampak tersebut juga sangat mempengaruhi kehidupan 

perempuan, dimana pada kasus diatas telah diuraikan, bagaimana dampak 

yang dialami perempuan, ketika sumber – sumber kehidupan telah 

dirampas dan dicemarkan oleh aktifitas pertambangan, mengakibatkan 

beban kehidupan perempuan semakin berat, karena peran gender masih 

menempatkan mereka sebagai penjaga keluarga dan bertanggung jawab 

terhadap keluarga, seperti menjadi Buruh Migran Perempuan (BMP), atau 

beralih pekerjaan. Perampasan sumber daya alam sebagai bagian 

kehidupan perempuan, telah meminggirkan perempuan dalam mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya alamnya.  

Namun pengalaman tersebut, seperti dinafikan oleh komunitas dan 

negara. Ini terlihat dengan tidak dilibatkannya perempuan dalam setiap 

konsultasi dan rapat pengambilan keputusan, ketika masuknya perusahaan 

industri ekstraktif . Pengalaman kasus diatas, telah memaparkan 

bagaimana perempuan tidak terinformasi dan mengetahui dampak – 

dampak yang akan mereka alami ketika hadirnya perusahaan, bahkan tidak 

ada persetujuan dari perempuan ketika masuk perusahaan.  

Selama ini, perusahaan menggunakan aparat desa untuk 

mempermudah pemberian izin usaha oleh pemerintah. Dengan ‘iming – 

iming’ sejumlah uang kepada aparat desa , atau jika tidak berhasil, 

perusahaan sering menggunakan aparat keamanan, untuk mengintimidasi 

masyarakat dalam memberikan persetujuan atau izin kepada perusahaan.  

Dampak yang telah dialami masyarakat, dan perempuan akibat 

aktifitas industri ekstraktif tersebut, mulai terjadi beberapa perlawanan. 

Negosiasi – negosiasi mulai dilakukan perempuan akar rumput baik ke 

perusahaan maupun pemerintahan, sampai aksi – aksi pemblokiran, 

sebagai bentuk perlawanan atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan maupun pemerintah.  

Namun, perlawanan tersebut sering mendapatkan tantangan dari 

luar, terutama bagi perempuan. Tantangan yang dihadapi perempuan, 

mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga komunitas, yang masih 

menganggap urusan pengelolaan sumber daya alam, bukan urusan 
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perempuan. Stigma – stigma yang dihadapi perempuan sering dilakukan 

oleh perusahaan, pemerintah, bahkan komunitas mereka, untuk kemudian 

melemahkan perjuangkan perempuan, termasuk melakukan kriminalisasi 

terhadap upaya perlawanan yang dilakukan perempuan.  

Paradigma pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah 

Indonesia yaitu. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, diarahkan pada anggapan 

bahwa pembangunan membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. 

Hal ini membuat Indonesia seakan membuka segala pintu demi masuknya 

investasi, melalui penyediaan segala kemudahan, sarana dan pra sarana 

pendukung investasi. Anggapan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa 

investasi dapat membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan transfer 

teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga 

pembangunan infrastruktur. Namun, kenyataannya dengan dibukanya 

segala keran demi mendorong masuknya investasi asing, perusahaan asing 

lebih suka mempekerjakan tenaga kerja asing dan menempatkan tenaga 

kerja lokal pada posisi rendah atau hanya sebagai pekerja kasar. 

Peningkatan kapasitas yang dilakukan hanyalah pada level tenaga kerja 

dengan keahlian. Sedangkan, pembangunan infrastruktur justru disediakan 

oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN atau bahkan dana 

utang. Seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan jalan 

regional di Kalimantan dan Jawa yang menggunakan dana utang dari ADB. 

Padahal ada indikasi di sepanjang jalan itu lah jalur eksploitasi sumber daya 

alam.  

Fakta-fakta dalam berbagai kasus di atas semakin mematahkan 

propaganda aktor-aktor negara dan non negara yang mengatasnamakan 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di wilayah di 

mana investasi masuk, semakin dimiskinkan akibat kehilangan sumber 

kehidupannya dan mengalami dampak dari kerusakan lingkungan, 

pencemaran, kekerasan hingga kriminalisasi. Terlebih lagi dengan 

kenyataan bahwa hasil pengerukan sumber daya alam dari bangsa ini hanya 

dirampas demi kebutuhan negara-negara industri. Indonesia menjadi 

negara pengekspor untuk bahan mentah dan menjadi negara pengimpor 

untuk bahan jadi, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya 

dijadikan sebagai pasar bagi negara-negara industri. 
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